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KATA PENGANTAR 
 

 

 

Alhamdulillāhi rabbil ‘ālamīn, segala puji bagi Allah Swt. yang telah 

melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga buku yang berjudul 

Fikih Muamalah Terapan: Inovasi dan Regulasi ini dapat diselesaikan dengan 

baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi 

Muhammad Saw., keluarga, sahabat, serta seluruh umat beliau yang istiqamah 

menegakkan nilai-nilai Islam hingga akhir zaman. 

Perkembangan zaman yang semakin cepat telah menghadirkan berbagai 

transformasi dalam praktik ekonomi dan keuangan modern. Digitalisasi, inovasi 

teknologi, perkembangan instrumen investasi, hingga perluasan regulasi 

ekonomi global membawa tantangan sekaligus peluang baru bagi kajian fikih 

muamalah. Dalam konteks tersebut, fikih muamalah tidak hanya dipahami 

sebagai warisan normatif klasik, tetapi juga sebagai disiplin yang dinamis, 

adaptif, dan responsif terhadap perubahan sosial serta perkembangan peradaban 

manusia. 

Buku ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai dinamika 

kontemporer fikih muamalah, khususnya yang berkaitan dengan instrumen 

wakaf modern, zakat dan sedekah digital, financial technology (FinTech) syariah, 

smart contracts, aset kripto, keuangan syariah berkelanjutan, asuransi syariah, 

hingga regulasi dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah di berbagai negara. 

Pembahasan dalam buku ini diharapkan mampu memperluas wawasan akademik 

sekaligus menjadi referensi bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, maupun 

masyarakat umum yang memiliki perhatian terhadap perkembangan ekonomi 

syariah modern. 

Fikih muamalah pada hakikatnya dibangun atas prinsip kemaslahatan, 

keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. Oleh karena itu, setiap inovasi 

ekonomi dan teknologi perlu dikaji secara mendalam agar tetap sejalan dengan 

maqāṣid al-syarī‘ah serta nilai-nilai etika Islam. Kehadiran buku ini diharapkan 

dapat menjadi kontribusi dalam menjawab berbagai persoalan kontemporer yang 

muncul di tengah transformasi ekonomi digital dan globalisasi sistem keuangan 

dunia. 
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Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki berbagai kekurangan 

dan keterbatasan. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun sangat 

diharapkan demi penyempurnaan karya ini pada masa yang akan datang. Semoga 

buku ini dapat memberikan manfaat, menambah khazanah keilmuan Islam, serta 

menjadi bagian dari ikhtiar dalam mengembangkan ekonomi syariah yang 

berkeadilan dan membawa keberkahan bagi umat. 
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BAB I 
Instrumen Wakaf Kontemporer 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Wakaf Produktif dan CWLS 

akaf merupakan instrumen filantropi Islam yang memiliki karakter 

keberlanjutan karena pokok harta ditahan, sedangkan manfaatnya 

dialirkan bagi kemaslahatan (Kahf, 2003). Literatur fikih klasik 

menempatkan wakaf sebagai pranata ibadah sosial yang tidak hanya berkaitan 

dengan aset tidak bergerak, tetapi juga berkembang pada pembahasan harta 

bergerak ketika kebutuhan sosial-ekonomi umat semakin kompleks (Yuniara & 

Afrianty, 2024). Perkembangan ini melahirkan gagasan wakaf produktif, yakni 

pengelolaan harta wakaf secara profesional agar menghasilkan surplus manfaat 

yang terus-menerus (Zainal, 2016). Dalam kajian kontemporer, wakaf produktif 

dipahami bukan sekadar pengalihan kepemilikan untuk tujuan kebajikan, 

melainkan sebagai sistem kelembagaan yang mensyaratkan tata kelola, investasi, 

akuntabilitas, dan pengukuran dampak sosial (Ridwansah, 2025). Kerangka 

tersebut menempatkan wakaf sebagai instrumen pembangunan yang relevan bagi 

agenda kesejahteraan, pengurangan kemiskinan, dan pemerataan akses layanan 

publik (Ihsan & Hameed Hj. Mohamed Ibrahim, 2011).  

Kajian fikih tentang wakaf uang menunjukkan adanya dinamika ijtihad 

yang penting untuk dibaca secara historis dan normative (Dedi & Hardivizon, 

2018). Sejumlah ulama klasik membolehkan wakaf uang dengan syarat 

pokoknya dijaga dan hasil pengembangannya disalurkan kepada mauquf ‘alaih 

(Indriati, 2017). Badan Wakaf Indonesia menjelaskan bahwa pendapat Imam al-

Zuhri, sebagian ulama Hanafiyah melalui istiḥsān bi al-‘urf, dan riwayat sebagian 

ulama Syafi’iyah melalui Abu Tsaur menjadi basis legitimasi kebolehan wakaf 

uang (Naimah, 2015). Perbedaan pandangan antarmazhab tidak semata 
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menunjukkan pertentangan, melainkan memperlihatkan keluasan metodologis 

fikih dalam merespons perubahan bentuk harta dan kebutuhan publik (Naimah, 

2015). Literatur modern kemudian menegaskan bahwa maqāṣid al-syarī‘ah, 

kemaslahatan, dan prinsip menjaga pokok harta menjadi landasan kuat bagi 

pelembagaan wakaf uang sebagai instrumen sosial-ekonomi yang sah dan adaptif 

(Zulkifli, 2025).  

Penguatan normatif wakaf uang di Indonesia memperoleh legitimasi 

penting melalui Fatwa MUI Tahun 2002 tentang Wakaf Uang (Jalil, 2020). Fatwa 

tersebut menegaskan bahwa wakaf uang hukumnya jawaz, penggunaannya harus 

untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar’i, dan nilai pokoknya wajib dijaga 

kelestariannya serta tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan (Kahf, 2003). 

Penegasan ini mempunyai arti besar karena menggeser persepsi publik yang lama 

mengidentikkan wakaf hanya dengan tanah, masjid, makam, atau bangunan 

keagamaan. Literatur akademik juga mencatat bahwa pengesahan wakaf uang 

membuka ruang inovasi kelembagaan dan produk keuangan sosial Islam yang 

sebelumnya sulit berkembang tanpa dasar hukum syariah yang tegas(Ahmad 

Mujahidin, 2021). Posisi fatwa ini menjadi jembatan antara perdebatan fikih 

klasik dan kebutuhan tata kelola wakaf modern, khususnya dalam pengembangan 

instrumen investasi sosial yang aman, terukur, dan berdampak luas (Hamzah, 

2025).  

Dimensi regulasi nasional memperlihatkan bahwa wakaf uang di 

Indonesia tidak berhenti pada legitimasi fatwa, tetapi telah diintegrasikan ke 

dalam sistem hukum positif (Almantiqy, 2017). Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 2004 tentang Wakaf menjadi fondasi utama pengelolaan wakaf nasional. 

Pengaturan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan 

Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 dan diperbarui melalui Peraturan Pemerintah 

Nomor 25 Tahun 2018 (Nizar, n.d.). Struktur regulasi ini memperlihatkan 

orientasi negara untuk membangun kepastian hukum, kelembagaan nazhir, 

prosedur perwakafan, dan mekanisme pengelolaan wakaf, termasuk wakaf uang 

(M. I. K. Lubis, 2022). Literatur hukum Islam kontemporer menilai bahwa 

formalisasi regulasi tersebut merupakan tahap penting transformasi wakaf dari 

praktik keagamaan yang bersifat tradisional menuju tata kelola publik yang lebih 

profesional, terdokumentasi, dan dapat diawasi (Ahmad Faisal, 2021).  

Meskipun dasar fikih dan regulasi telah terbentuk, fakta sosial 

menunjukkan bahwa pengembangan wakaf produktif masih menghadapi 

tantangan serius (Haneef et al., 2015). Survei Literasi Wakaf Nasional tahun 

2020 yang disusun BWI, Puskas BAZNAS, dan Kementerian Agama mencatat 

Indeks Literasi Wakaf nasional sebesar 50,48 dan masuk kategori rendah. Nilai 
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literasi dasar tercatat 57,67, sedangkan literasi lanjutan hanya 37,97(Nugraha et 

al., 2022). Temuan tersebut menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat 

terhadap konsep, instrumen, dan tata kelola wakaf modern belum memadai. Data 

yang sama juga menunjukkan masyarakat menaruh perhatian pada akuntabilitas, 

transparansi, dan aksesibilitas lembaga nazhir (Kachkar, 2017). Fakta ini penting 

karena rendahnya literasi bukan hanya menghambat penghimpunan dana wakaf 

uang, tetapi juga melemahkan kepercayaan publik terhadap inovasi seperti wakaf 

produktif dan CWLS yang menuntut pemahaman lebih kompleks daripada wakaf 

konvensional (Ascarya et al., 2022).  

Kontras antara potensi dan realisasi menjadi persoalan sosial-ekonomi 

yang sangat menonjol. BWI menyebut proyeksi potensi wakaf uang Indonesia 

dapat mencapai Rp180 triliun per tahun, sementara kajian sebelumnya juga 

pernah memproyeksikan angka Rp120 triliun per tahun (Muhammad, 2023). 

Besarnya potensi tersebut menunjukkan bahwa wakaf uang dapat menjadi 

sumber dana sosial yang strategis untuk pembiayaan pendidikan, kesehatan, 

pemberdayaan UMKM, ketahanan pangan, dan penguatan layanan sosial 

keagamaan (Muhammad, 2023). Kenyataan di lapangan memperlihatkan bahwa 

potensi besar itu belum sepenuhnya terkonversi menjadi portofolio wakaf 

produktif yang luas, terukur, dan berkelanjutan (Anggraeni & Rizal, 2021). 

Kesenjangan ini menandakan adanya masalah pada sisi literasi, desain 

kelembagaan, model penghimpunan, profesionalitas nazhir, pemilihan instrumen 

investasi, serta integrasi antara aspek syariah, hukum, dan bisnis dalam ekosistem 

perwakafan nasional (Akbar, 2024).  

Dalam konteks tersebut, Cash Waqf muncul sebagai inovasi yang secara 

konseptual mampu mengatasi keterbatasan wakaf berbasis aset tetap (Ismail 

Abdel Mohsin, 2013). Wakaf uang memiliki kelebihan dari segi fleksibilitas 

nominal, kemudahan partisipasi, efisiensi penghimpunan, dan peluang 

diversifikasi penempatan dana (Osman et al., 2016). Literatur internasional dan 

nasional menilai cash waqf sebagai instrumen yang relevan untuk mendukung 

inklusi keuangan sosial Islam karena dapat diakses oleh masyarakat luas tanpa 

menunggu kepemilikan aset besar (Ahmed, 2004). Karakter ini membuat wakaf 

lebih demokratis dan tidak eksklusif bagi kelompok kaya pemilik tanah. Kajian 

tentang cash waqf juga menekankan bahwa keunggulan utamanya terletak pada 

kemampuan menjaga pokok dana sambil memproduktifkan manfaat melalui 

investasi yang sesuai syariah. Kekuatan konseptual tersebut menjadikan cash 

waqf sangat strategis sebagai pintu masuk pembaruan wakaf produktif di 

Indonesia (Yasin, 2021).  
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Perkembangan lebih lanjut melahirkan Cash Waqf Linked Sukuk atau 

CWLS sebagai bentuk integrasi antara keuangan sosial Islam dan instrumen 

pembiayaan syariah negara (Rahayu & Agustianto, 2020). Kementerian 

Keuangan menjelaskan bahwa CWLS mulai diterbitkan pada 2020 sebagai Surat 

Berharga Syariah Negara berbasis investasi sosial (Ascarya et al., 2022). Skema 

ini memungkinkan dana wakaf uang ditempatkan pada sukuk negara yang aman, 

sesuai prinsip syariah, dan hasil imbalannya disalurkan untuk program sosial 

melalui nazhir. Literatur akademik menilai CWLS sebagai inovasi kelembagaan 

yang penting karena menjembatani kebutuhan keamanan pokok wakaf, 

kebutuhan produktivitas manfaat, dan kebutuhan tata kelola yang lebih terukur. 

Model ini juga memperlihatkan pergeseran pendekatan wakaf dari pola 

konsumtif menuju pembiayaan sosial yang terhubung dengan instrumen fiskal 

negara tanpa menghilangkan karakter ibadah dan filantropi wakaf itu sendiri 

(Fad, 2021).  

Secara regulatif dan syariah, CWLS mendapat penguatan dari fatwa dan 

kebijakan yang mendukung integrasi wakaf dengan sukuk (Puspitasari & 

Khotimah, 2022). DSN-MUI telah menempatkan sukuk wakaf dalam kerangka 

fatwa sebagai pedoman kepatuhan syariah, sementara kajian hukum menegaskan 

bahwa CWLS di Indonesia dibaca melalui Fatwa DSN-MUI No. 131/DSN-

MUI/X/2019 tentang Sukuk Wakaf dan Fatwa No. 137/DSN-MUI/XI/2020 

tentang Sukuk (Hartanto & Sup, 2021). Dukungan regulatif tersebut memberi 

dasar bagi pemerintah, BWI, LKS-PWU, dan nazhir untuk menjalankan 

pengelolaan CWLS secara lebih terstruktur(Pramudito, 2023). Persoalan 

pentingnya terletak pada kenyataan bahwa legitimasi normatif belum otomatis 

menghasilkan efektivitas implementasi (Arifin et al., 2025). Kajian mutakhir 

menunjukkan bahwa tantangan kepatuhan syariah, desain akad, pemahaman 

publik, dan koordinasi antarlembaga masih menjadi isu yang terus memerlukan 

kajian kritis dan pembenahan institusional (Winarto et al., 2023).  

Dimensi model bisnis menjadi titik krusial yang sering belum dibahas 

secara mendalam dalam studi wakaf. CWLS pada dasarnya bukan hanya isu fikih 

dan legalitas, tetapi juga persoalan desain bisnis sosial yang melibatkan 

penghimpunan wakaf, penempatan dana, pengelolaan imbal hasil, pemilihan 

program sosial, pelaporan, mitigasi risiko, dan pengukuran dampak (Haneef et 

al., 2015). Dokumen pemasaran resmi SWR005 menunjukkan bahwa CWLS ritel 

dapat diakses mulai dari Rp1 juta, berjangka dua tahun, tidak dapat 

diperdagangkan, dan imbalannya dibayarkan setiap bulan kepada nazhir untuk 

program sosial (Fauziah et al., 2021). Ciri tersebut menandakan bahwa CWLS 

membutuhkan model bisnis yang mampu menyelaraskan proposisi nilai syariah, 
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keamanan dana, kepercayaan wakif, kapasitas nazhir, dan keberlanjutan program 

penerima manfaat. Ketiadaan model bisnis yang matang berpotensi membuat 

CWLS berhenti sebagai inovasi produk, bukan sebagai solusi kelembagaan yang 

transformative (Ismail Abdel Mohsin, 2013).  

Urgensi riset mengenai wakaf produktif, cash waqf, dan CWLS terletak 

pada kebutuhan untuk membaca ketiganya secara integratif. Banyak kajian 

membahas wakaf produktif dari sisi pemberdayaan ekonomi, cash waqf dari sisi 

fikih dan regulasi, serta CWLS dari sisi instrumen kebijakan atau fatwa. 

Kesenjangan kajian masih tampak pada upaya menjelaskan hubungan sistemik 

antara legitimasi fikih, efektivitas regulasi, dan kelayakan model bisnis dalam 

satu kerangka analisis. Padahal, keberhasilan wakaf produktif modern sangat 

ditentukan oleh kemampuan menghubungkan tiga ranah tersebut secara koheren. 

Latar sosial Indonesia yang ditandai potensi wakaf besar, literasi yang masih 

rendah, kebutuhan pembiayaan sosial yang tinggi, serta tumbuhnya inovasi 

keuangan syariah menjadikan tema ini penting diteliti. Riset ini diharapkan 

mampu menghasilkan pembacaan komprehensif terhadap peluang, hambatan, 

dan arah penguatan ekosistem wakaf produktif berbasis cash waqf dan CWLS 

1.1.1 Definisi Wakaf Menurut Ulama Klasik 

Definisi wakaf dalam mazhab Hanafiyah menunjukkan pendekatan yang 

relatif fleksibel dibandingkan mazhab lain (Abidin, 2023). Ulama Hanafiyah, 

seperti Abu Hanifah, pada awalnya memandang wakaf sebagai penahanan 

manfaat suatu harta tanpa melepaskan kepemilikan secara penuh dari wakif. 

Dalam pandangan ini, wakaf belum bersifat mengikat secara mutlak (ghayr 

lāzim) sehingga secara teoritis masih dapat ditarik Kembali (Arma & Rosa, 

2023). Namun, murid-muridnya seperti Abu Yusuf dan Muhammad al-Syaibani 

kemudian mengembangkan pandangan bahwa wakaf menjadi mengikat setelah 

diikrarkan dan diserahkan untuk kepentingan umum (ASY-SYAIBANI & 

AULIA, n.d.). Pendekatan Hanafiyah ini membuka ruang ijtihad yang lebih luas, 

termasuk dalam penerimaan bentuk harta bergerak seperti uang, selama 

manfaatnya dapat terus dihasilkan dan pokoknya tetap terjaga (Helmi Basri, 

2022). 

Mazhab Malikiyah memiliki pandangan yang menekankan aspek manfaat 

sebagai inti wakaf. Ulama Malikiyah mendefinisikan wakaf sebagai penahanan 

manfaat suatu harta tanpa menghilangkan kepemilikan asalnya (Junaidi & 

Saifulloh, 2025). Dalam konsep ini, kepemilikan secara hukum tetap berada pada 

wakif, tetapi hak pemanfaatannya dialihkan untuk kepentingan yang dituju. 

Malikiyah juga dikenal lebih terbuka terhadap pembatasan waktu dalam wakaf, 

sehingga wakaf tidak harus bersifat selamanya (ta’bīd) (Sulistiani, 2022). 
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Karakter ini menjadikan wakaf dalam mazhab Malikiyah lebih adaptif terhadap 

kebutuhan sosial-ekonomi yang dinamis. Penekanan pada manfaat memungkin-

kan berbagai bentuk aset, termasuk aset produktif, dikelola untuk menghasilkan 

nilai ekonomi yang berkelanjutan bagi penerima manfaat (Hidayatullah & Saiin, 

2025). 

Mazhab Syafi’iyah memberikan definisi wakaf yang lebih ketat dan 

formalistik. Wakaf dipahami sebagai penahanan pokok harta dan pemutusan hak 

kepemilikan wakif secara total untuk kepentingan yang dibenarkan syariah 

(Sobriyah et al., 2025). Dalam pandangan ini, harta wakaf menjadi milik Allah 

secara hukum, sehingga tidak boleh diperjualbelikan, diwariskan, atau dialihkan. 

Prinsip keabadian (ta’bīd) menjadi ciri utama wakaf menurut mazhab ini. 

Pendekatan Syafi’iyah menekankan pentingnya menjaga keutuhan pokok harta 

sebagai jaminan keberlanjutan manfaat. Oleh karena itu, wakaf dalam mazhab 

ini lebih sering dikaitkan dengan aset tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, 

meskipun dalam perkembangan kontemporer muncul reinterpretasi terhadap 

bentuk harta wakaf (Huda & Madarik, 2024). 

Mazhab Hanabilah memiliki pandangan yang pada dasarnya sejalan 

dengan Syafi’iyah, tetapi dengan beberapa nuansa yang lebih moderat dalam 

praktik. Wakaf didefinisikan sebagai penahanan pokok harta dan penyaluran 

manfaatnya untuk kebaikan, dengan sifat mengikat dan tidak dapat dibatalkan 

setelah diikrarkan (Junaidi & Saifulloh, 2025). Hanabilah menegaskan bahwa 

kepemilikan wakif terputus dan harta wakaf digunakan untuk kepentingan yang 

diridhai syariah (R. Hidayat, 2023). Namun, dalam beberapa kasus, ulama 

Hanabilah memberikan kelonggaran dalam pengelolaan dan pengembangan aset 

wakaf selama tidak menghilangkan substansi pokoknya. Pendekatan ini 

memberikan ruang bagi pengelolaan wakaf secara lebih produktif, sehingga 

relevan untuk dikaitkan dengan konsep wakaf modern seperti wakaf produktif 

dan wakaf uang (Ahmad Mujahidin, 2021). 

1.1.2 Tujuan Wakaf dalam Perspektif Maqāṣid Al-Syarī‘Ah 

Tujuan wakaf dalam perspektif maqāṣid al-syarī‘ah dapat dipahami 

sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan (jalb al-maṣāliḥ) dan 

mencegah kerusakan (dar’ al-mafāsid) dalam kehidupan umat (Zulkifli, 2025). 

Wakaf tidak hanya diposisikan sebagai ibadah ritual, tetapi sebagai instrumen 

sosial yang memiliki dampak luas terhadap kesejahteraan Masyarakat (A. 

Rusydiana et al., 2022). Dalam kerangka ini, wakaf berkontribusi langsung 

terhadap perlindungan lima tujuan utama syariah (al-ḍarūriyyāt al-khams), yaitu 

menjaga agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-‘aql), keturunan 

(ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl) (Ni’ami & Bustamin, 2021). Setiap 
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pemanfaatan wakaf idealnya diarahkan untuk memperkuat salah satu atau 

beberapa aspek tersebut secara berkelanjutan (Assiddiq, 2023). 

Kontribusi wakaf terhadap ḥifẓ al-dīn terlihat dalam penyediaan sarana 

ibadah seperti masjid, pesantren, dan lembaga dakwah. Wakaf juga berperan 

dalam ḥifẓ al-nafs melalui penyediaan layanan kesehatan, bantuan sosial, dan 

fasilitas publik yang mendukung keberlangsungan hidup Masyarakat (Khusni, 

2025). Dalam konteks ḥifẓ al-‘aql, wakaf mendukung pendidikan melalui 

pembangunan sekolah, universitas, perpustakaan, dan program beasiswa (A. 

Rusydiana et al., 2022). Sementara itu, ḥifẓ al-nasl diwujudkan melalui program 

sosial yang menjaga kesejahteraan keluarga dan generasi mendatang (Alfian et 

al., 2025). Wakaf juga sangat erat kaitannya dengan ḥifẓ al-māl, karena prinsip 

utama wakaf adalah menjaga pokok harta agar tetap lestari sekaligus 

memproduktifkan manfaatnya (Arifyanto, 2024). 

Pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah juga menekankan dimensi keberlanjutan 

dan keadilan dalam pengelolaan wakaf (Muhammadong, 2025). Wakaf 

dirancang untuk memberikan manfaat jangka panjang, sehingga berbeda dengan 

sedekah biasa yang cenderung bersifat sesaat. Prinsip keberlanjutan ini selaras 

dengan tujuan menjaga stabilitas ekonomi umat dan mengurangi kesenjangan 

sosial (Aziz et al., 2024). Wakaf produktif dan cash waqf dalam konteks modern 

merupakan bentuk aktualisasi maqāṣid tersebut, karena memungkinkan harta 

wakaf dikelola secara profesional untuk menghasilkan manfaat ekonomi yang 

terus menerus (Sobriyah et al., 2025). Pengelolaan yang baik akan menciptakan 

siklus manfaat yang tidak terputus bagi penerima manfaat. 

Dalam konteks kontemporer, pemaknaan maqāṣid terhadap wakaf 

berkembang menjadi lebih luas dengan memasukkan aspek pembangunan 

ekonomi dan keadilan sosial. Wakaf dipandang sebagai instrumen redistribusi 

kekayaan yang dapat mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Integrasi wakaf dengan instrumen modern seperti investasi syariah 

dan CWLS menunjukkan bahwa tujuan syariah dapat diwujudkan melalui 

pendekatan yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Oleh karena itu, kajian 

maqāṣid al-syarī‘ah menjadi penting untuk memastikan bahwa inovasi dalam 

wakaf tetap berada dalam koridor syariah sekaligus mampu menjawab tantangan 

sosial-ekonomi yang terus berkembang. 

1.1.3 Wakaf Produktif  

Wakaf produktif adalah konsep pengelolaan harta wakaf agar tidak hanya 

diam atau digunakan secara konsumtif, tetapi dikembangkan secara ekonomis 

sehingga menghasilkan manfaat berkelanjutan. Dalam pengertian umum, wakaf 

produktif berarti aset yang diwakafkan (seperti tanah, bangunan, atau uang) 
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dikelola secara profesional untuk menghasilkan pendapatan, yang kemudian 

digunakan untuk kepentingan sosial, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan 

umat. 

Berbeda dengan wakaf tradisional yang biasanya berupa masjid, makam, 

atau sekolah yang langsung digunakan, wakaf produktif menekankan pada 

optimalisasi nilai ekonomi aset tersebut. Misalnya, tanah wakaf tidak hanya 

dijadikan tempat ibadah, tetapi juga dibangun ruko, perkebunan, atau usaha lain 

yang menghasilkan keuntungan. Dengan demikian, manfaat wakaf tidak hanya 

dirasakan sekali, tetapi terus mengalir (sustainable). 

Dalam praktiknya, wakaf produktif dapat berbentuk berbagai kegiatan 

ekonomi seperti pertanian, properti, usaha mikro, hingga investasi syariah. 

Contohnya adalah pembangunan pusat perbelanjaan di atas tanah wakaf, 

pengelolaan kebun sawit, atau pendirian rumah sakit berbasis wakaf. Hasil dari 

usaha tersebut kemudian disalurkan untuk membiayai kegiatan sosial seperti 

beasiswa, layanan kesehatan gratis, atau bantuan kepada masyarakat miskin. 

Di Indonesia, pengelolaan wakaf produktif diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Regulasi ini memberikan landasan hukum 

yang jelas mengenai pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan wakaf. Selain 

itu, terdapat lembaga resmi seperti Badan Wakaf Indonesia yang bertugas 

membina nazhir (pengelola wakaf) agar dapat mengelola aset wakaf secara 

profesional dan produktif. 

Dari perspektif fiqh (hukum Islam), wakaf produktif tetap berlandaskan 

prinsip dasar wakaf yaitu menahan pokok harta (al-‘ain) dan mengalirkan 

manfaatnya (al-manfa‘ah). Para ulama klasik hingga kontemporer sepakat bahwa 

pengembangan harta wakaf diperbolehkan selama tidak menghilangkan 

substansi pokoknya. Mazhab seperti Mazhab Hanafi bahkan memberikan 

fleksibilitas lebih luas dalam pengelolaan wakaf untuk kepentingan kemaslahatan 

umum. 

Fiqh juga mengenal konsep istibdal (penggantian aset wakaf) jika aset 

lama sudah tidak produktif, dengan syarat nilai dan manfaatnya tetap terjaga atau 

lebih baik. Hal ini menjadi dasar penting dalam praktik wakaf produktif modern, 

terutama dalam konteks pembangunan ekonomi umat. Selain itu, prinsip amanah, 

transparansi, dan profesionalitas menjadi bagian penting dalam pengelolaan 

wakaf menurut hukum Islam. 

Secara keseluruhan, wakaf produktif merupakan inovasi dalam 

pengelolaan filantropi Islam yang mampu memberikan dampak ekonomi dan 

sosial yang lebih luas. Dengan dukungan regulasi yang kuat, pemahaman fiqh 

yang adaptif, serta pengelolaan yang profesional, wakaf produktif berpotensi 
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menjadi instrumen penting dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat dan 

pengentasan kemiskinan. 

1.1.4 Cash Waqf (Wakaf Uang) dalam Perspektif Fikih  

Cash waqf atau wakaf uang merupakan salah satu inovasi penting dalam 

pengembangan wakaf modern yang memungkinkan partisipasi masyarakat 

secara lebih luas (Khotib et al., 2025). Berbeda dengan wakaf tradisional yang 

umumnya berbasis aset tidak bergerak, cash waqf memberikan fleksibilitas 

karena dapat dilakukan dalam nominal kecil dan tidak memerlukan kepemilikan 

aset besar (Qurrata et al., 2021). Literatur ekonomi Islam menjelaskan bahwa 

wakaf uang memiliki potensi besar sebagai instrumen keuangan sosial karena 

dapat dihimpun secara masif dan dikelola secara produktif. Prinsip utamanya 

tetap sama dengan wakaf pada umumnya, yaitu menjaga pokok dana agar tetap 

utuh dan menyalurkan hasil pengelolaannya untuk kepentingan sosial (Sundana, 

2025). 

Dalam perspektif fikih, wakaf uang merupakan hasil ijtihad ulama yang 

menunjukkan adanya dinamika pemikiran dalam merespons perkembangan 

zaman (Umam & Shiddiqi, 2022). Sebagian ulama klasik seperti Imam al-Zuhri 

dan ulama Hanafiyah membolehkan wakaf uang dengan pertimbangan 

kemaslahatan dan kebiasaan masyarakat (‘urf) (Hakim, 2018). Pandangan ini 

didasarkan pada prinsip bahwa yang terpenting dalam wakaf adalah 

keberlanjutan manfaat, bukan bentuk fisik harta (Romadhoni, 2015). Dalam 

konteks kontemporer, legitimasi wakaf uang diperkuat oleh fatwa lembaga 

keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kebolehannya 

dengan syarat pokok dana tetap terjaga. Pendekatan ini menunjukkan bahwa fikih 

memiliki fleksibilitas untuk mengakomodasi inovasi dalam ekonomi Islam 

(Sobriyah et al., 2025). 

Dari sisi regulasi, cash waqf di Indonesia telah memiliki landasan hukum 

yang cukup kuat (Kencana & Hadi, 2016). Undang-Undang Nomor 41 Tahun 

2004 tentang Wakaf serta peraturan turunannya mengatur mekanisme 

penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran wakaf uang (BELLA, 2025). 

Kehadiran Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) 

menjadi bagian penting dalam sistem ini karena berfungsi sebagai perantara yang 

menjamin keamanan dana dan kepatuhan terhadap prinsip syariah (Indonesia, 

2019). Regulasi ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola wakaf yang 

transparan, akuntabel, dan profesional. Namun, implementasinya masih 

menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal koordinasi antar lembaga 

dan pengawasan yang efektif (Indonesia, 2019). 



 

10 

Pengelolaan cash waqf menuntut adanya model bisnis yang mampu 

mengintegrasikan aspek sosial dan ekonomi secara seimbang (Amirudin & 

Mardianto, 2025). Dana wakaf uang harus ditempatkan pada instrumen investasi 

yang aman dan sesuai syariah agar dapat menghasilkan manfaat yang 

berkelanjutan (Nasution et al., 2025). Nazhir sebagai pengelola memiliki peran 

strategis dalam menentukan portofolio investasi, mengelola risiko, serta 

memastikan distribusi hasil yang tepat sasaran (Center, n.d.). Model bisnis cash 

waqf juga harus memperhatikan aspek kepercayaan publik, karena partisipasi 

masyarakat sangat bergantung pada transparansi dan kredibilitas lembaga 

pengelola. Oleh karena itu, penguatan tata kelola dan peningkatan kapasitas 

nazhir menjadi faktor kunci dalam keberhasilan pengembangan wakaf uang 

(Restuti et al., 2026). 

1.1.5 Regulasi Wakaf di Indonesia 

Regulasi wakaf di Indonesia menunjukkan bahwa negara telah 

membangun kerangka hukum yang relatif komprehensif untuk mengelola dan 

mengembangkan wakaf, terutama melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 

2004 tentang Wakaf (Ratnasari et al., 2025). Undang-undang ini menjadi tonggak 

penting dalam transformasi wakaf dari praktik tradisional menuju sistem 

kelembagaan yang modern dan terstruktur. Literatur dalam jurnal seperti Al-

Iqtishad: Journal of Islamic Economics dan Jurnal Hukum Islam menjelaskan 

bahwa regulasi ini mengatur secara rinci mengenai definisi wakaf, rukun dan 

syarat, peran nazhir, serta mekanisme pengelolaan dan pengawasan (Shiddiqy, 

2022). Kehadiran regulasi ini menunjukkan adanya komitmen negara dalam 

mengintegrasikan wakaf ke dalam sistem hukum nasional sekaligus memperkuat 

perannya sebagai instrumen kesejahteraan sosial (Burhanuddin & Fikri, 2025). 

Penguatan regulasi tersebut dilanjutkan melalui Peraturan Pemerintah 

Nomor 42 Tahun 2006 yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 25 Tahun 2018 (Sukmawidari et al., 2025). Kedua peraturan ini 

memberikan pedoman teknis terkait pelaksanaan wakaf, termasuk prosedur 

pendaftaran, pengelolaan, dan pengembangan harta wakaf. Literatur akademik 

menilai bahwa regulasi turunan ini berperan penting dalam meningkatkan 

kepastian hukum dan tata kelola wakaf, terutama dalam konteks wakaf uang 

(Setyadi, 2017). Studi dalam ISRA International Journal of Islamic Finance 

menunjukkan bahwa kejelasan regulasi menjadi faktor kunci dalam 

meningkatkan partisipasi masyarakat dan kepercayaan publik terhadap lembaga 

wakaf (Ismail Abdel Mohsin, 2013). Namun demikian, beberapa penelitian juga 

mencatat bahwa implementasi regulasi masih menghadapi kendala administratif 

dan koordinasi antar Lembaga (Judijanto et al., 2025). 
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Peran kelembagaan dalam sistem regulasi wakaf di Indonesia sangat 

menonjol melalui keberadaan Badan Wakaf Indonesia sebagai otoritas yang 

bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap nazhir (Aryana & 

Hasan, 2024). Selain itu, lembaga seperti LKS-PWU memiliki peran strategis 

dalam penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang (Almantiqy, 2017). Kajian 

dalam Journal of Islamic Accounting and Business Research menegaskan bahwa 

kelembagaan yang kuat dan profesional merupakan faktor penentu dalam 

keberhasilan pengelolaan wakaf modern (Allah Pitchay et al., 2015). Penelitian 

oleh Magda Ismail Abdel Mohsin juga menunjukkan bahwa transparansi, 

akuntabilitas, dan tata kelola yang baik akan meningkatkan kepercayaan wakif 

dan mendorong pertumbuhan wakaf secara signifikan (Ismail Abdel Mohsin, 

2013). 

Perkembangan regulasi juga mencakup integrasi wakaf dengan instrumen 

keuangan syariah modern, salah satunya melalui inovasi Cash Waqf Linked 

Sukuk (CWLS) (A. Rusydiana et al., 2022). Kajian dalam jurnal seperti Borsa 

Istanbul Review dan Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics 

menjelaskan bahwa CWLS merupakan bentuk kolaborasi antara otoritas fiskal 

dan lembaga wakaf dalam memanfaatkan dana wakaf untuk pembiayaan sosial. 

Regulasi dan fatwa syariah yang mendukung instrumen ini memberikan 

legitimasi sekaligus kepastian dalam implementasinya (Maulina, 2022). 

Meskipun demikian, literatur juga menunjukkan bahwa keberhasilan CWLS 

sangat bergantung pada sinergi antar lembaga, kesiapan infrastruktur hukum, 

serta pemahaman masyarakat terhadap produk tersebut (Rochaniah & Faizah, 

2025). 

Evaluasi terhadap regulasi wakaf di Indonesia menunjukkan adanya 

kesenjangan antara kerangka hukum yang sudah mapan dan implementasi di 

lapangan (Hidayatullah & Saiin, 2025). Studi dalam Al-Ahkam: Jurnal Ilmu 

Syariah dan Humanomics mengidentifikasi beberapa tantangan, seperti 

rendahnya literasi wakaf, keterbatasan kapasitas nazhir, serta belum optimalnya 

pengawasan dan koordinasi antar institusi (Anggraini et al., 2024). Regulasi yang 

kuat belum sepenuhnya diikuti oleh efektivitas pelaksanaan, sehingga potensi 

wakaf belum terealisasi secara maksimal (Anggraini et al., 2024). Oleh karena 

itu, literatur merekomendasikan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan 

literasi publik, serta inovasi dalam model pengelolaan wakaf agar regulasi yang 

ada dapat berfungsi secara optimal dalam mendukung pengembangan wakaf 

produktif di Indonesia (MZ & Fauzani, 2025). 
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1.1.6 Model Bisnis dalam Pengelolaan Wakaf 

Model bisnis dalam pengelolaan wakaf merupakan aspek krusial dalam 

transformasi wakaf dari praktik tradisional menuju sistem ekonomi sosial yang 

berkelanjutan (Adinugraha et al., 2024). Literatur dalam jurnal seperti Journal of 

Islamic Accounting and Business Research dan Humanomics menegaskan bahwa 

wakaf modern tidak cukup dikelola secara administratif, tetapi harus 

menggunakan pendekatan manajerial dan bisnis yang terstruktur (Masyhadi, 

2024). Model bisnis wakaf mencakup bagaimana nilai (value) diciptakan, 

dikelola, dan didistribusikan kepada penerima manfaat. Pendekatan ini 

menempatkan wakaf sebagai entitas sosial yang harus memiliki efisiensi 

operasional, keberlanjutan finansial, serta dampak sosial yang terukur 

(Subiyakto, 2024). 

Konsep value proposition dalam model bisnis wakaf menjadi fondasi 

utama yang membedakan wakaf dari instrumen filantropi lainnya (Umar & 

Haron, 2021). Wakaf menawarkan nilai berupa keberlanjutan manfaat dengan 

menjaga pokok harta tetap utuh. Literatur oleh Monzer Kahf menekankan bahwa 

keunggulan wakaf terletak pada kemampuannya menciptakan manfaat jangka 

panjang melalui pengelolaan aset produktif (Sari, 2025). Dalam konteks ini, 

wakif tidak hanya memberikan donasi, tetapi juga berpartisipasi dalam sistem 

yang menghasilkan manfaat berkelanjutan. Oleh karena itu, model bisnis wakaf 

harus mampu mengkomunikasikan nilai ini secara jelas untuk meningkatkan 

partisipasi Masyarakat (Nugroho et al., 2026). 

Struktur model bisnis wakaf melibatkan berbagai pemangku kepentingan 

yang memiliki peran berbeda namun saling terkait. Wakif sebagai penyedia dana, 

nazhir sebagai pengelola, lembaga keuangan syariah sebagai intermediary, serta 

pemerintah sebagai regulator membentuk ekosistem wakaf (Restuti et al., 2026). 

Penelitian dalam ISRA International Journal of Islamic Finance menunjukkan 

bahwa keberhasilan model ini sangat bergantung pada koordinasi antar pihak dan 

kejelasan peran masing-masing (Ismail Abdel Mohsin, 2013). Nazhir memiliki 

posisi sentral karena bertanggung jawab dalam pengelolaan aset, pengambilan 

keputusan investasi, serta distribusi manfaat. Oleh karena itu, profesionalisme 

dan integritas nazhir menjadi faktor penentu dalam keberhasilan model bisnis 

wakaf (Nugroho et al., 2026). 

Aspek keberlanjutan (sustainability) menjadi indikator penting dalam 

model bisnis wakaf (Qurrata et al., 2024). Wakaf harus mampu menghasilkan 

pendapatan yang cukup untuk membiayai program sosial tanpa mengurangi 

pokok asset (Hasan & Wigati, 2024). Literatur dalam Journal of Business Ethics 

menekankan bahwa wakaf produktif harus mengadopsi prinsip keberlanjutan 
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yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan tata Kelola (Borland et al., 2016). 

Investasi yang dilakukan harus mempertimbangkan risiko, keamanan, dan 

kesesuaian syariah. Selain itu, keberlanjutan juga berkaitan dengan kemampuan 

lembaga wakaf untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan ekonomi dan 

kebutuhan Masyarakat (Nugroho et al., 2026). 

Pengukuran dampak sosial (social impact measurement) menjadi bagian 

integral dalam model bisnis wakaf modern (Qurrata et al., 2024). Studi oleh 

Magda Ismail Abdel Mohsin menunjukkan bahwa keberhasilan wakaf tidak 

hanya diukur dari jumlah dana yang dihimpun, tetapi juga dari sejauh mana 

manfaatnya dirasakan oleh Masyarakat (Ismail Abdel Mohsin, 2013). Indikator 

dampak dapat mencakup peningkatan kesejahteraan, akses pendidikan, layanan 

kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi. Pengukuran yang sistematis dan 

transparan akan meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap 

lembaga wakaf (Nurviliza, 2024). 

Tantangan dalam implementasi model bisnis wakaf cukup kompleks dan 

multidimensional (Faujiah, 2026). Literatur dalam Al-Iqtishad: Journal of 

Islamic Economics menunjukkan bahwa banyak lembaga wakaf masih 

menghadapi keterbatasan dalam kapasitas manajerial, akses terhadap instrumen 

investasi, serta pemanfaatan teknologi (Anggraini et al., 2024). Rendahnya 

literasi masyarakat juga menjadi hambatan dalam penghimpunan dana. Selain itu, 

kurangnya inovasi dalam desain produk wakaf membuat potensi besar wakaf 

belum tergarap secara optimal. Tantangan ini menunjukkan bahwa 

pengembangan model bisnis wakaf memerlukan pendekatan yang holistik dan 

berbasis riset (Nasution et al., 2025). 

1.1.7 Integrasi Fikih Dan Regulasi dalam Wakaf Modern 

Integrasi fikih dan regulasi dalam wakaf modern merupakan proses 

harmonisasi antara norma syariah dan sistem hukum positif dalam rangka 

menciptakan tata kelola wakaf yang efektif, sah secara agama, dan memiliki 

kepastian hukum (Algarnisah & Ulum, 2023). Fikih memberikan landasan 

normatif yang bersumber dari Al-Qur’an, hadis, dan ijtihad ulama mengenai 

konsep, tujuan, serta prinsip dasar wakaf (Beni, 2024). Regulasi negara berfungsi 

menerjemahkan prinsip-prinsip tersebut ke dalam aturan operasional yang dapat 

dilaksanakan secara administratif dan institusional (Z. F. Lubis & Syam, 2025). 

Dalam konteks ini, wakaf tidak lagi dipandang hanya sebagai praktik ibadah 

individual, tetapi sebagai sistem sosial-ekonomi yang membutuhkan pengelolaan 

profesional, transparan, dan terstruktur (A. Rusydiana et al., 2022). 

Prinsip utama dalam fikih wakaf, yaitu taḥbīs al-aṣl wa tasbīl al-

manfa‘ah, menjadi titik temu utama dalam integrasi tersebut (Efendi et al., 2025). 
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Seluruh regulasi modern pada dasarnya bertujuan menjaga dua aspek inti ini, 

yaitu keutuhan pokok harta wakaf dan keberlanjutan manfaatnya (Sukmawidari 

et al., 2025). Fikih memberikan fleksibilitas dalam bentuk harta wakaf melalui 

ijtihad ulama, termasuk dalam menerima wakaf uang sebagai bagian dari 

perkembangan ekonomi modern (Efendi et al., 2025). Regulasi kemudian 

mengambil prinsip ini sebagai dasar dalam menyusun mekanisme perlindungan 

aset wakaf, pengelolaan investasi, serta distribusi hasil. Dengan demikian, 

regulasi tidak mengubah substansi fikih, melainkan memperkuat implementasi-

nya dalam konteks kelembagaan modern (Hamzah, 2025). 

Peran regulasi menjadi sangat penting dalam menginstitusionalisasikan 

prinsip-prinsip fikih ke dalam sistem hukum yang memiliki daya paksa dan 

pengawasan (Faujiah, 2026). Di Indonesia, hal ini tercermin dalam pengaturan 

wakaf melalui undang-undang dan peraturan pemerintah yang mengatur aspek 

legalitas, administrasi, dan pengelolaan wakaf (A. R. Hidayat et al., 2023). 

Regulasi memberikan kepastian hukum bagi wakif, nazhir, dan penerima 

manfaat, serta memastikan bahwa praktik wakaf berjalan sesuai dengan prinsip 

syariah dan standar tata kelola yang baik. Tanpa regulasi, pelaksanaan wakaf 

berpotensi tidak tertib, sulit diawasi, dan rentan terhadap penyalahgunaan 

(Wijayanti, 2024). 

Kelembagaan menjadi elemen kunci dalam integrasi fikih dan regulasi 

(A. Abdullah, 2020). Dalam sistem wakaf modern, nazhir berfungsi sebagai 

pengelola profesional yang tidak hanya menjaga aset, tetapi juga 

mengembangkan dan mengoptimalkan manfaatnya (Masyhadi, 2024). Lembaga 

seperti Badan Wakaf Indonesia dan Lembaga Keuangan Syariah Penerima 

Wakaf Uang berperan sebagai penghubung antara norma syariah dan praktik 

hukum. Dari perspektif fikih, nazhir memegang amanah untuk mengelola wakaf 

secara benar (Nurhudawi et al., 2023). Dari perspektif regulasi, nazhir harus 

memenuhi standar administratif, pelaporan, dan akuntabilitas. Integrasi ini 

memastikan bahwa pengelolaan wakaf tidak hanya sah secara agama, tetapi juga 

dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (Najla et al., 2025). 

Meskipun integrasi ini membawa banyak manfaat, terdapat tantangan 

dalam menyelaraskan fleksibilitas fikih dengan kepastian regulasi (Harahab, 

2020). Fikih memungkinkan adanya perbedaan pendapat dan adaptasi terhadap 

kondisi sosial, sedangkan regulasi menuntut keseragaman dan kejelasan aturan 

(Beni, 2024). Hal ini dapat menimbulkan ketegangan ketika inovasi dalam wakaf, 

seperti wakaf uang atau instrumen keuangan modern, belum sepenuhnya 

diakomodasi secara optimal dalam regulasi (Fakhrudin, 2025). Di sisi lain, 

regulasi yang terlalu kaku dapat membatasi ruang inovasi yang sebenarnya 
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diperbolehkan dalam fikih. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang adaptif 

dan berbasis maqāṣid al-syarī‘ah agar integrasi tetap berjalan dinamis (Bashori 

et al., 2025). 

Dalam perkembangan wakaf modern, integrasi fikih dan regulasi semakin 

penting seiring dengan munculnya instrumen baru seperti wakaf produktif, cash 

waqf, dan Cash Waqf Linked Sukuk (Rahmani & Prasetyo, 2024). Instrumen-

instrumen ini melibatkan aspek investasi, risiko, dan tata kelola yang kompleks. 

Fikih berperan memastikan bahwa seluruh proses tetap sesuai dengan prinsip 

syariah, sedangkan regulasi memastikan keamanan, transparansi, dan 

akuntabilitas (Yusuf et al., 2022). Tanpa integrasi yang baik, inovasi tersebut 

berpotensi kehilangan legitimasi atau gagal diimplementasikan secara efektif. 

Oleh karena itu, sinergi antara ulama, regulator, dan praktisi menjadi sangat 

penting dalam mengembangkan wakaf modern (Akrabi, 2026). 

1.1.8 Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) sebagai Inovasi 

Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) merupakan inovasi penting dalam 

pengembangan keuangan sosial Islam yang mengintegrasikan instrumen wakaf 

uang dengan sukuk negara (Ubaidillah et al., 2021). Literatur dalam jurnal seperti 

ISRA International Journal of Islamic Finance dan Borsa Istanbul Review 

menjelaskan bahwa CWLS dirancang untuk menjawab dua kebutuhan sekaligus, 

yaitu menjaga keamanan pokok dana wakaf dan memastikan produktivitas 

manfaatnya (Fadhil, 2021). Dalam skema ini, dana wakaf yang dihimpun dari 

masyarakat ditempatkan pada sukuk negara yang relatif aman, sementara imbal 

hasilnya disalurkan untuk program sosial. Konsep ini menunjukkan adanya 

sinergi antara sektor filantropi Islam dan kebijakan fiskal negara dalam 

mendukung pembangunan sosial yang berkelanjutan (Rochaniah & Faizah, 

2025). 

Mekanisme operasional CWLS melibatkan berbagai pihak yang memiliki 

peran strategis dalam ekosistem wakaf (Aziz et al., 2024). Wakif sebagai pemberi 

wakaf menyalurkan dana melalui lembaga keuangan syariah yang berfungsi 

sebagai LKS-PWU (Khoirunnisa, 2025). Dana tersebut kemudian dikelola dan 

diinvestasikan dalam sukuk negara oleh pemerintah, sementara nazhir 

bertanggung jawab atas penyaluran hasil investasi kepada penerima manfaat 

(Rochaniah & Faizah, 2025). Kajian dalam Journal of Islamic Accounting and 

Business Research menekankan bahwa struktur ini mencerminkan model 

kolaboratif yang kompleks, yang membutuhkan koordinasi, transparansi, dan 

akuntabilitas tinggi. Setiap pihak harus menjalankan perannya secara optimal 

agar tujuan sosial dari wakaf dapat tercapai secara efektif (Ascarya et al., 2023). 
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Dari perspektif fikih, CWLS memiliki legitimasi yang kuat karena tetap 

berpegang pada prinsip dasar wakaf, yaitu menjaga pokok harta (ḥifẓ al-aṣl) dan 

mendistribusikan manfaatnya (M. Abdullah, 2018). Fatwa dari Dewan Syariah 

Nasional Majelis Ulama Indonesia memberikan dasar kepatuhan syariah bagi 

implementasi sukuk wakaf (Afif et al., 2025). Literatur dalam Journal of King 

Abdulaziz University: Islamic Economics menjelaskan bahwa selama investasi 

dilakukan pada instrumen yang halal dan aman, serta tidak mengurangi nilai 

pokok wakaf, maka praktik tersebut dapat diterima dalam kerangka syariah (Bin 

Mahfouz & Ahmed, 2014). Pendekatan ini menunjukkan bahwa fikih Islam 

memiliki fleksibilitas untuk mengakomodasi inovasi keuangan modern tanpa 

mengabaikan prinsip-prinsip dasarnya. 

Dari sisi regulasi, CWLS didukung oleh kerangka hukum yang 

mengintegrasikan regulasi wakaf dan sukuk negara (Yusuf et al., 2022). 

Pemerintah melalui kebijakan fiskal memberikan ruang bagi pengelolaan dana 

wakaf dalam instrumen keuangan negara yang aman dan terukur (Lail, 2022). 

Kajian dalam Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics menunjukkan bahwa 

keberhasilan implementasi CWLS sangat dipengaruhi oleh kejelasan regulasi, 

koordinasi antar lembaga, serta kesiapan infrastruktur hukum (Eka, n.d.). 

Regulasi yang kuat memberikan kepastian bagi para pemangku kepentingan, 

sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instrumen ini sebagai 

bentuk wakaf modern yang aman dan produktif (Rochaniah & Faizah, 2025). 

Dari perspektif model bisnis, CWLS mencerminkan pendekatan bisnis 

sosial yang menggabungkan tujuan profit dan dampak sosial (Ascarya et al., 

2022). Literatur dalam Humanomics menekankan bahwa keberhasilan model ini 

bergantung pada kemampuan mengelola dana secara efisien, menjaga 

kepercayaan publik, serta memastikan keberlanjutan program sosial yang didanai 

(Ihsan & Hameed Hj. Mohamed Ibrahim, 2011). CWLS tidak hanya berfungsi 

sebagai instrumen investasi, tetapi juga sebagai mekanisme distribusi manfaat 

yang terstruktur dan berkelanjutan (Ismail Abdel Mohsin, 2013). Oleh karena itu, 

diperlukan tata kelola yang baik, manajemen risiko yang matang, serta sistem 

pelaporan yang transparan agar model ini dapat berjalan secara optimal (Gultom 

& Soemitra, 2022). 

1.1.9 Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) dalam Prespektif Fiqh 

Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) dalam perspektif fikih muamalah 

dapat dipahami sebagai bentuk ijtihad kontemporer yang mengintegrasikan dua 

akad utama, yaitu wakaf (waqf) dan sukuk (ṣukūk), dalam satu skema keuangan 

sosial Islam (Rahayu & Agustianto, 2020). Secara prinsip, wakaf dalam fikih 

muamalah bertujuan menahan pokok harta (ḥabs al-aṣl) dan menyalurkan 
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manfaatnya untuk kemaslahatan umum (Nurhasyim, 2026). Sementara itu, sukuk 

merupakan instrumen keuangan syariah berbasis kepemilikan aset (asset-

based/asset-backed securities) yang menghasilkan imbal hasil halal (Handayani 

et al., 2023). CWLS menggabungkan keduanya dengan cara menempatkan dana 

wakaf uang ke dalam sukuk negara, sehingga pokok wakaf tetap terjaga dan hasil 

investasinya digunakan untuk program sosial. Skema ini menunjukkan adanya 

fleksibilitas fikih muamalah dalam merespons kebutuhan ekonomi modern tanpa 

meninggalkan prinsip dasar syariah (Alfian et al., 2025). 

Dari sisi akad, CWLS melibatkan beberapa konstruksi fikih yang saling 

terkait (Hartanto & Sup, 2021). Akad wakaf terjadi antara wakif dan nazhir, di 

mana wakif menyerahkan sejumlah uang untuk diwakafkan secara permanen atau 

temporer sesuai ketentuan (Hasibuan, 2023). Selanjutnya, dana tersebut 

diinvestasikan dalam sukuk yang umumnya menggunakan akad seperti ijārah, 

wakālah bi al-istithmār, atau mudhārabah, tergantung pada struktur sukuk yang 

diterbitkan pemerintah (Hartanto & Sup, 2021). Dalam konteks ini, nazhir 

bertindak sebagai pengelola yang memiliki kewenangan untuk mengembangkan 

harta wakaf melalui investasi yang halal dan aman. Fikih muamalah 

membolehkan pengembangan harta wakaf selama tidak menghilangkan substansi 

pokoknya dan tetap berada dalam koridor syariah (Hartanto & Sup, 2021). 

Prinsip utama yang menjadi landasan kebolehan CWLS dalam fikih 

muamalah adalah ḥifẓ al-māl (menjaga harta) dan jalb al-maṣlaḥah (mewujudkan 

kemaslahatan) (Santoso, 2025). Penempatan dana wakaf dalam sukuk negara 

dinilai memenuhi prinsip kehati-hatian karena memiliki risiko yang relatif rendah 

dan dijamin oleh negara (A. S. Rusydiana et al., 2023). Dengan demikian, pokok 

wakaf tetap aman, sementara imbal hasilnya dapat digunakan untuk kepentingan 

sosial. Selain itu, CWLS juga mencerminkan prinsip ta‘āwun (tolong-menolong) 

dan ‘adl (keadilan), karena manfaatnya disalurkan kepada masyarakat luas. 

Dalam kerangka maqāṣid al-syarī‘ah, CWLS berkontribusi pada perlindungan 

harta dan peningkatan kesejahteraan sosial (Awang et al., 2025). 

Meskipun demikian, terdapat beberapa isu fikih yang perlu diperhatikan 

dalam implementasi CWLS (Hafandi & Handayati, 2021). Pertama, kejelasan 

status kepemilikan aset sukuk harus sesuai dengan prinsip syariah, sehingga tidak 

hanya bersifat utang (debt-based), tetapi benar-benar merepresentasikan 

kepemilikan manfaat atas asset (Fadhil, 2021). Kedua, mekanisme penjaminan 

pokok oleh negara perlu dikaji agar tidak bertentangan dengan prinsip risiko 

dalam investasi syariah (Handayani et al., 2023). Ketiga, transparansi dalam 

pengelolaan dan distribusi manfaat harus dijaga agar tidak terjadi penyimpangan 

dari tujuan wakaf. Para ulama dan lembaga fatwa seperti DSN-MUI umumnya 
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membolehkan skema ini dengan syarat memenuhi prinsip-prinsip 

tersebutv(Rochaniah & Faizah, 2025). 

Secara keseluruhan, CWLS dalam perspektif fikih muamalah merupakan 

inovasi yang sah dan relevan dalam pengembangan keuangan sosial Islam. 

Skema ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip fikih dapat diadaptasi untuk 

menjawab tantangan ekonomi modern melalui pendekatan yang kreatif dan 

solutif. Dengan tetap menjaga kepatuhan terhadap syariah, CWLS berpotensi 

menjadi instrumen strategis dalam mengoptimalkan wakaf produktif, 

memperkuat sistem keuangan syariah, dan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat secara berkelanjutan. 

1.1.10 Analisis Model CWLS 

Analisis model Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) dapat dimulai dari 

pemahaman mengenai struktur dasar dan mekanisme operasionalnya sebagai 

integrasi antara wakaf uang dan instrumen sukuk negara. CWLS dirancang 

sebagai skema investasi sosial di mana dana wakaf yang dihimpun dari wakif 

ditempatkan pada sukuk negara berbasis syariah. Pokok dana wakaf dijamin 

keamanannya karena diinvestasikan pada instrumen negara yang relatif bebas 

risiko, sementara imbal hasilnya digunakan untuk membiayai program sosial. 

Literatur dalam ISRA International Journal of Islamic Finance dan Borsa Istanbul 

Review menunjukkan bahwa model ini menggabungkan prinsip filantropi Islam 

dengan sistem keuangan publik, sehingga menciptakan instrumen yang tidak 

hanya aman tetapi juga produktif dan berdampak luas. 

Dari sisi struktur kelembagaan, CWLS melibatkan berbagai aktor yang 

memiliki fungsi spesifik dan saling terkait. Wakif sebagai pemberi dana 

menyalurkan wakaf melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang 

(LKS-PWU). Dana tersebut kemudian dikelola oleh pemerintah melalui 

penerbitan sukuk, sedangkan nazhir bertugas mengelola dan menyalurkan imbal 

hasil kepada penerima manfaat. Penelitian dalam Journal of Islamic Accounting 

and Business Research menegaskan bahwa kompleksitas hubungan antar 

lembaga ini menuntut adanya tata kelola yang kuat, transparansi, serta koordinasi 

yang efektif. Kegagalan dalam salah satu komponen dapat memengaruhi 

keseluruhan kinerja model CWLS. 

Dalam perspektif syariah, CWLS memiliki legitimasi yang kuat karena 

tetap berpegang pada prinsip dasar wakaf, yaitu menjaga pokok harta dan 

mendistribusikan manfaatnya. Investasi pada sukuk negara dinilai sesuai dengan 

prinsip syariah karena berbasis aset dan tidak mengandung unsur riba. Kajian 

dalam Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics menunjukkan 

bahwa selama pokok wakaf tidak berkurang dan hasilnya digunakan untuk tujuan 
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yang halal, maka skema ini dapat diterima secara fikih. Hal ini menunjukkan 

bahwa CWLS merupakan bentuk aktualisasi ijtihad kontemporer dalam 

mengembangkan wakaf sesuai dengan kebutuhan zaman. 

Dari perspektif model bisnis, CWLS mencerminkan pendekatan social 

finance yang mengintegrasikan tujuan sosial dan keberlanjutan ekonomi. Model 

ini memiliki value proposition yang kuat, yaitu menawarkan keamanan dana, 

kepatuhan syariah, serta dampak sosial yang nyata. Wakif tidak hanya 

berpartisipasi dalam amal jariyah, tetapi juga berkontribusi pada pembiayaan 

pembangunan sosial secara terstruktur. Literatur dalam Humanomics 

menekankan bahwa keberhasilan model bisnis ini bergantung pada kemampuan 

mengelola kepercayaan publik, efisiensi operasional, serta keberlanjutan 

program sosial yang didanai dari imbal hasil sukuk. 

Namun demikian, analisis empiris menunjukkan bahwa implementasi 

CWLS masih menghadapi sejumlah tantangan. Tingkat literasi masyarakat 

terhadap produk ini masih relatif rendah, sehingga partisipasi wakif belum 

optimal. Selain itu, kompleksitas struktur kelembagaan dapat menjadi hambatan 

dalam koordinasi dan efisiensi operasional. Studi dalam Borsa Istanbul Review 

juga mencatat bahwa keterbatasan inovasi dalam desain produk dan kurangnya 

sosialisasi menjadi faktor penghambat dalam pengembangan CWLS. Tantangan 

lain mencakup kapasitas nazhir dalam mengelola dan menyalurkan dana secara 

efektif serta kebutuhan akan sistem pelaporan yang transparan dan akuntabel. 

Meskipun terdapat berbagai tantangan, peluang pengembangan CWLS 

sangat besar, terutama dalam konteks negara dengan populasi muslim yang besar 

seperti Indonesia. Dukungan regulasi, stabilitas instrumen sukuk negara, serta 

meningkatnya kesadaran terhadap keuangan sosial Islam menjadi faktor 

pendukung utama. Integrasi dengan teknologi digital juga membuka peluang 

untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi penghimpunan dana wakaf. 

Dengan penguatan kelembagaan, peningkatan literasi, serta inovasi model bisnis, 

CWLS berpotensi menjadi instrumen strategis dalam mengoptimalkan wakaf 

produktif dan mendukung pembangunan ekonomi berbasis keadilan sosial. 
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Gambar tersebut menggambarkan model bisnis wakaf berbasis Cash 

Waqf Linked Sukuk (CWLS) secara komprehensif dalam satu alur terintegrasi, 

mulai dari penghimpunan dana hingga dampak sosial yang dihasilkan. Pada 

bagian awal terlihat peran wakif, baik individu maupun institusi, sebagai sumber 

utama dana wakaf. Wakif menyalurkan dana melalui berbagai kanal seperti 

transfer bank, aplikasi digital, atau platform online. Tahap ini menekankan 

pentingnya kemudahan akses dan inklusivitas, sehingga partisipasi masyarakat 

dalam wakaf dapat meningkat. Proses ini juga mencerminkan nilai dasar wakaf 

sebagai ibadah sosial yang berbasis kepercayaan dan niat untuk memberikan 

manfaat jangka panjang. 

Tahap berikutnya menunjukkan peran LKS-PWU (Lembaga Keuangan 

Syariah Penerima Wakaf Uang) sebagai pintu masuk resmi dalam sistem. 

Lembaga ini bertugas menerima dana wakaf, menerbitkan sertifikat wakaf, serta 

menjamin keamanan dan pencatatan dana. Keberadaan LKS-PWU menjadi 

penting karena memberikan legitimasi hukum dan rasa aman bagi wakif. Setelah 

itu, dana dikelola oleh nazhir sebagai pihak yang bertanggung jawab atas 

pengelolaan dan pengembangan wakaf. Nazhir tidak hanya berfungsi sebagai 

penjaga aset, tetapi juga sebagai manajer profesional yang menentukan strategi 

investasi, melakukan monitoring, serta menyusun laporan secara berkala. Bagian 

ini menegaskan pentingnya tata kelola yang transparan, akuntabel, dan 

profesional. 
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Pada inti model, dana wakaf diinvestasikan ke dalam sukuk negara 

(CWLS) yang diterbitkan oleh pemerintah. Instrumen ini dipilih karena memiliki 

tingkat keamanan tinggi dan sesuai dengan prinsip syariah. Pemerintah menjamin 

pokok dana tetap utuh dan memberikan imbal hasil secara periodik. Struktur ini 

menunjukkan keunikan CWLS sebagai integrasi antara keuangan sosial Islam 

dan kebijakan fiskal negara. Dalam skema ini, risiko relatif rendah karena dana 

ditempatkan pada instrumen negara, sehingga prinsip utama wakaf, yaitu 

menjaga pokok harta, dapat terpenuhi secara optimal. 

Selanjutnya, gambar tersebut menampilkan pemisahan antara pokok dana 

dan hasil investasi. Pokok dana tetap utuh dan tidak boleh berkurang, sesuai 

dengan prinsip syariah dan fatwa MUI. Sementara itu, imbal hasil atau 

keuntungan dari investasi digunakan untuk membiayai berbagai program sosial. 

Penyaluran manfaat dilakukan oleh nazhir kepada penerima manfaat (mauquf 

‘alaih), seperti program pendidikan, layanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi 

(UMKM), serta kegiatan sosial dan kemanusiaan. Tahap ini menunjukkan bahwa 

wakaf tidak hanya berhenti pada pengumpulan dana, tetapi berlanjut pada 

distribusi manfaat yang terarah dan berdampak. 

Bagian akhir dari diagram menampilkan dampak sosial (social impact) 

sebagai tujuan utama dari keseluruhan model. Dampak yang diharapkan meliputi 

pengurangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan, kemandirian ekonomi 

umat, serta terciptanya manfaat berkelanjutan. Hal ini menegaskan bahwa wakaf, 

khususnya dalam bentuk CWLS, bukan sekadar instrumen keuangan, tetapi juga 

alat pembangunan sosial. Model ini juga menunjukkan keunggulan CWLS 

sebagai sistem yang menggabungkan keamanan investasi, kepatuhan syariah, dan 

keberlanjutan manfaat dalam satu kerangka terpadu. 

Secara keseluruhan, gambar tersebut memperlihatkan bahwa model 

bisnis CWLS adalah sebuah sistem multi-aktor yang terintegrasi, melibatkan 

wakif, lembaga keuangan syariah, nazhir, pemerintah, dan penerima manfaat. 

Keberhasilan model ini sangat bergantung pada sinergi antar pihak, kualitas tata 

kelola, serta tingkat kepercayaan masyarakat. Dengan struktur yang jelas dan 

sistematis, CWLS memiliki potensi besar untuk menjadi instrumen strategis 

dalam pengembangan wakaf produktif dan pembangunan ekonomi berbasis 

keadilan sosial. 

1.1.11 Peluang Pengembangan Wakaf Produktif, Cash Waqf, dan CWLS 

Peluang pengembangan wakaf produktif, cash waqf, dan Cash Waqf 

Linked Sukuk (CWLS) sangat besar jika dilihat dari sisi potensi ekonomi dan 

demografi umat Islam. Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim 

terbesar memiliki basis wakif yang luas, baik individu maupun institusi. Potensi 
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wakaf uang yang sangat besar menunjukkan bahwa wakaf dapat menjadi sumber 

pembiayaan alternatif yang berkelanjutan untuk sektor sosial dan ekonomi. 

Selain itu, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap filantropi Islam serta 

berkembangnya industri keuangan syariah turut memperkuat peluang ini. Dalam 

konteks ini, wakaf tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ibadah, tetapi juga 

sebagai pilar ekonomi yang mampu mendukung pembangunan nasional. 

Strategi utama dalam pengembangan wakaf adalah peningkatan literasi 

dan edukasi masyarakat. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap wakaf 

modern, khususnya cash waqf dan CWLS, masih menjadi hambatan utama. 

Banyak masyarakat yang masih memandang wakaf sebatas pada aset tidak 

bergerak seperti tanah atau bangunan. Oleh karena itu, diperlukan upaya 

sistematis melalui kampanye edukasi, kurikulum pendidikan, serta pemanfaatan 

media digital untuk memperkenalkan konsep wakaf produktif secara lebih luas. 

Dengan meningkatnya literasi, diharapkan partisipasi masyarakat dalam wakaf 

akan meningkat secara signifikan. 

Penguatan kelembagaan juga menjadi strategi penting dalam 

mengoptimalkan pengelolaan wakaf. Nazhir sebagai pengelola wakaf harus 

memiliki kapasitas profesional dalam bidang manajemen keuangan, investasi, 

dan tata kelola. Pelatihan, sertifikasi, dan pengawasan yang berkelanjutan perlu 

dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan wakaf. Selain itu, sinergi 

antar lembaga seperti pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan badan wakaf 

harus diperkuat agar sistem pengelolaan wakaf berjalan lebih efektif dan efisien. 

Kelembagaan yang kuat akan meningkatkan kepercayaan publik dan mendorong 

pertumbuhan wakaf. 

Pemanfaatan teknologi digital menjadi peluang strategis dalam 

transformasi wakaf modern. Digitalisasi memungkinkan proses penghimpunan 

dana dilakukan secara lebih mudah, cepat, dan transparan. Platform wakaf digital 

dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas, termasuk generasi muda yang 

akrab dengan teknologi. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan untuk 

meningkatkan transparansi melalui sistem pelaporan yang real-time dan mudah 

diakses. Dengan demikian, digitalisasi tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi 

juga memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap lembaga wakaf. 

Inovasi produk dan integrasi dengan keuangan syariah merupakan 

strategi lain yang sangat penting. Pengembangan instrumen seperti cash waqf dan 

CWLS menunjukkan bahwa wakaf dapat diintegrasikan dengan sistem keuangan 

modern tanpa meninggalkan prinsip syariah. Diversifikasi investasi ke sektor riil 

seperti UMKM, pertanian, dan properti produktif juga dapat meningkatkan 

dampak ekonomi wakaf. Inovasi ini harus disertai dengan desain produk yang 
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sederhana dan mudah dipahami agar dapat menjangkau masyarakat luas. Dengan 

demikian, wakaf dapat menjadi instrumen yang relevan dan kompetitif dalam 

sistem ekonomi modern. 

Kesimpulan dari pembahasan diatas adalah Wakaf Produktif, Cash Waqf, 

dan Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS): Fikih, Regulasi, dan Model Bisnis 

menunjukkan bahwa wakaf telah mengalami transformasi signifikan dari praktik 

tradisional menuju instrumen keuangan sosial yang modern dan produktif. Dalam 

perspektif fikih, wakaf memiliki landasan yang kuat melalui prinsip taḥbīs al-aṣl 

wa tasbīl al-manfa‘ah, yang menegaskan pentingnya menjaga pokok harta dan 

menyalurkan manfaatnya secara berkelanjutan. Perkembangan ijtihad ulama, 

khususnya terkait wakaf uang, menunjukkan bahwa fikih bersifat adaptif dan 

mampu merespons kebutuhan ekonomi kontemporer tanpa meninggalkan prinsip 

dasar syariah. 

Dari sisi regulasi, Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang cukup 

komprehensif dalam pengelolaan wakaf, yang memberikan kepastian hukum dan 

mendukung pengembangan wakaf produktif. Kehadiran lembaga seperti Badan 

Wakaf Indonesia dan LKS-PWU memperkuat sistem kelembagaan yang 

diperlukan untuk mengelola wakaf secara profesional. Namun demikian, 

efektivitas implementasi masih menghadapi berbagai tantangan, seperti 

koordinasi antar lembaga, kapasitas sumber daya manusia, serta pengawasan 

yang belum optimal. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan wakaf tidak hanya 

bergantung pada regulasi, tetapi juga pada kualitas implementasinya. 

Cash waqf dan CWLS sebagai inovasi dalam keuangan sosial Islam 

menawarkan solusi strategis dalam mengoptimalkan potensi wakaf. Cash waqf 

memberikan fleksibilitas dalam penghimpunan dana, sementara CWLS 

menghadirkan model investasi yang aman, produktif, dan sesuai syariah melalui 

integrasi dengan sukuk negara. Model ini mampu menjawab kebutuhan akan 

instrumen yang tidak hanya menjaga pokok dana, tetapi juga menghasilkan 

manfaat sosial secara berkelanjutan. Dengan demikian, CWLS menjadi 

representasi konkret dari sinergi antara prinsip syariah, kebijakan publik, dan 

inovasi keuangan. 

Dari perspektif model bisnis, wakaf modern harus dikelola dengan 

pendekatan yang profesional dan berbasis keberlanjutan. Struktur model bisnis 

wakaf mencakup penghimpunan dana, pengelolaan investasi, distribusi manfaat, 

serta pengukuran dampak sosial. Keberhasilan model ini sangat bergantung pada 

profesionalisme nazhir, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan. Selain 

itu, integrasi teknologi digital dan inovasi produk menjadi faktor penting dalam 

meningkatkan efisiensi dan memperluas jangkauan wakaf. 
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Secara keseluruhan, wakaf produktif, cash waqf, dan CWLS memiliki 

potensi besar sebagai instrumen strategis dalam pembangunan ekonomi dan 

kesejahteraan sosial. Optimalisasi potensi ini memerlukan sinergi antara aspek 

fikih, regulasi, dan model bisnis yang terintegrasi. Penguatan literasi masyarakat, 

kapasitas kelembagaan, serta inovasi berkelanjutan menjadi kunci dalam 

mendorong perkembangan wakaf di masa depan. Dengan pendekatan yang 

komprehensif, wakaf dapat berperan sebagai solusi alternatif dalam menciptakan 

keadilan sosial, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan umat 

secara berkelanjutan. 
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BAB II 
Zakat, Infak, dan Sedekah 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Inovasi Distribusi Kepatuhan Zakat, Infak, dan Sedekah 

akat, infak, sedekah, dan wakaf merupakan instrumen keuangan Islam 

yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi 

masyarakat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2011 mengenai pengelolaan zakat di Indonesia. Selain menjadi kewajiban 

agama bagi umat Muslim, praktik ini juga berfungsi sebagai alat strategis untuk 

pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi. Melalui pengelolaan yang 

efektif, zakat, infak, dan sedekah dapat berperan signifikan dalam meredistribusi 

kekayaan, mengurangi disparitas sosial, dan menopang pertumbuhan ekonomi.1 

Di tengah perkembangan ekonomi modern, persoalan kemiskinan, 

pengangguran, ketimpangan pendapatan, dan rendahnya akses terhadap modal 

usaha masih menjadi tantangan besar di banyak negara, termasuk Indonesia.2 

Pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak selalu diikuti oleh pemerataan 

kesejahteraan. Sebagian masyarakat mampu menikmati peningkatan pendapatan 

dan akses ekonomi, sementara sebagian lainnya masih menghadapi keterbatasan 

dalam memenuhi kebutuhan dasar, memperoleh pekerjaan layak, maupun 

                                                      
1  Samsuri Samsuri dkk., “Edukasi Dan Implementasi Zakat, Infak, Sedekah, Dan Wakaf 

Produktif Bagi Jama’ah Masjid Al-Munawwarah,” Kusuma: Jurnal Pengabdian Kepada 

Masyarakat 1, no. 2 (November 2024): 72–78, https: //doi.org/10.55656/kjpkm.v1i2.529. 
2  Us’an Us’an dan Unaimah Sanaya, “Fenomena Pengangguran Dan Kemiskinan Di Indonesia: 

Tantangan Pembangunan Sumber Daya Manusia Di Era Modern,” Jurnal Siber Multi Disiplin 

3, no. 4 (Januari 2026): 249–57, https: //doi.org/10.38035/jsmd.v3i4.607. 
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mengembangkan usaha produktif.3  Dalam situasi seperti ini, keberadaan ZIS 

menjadi sangat relevan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang berbasis 

nilai keadilan dan kepedulian sosial. 

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di 

dunia memiliki potensi penghimpunan dana zakat yang sangat besar.4  Selain 

zakat, potensi infaq dan sedekah masyarakat juga terus meningkat seiring 

berkembangnya kesadaran filantropi Islam. Namun demikian, besarnya potensi 

tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan optimalisasi penghimpunan dan 

distribusi dana secara efektif. Realisasi penghimpunan zakat nasional masih 

berada di bawah estimasi potensi yang ada.5 Hal ini menunjukkan bahwa masih 

terdapat kesenjangan antara potensi ekonomi umat dengan implementasi 

pengelolaan dana sosial keagamaan di lapangan. 

Secara tradisional, penyaluran dana ZIS lebih banyak dilakukan dalam 

bentuk bantuan konsumtif, seperti pemberian sembako, santunan tunai, bantuan 

kesehatan, atau bantuan darurat lainnya. Model distribusi ini sangat penting, 

terutama untuk menjawab kebutuhan mendesak masyarakat miskin dan 

kelompok rentan. Akan tetapi, apabila hanya berfokus pada bantuan konsumtif, 

maka dampak yang dihasilkan cenderung bersifat jangka pendek. Mustahik akan 

terbantu sesaat, tetapi belum tentu mampu keluar dari lingkaran kemiskinan 

secara berkelanjutan. Oleh sebab itu, diperlukan paradigma baru dalam 

pengelolaan ZIS melalui distribusi produktif yang berorientasi pada 

pemberdayaan dan kemandirian ekonomi penerima manfaat.6 

Distribusi produktif merupakan pola penyaluran dana ZIS yang diarahkan 

untuk menciptakan sumber penghasilan baru bagi mustahik. Bentuknya dapat 

berupa pemberian modal usaha mikro, bantuan alat produksi, program 

pemberdayaan UMKM, pelatihan keterampilan, beasiswa pendidikan, 

pendampingan kewirausahaan, hingga pengembangan usaha berbasis komunitas. 

                                                      
3  Kemala Dewi dan Nanda Suryadi, “Keseimbangan Antara Pertumbuhan Ekonomi Dan 

Pemerataan Sebagai Strategi Maksimisasi Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perpektif Islam,” 

Jurnal Pendidikan Tambusai 9, no. 2 (Juni 2025): 16089–96, https: //doi.org/10.31004/ 

jptam.v9i2.28226. 
4  Humas BAZNAS Minahasa, “Menggali Potensi Zakat Sebagai Solusi Fiskal,” BAZNAS 

Indonesia, 25 September 2025, https: //kabminahasa.baznas.go.id/artikel/show/menggali-

potensi-zakat-sebagai-solusi-fiskal/27704. 
5  Ahmad Abdul Gani, “Optimalisasi Regulasi Pengelolaan Zakat Sebagai Keuangan Publik 

Islam Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan Di Indonesia,” Lobi 2, no. 2 (September 

2025): 15–24, https: //doi.org/10.15575/lobi.v2i2.2169. 
6  A. Wathon, “Manajemen Dana Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 

Miskin,” Jurnal Ekonomi Islam 1, no. 2 (Juli 2024): 245–68. 
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Dengan model ini, dana ZIS tidak hanya habis dikonsumsi, tetapi mampu 

menjadi sarana transformasi sosial-ekonomi yang mendorong mustahik beralih 

menjadi individu yang mandiri, bahkan berpotensi menjadi muzakki di masa 

depan.7 

Perkembangan teknologi digital juga membuka peluang besar bagi 

inovasi pengelolaan ZIS. Saat ini, penghimpunan dana dapat dilakukan melalui 

platform digital, aplikasi pembayaran, QRIS, crowdfunding, dan layanan 

perbankan syariah. Di sisi distribusi, teknologi memungkinkan adanya sistem 

monitoring program, pelaporan real time, pemetaan penerima manfaat, hingga 

evaluasi dampak program secara lebih akurat. Digitalisasi ini menjadi peluang 

strategis untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan jangkauan pengelolaan 

dana sosial Islam.8 

Meskipun demikian, tantangan besar dalam pengembangan ZIS tidak 

hanya terletak pada model distribusi, tetapi juga pada isu kepatuhan masyarakat. 

Kepatuhan dalam konteks ini mencakup kesadaran muzakki dalam menunaikan 

zakat sesuai ketentuan syariah, konsistensi berinfaq dan bersedekah, serta 

kepercayaan masyarakat kepada lembaga pengelola zakat. 9  Masih banyak 

masyarakat yang belum memahami tata cara perhitungan zakat, jenis harta yang 

wajib dizakati, maupun manfaat menyalurkan ZIS melalui lembaga resmi. 

Sebagian lainnya lebih memilih menyalurkan secara langsung karena 

menganggap lebih sederhana atau karena kurangnya kepercayaan terhadap 

lembaga pengelola. 

Isu kepatuhan juga berkaitan erat dengan kualitas tata kelola lembaga 

amil zakat. Transparansi laporan keuangan, akuntabilitas program, profesionalis-

me pengelolaan, serta kemampuan menunjukkan dampak nyata kepada 

masyarakat merupakan faktor penting yang memengaruhi kepercayaan publik. 

Semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat, maka semakin besar pula 

                                                      
7  Ahmad Solekhan, “Strategi Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Badan 

Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Kendal,” IKHTIYAR JURNAL EKONOMI 

SYARI’AH 2, no. 1 (Maret 2024): 14–31, https: //doi.org/10.69776/ikhtiyar.v2i1.82. 
8  Jihan Nazila Salsabila, “Pemanfaatan Teknologi Dalam Pengelolaan Zakat Di Era Digital,” 

JSE: Jurnal Sharia Economica 3, no. 2 (Juli 2024). 
9  Zaenal Syukrillah dan Muhammad Zen, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Kepatuhan Membayar Zakat Di Masyarakat,” Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah FDIK IAIN 

Padangsidimpuan 6, no. 2 (Desember 2024): 303–16, https: 

//doi.org/10.24952/tadbir.v6i2.12102. 
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peluang peningkatan penghimpunan dana ZIS. Sebaliknya, apabila tata kelola 

lemah, maka potensi besar ZIS tidak akan termanfaatkan secara optimal.10 

Dengan demikian, pembahasan mengenai zakat, infaq, sedekah, inovasi 

distribusi produktif, dan isu kepatuhan menjadi sangat penting dalam konteks 

ekonomi Islam kontemporer. Kajian ini tidak hanya relevan secara teoritis 

sebagai pengembangan konsep filantropi Islam, tetapi juga penting secara praktis 

sebagai solusi alternatif dalam mengatasi kemiskinan, memperluas 

pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta mewujudkan sistem kesejahteraan 

yang lebih adil dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang 

komprehensif mengenai bagaimana dana ZIS dapat dikelola secara inovatif, 

produktif, dan terpercaya agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh 

masyarakat luas. 

Dalam subbab ini, penulis merumuskan beberapa masalah sebagai 

batasan pembahasan, yaitu mengenai apa pengertian dan peran zakat, infaq, dan 

sedekah dalam ekonomi Islam, bagaimana inovasi distribusi produktif dana ZIS 

dalam pemberdayaan masyarakat, apa saja isu kepatuhan dalam pengelolaan 

zakat, infaq, dan sedekah, serta bagaimana strategi untuk meningkatkan 

kepatuhan ZIS. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan dalam subbab 

ini adalah untuk menjelaskan pengertian dan peran zakat, infaq, dan sedekah 

dalam ekonomi Islam, menganalisis inovasi distribusi produktif dana ZIS, 

mengidentifikasi isu kepatuhan dalam penghimpunan dan pengelolaan ZIS, serta 

merumuskan strategi peningkatan efektivitas distribusi dan kepatuhan ZIS. 

2.1.1 Pengertian Zakat, Infak, dan Sedekah 

1. Zakat 

Kata zakat secara etimologi (asal kata) berarti suci, berkembang dan 

barakah. Beberapa arti ini memang sangat sesuai dengan hikmah zakat dalam 

kehidupan, zakat berarti suci karena zakar dapat mensucikan pemilik harta dari 

sifat kikir, tamak dan bakhil. Zakat diartikan berkah karena akan memberikan 

keberkahan dalam harta dan kehidupan seseorang. Secara sosiologis zakat adalah 

refleksi dari kemanusiaan, keadilan, keimanan, serta ketakwaan yang mendalam 

yang muncul dalam sikap orang kaya.11 

                                                      
10  Ilya Safitri dan Agustina Agustina, “Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap 

Pengelolaan Dana Gampong (Studi Kasus Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar),” 

Jurnal Ekobismen 5, no. 2 (Juni 2025): 173–89, https: //doi.org/10.47647/jeko.v5i2.3079. 
11  Ubabuddin dan Umi Nasikhah, “Peran Zakat, Infaq Dan Shadaqah Dalam Kehidupan,” Jurnal 

Ilmiah Al-Muttaqin Jurnal Kajian Dakwah dan Sosial Keagamaan Vol. 6, no. No. 1, (Februari 

2021): Halaman 60-76. 
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Zakat menurut syara’ ialah pemberian yang wajib diberikan dari 

sekumpulan harta tertentu, pada waktu tertentu kepada golongan tertentu yang 

berhak menerimanya.12  

a. Madzhab Maliki, zakat adalah mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta 

yang khusus pula yang mencapai nishab. kepada orang yang berhak 

menerimanya, kepemilikan penuh yang sudah mencapai satu tahun (haul) dan 

bukan barang tambang dan barang pertanian. 

b. Madzhab Hanafi, mendefinisikan zakat dengan “Menjadikan sebagian harta 

yang khusus (tertentu) dari harta yang khusus (tertentu) sebagai milik orang 

yang khusus (tertentu), yang ditentukan oleh syariat karena Allah SWT”. 

c. Madzhab Syafi’i, mengartikan zakat sebagai sebuah ungkapan untuk 

keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara yang khusus. 

d. Madzhab Hambali, zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta tertentu 

untuk kelompok tertentu pula. 

Dalam zakat terdiri dari dua jenis zakat yaitu, zakat fitrah dan zakat mal. 

Zakat fitrah ialah zakat yang wajib dikeluarkan pada bulan Ramadhan setiap 

tahunnya bagi setiap muslim. Dengan maksud untuk menyucikan diri, untuk 

membantu orang-orang yang kekurangan, dan sebagai rasa syukur atas 

terselesainya puasa pada bulan Ramadhan. Sedangkan zakat mal ialah seorang 

muslim yang wajib mengeluarkan zakat yang sesuai dengan nisab dan haulnya. 

Pada zakat mal tidak dibatasi waktu pengeluarannya.13  

Dalam zakat mal terdiri dari beberapa jenis zakat di antaranya, zakat 

perniagaan, zakat penghasilan, zakat pertanian, zakat hasil laut, zakat 

pertambangan, zakat emas dan perak, zakat hasil peternakan, dan lainya. Masing-

masing jenis zakat mempunyai perhitungan sendiri-sendiri. Zakat memiliki 

tujuan tersendiri yaitu untuk menyucikan harta, untuk mengangkat derajat orang-

orang fakir miskin, untuk menghilangkan sifat kikir yang menempel pada diri 

manusia, untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT, dan 

dapat mengembangkan kekayaan batin. Dalam zakat juga terdapat syarat-syarat 

zakat di antaranya seperti: harta dimiliki secara sempurna, termasuk ke dalam 

harta yang berkembang, harta mencapai nisab, harta mencapai satu haul, dan 

harta melebihi kebutuhan pokok. Sedangkan syarat bagi orang-orang yang 

                                                      
12  Ubabuddin dan Nasikhah. 
13  Eni Devi Anjelina, Rania Salsabila, dan Dwi Ayu Fitriyanti, “Peranan Zakat, Infak dan 

Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat,” Jihbiz : Jurnal Ekonomi, 

Keuangan dan Perbankan Syariah 4, no. 2 (Juli 2020): 136–47, https: //doi.org/10.33379/ 

jihbiz.v4i2.859. 
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mengeluarkan zakat yaitu: orang Islam, merdeka, orang yang berakal dan sudah 

balig, orang yang sudah berkecukupan, dan hartanya sudah memenuhi nisab.14  

Dalam kewajiban menunaikan zakat bagi seorang muslim ada orang yang 

berhak untuk menerima zakat tersebut, zakat akan diberikan kepada 8 golongan 

yang sudah dijelaskan dalam Al-Qur’an di antaranya: a) Orang fakir (Orang fakir 

ialah orang yang tidak mempunyai harta untuk memenuhi kebutuhan primer 

dalam sehari-harinya, karena tidak mampu untuk mencari nafkah disebabkan 

fisiknya kurang mampu). b) Orang miskin (Orang miskin ialah orang yang tidak 

mempunyai harta untuk memenuhi kebutuhan primer dalam sehari-harinya, 

tetapi ia mampu dalam mencari nafkah, akan tetapi penghasilannya tidak 

mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya). c) Amil (Amil ialah orang yang 

ditunjuk untuk mengurus dalam pengelolaan zakat, baik itu dalam pengumpulan, 

pembagian, maupun dalam melaksanakan tugas-tugas lainya yang berhubungan 

dengan zakat). d) Mualaf (Mualaf ialah orang yang baru masuk Islam dan 

memerlukan pemahaman tentang agama yang lebih mendalam). e) Riqab atau 

budak (Zakat diberikan kepada budak untuk membebaskan dirinya dari 

perbudakan). f) Orang yang memiliki hutang (Zakat diberikan kepada orang yang 

memiliki hutang, yang mana mereka tidak bisa melunasi hutang tersebut 

melainkan bergantung dengan bantuan dari luar). g) Sabilillah (Sabilillah ialah 

orang yang berjuang di jalan Allah dengan cara berperang). h) Ibnu sabil (Ibnu 

sabil ialah orang yang sedang dalam perjalanan kehabisan biaya dan tidak mampu 

lagi untuk meneruskan perjalanannya).15 

2. Infak 

Infaq secara bahasa berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan 

sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Sementara menurut istilah syari'at, infaq 

berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk 

suatu kepentingan yang diperintahkan agama Islam. Infaq bisa dilakukan oleh 

siapapun baik yang berpenghasilan rendah maupun sempit. Dapat dikatakan 

bahwa infaq sebagai sesuatu yang dikeluarkan diluar sebagai tambahan dari 

zakat, yang sifatnya sukarela yang diambilkan dari harta atau kekayaan seseorang 

untuk kemaslahatan umum atau membantu yang lemah.16 

Adapun perbedaan infaq dengan zakat dapat dilihat dari waktu 

pengeluarannya, dalam zakat ada nisabnya sedangkan infaq tidak ada, baik dia 

                                                      
14  Anjelina, Salsabila, dan Fitriyanti. 
15  Anjelina, Salsabila, dan Fitriyanti. 
16  Fikri Haikal, Misbahuddin, dan Nur Taufiq Sanusi, “Pengelolaan Infaq Zakat Dan Sedekah,” 

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari’ah, 29 Januari 2024, 259–69, 

https: //doi.org/10.24252/iqtishaduna.vi.44098. 
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berpenghasilan tinggi maupun rendah. Infaq merupakan salah satu bentuk 

keadilan dalam mendistribusikan kekayaan, dimana dalam Islam tujuan dari 

distribusi kekayaan adalah agar kekayaan tidak menumpu kepada segolongan 

kecil masyarakat. Karena padaa prinsipnya sebagian harta itu harta itu ada hak-

hak orang lain yaitu orang miskin. Manusia mesti menyadari bahwa hak orang 

lain mesti dikeluarkan tatkala rezeki masuk dalam kantong seseorang.17 

Infak merupakan perwujudan penting dari ibadah yang memainkan peran 

krusial dalam menciptakan kesejahteraan umat Muslim, serta memperkuat 

persaudaraan dan tingkat toleransi yang tinggi dalam kehidupan masyarakat. 

Tujuan utama dari berinfak adalah untuk memberikan bantuan kepada sesama 

yang membutuhkan, dengan harapan bahwa tindakan tersebut akan menghapus 

dosa-dosa kita dan memperkuat ikatan kekeluargaan serta kerjasama sosial di 

antara sesama manusia. Tujuan dari infak dan sedekah sangat bervariasi, tetapi 

umumnya mencakup aspek spiritual, sosial, dan ekonomi. Berikut adalah 

beberapa tujuan umum dari infak dan sedekah: 18 

a. Ketundukan kepada Tuhan: Infak dan sedekah sering kali dipandang sebagai 

bentuk ibadah yang mendekatkan diri kepada Tuhan. Memberi kekayaan yang 

dimiliki, seseorang menunjukkan ketaatan dan pengabdian kepada-Nya. 

b. Menolong Sesama: Infak dan sedekah bertujuan untuk membantu sesama 

manusia yang membutuhkan. Ini bisa berupa pemberianuntuk 

fuqoro’masakiin, yatim piatu, kaum dhuafa, atau yang terkena musibah 

lainnya. Tujuannya adalah untuk meringankan penderitaan orang lain dan 

memperbaiki kehidupan mereka. 

c. Memperbaiki Masyarakat: Dengan memberikan infak dan sedekah, seseorang 

juga berkontribusi dalam memperbaiki masyarakat secara keseluruhan. Dana 

yang terkumpul dapat digunakan untuk membangun fasilitas umum, 

menyediakan pendidikan, kesehatan, atau memfasilitasi program-program 

sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. 

d. Pembersihan Jiwa: Infak dan sedekah juga dapat membantu membersihkan 

jiwa seseorang dari kecintaan-keduniaan misalnya keserakahan dan 

keegoisan. Dengan memberikan secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan 

dunia, seseorang dapat mencapai kedamaian batin dan kepuasan spiritual 

                                                      
17  Haikal, Misbahuddin, dan Sanusi. 
18  Irgi Fahreza Chandra, “Hubungan Fislafat Dengan Hukum Islam,” Academia, 1 Januari 2022, 

https: //www.academia.edu/91790840/HUBUNGAN_FILSAFAT_DENGAN_HUKUM_ 

ISLAM. 
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Hukum dari infak adalah wajib atau fardhu khifayah, yaitu suatu 

kewajiban bagi sekelompok orang untuk melaksanakan perintah Allah SWT 

sesuai ketentuan syariat. Namun bila sudah dilaksanakan oleh seseorang atau 

beberapa orang maka kewajiban ini gugur. Misalnya mengisi uang ke kotak amal 

untuk operasional dan perawatan masjid adalah infak. Sebab bila tidak ada yang 

menyumbang maka kegiatan masjid tidak jalan, dan hal itu menjadi tanggung 

jawab masyarakat sekitar masjid, semuanya berdosa. Jika zakat ada nisabnya, 

infak tidak mengenal nisab. Allah memberi kebebasan kepada pemiliknya untuk 

menentukan waktu dan besaran harta yang dikeluarkannya sebagai cerminan 

kadar keimanan seseorang. Dalam Al-Quran perintah infak ditujukan kepada 

setiap orang yang bertkwa, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, 

apakah ia di saat lapang maupun sempit.19 

3. Sedekah  

Sedekah menurut bahasa berasal dari kata shidqoh yang berarti benar. 

Para ulama menyebutkan orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar 

pengakuan imannya. Jadi sedekah adalah cara seseorang mewujudkan dan 

mencerminkan keimanannya. Secara terminologi, sedekah berarti pemberian 

sukarela kepada orang lain (terutama kepada orang-orang yang lebih membutuh-

kan, yang tidak ditentukan jenis, jumlah maupun waktunya. Sedekah tidak 

terbatas pada pemberian yang bersifat material saja tetapi juga dapat berupa jasa 

yang bermanfaat bagi orang lain. Bahkan senyum yang dilakukan dengan ikhlas 

untuk menyenangkan orang lain termasuk kategori sedekah. Hukum dari sedekah 

adalah sunnah, yaitu amalan yang jika dilakukan akan mendapatkan dosa. 

Menurut ulama sedekah pada dasarnya dibagi dua bagian yaitu: 20  

a. Sedekah yang sifatnya wajib terbatas, dalam hal ini terbatas jenis, jumlah, 

kadar harta benda yang harus dikeluarkan, dalam hal ini ia adalah zakat. 

b. Sedekah yang sifatnya wajib tidak terbatas, yaitu sedekah yang dituntut untuk 

kepentingan umum, yaitu suatu kewajiban bersedekah susudah kewajiban 

zakat, karena situasi/kondisi masyarakat, menuntutnya untuk kepentingan 

umum sangat mendesak, seperti ada bencana banjir, gunung meletus, 

peperangan untuk mempertahankan agama atau negara. 

  

                                                      
19  Suhidra Hidayat, Mirna Apriyani, dan M. Said, “Zakat, Infak Dan Shadaqah Sebagai Ketaatan 

Kepada Allah Dan Rasulullah S.A.W (Studi Kasus Di Desa Parit Pudin) Dalam Pendekatan 

Pembelajaran Survey Dan Pengabdian Masyarakat,” Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah 5, no. 

I (Juli 2022), https: //doi.org/10.54459/almizan.v5i1.706. 
20  Hidayat, Apriyani, dan Said. 
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2.1.2 Inovasi Distribusi Produktif Dana ZIS 

Dalam pengertian ekonomi Islam, zakat merupakan suatu bentuk 

penyerahan harta kekayaan dari golongan kaya kepada golongan miskin. 

Transfer kekayaan ini secara fundamental berarti juga transfer sumber-sumber 

ekonomi. Zakat produktif adalah metode pendistribusian zakat yang bertujuan 

menjadikan dana zakat sebagai modal usaha untuk pemberdayaan ekonomi 

mustahik, bukan sekadar pemenuhan kebutuhan konsumtif sesaat. Pendekatan ini 

selaras dengan tujuan syariah (Maqashid Al-Syariah) dalam menjaga dan 

mengembangkan harta, serta bertujuan menciptakan mustahik yang mandiri 

secara finansial hingga mampu bertransisi menjadi muzakki di masa depan. 

Dasar hukum penyaluran zakat tetap terikat pada delapan golongan (Asnaf) yang 

termaktub dalam QS. At-Taubah ayat 60. Pengelolaan zakat produktif oleh 

BAZNAS dikhususkan kepada Asnaf Fakir dan Miskin, di mana keduanya 

didefinisikan sebagai orang yang tidak memiliki atau memiliki harta namun tidak 

mencukupi kebutuhan pokok. Konsep Sabilillah saat ini juga diinterpretasikan 

secara luas, mencakup jihad dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan ilmu 

pengetahuan, yang memperkuat legitimasi penggunaan dana zakat untuk 

program pemberdayaan.21 

Secara bentuk, pendistribusian zakat diklasifikasikan menjadi tiga model 

utama: 22  

1. Distribusi Konsumtif Tradisional: Zakat diberikan untuk digunakan secara 

langsung oleh mustahik guna memenuhi kebutuhan dasar dan mendesak.  

2.  Distribusi Konsumtif Kreatif: Zakat disalurkan dalam bentuk non-tunai yang 

menunjang kebutuhan inovatif, seperti alat kesehatan atau biaya penunjang 

pendidikan.  

3. Distribusi Produktif Tradisional: Zakat disalurkan dalam bentuk aset yang 

dapat diproduktifkan (misalnya hewan ternak atau modal usaha) dengan 

harapan menciptakan lapangan kerja dan kemandirian ekonomi bagi 

mustahik. 

Salah satu contoh bentuk pendistribusi zakat adalah pada Pemberdayaan 

UMKM. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki peran strategis 

dalam perekonomian nasional, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan 

menjaga stabilitas ekonomi. Dalam perspektif ekonomi Islam, pemberdayaan 

                                                      
21  Kamelia, “Pendistribusian Dana Zakat Produktif Pada Program(Zcd) Zakat Community 

Development: Analisis Hukum Ekonomi Syariah,” Multidisipliner Knowledge 3, no. 3 

(Oktober) (Oktober 2025): 261–80. 
22  Kamelia. 
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UMKM tidak hanya bertujuan meningkatkan keuntungan usaha, tetapi juga 

menekankan nilai keadilan, keberlanjutan, dan keberkahan. Pendekatan ini 

menempatkan UMKM sebagai bagian dari ekosistem ekonomi yang harus 

didukung melalui instrumen keuangan yang inklusif dan berkeadilan.23 

Zakat produktif dipandang sebagai salah satu instrumen yang relevan 

dalam mendukung pemberdayaan UMKM, terutama bagi pelaku usaha yang 

belum memiliki akses terhadap pembiayaan perbankan. Menunjukkan bahwa 

zakat produktif mampu mengisi kesenjangan pembiayaan UMKM, khususnya 

pada kelompok usaha mikro yang tergolong unbankable. Namun, penelitian 

tersebut juga menegaskan bahwa keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh 

kualitas pendampingan dan kesinambungan intervensi.24  

Dalam konteks ini, pemberdayaan UMKM berbasis zakat tidak dapat 

dipahami secara sempit sebagai pemberian modal usaha. Pemberdayaan harus 

mencakup aspek peningkatan kapasitas manajerial, literasi keuangan, serta akses 

terhadap jaringan pasar. Tanpa pendekatan yang komprehensif, zakat produktif 

berisiko menghasilkan usaha yang tidak berkelanjutan dan rentan terhadap 

guncangan ekonomi.25 

2.1.3 Isu Kepatuhan dalam ZIS 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kepatuhan berasal dari 

kata “Patuh” yang memiliki arti suka menurut terhadap perintah, taat terhadap 

perintah, aturan dan disiplin. Kepatuhan adalah keadaan dimana individu 

mengikuti perintah-perintah dari sesuatu yang dipandang memiliki otoritas 

secara sukarela atupun karena terpaksa dengan tidak menunjukkan pengingkaran. 

Tingkat kepatuhan seseorang dengan orang lain berbeda-beda. Motivasi yang 

mendorong seseorang untuk melakukan satu perbuatan atau meninggalkan satu 

larangan dapat berbentuk macam-macam. Kepatuhan seseorang dapat lahir dari 

beragam faktor dan sebab. Begitu pun dalam menunaikan kewajiban zakat. 

beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan seseorang menjalankan 

tuntunan agama (membayar zakat) yaitu Keimanan dan Altruisme. Keimanan 

berpengaruh terhadap kepatuhan membayar zakat, dikarenakan, semakin tinggi 

keimanan seseorang makan akan cenderung menjalankan perintah-Nya baik 

wajib maupun sunnah. Yakin adalah balasan berupa surga bagi yang 

                                                      
23  Alfin Maulana, “Digital-Based Productive Zakat Distribution Model In Enhancing The 

Empowerment Of Msmes From The Islamic Economics Perspective,” WORLDVIEW (Jurnal 

Ekonomi Bisnis Dan Sosial Sains) 4, no. 2 (Desember 2025): 166–77, https: 

//doi.org/10.38156/worldview.v4i2.577. 
24  Maulana. 
25  Maulana. 
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melaksanakannya, dan hukumam dari negara bagi yang enggan membayar 

zakat.26 

Altruisme bisa diartikan lebih sederhana sebagai tindakan sukarela untuk 

membantu orang lain tanpa pamrih, atau ingin sekedar beramal baik. Orang asing 

yang mempertaruhkan nyawanya untuk menarik korban dari bahaya kebakaran 

dan kemudian dia pergi begitu saja tanpa pamit adalah orang benar-benar 

melakukan tindakan altruistik. Maka untuk mengukur tingkat altruisme 

seseorang ketika membayar zakat dapat dilihat dari motif responden membayar 

zakat profesi: Apakah karena didorong oleh perasaan iba, sebagai upaya 

bersyukur semata, sebagai tanggung jawab sosial, ingin membantu, atau karena 

di dalam hatinya terdapat perasaan bersalah jika tidak membayarkan zakat 

kepada mereka. Lalu apakah dia membutuhkan apresiasi masyarakat dan 

lingkungan setelah menunaikan kewajiban berzakat ini.27 

Kepatuhan dalam ZIS mencakup kesadaran muzakki dalam menunaikan 

zakat sesuai ketentuan syariah, konsistensi berinfaq dan bersedekah, serta 

kepercayaan masyarakat kepada lembaga pengelola zakat. Kepatuhan salah 

satunya mencakup kepercayaan. Aspek kepercayaan menjadi unsur yang sangat 

penting karena keputusan masyarakat untuk menyalurkan dana melalui lembaga. 

Kepercayaan terhadap lembaga yang mengelola zakat juga sangat 

berpengaruh pada kepatuhan membayar zakat. Jika individu merasa yakin bahwa 

zakat yang mereka keluarkan akan digunakan dengan cara yang benar, efektif, 

dan transparan, mereka lebih cenderung untuk menunaikan zakat melalui 

lembaga tersebut. Sebaliknya, jika ada keraguan mengenai pengelolaan zakat 

yang tidak transparan atau tidak sesuai dengan prinsip Islam, individu mungkin 

akan memilih untuk tidak membayar zakat melalui lembaga tersebut atau 

menunda pembayaran zakat mereka.28 

Kepercayaan terhadap lembaga zakat dapat dibangun melalui 

keterbukaan, kejujuran, kompetensi, integritas, akuntabilitas, sharing, dan 

penghargaan. Oleh karena itu, penting bagi lembaga zakat untuk meningkatkan 

kepercayaan masyarakat melalui praktik yang transparan dan profesional.29 

                                                      
26  Rahmah, “Pengaruh Pemahaman Zakat Profesi Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Di 

Kalangan Asn Kecamatan Sungai Batang” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau, 2022). 
27  Rahmah. 
28  Syukrillah dan Zen, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar 

Zakat di Masyarakat.” 
29  Andra Wahyudi dan Nurizal Ismail, “Pengaruh Kepercayaan, Religiusitas Dan Pendapatan 

Terhadap Minat Membayar Zakat Masyarakat Muslim Kota Pekanbaru,” El-Mal: Jurnal 
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2.1.4 Strategi Meningkatkan Kepatuhan  

Meningkatkan kepatuhan dalam zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) 

memerlukan pendekatan yang komprehensif karena kepatuhan tidak hanya 

berkaitan dengan kewajiban agama, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat 

pemahaman, kemudahan layanan, kepercayaan terhadap lembaga, dan budaya 

sosial masyarakat. Oleh karena itu, strategi peningkatan kepatuhan harus 

dilakukan melalui beberapa langkah berikut. 

1. Peningkatan Literasi dan Edukasi ZIS 

Banyak masyarakat belum memahami ketentuan zakat secara benar, 

seperti jenis harta yang wajib dizakati, nisab, haul, cara perhitungan, serta 

perbedaan zakat, infaq, dan sedekah. Kondisi ini menyebabkan potensi zakat 

tidak tersalurkan secara optimal. Karena itu, edukasi perlu dilakukan secara 

berkelanjutan melalui ceramah keagamaan, seminar, media sosial, sekolah, 

perguruan tinggi, dan komunitas masyarakat. Materi edukasi tidak hanya 

menjelaskan hukum zakat, tetapi juga manfaat sosial-ekonomi ZIS dalam 

mengurangi kemiskinan dan memberdayakan umat. Dengan meningkatnya 

pemahaman, kesadaran masyarakat untuk patuh akan tumbuh secara lebih kuat.30 

2. Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas 

Kepatuhan masyarakat sangat erat kaitannya dengan kepercayaan kepada 

lembaga pengelola zakat. Oleh sebab itu, lembaga amil zakat harus menunjukkan 

pengelolaan yang transparan dan akuntabel. Strateginya dapat dilakukan melalui 

publikasi laporan keuangan secara berkala, audit independen, laporan program 

penyaluran, dokumentasi penerima manfaat, serta penyampaian capaian program 

kepada publik. Ketika masyarakat melihat bahwa dana yang mereka keluarkan 

benar-benar dikelola dengan baik dan memberikan manfaat nyata, maka 

kepercayaan dan kepatuhan akan meningkat.31 

  

                                                      
Kajian Ekonomi & Bisnis Islam 5, no. 10 (Oktober 2024): 4058–73, https: 

//doi.org/10.47467/elmal.v5i10.3382. 
30  Rizka Amaliah s, Nurfiah Anwar, dan Muhammad Nasri Khatman, “Strategi Dalam 

Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Menunaikan Zakat Maal Di Baznas Kabupaten Barru,” 

Investama: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Volume 09, no. Nomor 01 (Maret 2023). 
31  Muhammad Ghifarulloh, Fadilla Muhammad Mahdi, dan Arif Luqman Hakim, “Pengaruh 

Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kepercayaan Muzakki Dalam Membayar Zakat 

Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Balikpapan,” Journal of Islamic Economics 

Development and Innovation (JIEDI) Vol. 5, no. 1 (Januari 2025), https: //doi.org/10.22219/ 

jiedi.v5i1.39598. 
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3. Digitalisasi Layanan Pembayaran 

Kemudahan akses menjadi faktor penting dalam mendorong kepatuhan. 

Di era digital, masyarakat cenderung memilih layanan yang cepat, praktis, dan 

mudah dijangkau. Karena itu, lembaga zakat perlu menyediakan kanal 

pembayaran digital seperti transfer bank, dompet elektronik, QRIS, aplikasi 

mobile, marketplace, dan autodebet bulanan. Selain memudahkan pembayaran, 

sistem digital juga dapat dilengkapi fitur kalkulator zakat, pengingat waktu 

pembayaran, serta bukti transaksi otomatis. Semakin mudah proses pembayaran, 

semakin besar kemungkinan masyarakat untuk rutin menunaikan ZIS.32 

Kesimpulan dari pembahasan diatas adalah zakat, infaq, dan sedekah 

(ZIS) merupakan instrumen penting dalam ekonomi Islam yang berfungsi tidak 

hanya sebagai ibadah, tetapi juga sebagai mekanisme pemerataan kesejahteraan 

dan penguatan solidaritas sosial. Zakat memiliki ketentuan wajib yang jelas, 

sedangkan infaq dan sedekah bersifat lebih fleksibel sebagai bentuk kepedulian 

sosial. Ketiganya menjadi sarana distribusi kekayaan agar tidak terpusat pada 

kelompok tertentu serta membantu masyarakat yang membutuhkan. 

Inovasi distribusi produktif dana ZIS menunjukkan bahwa pengelolaan 

ZIS tidak lagi terbatas pada bantuan konsumtif, tetapi dapat diarahkan pada 

pemberdayaan ekonomi, seperti pembiayaan UMKM, pelatihan keterampilan, 

pendampingan usaha, dan penguatan kemandirian mustahik. Pendekatan ini lebih 

berkelanjutan karena mendorong penerima manfaat untuk meningkatkan taraf 

hidup hingga berpotensi berubah dari mustahik menjadi muzakki. 

Di sisi lain, isu kepatuhan dalam ZIS menjadi tantangan penting yang 

dipengaruhi oleh keimanan, kepedulian sosial, pemahaman agama, serta tingkat 

kepercayaan masyarakat kepada lembaga pengelola zakat. Kepercayaan tumbuh 

melalui pengelolaan yang profesional, transparan, jujur, dan akuntabel. Tanpa 

adanya kepercayaan, potensi penghimpunan ZIS sulit berkembang secara 

optimal. 

Oleh karena itu, strategi meningkatkan kepatuhan harus dilakukan 

melalui peningkatan literasi dan edukasi masyarakat, penguatan transparansi 

serta akuntabilitas lembaga, dan digitalisasi layanan pembayaran. Dengan 

strategi tersebut, kepatuhan masyarakat dalam menunaikan ZIS dapat meningkat 

sehingga penghimpunan dana menjadi lebih besar dan manfaatnya semakin luas 

bagi kesejahteraan umat. 

                                                      
32  Hidayatul Hafizah dan Muhaimin Muhaimin, “Dampak Digitalisasi Pembayaran Zakat 

Terhadap Peningkatan Penerimaan Zakat Pada Baznas Kota Banjarmasin,” Al Qalam: Jurnal 

Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan 17, no. 5 (September 2023): 3549–67, https: 

//doi.org/10.35931/aq.v17i5.2661. 
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BAB III 
Inovasi Digital dalam  

Keuangan Syariah 
 

 

 

 

 

 

 

3.1 FinTech Syariah dan Smart Contracts dalam Fiqh Muamalah 

erkembangan teknologi digital dalam beberapa dekade terakhir telah 

membawa transformasi fundamental dalam sistem ekonomi global, 

termasuk dalam sektor keuangan yang mengalami disrupsi melalui 

kemunculan teknologi finansial atau financial technology (fintech). Dalam 

konteks ekonomi Islam, fenomena ini menghadirkan peluang sekaligus tantangan 

bagi pengembangan sistem keuangan yang tetap berlandaskan prinsip-prinsip 

syariah. Fiqih muamalah sebagai cabang ilmu fiqh yang mengatur interaksi 

ekonomi dan transaksi sosial memiliki peran sentral dalam merespons dinamika 

tersebut. Fiqih muamalah tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan 

normatif, tetapi juga sebagai kerangka etis yang menekankan keadilan (adl), 

kemaslahatan (maslahah), serta perlindungan terhadap kepentingan umum dalam 

setiap aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, dalam menghadapi inovasi seperti 

FinTech Syariah, pembayaran digital, dan smart contracts, diperlukan 

reinterpretasi dan rekonstruksi prinsip-prinsip fiqih muamalah agar tetap relevan 

tanpa kehilangan substansi normatifnya.33 

                                                      
33  Ascarya Ascarya and Ali Sakti, “Designing Micro-Fintech Models for Islamic Micro Financial 

Institutions in Indonesia,” International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and 

Management 15, no. 2 (2022): 236–54, https: //doi.org/10.1108/imefm-05-2020-0233; 

Burhanudin Harahap, Tastaftiyan Risfandy, and Inas N Futri, “Islamic Law, Islamic Finance, 

and Sustainable Development Goals: A Systematic Literature Review,” Sustainability 15, no. 

8 (2023): 6626, https: //doi.org/10.3390/su15086626; Suud S Karimullah, “Exploration of 

Maqasid Al-Shariah Concepts in the Development of Islamic Economic Policies,” Mu’amalah 
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Secara konseptual, fiqih muamalah menegaskan bahwa setiap transaksi 

ekonomi harus memenuhi prinsip halal dan menghindari unsur-unsur yang 

dilarang seperti riba, gharar, dan maysir. Riba sebagai bentuk tambahan yang 

tidak sah dalam transaksi keuangan dianggap merusak keadilan distributif, 

sementara gharar yang merujuk pada ketidakpastian berlebihan dapat menyebab-

kan ketidakjelasan hak dan kewajiban para pihak. Adapun maysir, yang berkaitan 

dengan spekulasi atau perjudian, berpotensi menimbulkan kerugian yang tidak 

proporsional serta ketimpangan ekonomi. Dalam kerangka ini, prinsip keadilan 

(adl) dan transparansi menjadi fondasi utama dalam memastikan bahwa setiap 

transaksi berjalan secara seimbang dan tidak merugikan salah satu pihak. 34 

Prinsip-prinsip tersebut menjadi semakin kompleks ketika dihadapkan pada 

sistem transaksi digital yang bersifat non-fisik, otomatis, dan sering kali 

melibatkan teknologi canggih seperti algoritma dan blockchain. 

Lebih lanjut, maqashid syariah hadir sebagai kerangka normatif yang 

memberikan arah bagi pengembangan ekonomi Islam kontemporer, termasuk 

dalam bidang fintech. Maqashid syariah yang mencakup perlindungan terhadap 

agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz al-nasl), 

dan harta (hifz al-mal) berfungsi sebagai indikator dalam menilai apakah suatu 

inovasi keuangan memberikan manfaat atau justru menimbulkan mudharat. 

Dalam konteks FinTech Syariah, maqashid syariah menjadi alat evaluasi yang 

penting untuk memastikan bahwa teknologi yang digunakan tidak hanya efisien 

secara ekonomi, tetapi juga adil, inklusif, dan berkelanjutan secara sosial.35 

Dengan demikian, maqashid syariah tidak hanya berfungsi sebagai prinsip 

teoritis, tetapi juga sebagai landasan praktis dalam merancang produk dan 

kebijakan keuangan berbasis teknologi. 

FinTech Syariah sendiri merupakan integrasi antara inovasi teknologi 

finansial dengan prinsip-prinsip syariah yang bertujuan untuk menyediakan 

layanan keuangan yang lebih efisien, transparan, dan inklusif. Model 
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operasionalnya meliputi berbagai bentuk seperti peer-to-peer (P2P) lending 

syariah, crowdfunding syariah, serta digital banking syariah. P2P lending syariah 

memungkinkan pembiayaan langsung antara pemberi dan penerima dana dengan 

menggunakan akad yang sesuai syariah, seperti murabahah, mudarabah, atau 

musharakah. Crowdfunding syariah membuka peluang bagi masyarakat untuk 

berinvestasi dalam proyek-proyek produktif dengan prinsip bagi hasil, sementara 

digital banking syariah memanfaatkan teknologi digital untuk menyediakan 

layanan perbankan tanpa batasan geografis.36  Ketiga model ini menunjukkan 

bagaimana teknologi dapat digunakan untuk memperluas akses keuangan, 

khususnya bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), tanpa 

mengabaikan prinsip-prinsip syariah. 

Namun demikian, implementasi FinTech Syariah tidak terlepas dari 

tantangan, terutama dalam hal kepatuhan terhadap prinsip fiqih muamalah. Salah 

satu isu utama adalah bagaimana memastikan bahwa akad-akad yang digunakan 

dalam platform digital tetap memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan 

dalam hukum Islam. Akad seperti bai’, ijarah, murabahah, wakalah, dan kafalah 

harus dirumuskan secara jelas dalam kontrak digital untuk menghindari 

ketidakpastian dan memastikan adanya persetujuan (ridha) dari semua pihak 

yang terlibat. Dalam konteks ini, transparansi informasi dan kejelasan kontrak 

menjadi sangat penting untuk menjaga integritas transaksi serta menghindari 

praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah37. 

Selain itu, perkembangan sistem pembayaran digital juga menjadi bagian 

integral dari ekosistem fintech modern. Pembayaran digital seperti e-wallet, QR 

payment, dan mata uang digital telah mengubah cara masyarakat melakukan 

transaksi, menjadikannya lebih cepat, efisien, dan mudah diakses. Dalam 

perspektif fiqih muamalah, penggunaan sistem pembayaran digital harus 
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et al., “Patterns of Islamic Fintech Implementation: Problems and Implications for Micro, 

Small and Medium Enterprises,” Ekspansi Jurnal Ekonomi Keuangan Perbankan Dan 

Akuntansi 15, no. 1 (2023): 83–92, https: //doi.org/10.35313/ekspansi.v15i1.4732. 
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memenuhi prinsip kejelasan biaya, keamanan transaksi, serta tidak mengandung 

unsur gharar atau riba. Misalnya, biaya layanan dalam e-wallet harus transparan 

dan tidak mengandung unsur eksploitasi, sementara mekanisme top-up dan 

transfer harus jelas akadnya agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.38 

Dengan demikian, integrasi antara teknologi pembayaran digital dan prinsip 

syariah memerlukan pendekatan yang komprehensif dan adaptif. 

Dalam perkembangan yang lebih lanjut, teknologi blockchain dan smart 

contracts mulai diperkenalkan sebagai solusi untuk meningkatkan efisiensi dan 

transparansi dalam transaksi keuangan. Smart contracts merupakan kontrak 

digital yang dapat mengeksekusi dirinya sendiri secara otomatis berdasarkan 

kondisi yang telah diprogram sebelumnya. Dalam konteks keuangan syariah, 

smart contracts memiliki potensi untuk merepresentasikan akad-akad muamalah 

secara lebih presisi dan terstruktur. Namun, implementasinya juga menimbulkan 

pertanyaan terkait kesesuaian dengan prinsip-prinsip fiqih, terutama dalam hal 

kejelasan akad, ridha, objek transaksi, dan keadilan. Oleh karena itu, diperlukan 

analisis mendalam untuk memastikan bahwa penggunaan smart contracts tidak 

bertentangan dengan prinsip syariah dan tetap mendukung tercapainya maqashid 

syariah.39 

Dari sisi regulasi, peran lembaga seperti DSN-MUI dan Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) menjadi sangat penting dalam mengatur dan mengawasi 

perkembangan FinTech Syariah. Fatwa DSN-MUI memberikan pedoman 

normatif mengenai kehalalan produk dan layanan keuangan, sementara OJK 

bertanggung jawab dalam aspek pengawasan dan stabilitas sistem keuangan. 

Namun, beberapa studi menunjukkan bahwa regulasi yang ada masih perlu 

diperbarui untuk mengikuti perkembangan teknologi yang sangat cepat. 

Harmonisasi antara regulasi dan inovasi menjadi kunci untuk menciptakan 

ekosistem FinTech Syariah yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan40. 

Selain itu, isu-isu kontemporer seperti keamanan data, perlindungan 

konsumen, dan risiko kepatuhan syariah juga menjadi perhatian utama dalam 
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pengembangan FinTech Syariah. Risiko penyalahgunaan data dan serangan siber 

dapat mengancam kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan digital, 

sementara kurangnya literasi keuangan syariah dapat menyebabkan kesalah-

pahaman dalam penggunaan produk fintech. Oleh karena itu, diperlukan 

pendekatan multidisipliner yang melibatkan aspek teknologi, hukum, dan etika 

untuk mengatasi tantangan tersebut.41 

Secara keseluruhan, perkembangan FinTech Syariah, pembayaran digital, 

dan smart contracts menunjukkan bahwa fiqih muamalah memiliki fleksibilitas 

untuk beradaptasi dengan perubahan zaman, selama tetap berpegang pada 

prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan. Maqashid syariah berperan sebagai 

jembatan antara tradisi dan inovasi, memungkinkan reinterpretasi hukum Islam 

yang kontekstual dan relevan. Dengan pendekatan yang integratif, diharapkan 

bahwa sistem keuangan Islam dapat terus berkembang dan memberikan 

kontribusi positif bagi kesejahteraan umat dalam era digital.42 

Dalam subbab ini, penulis merumuskan beberapa masalah sebagai 

batasan pembahasan yang berfokus pada hubungan antara inovasi teknologi 

finansial dengan kerangka normatif hukum Islam, yaitu mengenai bagaimana 

rekonstruksi konsep dasar fiqih muamalah dalam menghadapi perkembangan 

FinTech Syariah dan sistem pembayaran digital kontemporer, bagaimana 

penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam seperti larangan riba, gharar, 

dan maysir dalam praktik FinTech Syariah dan pembayaran digital, bagaimana 

relevansi serta implementasi maqāṣid syariah dalam pengembangan dan evaluasi 

FinTech Syariah, bagaimana kesesuaian smart contracts berbasis blockchain 

dengan prinsip-prinsip fiqih muamalah khususnya terkait kejelasan akad, ridha, 

objek transaksi, dan keadilan, serta bagaimana peran regulasi dan lembaga 

otoritatif seperti DSN-MUI dan OJK dalam memastikan kepatuhan syariah dalam 

ekosistem FinTech Syariah. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan 

dalam subbab ini adalah untuk menganalisis secara komprehensif hubungan 

antara perkembangan teknologi finansial, sistem pembayaran digital, dan smart 

contracts dengan prinsip-prinsip fiqih muamalah serta maqāṣid syariah dalam 

konteks ekonomi Islam kontemporer melalui pendekatan integratif yang 
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memadukan dimensi normatif, konseptual, dan empiris. Selain itu, pembahasan 

ini juga bertujuan untuk mengkaji dan merekonstruksi konsep dasar fiqih 

muamalah agar tetap relevan dengan perkembangan ekonomi digital, 

menganalisis penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam dalam praktik 

FinTech Syariah dan sistem pembayaran digital, mengevaluasi peran maqāṣid 

syariah sebagai landasan normatif dalam pengembangan dan pengawasan 

FinTech Syariah, menganalisis kesesuaian smart contracts berbasis blockchain 

dengan prinsip-prinsip fiqih muamalah, serta menganalisis peran regulasi dan 

lembaga otoritatif dalam membangun ekosistem FinTech Syariah yang 

berkelanjutan dan patuh terhadap prinsip syariah. 

3.1.1 FinTech Syariah dalam Perspektif Fiqih Muamalah 

Financial technology (FinTech) Syariah merupakan integrasi antara 

inovasi teknologi digital dengan sistem keuangan yang berlandaskan prinsip-

prinsip syariah Islam. 43  Secara konseptual, FinTech Syariah tidak hanya 

dipahami sebagai transformasi digital dalam layanan keuangan, tetapi juga 

sebagai upaya sistematis untuk menghadirkan mekanisme transaksi yang efisien, 

inklusif, dan tetap sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam. Dalam konteks ini, 

FinTech Syariah mencakup berbagai model operasional seperti peer-to-peer 

(P2P) lending, crowdfunding, serta digital banking syariah yang dirancang untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat modern tanpa melanggar prinsip dasar syariah. 

Dalam perspektif fiqih muamalah, setiap aktivitas ekonomi harus 

berlandaskan prinsip kehalalan, keadilan, serta terhindar dari unsur-unsur yang 

dilarang seperti riba, gharar, dan maysir. Fiqih muamalah sebagai cabang hukum 

Islam yang mengatur interaksi ekonomi memiliki fungsi normatif sekaligus etis 

dalam memastikan bahwa setiap transaksi tidak hanya sah secara hukum, tetapi 

juga memberikan kemaslahatan bagi para pihak yang terlibat. Dalam hal ini, 

FinTech Syariah harus dipandang sebagai bagian dari evolusi praktik muamalah 

yang memerlukan adaptasi konseptual tanpa mengubah prinsip dasarnya. 

Sebagaimana dijelaskan oleh Ascarya dan Sakti (2022), sistem keuangan syariah 

harus dibangun atas dasar keadilan distribusi dan keseimbangan risiko, yang 

menjadi fondasi utama dalam setiap inovasi keuangan berbasis syariah.44 Lebih 

lanjut, Harahap et al. (2023) dalam studinya menekankan bahwa fiqih muamalah 

tidak hanya berfungsi sebagai aturan legal formal, tetapi juga sebagai sistem nilai 
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yang menekankan keadilan (adl) dan kemaslahatan (maslahah) dalam setiap 

aktivitas ekonomi.45 Dalam konteks FinTech Syariah, prinsip ini mengharuskan 

setiap produk dan layanan keuangan dirancang dengan memperhatikan 

transparansi informasi, kejelasan akad, serta perlindungan terhadap pihak yang 

lebih lemah. Dengan demikian, teknologi tidak boleh menjadi alat eksploitasi, 

melainkan harus menjadi sarana untuk meningkatkan kesejahteraan sosial secara 

kolektif. 

Dalam praktiknya, FinTech Syariah mengimplementasikan berbagai akad 

muamalah seperti murabahah, mudarabah, musharakah, ijarah, wakalah, dan 

kafalah. Setiap akad tersebut memiliki karakteristik dan ketentuan yang harus 

dipenuhi agar sah secara syariah. Sebagai contoh, dalam akad murabahah, harus 

terdapat kejelasan mengenai harga pokok dan margin keuntungan, sedangkan 

dalam akad mudarabah dan musharakah harus terdapat pembagian risiko dan 

keuntungan yang adil. Shahid et al. menunjukkan bahwa penerapan akad-akad 

ini dalam platform digital memerlukan kejelasan kontrak serta mekanisme 

pengawasan yang ketat agar tidak terjadi penyimpangan dari prinsip syariah.46 

Namun demikian, implementasi FinTech Syariah tidak terlepas dari berbagai 

tantangan, terutama dalam hal penerjemahan akad klasik ke dalam sistem digital 

yang kompleks. Mustafida et al. (2021) mengungkapkan bahwa salah satu 

tantangan utama adalah memastikan kejelasan akad dalam transaksi digital, 

mengingat tidak adanya interaksi fisik antara para pihak. Hal ini dapat 

menimbulkan potensi gharar jika informasi tidak disampaikan secara lengkap dan 

transparan.47 Selain itu, Samad dan Bukido menyoroti bahwa beberapa praktik 

fintech masih menghadapi kesulitan dalam menjaga keseimbangan antara 

efisiensi teknologi dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.48 

Dalam kerangka yang lebih luas, maqashid syariah menjadi landasan 

normatif yang sangat penting dalam pengembangan FinTech Syariah. 

Karimullah menjelaskan bahwa tujuan utama maqashid syariah adalah untuk 
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menjaga lima aspek fundamental, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta49. 

Dalam konteks fintech, aspek perlindungan harta (hifz al-mal) menjadi sangat 

relevan, terutama dalam memastikan bahwa sistem keuangan digital tidak 

merugikan pengguna dan mampu memberikan manfaat ekonomi yang 

berkelanjutan. Oleh karena itu, setiap inovasi dalam FinTech Syariah harus 

dievaluasi berdasarkan sejauh mana ia mampu mencapai tujuan-tujuan tersebut. 

Selain itu, perkembangan FinTech Syariah juga tidak dapat dilepaskan dari peran 

regulasi dan lembaga pengawas. Intan et al. menekankan bahwa digitalisasi 

layanan keuangan syariah harus didukung oleh regulasi yang jelas serta 

pengawasan yang efektif untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip 

syariah50. Dalam hal ini, fatwa DSN-MUI dan regulasi OJK menjadi instrumen 

penting dalam memberikan legitimasi serta menjaga stabilitas sistem keuangan 

syariah. Tanpa adanya regulasi yang memadai, inovasi fintech berpotensi 

menimbulkan risiko hukum dan ketidakpastian yang dapat merugikan 

masyarakat. 

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa FinTech Syariah dalam 

perspektif fiqih muamalah merupakan suatu bentuk adaptasi hukum Islam 

terhadap perkembangan teknologi yang dilakukan secara selektif dan berbasis 

pada prinsip maqashid syariah. Integrasi antara teknologi dan prinsip syariah 

tidak hanya menuntut inovasi teknis, tetapi juga kedalaman pemahaman terhadap 

nilai-nilai hukum Islam. Oleh karena itu, pengembangan FinTech Syariah harus 

dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan aspek normatif, teknis, dan 

regulatif, sehingga mampu menghasilkan sistem keuangan yang tidak hanya 

modern dan efisien, tetapi juga adil, transparan, dan berorientasi pada 

kemaslahatan umat. 

3.1.2 Pembayaran Digital dalam Perspektif Fiqih Muamalah 

Pembayaran digital merupakan sistem transaksi keuangan yang dilakukan 

secara elektronik melalui media teknologi informasi tanpa melibatkan uang tunai 

secara fisik. Dalam praktiknya, pembayaran digital mencakup berbagai 

instrumen seperti e-wallet (dompet elektronik), QR payment (pembayaran 

berbasis kode QR), serta mata uang digital yang memungkinkan perpindahan 

nilai dilakukan secara cepat, efisien, dan real-time. Dalam konteks ekonomi 

modern, sistem ini menjadi tulang punggung ekosistem keuangan digital karena 
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mampu meningkatkan inklusi keuangan serta memperluas akses masyarakat 

terhadap layanan keuangan. Namun, dalam perspektif fiqih muamalah, 

keberadaan sistem pembayaran digital tidak hanya dinilai dari aspek efisiensi, 

tetapi juga dari kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang 

mengatur transaksi ekonomi. 

Fiqih muamalah menekankan bahwa setiap transaksi harus memenuhi 

prinsip kehalalan, kejelasan (bayyinah), keadilan (adl), serta terhindar dari unsur 

riba, gharar, dan maysir. Dalam konteks pembayaran digital, prinsip ini menuntut 

adanya kejelasan akad yang mendasari setiap transaksi, baik dalam proses top-

up, transfer, maupun pembayaran kepada merchant. Sebagaimana dijelaskan oleh 

Irfan dan Rusmita, sistem pembayaran digital harus dirancang dengan 

mekanisme yang transparan, terutama terkait struktur biaya dan alur transaksi, 

agar tidak menimbulkan ketidakpastian yang dapat dikategorikan sebagai 

gharar.51 Dengan demikian, kejelasan informasi menjadi elemen penting dalam 

menjaga validitas transaksi digital menurut perspektif syariah. Lebih lanjut, 

Harahap et al. menegaskan bahwa dalam fiqih muamalah, keadilan transaksi 

tidak hanya berkaitan dengan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak, tetapi 

juga mencakup perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah dalam transaksi 

ekonomi52. Dalam sistem pembayaran digital, hal ini tercermin dalam perlunya 

perlindungan terhadap konsumen, terutama terkait keamanan dana, privasi data, 

serta transparansi biaya layanan. Oleh karena itu, penyedia layanan pembayaran 

digital dituntut untuk tidak hanya mengedepankan inovasi teknologi, tetapi juga 

memastikan bahwa sistem yang dibangun tidak merugikan pengguna secara 

ekonomi maupun sosial. 

Dalam praktiknya, penggunaan e-wallet sebagai instrumen pembayaran 

digital menimbulkan beberapa isu fiqih yang perlu dianalisis secara mendalam. 

Salah satu isu utama adalah status akad dalam proses penyimpanan dana (top-

up). Dalam perspektif fiqih, dana yang disimpan dalam e-wallet dapat dipahami 

sebagai bentuk akad wadiah (titipan) atau qardh (pinjaman), tergantung pada 

bagaimana dana tersebut dikelola oleh penyedia layanan. Wartoyo dan Haerisma 

dalam papernya menjelaskan bahwa jika dana tersebut digunakan oleh penyedia 

untuk kepentingan operasional, maka akad yang lebih tepat adalah qardh, yang 

mengharuskan pengembalian dana secara penuh tanpa tambahan yang bersifat 
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riba53. Oleh karena itu, kejelasan akad menjadi sangat penting untuk memastikan 

bahwa mekanisme e-wallet tidak melanggar prinsip syariah. 

Selain itu, sistem pembayaran berbasis QR code seperti QRIS juga perlu 

dianalisis dalam perspektif fiqih muamalah. Sistem ini pada dasarnya merupakan 

media yang memfasilitasi transaksi jual beli secara digital, sehingga 

keabsahannya sangat bergantung pada akad yang mendasari transaksi tersebut. 

Irfan dan Rusmita menunjukkan bahwa selama transaksi yang dilakukan melalui 

QR payment memenuhi prinsip kejelasan harga, objek, dan kerelaan para pihak, 

maka sistem ini dapat dikategorikan sebagai sah dalam perspektif syariah54 . 

Namun demikian, tetap diperlukan pengawasan untuk memastikan bahwa tidak 

terdapat biaya tersembunyi atau mekanisme yang dapat menimbulkan 

ketidakadilan. Adapun penggunaan mata uang digital dan cryptocurrency 

menjadi salah satu isu yang paling kompleks dalam kajian fiqih muamalah 

kontemporer. Wartoyo dan Haerisma mengemukakan bahwa volatilitas nilai 

yang tinggi serta ketidakpastian dalam regulasi menjadikan cryptocurrency 

berpotensi mengandung unsur gharar dan maysir55 . Dalam hal ini, penilaian 

terhadap kehalalan penggunaan mata uang digital tidak dapat dilakukan secara 

simplistik, melainkan harus mempertimbangkan manfaat dan risiko secara 

komprehensif. Rois dan Salahuddin juga menekankan bahwa pendekatan 

maqashid syariah diperlukan untuk menilai apakah penggunaan mata uang digital 

memberikan kemaslahatan atau justru menimbulkan mudharat bagi 

masyarakat56. 

Dalam kerangka maqashid syariah, sistem pembayaran digital memiliki 

potensi besar untuk mendukung inklusi keuangan dan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Harahap et al. menunjukkan bahwa digitalisasi sistem 

pembayaran dapat memperluas akses keuangan bagi kelompok masyarakat yang 

sebelumnya tidak terlayani oleh sistem perbankan konvensional57. Hal ini sejalan 

dengan tujuan maqashid dalam menjaga harta (hifz al-mal) serta meningkatkan 

kesejahteraan sosial. Namun, manfaat tersebut hanya dapat dicapai apabila sistem 

pembayaran digital dirancang dengan memperhatikan aspek keadilan, keamanan, 

dan transparansi. Selain aspek normatif, faktor keamanan dan kepercayaan juga 
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menjadi elemen penting dalam sistem pembayaran digital. Mansur et al. 

menekankan bahwa keamanan transaksi dan perlindungan data merupakan 

prasyarat utama dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem 

keuangan digital. Dalam perspektif fiqih muamalah, hal ini berkaitan dengan 

prinsip amanah yang mengharuskan setiap pihak dalam transaksi untuk menjaga 

kepercayaan yang diberikan.58 Oleh karena itu, penguatan sistem keamanan dan 

regulasi menjadi bagian integral dalam memastikan keberlanjutan sistem 

pembayaran digital yang sesuai dengan prinsip syariah. 

Dengan demikian, pembayaran digital dalam perspektif fiqih muamalah 

dapat diterima sebagai bagian dari inovasi ekonomi modern selama memenuhi 

prinsip-prinsip dasar syariah, yaitu kejelasan akad, keadilan transaksi, serta 

penghindaran terhadap riba, gharar, dan maysir. Integrasi antara teknologi dan 

prinsip syariah menuntut adanya pendekatan yang komprehensif dan adaptif, 

yang tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga pada nilai-nilai etika 

dan hukum Islam. Oleh karena itu, pengembangan sistem pembayaran digital 

syariah harus terus diarahkan pada pencapaian maqashid syariah, sehingga 

mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat secara luas. 

3.1.3 Smart Contracts Digital dalam Perspektif Fiqih Muamalah 

Smart contracts digital merupakan kontrak berbasis teknologi yang 

dieksekusi secara otomatis melalui sistem komputer, umumnya menggunakan 

infrastruktur blockchain.59  Secara konseptual, smart contract adalah program 

yang memuat serangkaian kondisi “jika maka” (if then logic) yang memungkin-

kan suatu perjanjian dijalankan secara otomatis ketika syarat-syarat tertentu 

terpenuhi. Dalam konteks keuangan digital, teknologi ini digunakan untuk 

mengotomatisasi transaksi, mengurangi peran perantara, serta meningkatkan 

efisiensi dan transparansi dalam pelaksanaan kontrak. Namun, dalam perspektif 

fiqih muamalah, keberadaan smart contracts tidak hanya dinilai dari sisi 

teknologinya, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip akad dalam 

hukum Islam. 

Dalam fiqih muamalah, akad merupakan elemen fundamental dalam 

setiap transaksi ekonomi. Akad harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, yaitu 

adanya para pihak (aqidain), objek akad (ma’qud ‘alaih), serta ijab dan qabul 
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sebagai bentuk kesepakatan yang menunjukkan kerelaan (ridha). Dalam konteks 

smart contracts, tantangan utama terletak pada bagaimana konsep ijab dan qabul 

yang secara tradisional dilakukan secara langsung dapat direpresentasikan dalam 

bentuk digital. Rizal dan Soemitra dalam kajiannya menjelaskan bahwa smart 

contracts pada dasarnya dapat menggantikan fungsi akad konvensional selama 

struktur kontraknya mampu merepresentasikan kesepakatan para pihak secara 

jelas dan tidak menimbulkan ambiguitas.60  Lebih lanjut, Fithria menekankan 

bahwa kejelasan akad dalam smart contracts menjadi aspek krusial untuk 

menghindari gharar.61  Dalam sistem berbasis kode, setiap ketentuan kontrak 

harus dituliskan secara eksplisit dan tidak boleh mengandung interpretasi ganda. 

Hal ini sebenarnya menjadi keunggulan smart contracts karena mampu 

meningkatkan presisi dan transparansi dibandingkan kontrak konvensional. 

Namun demikian, apabila kode yang digunakan tidak dipahami oleh para pihak 

atau mengandung kesalahan logika, maka justru dapat menimbulkan 

ketidakpastian yang bertentangan dengan prinsip fiqih muamalah.  

Selain aspek kejelasan akad, prinsip ridha atau kerelaan para pihak juga 

menjadi isu penting dalam penggunaan smart contracts. Dalam transaksi digital, 

persetujuan biasanya diberikan melalui mekanisme elektronik seperti klik atau 

tanda tangan digital. Dalam perspektif fiqih, hal ini dapat dianggap sah selama 

terdapat kesadaran dan pemahaman penuh dari para pihak terhadap isi kontrak. 

Rizal dan Soemitra menegaskan bahwa validitas akad dalam smart contracts tetap 

bergantung pada terpenuhinya unsur ridha, sehingga sistem harus dirancang 

untuk memastikan bahwa pengguna memahami konsekuensi dari setiap transaksi 

yang dilakukan.62 

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah kejelasan objek akad. Dalam 

fiqih muamalah, objek transaksi harus jelas, diketahui, dan memiliki nilai yang 

sah menurut syariah. Dalam smart contracts, objek akad dapat berupa aset digital, 

jasa, atau hak tertentu yang direpresentasikan dalam bentuk data. Namun, Wahid 

et al. menunjukkan bahwa penggunaan aset digital seperti cryptocurrency masih 

menimbulkan perdebatan dalam fiqih, terutama terkait dengan volatilitas nilai 
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dan ketidakpastian regulasi.63  Oleh karena itu, kejelasan dan keabsahan objek 

akad menjadi syarat penting agar smart contracts dapat diterima dalam perspektif 

syariah. Dari sisi keadilan (adl), smart contracts memiliki potensi untuk 

meningkatkan fairness dalam transaksi karena eksekusinya bersifat otomatis dan 

tidak dapat dimanipulasi oleh salah satu pihak. Fithria (2022) menjelaskan bahwa 

teknologi blockchain yang mendasari smart contracts memiliki sifat transparan 

dan immutable (tidak dapat diubah), sehingga dapat mengurangi risiko 

kecurangan dan meningkatkan kepercayaan.64 Namun, di sisi lain, otomatisasi ini 

juga dapat menjadi kelemahan apabila terjadi kesalahan dalam kontrak, karena 

sistem akan tetap mengeksekusi perintah tanpa mempertimbangkan kondisi 

eksternal yang tidak terprogram. 

Dalam kerangka maqashid syariah, smart contracts memiliki potensi 

untuk mendukung perlindungan harta (hifz al-mal) melalui peningkatan 

transparansi dan efisiensi transaksi. Karimullah menekankan bahwa inovasi 

teknologi dalam keuangan Islam harus diarahkan pada pencapaian kemaslahatan, 

termasuk dalam hal perlindungan terhadap hak-hak ekonomi masyarakat. 65 

Dengan demikian, penggunaan smart contracts dapat dianggap sesuai dengan 

maqashid syariah apabila mampu meningkatkan keamanan transaksi, 

mengurangi biaya, serta memperluas akses ke layanan keuangan. Namun 

demikian, implementasi smart contracts dalam FinTech Syariah juga 

menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan aspek regulasi dan tata 

kelola. Hanina menunjukkan bahwa regulasi yang ada saat ini masih belum 

sepenuhnya mengakomodasi penggunaan teknologi blockchain dan smart 

contracts dalam sistem keuangan.66 Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum 

yang dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap teknologi tersebut. 

Oleh karena itu, diperlukan pengembangan regulasi yang lebih adaptif dan 

berbasis pada prinsip syariah untuk memastikan bahwa penggunaan smart 

contracts tidak menimbulkan risiko hukum maupun syariah. 

Selain itu, aspek teknis seperti penggunaan oracles (sumber data 

eksternal) juga menjadi perhatian dalam perspektif fiqih muamalah. Wahid et al. 
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menjelaskan bahwa ketergantungan pada data eksternal dapat menimbulkan 

risiko apabila data tersebut tidak akurat atau dimanipulasi.67 Dalam konteks ini, 

prinsip amanah dan kepercayaan menjadi sangat penting untuk memastikan 

bahwa informasi yang digunakan dalam smart contracts benar dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, smart contracts digital dalam 

perspektif fiqih muamalah merupakan inovasi yang memiliki potensi besar untuk 

meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam transaksi keuangan, namun 

memerlukan penyesuaian konseptual dan regulatif agar sesuai dengan prinsip-

prinsip syariah. Integrasi antara teknologi dan hukum Islam harus dilakukan 

secara hati-hati dengan mempertimbangkan aspek kejelasan akad, ridha, objek 

transaksi, serta keadilan. Oleh karena itu, pengembangan smart contracts dalam 

FinTech Syariah harus berbasis pada pendekatan maqashid syariah yang 

menekankan kemaslahatan dan perlindungan terhadap kepentingan umat. 

3.1.4 Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Kajian mengenai fiqih muamalah kontemporer dalam konteks 

perkembangan teknologi keuangan modern telah menjadi perhatian utama dalam 

literatur ekonomi Islam dalam beberapa tahun terakhir. Transformasi digital yang 

melahirkan inovasi seperti FinTech Syariah, pembayaran digital, serta smart 

contracts telah mendorong para akademisi untuk melakukan reinterpretasi 

terhadap konsep-konsep klasik dalam hukum Islam agar tetap relevan dengan 

dinamika ekonomi modern. Dalam kerangka ini, penelitian terdahulu menunjuk-

kan adanya upaya sistematis untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip fiqih 

muamalah dengan pendekatan maqashid syariah sebagai landasan normatif 

dalam mengevaluasi dan merancang produk keuangan berbasis teknologi. 

Sejumlah penelitian menegaskan bahwa fiqih muamalah merupakan 

fondasi utama dalam mengatur transaksi ekonomi Islam, dengan penekanan pada 

prinsip keadilan (adl), kemaslahatan (maslahah), serta penghindaran unsur-unsur 

yang dilarang seperti riba, gharar, dan maysir. Dalam konteks ini, penelitian oleh 

Ascarya & Sakti dalam kajiannya menunjukkan bahwa sistem keuangan syariah 

harus dibangun di atas prinsip distribusi keadilan dan keseimbangan risiko, yang 

secara langsung berkaitan dengan tujuan maqashid syariah.68 Hal ini diperkuat 

oleh Harahap et al. dalam kajinya yang menekankan bahwa fiqih muamalah tidak 

hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki dimensi etis yang bertujuan untuk 
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menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat.69 Dalam kajian 

Karimullah juga menambahkan bahwa maqashid syariah menjadi kerangka 

evaluatif yang penting dalam menilai apakah suatu produk keuangan memberi-

kan manfaat atau justru menimbulkan mudharat bagi masyarakat.70 

Dalam perkembangan selanjutnya, literatur menunjukkan bahwa 

maqashid syariah telah menjadi pendekatan dominan dalam kajian ekonomi 

Islam kontemporer, khususnya dalam konteks FinTech Syariah. Prasetiyo & 

Rofiah dalam studinya menegaskan bahwa maqashid syariah dapat digunakan 

sebagai alat analisis untuk menilai keberhasilan suatu sistem keuangan dalam 

mencapai tujuan-tujuan sosial dan ekonomi Islam.71 Penelitian oleh Tumewang 

et al. melalui pendekatan bibliometrik menunjukkan bahwa maqashid syariah 

merupakan tema sentral dalam penelitian keuangan Islam modern, terutama 

dalam kaitannya dengan inovasi teknologi dan kebijakan publik.72 Wartoyo & 

Haerisma juga menyoroti pentingnya maqashid dalam menilai fenomena baru 

seperti cryptocurrency dan aset digital, yang memiliki potensi manfaat sekaligus 

risiko dalam perspektif syariah.73 

Dalam konteks FinTech Syariah, berbagai penelitian telah 

mengidentifikasi karakteristik dan model operasional yang berkembang, seperti 

peer-to-peer lending syariah, crowdfunding syariah, dan digital banking syariah. 

Shahid et al. dalam kajiannya menunjukkan bahwa fintech syariah memiliki 

potensi besar dalam meningkatkan inklusi keuangan, terutama bagi sektor 

UMKM yang selama ini sulit mengakses pembiayaan formal.74 Hal ini sejalan 

dengan temuan Ascarya & Sakti yang menekankan peran lembaga keuangan 

mikro syariah (IMFIs/BMT) dalam memanfaatkan teknologi digital untuk 
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memperluas jangkauan layanan keuangan. 75  Intan et al. juga menambahkan 

bahwa digitalisasi perbankan syariah dapat meningkatkan efisiensi operasional 

serta kualitas layanan kepada nasabah.76 

Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut juga mengidentifikasi 

berbagai tantangan dalam implementasi FinTech Syariah, terutama terkait 

dengan kepatuhan terhadap prinsip fiqih muamalah. Mustafida et al.dalam 

studinya menekankan pentingnya kejelasan akad dalam transaksi digital untuk 

menghindari unsur gharar dan memastikan adanya persetujuan (ridha) dari para 

pihak77. Samad & Bukido juga menunjukkan bahwa banyak platform fintech 

syariah yang masih menghadapi kesulitan dalam menerjemahkan akad-akad 

klasik ke dalam sistem digital yang kompleks. 78  Virgiawan & Luthfiani 

menambahkan bahwa transparansi informasi dan pengungkapan risiko menjadi 

faktor kunci dalam menjaga integritas transaksi dalam ekosistem fintech.79 

Di sisi lain, perkembangan sistem pembayaran digital juga menjadi fokus 

penting dalam literatur ekonomi Islam kontemporer. Irfan & Rusmita 

menunjukkan bahwa penggunaan e-wallet dan sistem pembayaran berbasis QR 

telah meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas transaksi keuangan, namun juga 

menimbulkan tantangan dalam hal kepatuhan syariah, terutama terkait dengan 

struktur biaya dan mekanisme transaksi.80 Harahap et al. menekankan bahwa 

sistem pembayaran digital harus dirancang sedemikian rupa agar tidak 

mengandung unsur riba atau gharar, serta harus memberikan perlindungan yang 

memadai bagi konsumen.81 Mansur et al.82 dan Demirdöğen83 juga menunjukkan 
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bahwa pembayaran digital memiliki potensi besar dalam mendukung inklusi 

keuangan dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), asalkan 

dirancang dengan prinsip keadilan dan transparansi. 

Selain itu, literatur yang lain juga mulai mengkaji fenomena smart 

contracts berbasis blockchain sebagai inovasi yang dapat meningkatkan efisiensi 

dan transparansi dalam transaksi keuangan. Rizal & Soemitra menjelaskan 

bahwa smart contracts memungkinkan pelaksanaan kontrak secara otomatis 

berdasarkan kondisi yang telah diprogram sebelumnya, sehingga dapat 

mengurangi kebutuhan akan perantara dan meningkatkan kecepatan transaksi.84 

Fithria dalam kajiannya menambahkan bahwa smart contracts memiliki potensi 

untuk merepresentasikan akad muamalah secara lebih presisi, namun juga 

menimbulkan tantangan dalam hal interpretasi hukum dan validitas akad. 85 

Wahid et al. menyoroti bahwa penggunaan smart contracts dalam konteks 

keuangan syariah memerlukan penyesuaian terhadap prinsip-prinsip fiqih, 

terutama dalam hal kejelasan akad, objek transaksi, dan keadilan.86 

Dalam aspek regulasi, penelitian menunjukkan bahwa peran lembaga 

seperti DSN-MUI dan OJK sangat penting dalam mengatur dan mengawasi 

perkembangan FinTech Syariah. Hanina dalam studinya menekankan bahwa 

regulasi yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi menjadi 

kunci dalam menjaga stabilitas dan integritas sistem keuangan syariah.87 Sahroni 

et al. juga menunjukkan bahwa fatwa DSN-MUI berperan penting dalam 

memberikan legitimasi terhadap produk fintech syariah, namun perlu diperbarui 

secara berkala untuk mengikuti perkembangan teknologi. 88  Munir (2023) 

menambahkan bahwa harmonisasi antara regulasi nasional dan standar 

internasional menjadi tantangan tersendiri dalam pengembangan fintech syariah 

yang kompetitif secara global.89 
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Lebih lanjut, beberapa penelitian juga mengidentifikasi isu-isu 

kontemporer yang muncul dalam ekosistem fintech syariah, seperti keamanan 

data, perlindungan konsumen, dan risiko kepatuhan syariah. Mukminati 

menunjukkan bahwa risiko penyalahgunaan data dan serangan siber menjadi 

tantangan serius yang dapat mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap 

layanan fintech.90 Prastyanti menambahkan bahwa kurangnya literasi keuangan 

syariah di kalangan masyarakat juga menjadi hambatan dalam adopsi fintech.91 

Putra (2024) menyoroti pentingnya penguatan tata kelola dan mekanisme 

pengawasan untuk memastikan bahwa produk fintech syariah benar-benar sesuai 

dengan prinsip syariah.92 

Secara keseluruhan, tinjauan terhadap penelitian terdahulu menunjukkan 

bahwa terdapat konsensus mengenai pentingnya integrasi antara fiqih muamalah, 

maqashid syariah, dan inovasi teknologi dalam pengembangan FinTech Syariah. 

Namun demikian, masih terdapat berbagai kesenjangan dalam literatur, terutama 

terkait dengan implementasi praktis dari konsep-konsep tersebut dalam sistem 

digital yang kompleks. Banyak penelitian yang masih bersifat normatif dan 

belum sepenuhnya mengkaji aspek teknis dan operasional dari fintech, seperti 

struktur algoritma dalam smart contracts atau mekanisme keamanan dalam 

sistem pembayaran digital. Selain itu, perbedaan pandangan dalam interpretasi 

maqashid dan usul fiqh juga menunjukkan bahwa belum terdapat konsensus yang 

kuat mengenai pendekatan terbaik dalam mengintegrasikan hukum Islam dengan 

teknologi modern. Berdasarkan tinjauan penelitian terdahulu di atas, dapat 

ditegaskan bahwa state of the art dalam kajian ini terletak pada upaya integratif 

antara fiqih muamalah, maqashid syariah, dan teknologi finansial modern 

(FinTech, pembayaran digital, dan smart contracts) dalam satu kerangka analisis 

yang komprehensif dan aplikatif. Jika penelitian sebelumnya cenderung 

membahas aspek-aspek tersebut secara parsial baik normatif (fiqih), filosofis 

(maqashid), maupun teknis (fintech) maka makalah ini menempatkan ketiganya 

dalam satu kesatuan analitis yang saling terhubung. 

  

                                                      
90  Mukminati, “Problematika Hukum Peer to Peer Lending Syariah  Di Indonesia.” 
91  Rina A Prastyanti, “Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Fintech Lending Syariah 

Di Indonesia,” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 9, no. 3 (2023): 4029, https: 

//doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10437. 
92  Putra, “Implementasi Sharia Complaince Dalam Platform Crowdfunding Syariah Bagi 

UMKM Studi Kasus: PT Shafiq Digital Indonesia.” 
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Pembahasan dalam makalah ini diarahkan untuk menganalisis secara 

kritis dan komprehensif keterkaitan antara perkembangan FinTech Syariah, 

sistem pembayaran digital, dan smart contracts dengan prinsip-prinsip fiqih 

muamalah dan maqashid syariah dalam konteks ekonomi Islam kontemporer. 

Analisis ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga evaluatif dan konstruktif, 

dengan tujuan untuk mengidentifikasi kesesuaian, tantangan, serta peluang 

integrasi antara hukum Islam dan inovasi teknologi finansial modern. 

3.1.5 Rekonstruksi Fiqih Muamalah dalam Era Digital 

Perkembangan teknologi digital telah menciptakan disrupsi dalam sistem 

ekonomi yang menuntut adanya rekonstruksi terhadap fiqih muamalah. Secara 

tradisional, fiqih muamalah berkembang dalam konteks transaksi yang bersifat 

fisik, langsung, dan berbasis kepercayaan interpersonal. Namun, dalam era 

digital, transaksi dilakukan melalui platform virtual yang melibatkan algoritma, 

sistem otomatis, dan pihak ketiga dalam bentuk penyedia layanan teknologi. Hal 

ini menimbulkan tantangan epistemologis mengenai bagaimana konsep-konsep 

klasik seperti akad, kepemilikan, dan pertukaran nilai dapat diterapkan dalam 

konteks yang berbeda secara ontologis. 

Dalam literatur, fiqih muamalah dipahami sebagai sistem yang fleksibel 

dan adaptif, selama tidak melanggar prinsip-prinsip dasar syariah seperti 

larangan riba, gharar, dan maysir, serta keharusan menjaga keadilan dan 

kemaslahatan.93 Oleh karena itu, rekonstruksi fiqih muamalah dalam era digital 

harus dilakukan dengan pendekatan maqashid syariah yang memungkinkan 

reinterpretasi hukum berdasarkan tujuan dan nilai-nilai yang ingin dicapai. 

Dengan pendekatan ini, fiqih muamalah tidak dipahami secara tekstual semata, 

tetapi sebagai sistem nilai yang dapat diadaptasi sesuai dengan konteks zaman. 

Namun demikian, rekonstruksi ini tidak dapat dilakukan secara bebas 

tanpa batas. Terdapat kebutuhan untuk menjaga keseimbangan antara 

fleksibilitas dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip dasar syariah. Dalam hal ini, 

maqashid syariah berfungsi sebagai batas normatif yang memastikan bahwa 

setiap inovasi tetap berada dalam koridor kemaslahatan dan tidak menimbulkan 

mudharat. Dengan demikian, rekonstruksi fiqih muamalah harus bersifat selektif 

dan berbasis pada analisis yang mendalam terhadap manfaat dan risiko dari setiap 

inovasi teknologi. 

                                                      
93  Ascarya and Sakti, “Designing Micro-Fintech Models for Islamic Micro Financial Institutions 

in Indonesia”; Harahap, Risfandy, and Futri, “Islamic Law, Islamic Finance, and Sustainable 

Development Goals: A Systematic Literature Review”; Karimullah, “Exploration of Maqasid 

Al-Shariah Concepts in the Development of Islamic Economic Policies.” 
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3.1.6 Analisis Kesesuaian FinTech Syariah dengan Prinsip Fiqih Muamalah 

FinTech Syariah sebagai manifestasi dari integrasi antara teknologi dan 

prinsip syariah menawarkan berbagai model operasional seperti P2P lending, 

crowdfunding, dan digital banking syariah. Dalam perspektif fiqih muamalah, 

setiap model tersebut harus dianalisis berdasarkan kesesuaiannya dengan akad-

akad yang sah serta prinsip-prinsip dasar hukum Islam. Pada P2P lending syariah, 

misalnya, akad yang digunakan umumnya adalah murabahah, mudarabah, atau 

musharakah. Dalam praktiknya, tantangan utama terletak pada bagaimana 

memastikan bahwa struktur pembiayaan tidak mengandung unsur riba dan bahwa 

pembagian keuntungan dilakukan secara adil. Beberapa penelitian menunjukkan 

bahwa meskipun secara konseptual P2P lending syariah telah dirancang sesuai 

dengan prinsip syariah, dalam praktiknya masih terdapat potensi penyimpangan, 

terutama terkait dengan transparansi informasi dan pengungkapan risiko.94 

Crowdfunding syariah juga menghadirkan peluang besar dalam 

meningkatkan inklusi keuangan, terutama bagi UMKM. Namun, implementasi-

nya memerlukan kejelasan akad serta pengawasan yang ketat untuk memastikan 

bahwa tidak terjadi praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam hal 

ini, peran regulasi dan fatwa menjadi sangat penting untuk memberikan kepastian 

hukum dan menjaga kepercayaan masyarakat.95 Digital banking syariah, sebagai 

bentuk digitalisasi layanan perbankan, juga harus memastikan bahwa seluruh 

produk dan layanannya sesuai dengan prinsip fiqih muamalah. Hal ini mencakup 

kejelasan akad, transparansi biaya, serta perlindungan terhadap nasabah. Dengan 

demikian, kesesuaian FinTech Syariah dengan prinsip fiqih muamalah tidak 

hanya bergantung pada desain produk, tetapi juga pada implementasi dan tata 

kelola yang efektif. 

3.1.7 Evaluasi Sistem Pembayaran Digital dalam Perspektif Syariah 

Sistem pembayaran digital seperti e-wallet, QR payment, dan mata uang 

digital telah menjadi bagian integral dari ekosistem keuangan modern. Dalam 

perspektif fiqih muamalah, sistem pembayaran ini harus memenuhi prinsip 

keadilan, transparansi, dan keamanan, serta tidak mengandung unsur riba atau 

gharar. E-wallet, misalnya, berfungsi sebagai media penyimpanan uang 

                                                      
94  Samad and Bukido, “The Peer-to-Peer Lending Phenomenon: A Review From Islamic 

Economic Perspective”; Mustafida, Fauziah, and Kurnia, “The Development of Islamic 

Crowdfunding in Indonesia and Its Impact Towards SMEs.” 
95  Shahid, Khaliq, and Mohtesham, “An Innovative Fintech Model for the Enhancement of 

Akhuwat Microfinance Practices”; Virgiawan and Luthfiani, “The Role of Equity 

Crowdfunding Business Model in Improving Employee Welfare Based on Maqashid Shari’ah 

Perspective: Case Study of SMEs Listed in Santara Platform.” 
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elektronik yang memungkinkan transaksi dilakukan secara cepat dan efisien. 

Namun, dalam praktiknya, terdapat beberapa isu yang perlu diperhatikan, seperti 

kejelasan akad dalam proses top-up, struktur biaya layanan, serta perlindungan 

terhadap dana pengguna. Jika tidak dirancang dengan baik, sistem ini berpotensi 

mengandung unsur gharar atau bahkan riba, terutama jika terdapat biaya 

tersembunyi atau mekanisme yang tidak transparan.96 

QR payment, sebagai sistem pembayaran berbasis kode QR, juga harus 

memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan dengan akad yang jelas dan tidak 

mengandung unsur ketidakpastian. Dalam konteks Indonesia, penggunaan QRIS 

telah menjadi standar nasional yang memudahkan transaksi, namun tetap 

memerlukan pengawasan dari lembaga syariah untuk memastikan kepatuhan 

terhadap prinsip-prinsip fiqih muamalah. Adapun mata uang digital dan 

cryptocurrency merupakan fenomena yang paling kontroversial dalam kajian 

ekonomi Islam kontemporer. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa volatilitas 

yang tinggi serta ketidakpastian nilai dapat menimbulkan unsur gharar dan 

maysir, sehingga penggunaannya sebagai alat transaksi atau investasi masih 

menjadi perdebatan.97 Oleh karena itu, diperlukan pendekatan maqashid syariah 

untuk menilai apakah manfaat yang dihasilkan lebih besar dibandingkan dengan 

risiko yang ditimbulkan. 

3.1.8 Analisis Smart Contracts dalam Perspektif Fiqih Muamalah 

Smart contracts berbasis blockchain merupakan inovasi teknologi yang 

memungkinkan pelaksanaan kontrak secara otomatis tanpa intervensi manusia. 

Dalam perspektif fiqih muamalah, penggunaan smart contracts menimbulkan 

pertanyaan mendasar mengenai validitas akad, terutama terkait dengan kejelasan 

ijab dan qabul, kerelaan para pihak, serta kejelasan objek transaksi. Secara 

teoritis, smart contracts memiliki keunggulan dalam hal transparansi dan 

kepastian pelaksanaan, karena setiap kondisi kontrak telah diprogram secara 

eksplisit dalam kode. Hal ini dapat mengurangi potensi gharar dan meningkatkan 

kepercayaan antar pihak. Namun, dalam praktiknya, terdapat beberapa tantangan 

yang perlu diatasi, seperti ketergantungan pada data eksternal (oracles), potensi 

                                                      
96  Irfan and Rusmita, “Exploring Islamic Fintech: A Bibliometric Approach”; Harahap, Risfandy, 

and Futri, “Islamic Law, Islamic Finance, and Sustainable Development Goals: A Systematic 

Literature Review.” 
97  Wartoyo and Haerisma, “Cryptocurrency in the Perspective of Maqasid Al-Shariah”; Rois and 

Salahuddin, “Islamic Microfinance Institutions, Indonesian Economic Democracy, and 

Development (A Maqashid Approach System Perspective).” 
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kesalahan dalam kode, serta keterbatasan dalam menangani kondisi yang tidak 

terduga.98 

Selain itu, aspek ridha juga menjadi isu penting dalam penggunaan smart 

contracts. Dalam fiqih muamalah, akad harus didasarkan pada kerelaan para 

pihak yang dinyatakan melalui ijab dan qabul. Dalam konteks digital, persetujuan 

ini biasanya diberikan melalui klik atau tanda tangan elektronik, yang secara 

hukum dapat dianggap sah, namun tetap memerlukan penguatan dari perspektif 

syariah untuk memastikan bahwa tidak terjadi paksaan atau ketidaktahuan. 

Dengan demikian, penggunaan smart contracts dalam FinTech Syariah 

memerlukan pendekatan yang hati-hati dan berbasis pada prinsip maqashid 

syariah, sehingga teknologi tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa 

melanggar prinsip-prinsip dasar hukum Islam. 

3.1.9 Peran Regulasi dan Tata Kelola dalam Ekosistem FinTech Syariah 

Regulasi dan tata kelola merupakan faktor kunci dalam memastikan 

keberhasilan implementasi FinTech Syariah. Lembaga seperti DSN-MUI dan 

OJK memiliki peran strategis dalam menetapkan standar, memberikan fatwa, 

serta melakukan pengawasan terhadap produk dan layanan fintech. Namun, 

perkembangan teknologi yang sangat cepat sering kali tidak diimbangi dengan 

pembaruan regulasi yang memadai. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara 

praktik di lapangan dengan kerangka hukum yang berlaku. Beberapa penelitian 

menunjukkan bahwa regulasi yang ada masih perlu diperbarui untuk mencakup 

inovasi seperti smart contracts dan cryptocurrency, serta untuk meningkatkan 

perlindungan konsumen.99 

Selain itu, tata kelola yang baik juga mencakup pengelolaan risiko, 

termasuk risiko kepatuhan syariah, risiko operasional, dan risiko keamanan data. 

Dalam konteks ini, peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi sangat 

penting dalam memastikan bahwa setiap produk dan layanan fintech sesuai 

                                                      
98  Rizal and Soemitra, “Fiqh Muamalah in Sharia Capital Market in Indonesia”; Fithria, 

“Exploring the Application of Sharia Contracts on Islamic Fintech Peer-to-Peer Lending in 

Indonesia.” 
99  Hanina, “Evaluasi Prinsip Syariah Dalam POJK Nomor 10 /Pojk.05/2022 Financial 

Technology Di Era Digitalisasi Ekonomi”; Sahroni, Hasanah, and Arifin, “Analisis Minat 

Menggunakan Aplikasi  Flip.Id Dalam  Perspektif Maqashid Syariah Dan 

Tinjauan  Technology Acceptance Model (TAM)”; Husni Mubarrak, Badrul Munir, and Gamal 

Achyar, “Enhancing Productive Zakat Programs in Light of MaqÄ á1£id SyarÄ«’ah: Chance 

and Challenge in Contemporary Aceh,” El-Barka Journal of Islamic Economics and Business 

6, no. 1 (2023): 1–25, https: //doi.org/10.21154/elbarka.v6i1.6140. 
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dengan prinsip syariah. Dengan tata kelola yang kuat, diharapkan industri fintech 

syariah dapat berkembang secara berkelanjutan dan terpercaya. 

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa integrasi antara 

fiqih muamalah, maqashid syariah, dan teknologi finansial merupakan suatu 

keniscayaan dalam menghadapi perkembangan ekonomi digital. Fiqih muamalah 

memberikan kerangka normatif, maqashid syariah memberikan arah filosofis, 

sementara teknologi finansial menyediakan alat untuk implementasi. Namun, 

integrasi ini tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui 

pendekatan yang komprehensif dan interdisipliner. Diperlukan kolaborasi antara 

ulama, akademisi, praktisi, dan regulator untuk memastikan bahwa inovasi 

teknologi dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa melanggar prinsip-prinsip 

syariah. Dengan pendekatan yang tepat, FinTech Syariah memiliki potensi besar 

untuk menjadi instrumen dalam meningkatkan inklusi keuangan, memperkuat 

ekonomi umat, serta menciptakan sistem keuangan yang lebih adil dan 

berkelanjutan. Oleh karena itu, pengembangan fintech syariah harus terus 

didorong dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar fiqih muamalah dan 

maqashid syariah. 

Berdasarkan keseluruhan analisis yang telah dilakukan dalam subbab ini, 

dapat disimpulkan bahwa perkembangan FinTech Syariah, sistem pembayaran 

digital, dan smart contracts merupakan fenomena yang tidak terelakkan dalam 

transformasi ekonomi global, termasuk dalam sistem ekonomi Islam. Kehadiran 

teknologi finansial telah mengubah paradigma transaksi ekonomi dari yang 

bersifat konvensional menjadi digital, dari manual menjadi otomatis, serta dari 

lokal menjadi global. Dalam konteks ini, fiqih muamalah sebagai sistem hukum 

Islam yang mengatur transaksi ekonomi dituntut untuk mampu beradaptasi secara 

dinamis tanpa kehilangan substansi normatifnya. 

1. Rekonstruksi Fiqih Muamalah dalam Konteks Digital. Fiqih muamalah 

memiliki fleksibilitas konseptual yang memungkinkan untuk direkonstruksi 

dalam menghadapi perkembangan ekonomi digital, termasuk FinTech Syariah 

dan sistem pembayaran digital. Rekonstruksi tersebut tidak mengubah prinsip 

dasar, melainkan menyesuaikan bentuk implementasi akad, kepemilikan, dan 

transaksi agar kompatibel dengan sistem digital. Dengan pendekatan berbasis 

maqashid syariah, fiqih muamalah dapat tetap relevan sebagai sistem hukum 

yang adaptif, tanpa kehilangan karakter normatifnya dalam menjaga keadilan, 

transparansi, dan kemaslahatan. 

2. Implementasi prinsip hukum ekonomi islam dalam fintech dan pembayaran 

digital. 
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3. Prinsip-prinsip utama dalam hukum ekonomi Islam seperti larangan riba, 

gharar, dan maysir secara konseptual dapat diterapkan dalam sistem FinTech 

Syariah dan pembayaran digital, namun implementasinya masih menghadapi 

tantangan teknis dan operasional. Beberapa praktik fintech menunjukkan 

potensi deviasi, terutama dalam aspek transparansi biaya, kejelasan akad, dan 

pengelolaan risiko. Oleh karena itu, diperlukan standardisasi operasional 

berbasis syariah yang lebih ketat untuk memastikan konsistensi antara desain 

produk dan implementasinya. 

4. Peran Maqashid Syariah dalam Pengembangan FinTech Syariah. Maqashid 

syariah terbukti berfungsi sebagai kerangka normatif sekaligus evaluatif yang 

efektif dalam pengembangan FinTech Syariah. Tidak hanya sebagai tujuan 

filosofis, maqashid dapat dioperasionalisasikan dalam desain produk, 

kebijakan regulasi, dan evaluasi dampak sosial-ekonomi. Implementasi 

maqashid memungkinkan terciptanya sistem keuangan yang tidak hanya 

efisien, tetapi juga inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan 

umat secara luas. 

5. Kesesuaian Smart contracts dengan Prinsip Fiqih Muamalah. Smart contracts 

memiliki potensi tinggi untuk diintegrasikan dalam sistem keuangan syariah 

karena menawarkan transparansi, efisiensi, dan kepastian eksekusi kontrak. 

Namun, dari perspektif fiqih muamalah, terdapat sejumlah isu kritis yang 

perlu diperhatikan, terutama terkait keabsahan akad (ijab-qabul digital), 

kejelasan objek transaksi, serta validitas ridha para pihak. Oleh karena itu, 

smart contracts hanya dapat diterapkan dalam FinTech Syariah apabila 

dilakukan pemetaan eksplisit terhadap akad muamalah dan didukung oleh 

kerangka regulasi serta fatwa yang jelas. 

6. Peran Regulasi dan Tata Kelola dalam Ekosistem FinTech Syariah. Regulasi 

dan tata kelola merupakan faktor determinan dalam memastikan keberlanjutan 

dan kepatuhan syariah dalam FinTech Syariah. Lembaga seperti DSN-MUI 

dan OJK memiliki peran strategis, namun regulasi yang ada masih perlu 

diperkuat dan diperbarui agar mampu mengakomodasi perkembangan 

teknologi seperti blockchain dan smart contracts. Selain itu, penguatan 

governance, termasuk peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan manajemen 

risiko, menjadi krusial dalam menjaga integritas sistem keuangan syariah 

digital. 

Secara keseluruhan, pembahasan diatas menunjukkan bahwa fiqih 

muamalah memiliki potensi besar untuk terus berkembang dan beradaptasi 

dengan perubahan zaman, selama tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar 

syariah. Dengan pendekatan yang tepat, FinTech Syariah dapat menjadi 
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instrumen yang efektif dalam mewujudkan sistem keuangan yang inklusif, adil, 

dan berkelanjutan, serta memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan umat 

dalam era digital. 

Sebagai penutup, penting untuk ditegaskan bahwa perkembangan 

teknologi finansial tidak hanya merupakan tantangan, tetapi juga peluang besar 

bagi pengembangan ekonomi Islam. Dalam era digital yang ditandai dengan 

percepatan inovasi dan globalisasi ekonomi, sistem keuangan Islam dituntut 

untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang dan berkontribusi secara 

signifikan dalam sistem ekonomi global. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang 

serius dan berkelanjutan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dengan 

perkembangan teknologi secara harmonis dan berkelanjutan. 

Pembahasan dalam subbab ini telah berupaya untuk memberikan analisis 

yang komprehensif mengenai hubungan antara FinTech Syariah, pembayaran 

digital, dan smart contracts dengan fiqih muamalah dan maqashid syariah. 

Namun, perlu disadari bahwa kajian ini masih memiliki keterbatasan, terutama 

dalam hal keterbatasan data empiris dan dinamika teknologi yang terus 

berkembang. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lanjutan yang lebih 

mendalam dan spesifik, baik dalam bentuk studi kasus, analisis empiris, maupun 

pengembangan model implementasi yang lebih konkret. 

Ke depan, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diajukan sebagai 

arah pengembangan kajian dan praktik FinTech Syariah. Pertama, diperlukan 

penguatan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat agar dapat 

memahami dan memanfaatkan layanan fintech secara bijak dan sesuai dengan 

prinsip Islam. Kedua, diperlukan pengembangan regulasi yang lebih adaptif dan 

responsif terhadap perkembangan teknologi, termasuk dalam hal smart contracts 

dan aset digital. Ketiga, diperlukan kolaborasi yang lebih erat antara akademisi, 

praktisi, dan regulator dalam mengembangkan ekosistem fintech syariah yang 

sehat dan berkelanjutan. Keempat, diperlukan penguatan peran lembaga 

pengawas syariah dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip fiqih 

muamalah. 

Selain itu, penting juga untuk mendorong pengembangan inovasi 

teknologi yang berbasis pada nilai-nilai maqashid syariah, sehingga setiap 

produk dan layanan fintech tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga 

memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Dalam hal ini, teknologi tidak 

boleh dipandang sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai alat untuk mencapai 

tujuan yang lebih besar, yaitu kesejahteraan umat dan keadilan sosial. 

Akhirnya, pembahasan dalam subbab ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi dalam pengembangan fiqih muamalah kontemporer serta menjadi 
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referensi bagi berbagai pihak dalam memahami dan mengembangkan FinTech 

Syariah. Dengan pendekatan yang integratif dan berbasis pada nilai-nilai syariah, 

diharapkan bahwa sistem keuangan Islam dapat terus berkembang dan 

memberikan solusi yang relevan terhadap tantangan ekonomi global di era 

digital. 
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BAB IV 
Instrumen dan Praktik  

Keuangan Syariah Modern 
 

 

 

 

 

 

 

4.1 Aset Kripto dan Digital Assets 

erkembangan ekonomi global saat ini menghadirkan berbagai instrumen 

keuangan baru yang semakin kompleks, Digital asset dan aset crypto. 

Keduanya menjadi pilihan investasi yang banyak diminati karena 

menawarkan peluang keuntungan yang cepat dan luas, terutama di era digital. 

Namun, perkembangan ini sekaligus menghadirkan tantangan pemahaman, 

khususnya bagi umat Muslim yang wajib memastikan bahwa aktivitas ekonomi-

nya sesuai dengan prinsip syariah. Ketidakjelasan objek transaksi, potensi 

spekulasi, serta volatilitas harga sering kali menimbulkan pertanyaan mengenai 

status hukum instrumen modern tersebut dalam Islam. 

Di sisi lain, ekonomi syariah menekankan nilai keadilan, transparansi, 

dan keberlanjutan dalam setiap transaksi. Karena itu, penilaian terhadap digital 

asset dan crypto tidak cukup hanya berdasarkan aspek teknis ekonomi, melainkan 

juga memerlukan pendekatan filosofis yang meninjau kedalaman nilai dan tujuan 

hukum Islam. Fiqh muamalah berperan untuk menelaah esensi suatu muamalah, 

melihat apakah instrumen tersebut membawa kemaslahatan atau justru 

menimbulkan mudarat bagi masyarakat. 

Urgensi kajian ini semakin meningkat seiring banyaknya umat Muslim 

yang mulai terlibat dalam investasi digital tanpa pemahaman yang cukup 

mengenai hukum dan etikanya. Keterlibatan tersebut dapat menimbulkan 

keraguan apabila tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Oleh karena itu, 

penelitian mengenai Digital Asset dan crypto melalui perspektif fiqh muamalah 

menjadi penting untuk memberikan panduan, memperkuat literasi keuangan 

P 
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syariah, serta membangun pemahaman yang lebih komprehensif tentang 

bagaimana instrumen keuangan modern dapat selaras dengan prinsip-prinsip 

Islam. 

Secara terminologis, cryptocurrency adalah kombinasi kata crypto dan 

currency. Kata “crypto” berasal dari “cryptography” dengan arti kode rahasia. 

Sedangkan kata “currency” berasal dari bahasa Inggris berarti mata uang. Dengan 

demikian, cryptocurrency adalah uang elektronik dibuat berdasarkan teknologi 

kriptografi, dengan kode kepemilikan dirahasiakan bagi para pemiliknya saja. 

Sejak pertamakali kemunculannya 10 tahun lalu, cryptocurrency adalah 

mata uang digital yang mengundang banyak pro-kontra. Terutama pada tahun 

2011, saat harga cryptocurrency naik drastis dari $1 menjadi $3200 per keping 

hanya dalam tiga bulan. 

Dalam subbab ini, penulis merumuskan beberapa masalah utama sebagai 

batasan pembahasan, yaitu mengenai bagaimana konstruksi konseptual aset 

kripto, digital assets, dan instrumen derivatif dalam perspektif ekonomi modern 

serta kedudukannya sebagai objek harta (māl) dalam fikih muamalah, bagaimana 

perbedaan karakteristik antara cryptocurrency, digital assets non-crypto, dan 

derivatif digital dalam aspek kepemilikan (milkiyyah), nilai (qīmah), dan 

mekanisme transaksi, serta apa saja titik kontroversi fikih terhadap aset kripto 

dan derivatif digital yang ditinjau dari prinsip gharar, maisir, riba, tadlīs, dan 

spekulasi berbasis maysir. Selain itu, pembahasan juga diarahkan pada 

bagaimana metodologi istinbāṭ hukum yang digunakan oleh lembaga fatwa 

internasional dan nasional dalam menentukan status hukum aset kripto melalui 

pendekatan maqāṣid syariah dan sadd al-dzarī‘ah, bagaimana dinamika regulasi 

aset kripto dan derivatif digital di berbagai yurisdiksi termasuk posisi kebijakan 

di Indonesia dalam konteks perlindungan konsumen dan stabilitas keuangan, 

apakah regulasi negara mampu menjadi instrumen taḥkīm dalam meminimalisir 

potensi gharar dan maisir dalam perdagangan digital asset, serta bagaimana 

model regulasi berbasis maqāṣid syariah yang ideal dalam mengintegrasikan 

prinsip fikih muamalah dengan perkembangan teknologi blockchain. Sejalan 

dengan pembahasan tersebut, penulis juga merumuskan beberapa masalah 

turunan yang meliputi apakah derivatif berbasis crypto dapat dianalogikan 

dengan bai‘ al-gharar atau bai‘ al-ma‘dūm, apakah aset kripto memenuhi kriteria 

māl mutaqawwām menurut mazhab-mazhab fikih, bagaimana batas spekulasi 

yang dibolehkan dalam pasar digital menurut kaidah fiqhiyyah, serta apakah 

digital asset dapat dikategorikan sebagai sil‘ah, nuqūd, atau bentuk harta baru 

dalam perkembangan ekonomi kontemporer. 

4.1.1 Pengertian Digital Asset 
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Digital asset (aset digital) adalah segala bentuk nilai ekonomi atau hak 

kepemilikan yang direpresentasikan dalam format digital dan dapat disimpan, 

dipindahkan, atau diperdagangkan melalui sistem elektronik. Aset digital tidak 

selalu berbentuk mata uang; ia dapat berupa token, sertifikat kepemilikan, karya 

digital, kontrak pintar (smart contract), maupun representasi digital dari aset riil. 

Karakter utama aset digital adalah adanya identitas kepemilikan, kemampuan 

untuk dialihkan, serta pengakuan nilai oleh pasar atau komunitas tertentu. 

Menurut Financial Action Task Force (FATF), virtual asset adalah 

representasi digital dari nilai yang dapat diperdagangkan atau ditransfer secara 

digital dan dapat digunakan untuk tujuan pembayaran atau investasi. Definisi ini 

menekankan dua aspek utama: (1) kemampuan transfer lintas sistem elektronik, 

dan (2) pengakuan fungsional sebagai instrumen ekonomi. FATF juga menyoroti 

implikasi regulasi dan risiko pencucian uang, sehingga digital asset dipahami 

bukan hanya sebagai fenomena teknologi, tetapi juga sebagai objek pengawasan 

hukum. 

Sementara itu, Organisation for Economic Co-operation and 

Development (OECD) memandang crypto-assets sebagai representasi nilai 

dalam bentuk digital yang menggunakan kriptografi dan distributed ledger 

technology (DLT), seperti blockchain. OECD lebih menekankan aspek 

infrastruktur teknologi dan mekanisme desentralisasi sebagai pembeda utama 

dari aset keuangan konvensional. Dalam perspektif ini, digital asset dipahami 

sebagai inovasi dalam sistem pencatatan kepemilikan (ledger system) yang 

mengubah cara verifikasi transaksi dan otoritas kontrol. 

Menurut Don Tapscott, aset digital merupakan bentuk baru dari nilai yang 

diamankan oleh kriptografi dan dipertukarkan melalui jaringan blockchain tanpa 

perantara tradisional. Teorinya menekankan transformasi ekonomi dari “internet 

of information” menuju “internet of value”, di mana nilai dapat ditransfer secara 

langsung antar individu. Dalam pandangan ini, digital asset adalah manifestasi 

ekonomi dari revolusi blockchain yang mengubah struktur kepercayaan (trust 

architecture). 

Adapun Chris Burniske mengemukakan teori bahwa digital asset 

merupakan kelas aset baru (new asset class) yang memiliki karakteristik 

tersendiri, berbeda dari saham, obligasi, maupun komoditas. Ia membagi digital 

asset menjadi beberapa kategori seperti cryptocurrency, crypto-commodity, dan 

crypto-token. Pendekatan Burniske lebih bersifat finansial-investatif, melihat 

digital asset sebagai instrumen portofolio dengan risiko, volatilitas, dan potensi 

imbal hasil yang unik. 
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Dengan demikian, secara teoritis digital asset dapat dipahami dari tiga 

pendekatan utama: (1) pendekatan regulatif (FATF), (2) pendekatan teknologi-

infrastruktur (OECD), dan (3) pendekatan ekonomi-investasi (Tapscott dan 

Burniske). Ketiganya menunjukkan bahwa digital asset bukan sekadar fenomena 

teknologi, tetapi juga konstruksi hukum dan ekonomi baru yang menuntut 

analisis interdisipliner, termasuk dalam perspektif fikih muamalah. 

4.1.2 Pengertian Digital Aset dalam Perspekif Fiqh Muamalah 

Dalam perspektif fiqh muamalah, digital aset dapat dipahami sebagai mal 

(harta) yang berbentuk non-fisik (ghair maddi), memiliki nilai (qimah), dapat 

dimiliki (milkiyyah), serta dapat dialihkan kepemilikannya melalui mekanisme 

transaksi yang sah menurut syariah. Dengan kata lain, substansi yang dinilai 

dalam fikih bukan bentuk fisiknya, melainkan keberadaan nilai dan manfaatnya 

(manfa’ah) yang diakui oleh ‘urf (kebiasaan masyarakat) dan tidak bertentangan 

dengan prinsip syariah. 

Para fuqaha klasik mendefinisikan mal sebagai sesuatu yang cenderung 

diinginkan manusia dan dapat disimpan serta dimanfaatkan ketika dibutuhkan. 

Dalam mazhab Hanafiyah, mal harus memiliki kemungkinan untuk dikuasai dan 

dimanfaatkan secara nyata, sedangkan jumhur ulama (Malikiyah, Syafi’iyah, 

Hanabilah) memperluas cakupan mal hingga mencakup manfaat dan hak (haqq) 

yang bernilai. Berdasarkan pendekatan jumhur ini, digital aset berpotensi 

dikategorikan sebagai mal karena memenuhi unsur nilai, manfaat, dan 

penguasaan, meskipun tidak berwujud fisik. 

Dalam konteks kontemporer, sebagian ulama dan lembaga fatwa 

mengaitkan digital aset dengan konsep mal mustafad (harta yang diperoleh 

melalui proses baru) atau bahkan kategori harta baru (al-amwal al-mustajiddah) 

yang belum dikenal pada masa klasik. Penilaiannya bergantung pada beberapa 

kriteria utama dalam fiqh muamalah, yaitu:  

1. Adanya nilai yang diakui (taqawwum), 

2. Tidak mengandung unsur gharar yang berlebihan, 

3. Tidak menjadi sarana maisir (spekulasi murni), 

4. Tidak bertentangan dengan prinsip larangan riba. 

Jika digital aset hanya menjadi objek spekulasi ekstrem tanpa underlying 

value atau manfaat yang jelas, maka problem fikih muncul pada aspek gharar dan 

maisir. Namun, jika ia memiliki fungsi yang sah—misalnya sebagai alat tukar 

komunitas, representasi kepemilikan aset riil, atau instrumen utilitas dalam 

ekosistem digital—maka argumentasi keabsahannya menjadi lebih kuat dalam 

kerangka maqashid syariah, khususnya dalam menjaga harta (hifz al-mal). 
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Dengan demikian, dalam perspektif fiqh muamalah, digital aset tidak 

otomatis haram atau halal secara mutlak. Status hukumnya bersifat ijtihadi dan 

bergantung pada:  

• Karakteristik asetnya, 

• Mekanisme transaksinya, 

• Tujuan penggunaannya, 

• Tingkat kepastian dan kemaslahatan yang dihasilkan. 

Pendekatan ini menunjukkan bahwa fikih muamalah memiliki 

fleksibilitas untuk merespons perkembangan teknologi keuangan modern, selama 

tetap berpegang pada prinsip dasar keadilan, transparansi, dan perlindungan 

terhadap harta. 

4.1.3 Pengertian Crypto 

Crypto atau cryptocurrency adalah mata uang digital yang menggunakan 

teknologi kriptografi untuk mengamankan transaksi, mengontrol penciptaan unit 

baru, dan memverifikasi perpindahan aset. Crypto tidak memiliki bentuk fisik 

seperti uang kertas atau koin dan umumnya beroperasi pada jaringan blockchain, 

yaitu sistem pencatatan terdesentralisasi yang dijalankan oleh banyak komputer 

(nodes). 

Beberapa poin penting tentang crypto:  

1. Bersifat Digital dan Terdesentralisasi 

2. Tidak dikendalikan oleh satu pihak seperti bank atau pemerintah, melainkan 

oleh jaringan global. 

3. Menggunakan Blockchain 

4. Semua transaksi dicatat secara permanen, transparan, dan sulit dipalsukan. 

5. Keamanan Tinggi 

6. Menggunakan teknik kriptografi untuk memastikan transaksi aman dan tidak 

mudah diubah. 

7. Bisa Digunakan untuk Berbagai Fungsi 

8. Selain sebagai alat tukar, crypto juga digunakan untuk investasi, pembayaran, 

smart contract, hingga aset digital seperti NFT. 

9. Nilainya Fluktuatif 

10. Harga crypto mudah naik turun karena dipengaruhi permintaan pasar, 

teknologi, dan sentimen investor. 

Contoh crypto populer: Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, Solana, dan lainnya. 

4.1.4 Pengertian Crypto dalam Perspektif Ekonomi Syariah 

Dalam ekonomi syariah, crypto (cryptocurrency) dipandang sebagai aset 

digital yang dapat dimiliki dan diperjualbelikan apabila memenuhi prinsip-
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prinsip syariah. Crypto dianggap sah (mubah) jika tidak mengandung unsur riba, 

gharar berlebihan, maysir (judi), dan digunakan untuk hal yang halal. Berikut 

penjelasan lebih lengkap:  

1. Crypto sebagai Aset (Māl) 

Dalam syariah, crypto dapat dikategorikan sebagai māl (harta) jika memiliki:  

• Nilai manfaat, 

• Dapat dimiliki, 

• Dapat dipindahkan, 

• Diakui keberadaannya oleh masyarakat. 

Karena crypto bisa digunakan untuk transaksi, investasi, dan 

penyimpanan nilai, beberapa ulama dan lembaga fatwa menyatakan crypto dapat 

dianggap sebagai aset digital yang memiliki nilai ekonomis. 

2. Syarat Utama: Tidak Bertentangan dengan Prinsip Syariah 

Crypto diperbolehkan jika transaksi dan penggunaannya:  

• Tidak mengandung riba (seperti bunga pinjaman dalam margin trading 

berbasis bunga), 

• Tidak mengandung gharar berlebihan (ketidakjelasan ekstrem), 

• Tidak ada maysir (spekulasi berlebihan seperti judi), 

• Tidak digunakan untuk transaksi yang haram. 

3. Transparansi melalui Blockchain 

Teknologi blockchain dianggap mendukung prinsip keadilan dan 

transparansi dalam transaksi, karena:  

• Semua data tercatat jelas, 

• Tidak mudah dipalsukan, 

• Tidak ada pihak tunggal yang mendominasi. 

Ini sejalan dengan nilai syariah mengenai kejujuran dan keterbukaan 

dalam muamalah. 

4. Risiko Volatilitas 

Fluktuasi harga crypto sangat tinggi. Dalam syariah, risiko 

diperbolehkan, tetapi harus:  

• Masuk akal, 

• Tidak berlebihan, 

• Tidak menjadikan transaksi seperti perjudian. 

Karena itu, investasi crypto yang spekulatif ekstrem dianggap mendekati 

maysir dan tidak diperbolehkan. 
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5. Pandangan Lembaga Syariah 

Beberapa lembaga fatwa global:  

• Ada yang membolehkan crypto sebagai aset, bukan sebagai pengganti mata 

uang resmi. 

• Ada pula yang melarang crypto karena volatilitas tinggi atau potensi 

penyalahgunaan. 

Namun, banyak negara (termasuk Indonesia melalui DSN MUI) 

menekankan bahwa aset crypto diperbolehkan selama memenuhi syarat syariah 

dan bukan sebagai alat pembayaran resmi. 

4.1.5 Perkembangan Cryptocurrency di Indonesia 

Cryptocurrency di Indonesia telah dilegalkan sebagai bentuk simpanan 

atau diperjualbelikan sebagai aset. Tetapi, cryptocurrency di Indonesia tidak bisa 

dijadikan sebagai alat pembayaran yang sah. Hal ini sejalan dengan terbitnya 

Undang-Undang No. 7 Pasal 1 Ayat 1, Tahun 2011 terkait alat pembayaran sah 

yang diterima di Indonesia hanya mata uang Rupiah. 

Anda tak perlu khawatir saat menggunakan Cryptocurrency di Indonesia, 

karena mata uang digital ini dilindungi oleh PP No. 5 Tahun 2019 diterbitkan 

oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia, mengenai 

teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto di bursa. 

Jenis cryptocurrency di Indonesia yang telah memperoleh izin legal 

antara lain Bitcoin, Ethereum, Tether, Xrp/ripple, Bitcoin cash, Binance coin, 

USD Coin, Lightcoin, Bitcoin sv, Litecoin, dan lain-lain. 

1. Karakteristik Cryptocurrency 

Setelah membahas apa itu cryptocurrency dan perkembangannya di 

Indonesia, berikut ini terdapat beberapa sifat yang membuat uang crypto berbeda 

dengan kurs lainnya. Adapun karakteristik cryptocurrency adalah:  

• Digital 

Pertama, karakteristik cryptocurrency adalah digital. Mata uang ini tidak 

memiliki wujud nyata seperti uang kertas atau koin, sehingga tidak bisa 

dipegang. Oleh karena itu, cryptocurrency adalah mata uang yang hanya bisa 

digunakan di dunia maya. 

• Peer-to-peer Transaction 

Transaksi menggunakan cryptocurrency terjadi dari satu orang ke orang 

lainnya secara virtual. Proses transaksi cryptocurrency adalah dengan 

meneruskan dari pengirim ke penerima secara online, tanpa ada pertemuan 

langsung antar pihak terlibat dalam transaksi. 
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• Global 

Selanjutnya, karakteristik cryptocurrency adalah berlaku secara global. 

Berbeda dengan mata uang fisik yang transaksinya terbatas, cryptocurrency 

bisa digunakan di mana saja tanpa ada batas negara dan perbedaan harga 

karena kurs. 

• Encrypted 

Karakteristik selanjutnya cryptocurrency adalah encrypted atau terenkripsi. 

Saat bertransaksi di dunia blockchain, Anda tidak bisa mengetahui siapa 

pemilik cryptocurrency sebenarnya, karena identitas pemilik telah dilindungi 

kode rahasia. 

• Decentralized 

Transaksi cryptocurrency terjadi tanpa melibatkan pihak penengah. Masing-

masing pengguna bertanggung jawab atas transaksinya masing-masing, tanpa 

ada pihak pelindungnya. Oleh karena itu, saat terjadi kerugian di dunia 

blockchain, pemilik cryptocurrency tidak dapat menuntut ke lembaga 

keuangan manapun. 

• Truthless 

Terakhir, karakteristik cryptocurrency adalah truthless. Dalam transaksi mata 

uang digital ini, Anda tidak bisa mempercayakan saldo crypto pada suatu 

pihak atau lembaga seperti bank. Satu-satunya cara menyimpan uang crypto 

Anda adalah dengan memanfaatkan akun e-wallet dari provider transaksi atau 

membuat penyimpanan Anda sendiri. 

2. Cara Kerja Cryptocurrency dan Faktor Risikonya 

Setelah membahas apa itu cryptocurrency dan karakteristiknya, kali ini 

kita akan membahas cara kerja cryptocurrency di pasar blockchain. Sama seperti 

uang pada umumnya, cryptocurrency hanya dapat bekerja apabila diperjual-

belikan. Jika ingin memiliki uang crypto, Anda perlu melakukan pembelian 

menggunakan mata uang konvensional atau melakukan crypto mining. Lebih 

lengkapnya, berikut ini adalah alur cara kerja cryptocurrency:  

• Pertama, pemilik uang crypto mengirim salah satu mata uang cryptocurrency 

kepada orang lain sebagai akibat suatu transaksi. 

• Transaksi diversifikasi dan disimpan di blockchain, sebuah cloud besar berupa 

basis data bersama milik pemilik crypto satu dunia. 

• Informasi di blockchain dienkripsi dan diubah menjadi kode rahasia, lalu 

diberikan kepada pemilik baru cryptocurrency. 

• Blockchain dijalankan oleh banyak orang dan perusahaan berbeda 

menggunakan komputer berkapasitas tinggi yang disebut node. 
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• Node atau orang-orang yang menjalankan blockchain dari komputer akan 

memperoleh imbalan berupa mata uang cryptocurrency baru jika mereka 

memverifikasi transaksi. 

• Harga cryptocurrency di pasar sesuai permintaan dan penawaran terhadap 

mata uang tersebut. Jika permintaan tinggi, maka harga cryptocurrency yang 

bersangkutan pun ikut naik, begitu pun sebaliknya. 

3. Jenis-Jenis Cryptocurrency 

Setelah memahami cara kerja cryptocurrency, selanjutnya kita akan 

membahas jenis-jenis cryptocurrency yang diperjualbelikan di pasar blockchain. 

Sebagai informasi, yang dijelaskan OCBC NISP di bawah ini bukanlah merk, 

melainkan jenisnya. Adapun jenis-jenis cryptocurrency yaitu:  

• Bitcoin 

Bitcoin adalah jenis cryptocurrency paling pertama dan populer di kalangan 

investor crypto. Mata uang satu ini diciptakan pada tahun 2008 oleh seorang 

persona internet bernama Satoshi Nakamoto. Pada awalnya, harga 

cryptocurrency bitcoin dipatok sebesar $1 per keping. Akan tetapi, saat ini 

harganya sudah melambung menjadi $20 ribu per kepingnya. 

• Altcoin 

Altcoin adalah jenis cryptocurrency sebagai sebutan yang mengacu pada koin 

apapun kecuali Bitcoin. Kata “altcoin” berarti “alternatif dari Bitcoin”. Seperti 

yang diketahui bahwa bitcoin memiliki komputasi matematika yang rumit. 

Nah altcoin diciptakan sebagai bentuk sederhana dari bitcoin. Hingga saat ini, 

ada ratusan merk altcoin telah dibuat, seperti Peercoin, Litecoin, Dogecoin, 

Auroracoin, dan Namecoin. 

• Token 

Selanjutnya, jenis cryptocurrency adalah token. Tidak seperti altcoin, token 

dibuat dan diberikan melalui Penawaran Koin Awal (ICO). Bentuk 

penawarannya sama seperti penawaran saham. Token dapat direpresentasikan 

seperti Token nilai (Bitcoin), Token keamanan (untuk melindungi akun 

Anda), dan Token utilitas (ditunjuk untuk penggunaan tertentu). 

• Government Currency 

Terakhir, jenis cryptocurrency adalah government cryptocurrency. Jenis ini 

merupakan cryptocurrency yang dikeluarkan atau diresmikan oleh pemerintah 

di suatu negara. Belum banyak negara memiliki government crypto sendiri. 

Akan tetapi, Bank Indonesia baru-baru ini mengumumkan sedang 

merencanakan pembuatan BI Crypto. 
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4.1.6 Landasan Fikih Muamalah terhadap Digital Asset 

Pembahasan digital asset dalam fikih muamalah bertumpu pada prinsip-

prinsip umum hukum ekonomi Islam yang bersifat universal dan elastis terhadap 

perkembangan zaman. Karena digital asset merupakan fenomena kontemporer, 

maka pendekatan yang digunakan adalah ijtihad berbasis kaidah umum dan 

maqashid syariah, bukan nash spesifik. 

1. Prinsip Asal Muamalah: Al-Ashlu fil Mu’amalat al-Ibahah 

Kaidah fikih menyatakan:  

 الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

“Hukum asal dalam muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang 

mengharamkannya.” 

Landasan ini memberikan ruang bahwa digital asset pada dasarnya mubah 

(boleh) selama tidak mengandung unsur yang diharamkan seperti riba, gharar, 

dan maisir. 

Dalilnya antara lain:  

QS. Al-Baqarah: 275 – “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 

riba.” 

Ayat ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi diperbolehkan sepanjang 

tidak mengandung unsur terlarang. 

2. Konsep Mal (Harta) dalam Fikih 

Digital asset harus diuji melalui konsep mal dalam fikih:  

Kriteria mal menurut jumhur ulama:  

1. Memiliki nilai (qimah) 

2. Dapat dimiliki (milkiyyah) 

3. Dapat dimanfaatkan secara syar’i 

4. Diakui oleh ‘urf (kebiasaan masyarakat) 

Jika digital asset memenuhi unsur tersebut, maka ia dapat dikategorikan 

sebagai mal mutaqawwam (harta bernilai secara syar’i). 

3. Larangan Gharar (Ketidakpastian Berlebihan) 

Hadis Nabi صلى الله عليه وسلم:  

“Rasulullah melarang jual beli yang mengandung gharar.” (HR. Muslim) 

Digital asset menjadi problematis jika:  

• Volatilitas ekstrem tanpa underlying value, 

• Tidak jelas kepemilikan atau sistemnya, 

• Mengandung spekulasi murni. 
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Namun, tidak semua risiko termasuk gharar. Dalam fikih, dibedakan antara:  

• Gharar fahish (berlebihan) → dilarang 

• Gharar yasir (ringan) → ditoleransi 

4. Larangan Maisir (Spekulasi/Judi) 

QS. Al-Ma’idah: 90 melarang praktik maisir. Jika perdagangan digital 

asset semata-mata bertujuan spekulasi harga jangka pendek tanpa analisis 

rasional atau underlying value, maka dapat mendekati praktik maisir. Namun, 

investasi berbasis analisis dan kepemilikan riil berbeda dari perjudian. 

5. Kaidah Maslahah dan Maqashid Syariah 

Digital asset juga dinilai berdasarkan maqashid syariah, khususnya:  

• Hifz al-mal (perlindungan harta) 

• Hifz al-din 

• Hifz al-nafs 

• Hifz al-‘aql 

• Hifz al-nasl 

Jika digital asset:  

• Meningkatkan efisiensi transaksi, 

• Mengurangi biaya perantara, 

• Memberikan inklusi keuangan, 

Maka ia berpotensi memenuhi unsur maslahat. 

6. Sadd al-Dzari’ah (Menutup Jalan Kerusakan) 

Jika digital asset:  

• Menjadi sarana pencucian uang, 

• Penipuan, 

• Skema ponzi, 

Maka negara berwenang membatasi atau mengaturnya demi mencegah mafsadat. 

7. Kesimpulan Landasan Fikih 

Landasan fikih muamalah terhadap digital asset bertumpu pada:  

1. Prinsip kebolehan muamalah 

2. Konsep mal dan milkiyyah 

3. Larangan riba, gharar, dan maisir 

4. Pertimbangan maslahat dan maqashid syariah 

5. Prinsip sadd al-dzari’ah 

Dengan demikian, hukum digital asset bersifat kontekstual dan ijtihadi, 

tergantung pada bentuk, fungsi, serta mekanisme transaksinya. 
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4.1.7 Tantangan Aset Kripto (Crypto) dalam Kacamata Fikih Muamalah 

Berbeda dengan saham yang merepresentasikan kepemilikan modal pada 

entitas riil yang terstruktur, aset kripto, yang dioperasikan melalui teknologi 

blockchain terdesentralisasi, menghadirkan tantangan signifikan dan debat sengit 

dalam diskursus filsafat hukum Islam kontemporer, terutama mengenai 

klasifikasi hakikat aset tersebut (al-māhiyyah) dan legalitas transaksinya. Poin 

perdebatan sentral berkisar pada apakah aset kripto dapat diklasifikasikan sebagai 

nuqūd (mata uang), sil’ah (komoditas), atau hanya māl i’tibārī (aset non-riil yang 

nilainya diakui secara konvensional). Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama 

Indonesia (DSN-MUI), melalui fatwanya (Fatwa DSN-MUI No. 17/2021), 

secara tegas mengharamkan penggunaan aset kripto sebagai mata uang karena 

tidak memenuhi syarat tsaman (alat tukar resmi) yang sah di bawah otoritas 

negara yang berwenang, sebagaimana diatur dalam fiqh klasik (DSN-MUI, 2021, 

hlm. 2). Isu terbesar yang dihadapinya adalah ketidakpastian nilai intrinsik dan 

volatilitas ekstrem, yang secara filosofis diidentifikasi sebagai manifestasi gharar 

fahish (ketidakpastian yang berlebihan), yang berpotensi besar menyeret investor 

ke dalam praktik maysir (judi) murni. Gharar dalam konteks kripto muncul dari 

ketiadaan underlying asset yang jelas, utility yang belum mapan, serta 

mekanisme pasar yang sangat rentan terhadap manipulasi spekulatif (Muhammad 

Taqi Usmani, 2017, hlm. 121). Namun, DSN-MUI membuka ruang ijtihad 

dengan membolehkan aset kripto sebagai komoditas/aset digital (bukan mata 

uang) dengan syarat mutlak: harus memenuhi kriteria māl mutaqawwim 

(memiliki manfaat dan nilai yang sah diakui), terhindar dari gharar, maysir, dan 

dharar (bahaya/kerugian), serta memiliki utility yang jelas atau secara formal 

telah diakui sebagai aset oleh regulator resmi (DSN-MUI, 2021, hlm. 3). 

Perdebatan ini menunjukkan bagaimana filsafat hukum Islam menggunakan 

prinsip sadd al-Dharā’i’ (pencegahan sarana yang dapat membawa pada 

keharaman) untuk membatasi risiko, namun pada saat yang sama, ia menerapkan 

prinsip istihsān (pilihan yang lebih baik) untuk mengakomodasi inovasi teknologi 

yang membawa maslahah, asalkan terstruktur secara syariah (Mohammad 

Hashim Kamali, 2008, hlm. 40). 

4.1.8 Sinkronisasi dan Prospek Ekonomi Syariah dalam Ekosistem Digital 

Membandingkan saham yang syariah-compliant dengan aset kripto 

mengungkapkan adanya perbedaan fundamental dalam cara filsafat hukum Islam 

menilai validitas al-Māl (harta). Saham, yang didasarkan pada kepemilikan bisnis 

riil, lebih mudah diverifikasi dan dipetakan ke dalam kerangka fikih muamalah 

yang ada, sehingga dapat mendorong pertumbuhan Ekonomi Syariah secara 

inklusif. Sebaliknya, aset kripto, karena sifatnya yang trustless dan 
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terdesentralisasi, memerlukan instrumen fikih yang lebih canggih dan baru. 

Sinkronisasi kedua instrumen ini dalam kajian Ekonomi Syariah terletak pada 

upaya untuk memitigasi risiko sistemik dan menegakkan keadilan transaksional. 

Prinsip-prinsip sya’afah (transparansi) dan takaful (tanggung jawab bersama) 

yang menjadi inti pasar keuangan Islam harus diterapkan secara ketat. Diperlukan 

pengembangan kerangka Syariah Governance yang kuat untuk platform aset 

kripto, termasuk mekanisme verifikasi underlying asset dan pembatasan 

spekulasi yang identik dengan maysir (Siddiqi, 2006, hlm. 145). Para akademisi 

dan praktisi syariah kini fokus pada aset kripto yang secara inheren didesain 

untuk kepatuhan syariah, seperti stablecoin yang dijamin aset riil (emas atau mata 

uang fiat yang sah) atau token yang merepresentasikan aset fisik (tokenized real 

asset), yang secara substansi menyerupai sukuk (obligasi syariah) dan lebih 

selaras dengan prinsip musyarakah atau ijarah (Muhammad Ayub, 2015, hlm. 

95). Dengan demikian, tantangan bagi Ekonomi Syariah bukan lagi menolak 

inovasi digital, melainkan untuk merekonstruksi dan memverifikasi utility dan 

underlying dari setiap aset kripto agar sesuai dengan tujuan Maqāṣid al-Sharī‘ah 

untuk melindungi harta dan mempromosikan keadilan sosial-ekonomi. Narasi 

hukum Islam terus bergerak dari posisi menolak spekulasi murni (haram) ke arah 

mengakomodasi token digital yang berbasis nilai riil dan manfaat yang terukur 

(mubah), menjadikannya sebagai instrumen yang berpotensi memperkuat 

ekosistem waqf digital dan keuangan sosial Islam lainnya, asalkan dabit (aturan 

main) fikihnya ditegakkan secara lugas, logis, dan komprehensif (Zaharuddin 

Abdul Rahman, 2019, hlm. 280). 

Disrupsi Digital dan Urgensi Kajian Fikih Muamalah:  

Model Regulasi Berbasis Maqasid 

1. Disrupsi Digital dalam Ekonomi Kontemporer 

Disrupsi digital ditandai oleh transformasi besar dalam sistem ekonomi 

akibat teknologi seperti blockchain, artificial intelligence, fintech, dan 

platformisasi pasar. Model bisnis konvensional tergantikan oleh sistem 

desentralisasi, smart contract, tokenisasi aset, dan transaksi lintas batas tanpa 

perantara. Dalam konteks ini, lahir fenomena digital asset, cryptocurrency, 

decentralized finance (DeFi), dan derivatif berbasis blockchain. 

Perubahan ini tidak hanya bersifat teknologis, tetapi juga menyentuh 

aspek ontologis harta, kepemilikan, dan akad. Struktur transaksi menjadi non-

face-to-face, berbasis kode (code-based contract), dan sering kali anonim. Oleh 

karena itu, diperlukan reaktualisasi fikih muamalah agar mampu merespons 

realitas baru tanpa kehilangan prinsip normatifnya. 
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2. Urgensi Kajian Fikih Muamalah 

Ada beberapa alasan mendasar mengapa kajian fikih muamalah menjadi 

sangat urgen:  

• Perluasan Konsep Mal (Harta) 

Aset kini tidak lagi berbentuk fisik, melainkan digital dan bahkan algoritmik. 

• Transformasi Akad 

Akad tidak lagi dilakukan secara verbal atau tertulis, tetapi melalui smart 

contract otomatis. 

• Risiko Gharar dan Maisir Baru 

Volatilitas ekstrem dan spekulasi digital menghadirkan bentuk gharar 

kontemporer yang belum dikenal dalam literatur klasik. 

• Ketiadaan Otoritas Sentral 

Sistem desentralisasi menimbulkan problem tanggung jawab hukum (liability) 

dan pengawasan. 

Dengan demikian, kajian fikih muamalah tidak cukup hanya bersifat 

tekstual, tetapi harus menggunakan pendekatan maqāṣid syariah dan ushul fiqh 

yang progresif. 

Model Regulasi Berbasis Maqāṣid Syariah 

Model regulasi berbasis maqāṣid tidak hanya melihat halal-haram secara 

literal, tetapi mempertimbangkan tujuan perlindungan dan kemaslahatan. Berikut 

konstruksi modelnya:  

1. Hifẓ al-Māl (Perlindungan Harta) – Pilar Utama 

Regulasi harus:  

• Menjamin kepastian kepemilikan digital asset 

• Mencegah fraud, scam, dan manipulasi pasar 

• Mengatur transparansi sistem perdagangan 

• Mengawasi derivatif spekulatif berisiko tinggi 

Artinya, negara berperan sebagai penjaga stabilitas dan perlindungan investor. 

2. Hifẓ al-Dīn (Perlindungan Nilai Keagamaan) 

Regulasi harus memastikan:  

• Tidak ada unsur riba terselubung 

• Tidak ada praktik maisir digital 

• Tidak ada eksploitasi melalui skema ponzi 

3. Hifẓ al-‘Aql (Perlindungan Rasionalitas Publik) 

Digital disruption sering memicu euforia spekulatif. Maka regulasi perlu:  

• Edukasi literasi keuangan syariah 
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• Disclosure risiko secara transparan 

• Standarisasi akad digital 

4. Hifẓ al-Nafs dan Hifẓ al-Nasl 

Kerugian finansial ekstrem akibat spekulasi dapat berdampak sosial dan 

keluarga. Regulasi berbasis maqāṣid harus mempertimbangkan stabilitas sosial 

jangka panjang. 

Kerangka Model Regulasi (Struktur Konseptual) 

Model regulasi berbasis maqāṣid dapat dirumuskan dalam tiga lapisan:  

a.  Layer Normatif (Sharia Compliance Framework) 

• Uji mal dan milkiyyah 

• Uji gharar dan maisir 

• Uji maslahat-mafsadat 

b.  Layer Institusional 

• Otoritas pengawas syariah digital 

• Audit smart contract 

• Sertifikasi aset digital halal 

c.  Layer Preventif (Sadd al-Dzari’ah Digital) 

• Pembatasan leverage ekstrem 

• Larangan derivatif spekulatif tanpa underlying 

• Monitoring transaksi mencurigakan 

Kesimpulan Akademik 

Disrupsi digital menuntut fikih muamalah untuk bergerak dari 

pendekatan tekstual menuju pendekatan maqāṣid-based regulatory framework. 

Digital asset bukan sekadar isu halal-haram, tetapi persoalan tata kelola 

(governance), perlindungan harta, dan keadilan ekonomi. Model regulasi 

berbasis maqāṣid menawarkan sintesis antara:  

• Prinsip normatif syariah 

• Stabilitas sistem keuangan 

• Inovasi teknologi 

Integrasi Ekonomi Syariah dan Tantangan Regulasi Aset Kripto 

Tantangan terbesar bagi Ekonomi Syariah di era digital bukan hanya pada 

penetapan hukum, tetapi pada perumusan kerangka regulasi yang mampu 

memfasilitasi inovasi yang bermanfaat (maslahah) sambil secara efektif menahan 

risiko sistemik dan penyalahgunaan. Dalam pasar saham syariah, integrasi 

dicapai melalui indeks dan mekanisme pengawasan yang ketat oleh otoritas 

syariah, memastikan Syariah Compliance pada setiap transaksi dan emiten. 

Regulasi ini telah berhasil menciptakan sub-ekosistem yang stabil dan etis. 
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Namun, aset kripto, yang beroperasi di luar yurisdiksi bank sentral dan regulator 

pasar tradisional, menciptakan regulatory gap yang signifikan. Filsafat hukum 

Islam menuntut agar mekanisme pasar kripto yang diterima harus menunjukkan 

syā’afah (transparansi) yang memadai dan harus secara eksplisit menolak model 

Initial Coin Offering (ICO) atau skema pump-and-dump yang secara inheren 

didorong oleh spekulasi murni (maysir). Prospek Ekonomi Syariah terletak pada 

pengembangan model kripto yang syariah-compliant, seperti stablecoin yang 

dijamin dengan aset riil (misalnya emas atau komoditas) atau tokenized assets 

yang mewakili properti fisik, sehingga hakikat al-māl tetap terikat pada nilai 

substansial (Muhammad Ayub, 2015, hlm. 95). Pengembangan ini memerlukan 

Ijtihād Jamā’ī (ijtihad kolektif) yang melibatkan regulator, fukaha, dan ahli 

teknologi untuk mendefinisikan standar teknis dan hukum yang mengikat, 

mengubah aset kripto dari instrumen spekulasi menjadi alat yang mendukung 

waqf digital, zakāt terstruktur, dan peer-to-peer financing yang etis, sehingga 

secara nyata berkontribusi pada pencapaian Maslahah ‘Āmmah (Zaharuddin 

Abdul Rahman, 2019, hlm. 280). 

Dalam subbab ini, penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai 

batasan pembahasan yang mencakup aspek konseptual, normatif fikih, regulasi, 

serta filosofis dan maqāṣid. Pada aspek konseptual, pembahasan diarahkan pada 

bagaimana konstruksi ontologis digital asset, cryptocurrency, dan derivatif dalam 

sistem ekonomi modern, apakah digital asset dapat dikategorikan sebagai māl 

mutaqawwām dalam perspektif fikih muamalah, serta apakah cryptocurrency 

lebih tepat diklasifikasikan sebagai nuqūd atau sil‘ah. Pada aspek normatif fikih, 

pembahasan mencakup apakah transaksi digital asset mengandung unsur gharar, 

maisir, atau riba, bagaimana status hukum derivatif berbasis crypto yang bersifat 

spekulatif dan memiliki leverage tinggi, apakah smart contract memenuhi rukun 

dan syarat akad dalam fikih muamalah, serta bagaimana metode istinbāṭ hukum 

yang tepat dalam menilai fenomena ekonomi digital yang tidak memiliki 

preseden klasik. Selanjutnya, pada aspek regulasi, pembahasan diarahkan pada 

bagaimana model regulasi negara dalam mengawasi perdagangan digital asset 

dan derivatif, apakah regulasi yang ada mampu melindungi prinsip hifẓ al-māl, 

serta bagaimana integrasi antara prinsip syariah dan kebijakan publik dalam 

pengawasan aset digital. Adapun pada aspek filosofis dan maqāṣid, pembahasan 

berfokus pada apakah digital asset membawa maslahat ekonomi atau justru 

membuka pintu mafsadat sistemik, serta bagaimana merumuskan model regulasi 

berbasis maqāṣid syariah untuk menjawab disrupsi digital. Sejalan dengan 

permasalahan tersebut, tujuan dalam subbab ini adalah untuk menganalisis 

kedudukan digital asset, cryptocurrency, dan derivatif dalam perspektif fikih 



 

80 

muamalah, mengkaji status digital asset sebagai objek harta berdasarkan teori 

kepemilikan dan nilai dalam Islam, mengidentifikasi titik kontroversi fikih terkait 

gharar, maisir, dan riba dalam transaksi digital, serta mengembangkan kerangka 

ijtihad kontemporer berbasis maqāṣid syariah. Selain itu, pembahasan ini juga 

bertujuan untuk menganalisis efektivitas regulasi dalam mengawasi dan 

mengendalikan risiko digital asset, merumuskan model regulasi berbasis maqāṣid 

yang mampu melindungi harta, menjaga stabilitas ekonomi, dan mencegah 

spekulasi destruktif, serta memberikan rekomendasi kebijakan syariah terhadap 

pengawasan crypto dan derivatif sekaligus menawarkan sintesis antara inovasi 

teknologi finansial dan prinsip fikih muamalah. 

Kesimpulan dari pembahasan diatas adalah perkembangan digital asset, 

cryptocurrency, dan instrumen derivatif merupakan manifestasi nyata dari 

disrupsi teknologi dalam sistem ekonomi global. Transformasi ini mengubah 

paradigma kepemilikan, transaksi, dan penciptaan nilai yang sebelumnya 

berbasis fisik menjadi berbasis digital dan algoritmik. Fenomena tersebut 

menuntut pembacaan ulang terhadap konsep-konsep dasar fikih muamalah, 

khususnya terkait harta (mal), kepemilikan (milkiyyah), dan akad (aqd) dalam 

konteks ekonomi digital. 

Kedudukan digital asset dalam perspektif fikih muamalah bergantung 

pada terpenuhinya kriteria mal mutaqawwam, yaitu memiliki nilai, dapat dimiliki 

secara sah, dan dapat dimanfaatkan secara syar’i. Pengakuan terhadap nilai suatu 

aset dalam Islam tidak selalu disyaratkan berbentuk fisik, melainkan cukup 

adanya qimah yang diakui oleh ‘urf dan tidak bertentangan dengan prinsip 

syariah. Pendekatan ini membuka ruang ijtihad bahwa aset digital pada dasarnya 

dapat dikategorikan sebagai harta, sepanjang memenuhi parameter normatif yang 

telah ditetapkan. 

Kontroversi fikih muncul terutama pada aspek volatilitas ekstrem, 

spekulasi berlebihan, serta praktik derivatif yang berbasis leverage tinggi. Unsur 

gharar dan maisir menjadi titik krusial dalam menilai keabsahan transaksi digital 

asset. Aktivitas perdagangan yang didorong oleh fluktuasi harga tanpa 

underlying value yang jelas berpotensi mendekati praktik spekulatif yang 

dilarang. Penilaian hukum terhadap crypto dan derivatif tidak dapat dilakukan 

secara simplistik, melainkan memerlukan analisis kontekstual terhadap struktur 

transaksi dan tujuan penggunaannya. 

Instrumen derivatif berbasis digital menghadirkan kompleksitas 

tambahan dalam kajian fikih muamalah. Kontrak berjangka, perpetual swap, dan 

instrumen margin trading sering kali mengandung unsur ketidakpastian dan 

potensi zero-sum game yang menyerupai maisir. Evaluasi terhadap instrumen 
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tersebut memerlukan pendekatan maqāṣid syariah untuk menimbang antara 

maslahat ekonomi dan risiko sistemik yang ditimbulkan. Regulasi yang lemah 

dapat memperbesar dampak negatif terhadap stabilitas keuangan dan 

perlindungan harta masyarakat. 

Peran negara dan otoritas regulasi menjadi elemen penting dalam 

menjaga prinsip hifz al-mal. Regulasi yang efektif tidak hanya berfungsi sebagai 

mekanisme pengawasan, tetapi juga sebagai instrumen pencegahan terhadap 

penyalahgunaan teknologi digital. Integrasi antara prinsip syariah dan kebijakan 

publik diperlukan untuk memastikan bahwa inovasi finansial tidak mengabaikan 

keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. 

Pendekatan maqāṣid syariah memberikan kerangka normatif yang 

komprehensif dalam merumuskan model regulasi digital asset. Perlindungan 

terhadap harta, rasionalitas publik, dan stabilitas sosial menjadi orientasi utama 

dalam menilai keberterimaan suatu instrumen keuangan. Perspektif ini 

menempatkan hukum Islam sebagai sistem yang adaptif dan responsif terhadap 

perubahan zaman tanpa kehilangan substansi etisnya. 

Kajian terhadap digital asset, cryptocurrency, dan derivatif menunjukkan 

bahwa hukum Islam memiliki kapasitas epistemologis untuk merespons inovasi 

ekonomi modern melalui mekanisme ijtihad yang berbasis prinsip. Keputusan 

hukum tidak bersifat hitam-putih, melainkan bergantung pada karakteristik aset, 

mekanisme transaksi, serta dampak sosial-ekonominya. Sintesis antara fikih 

muamalah dan regulasi berbasis maqāṣid menjadi kebutuhan strategis dalam 

membangun tata kelola ekonomi digital yang berkeadilan dan berkelanjutan. 

4.2 Keuangan Syariah Berkelanjutan 

Krisis iklim global menjadi tantangan paling mendesak yang dihadapi 

manusia pada abad ke-21. Peningkatan suhu bumi, degradasi lingkungan, dan 

hilangnya keanekaragaman hayati menuntut respons kolektif dari seluruh sektor, 

termasuk sektor keuangan. Dalam konteks ini, keuangan berkelanjutan 

(sustainable finance) muncul sebagai instrumen penting untuk mengalihkan 

modal dari aktivitas yang merusak lingkungan menuju proyek-proyek yang 

ramah lingkungan dan berkelanjutan.100 

Keuangan syariah, sebagai sistem keuangan yang berbasis pada nilai-nilai 

etis dan spiritual Islam, memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam agenda 

keberlanjutan global. Prinsip-prinsip fundamental Islam seperti larangan riba, 

gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian), serta penekanan pada keadilan, 

                                                      
100  United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), “Climate Finance,” 

2024; World Bank Group, “Islamic Finance and Climate Agenda,” 2025, hlm. 3-5 
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transparansi, dan tanggung jawab sosial, secara inheren selaras dengan tujuan-

tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).101 

Beberapa tahun terakhir, ketiga konsep—Green Sukuk, ESG, dan 

ekoteologi ekonomi—telah menjadi pusat perhatian dalam diskursus keuangan 

syariah berkelanjutan. Green Sukuk mewakili inovasi strategis dalam keuangan 

Islam yang menyelaraskan kelestarian lingkungan dengan prinsip investasi yang 

patuh syariah.102  ESG, yang awalnya dikembangkan dalam konteks keuangan 

konvensional, kini mulai diintegrasikan ke dalam kerangka keuangan Islam 

melalui pendekatan maqasid al-shariah. Sementara itu, ekoteologi Islam 

menyediakan fondasi teologis yang memperkuat dimensi spiritual dari tanggung 

jawab ekologis umat Islam. Studi bibliometrik terkini menunjukkan bahwa 

publikasi akademik di bidang ini telah meningkat secara signifikan sejak 2020, 

dengan Malaysia dan Indonesia sebagai negara paling berpengaruh dalam 

penelitian keuangan Islam dan iklim.103 

Dalam subbab ini, penulis merumuskan beberapa masalah sebagai 

batasan pembahasan, yaitu mengenai bagaimana konsep dan implementasi Green 

Sukuk sebagai instrumen keuangan syariah berkelanjutan, bagaimana integrasi 

kriteria Environmental, Social, and Governance (ESG) ke dalam kerangka 

keuangan syariah melalui pendekatan maqāṣid al-sharī‘ah, serta bagaimana 

ekoteologi Islam menjadi landasan filosofis bagi pengembangan ekonomi hijau 

dalam perspektif Islam. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan dalam 

subbab ini adalah untuk mengkaji secara komprehensif konsep dan praktik Green 

Sukuk di tingkat global maupun nasional, menganalisis titik temu antara kriteria 

ESG dengan maqāṣid al-sharī‘ah sebagai kerangka keuangan berkelanjutan, 

mengeksplorasi fondasi ekoteologis yang melandasi keuangan syariah 

berkelanjutan, serta menyusun sintesis dari ketiga aspek tersebut sebagai model 

keuangan syariah berkelanjutan yang holistik. Adapun penulisan dalam subbab 

ini menggunakan metode kajian pustaka dengan pendekatan normatif-yuridis dan 

kualitatif-deskriptif melalui pemanfaatan berbagai literatur akademik, laporan 

resmi lembaga keuangan dan pemerintahan, serta dokumen kebijakan terkait 

keuangan syariah dan keberlanjutan. Analisis dilakukan melalui tahapan 

identifikasi konsep-konsep kunci, sintesis temuan dari berbagai sumber, dan 
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formulasi kerangka analitis untuk menghasilkan pembahasan yang komprehensif 

dan relevan dengan perkembangan ekonomi syariah kontemporer. 

4.2.1 Ekoteologi Islam: Landasan Filosofis Keuangan Syariah Berkelanjutan 

1. Konsep Khalifah, Mizan, dan Amanah dalam Perspektif Lingkungan 

Ekoteologi Islam dibangun di atas tiga pilar konseptual utama yang 

bersumber dari al-Qur’an dan Hadis: khilafah (stewardship/kepemimpinan), 

mīzān (keseimbangan), dan amanah (kepercayaan). Ketiga konsep ini 

membentuk kerangka etis yang mengatur hubungan antara manusia, Tuhan, dan 

alam semesta. 

Khilafah merujuk pada posisi manusia sebagai khalifah atau wakil Tuhan 

di muka bumi. Konsep ini mengimplikasikan tanggung jawab moral dan spiritual 

manusia untuk menjaga, memelihara, dan mengelola alam dengan bijaksana, 

bukan untuk mengeksploitasinya secara semena-mena. Sebagaimana ditegaskan 

dalam al-Qur’an Surah al-Baqarah ayat 30, penciptaan manusia sebagai khalifah 

mengandung amanah berat yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan 

Tuhan.104 

Mīzān atau keseimbangan merupakan prinsip kosmologis yang 

mendasari seluruh ciptaan Tuhan. Alam semesta diciptakan dalam keadaan 

seimbang dan harmonis, dan manusia dilarang untuk merusak keseimbangan 

tersebut. Konsep ini memiliki implikasi langsung terhadap praktik ekonomi, di 

mana eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dan tidak berkelanjutan 

dipandang sebagai pelanggaran terhadap mīzān ilahi.105 

Amanah melengkapi dua konsep sebelumnya dengan menekankan bahwa 

bumi dan segala isinya adalah titipan Tuhan kepada manusia. Sebagai penerima 

amanah, manusia berkewajiban untuk menggunakan sumber daya alam secara 

bertanggung jawab, tidak boros (israf), dan selalu mempertimbangkan hak 

generasi mendatang.106 

2. Maqasid al-Shariah dan Hifz al-Bi’ah sebagai Tujuan Kontemporer 

Maqasid al-shariah, atau tujuan-tujuan tertinggi hukum Islam, secara 

tradisional mencakup perlindungan terhadap lima hal pokok: agama (ḥifẓ al-dīn), 

jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-‘aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-
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māl). Dalam perkembangannya, para ulama kontemporer telah memperluas 

cakupan maqasid untuk mencakup perlindungan lingkungan (ḥifẓ al-bī’ah) 

sebagai tujuan syariah yang esensial pada era modern.107 

Perluasan maqasid ini didasarkan pada argumentasi bahwa kelestarian 

lingkungan merupakan prasyarat bagi terwujudnya kelima maqasid klasik. Tanpa 

lingkungan yang sehat, mustahil untuk melindungi jiwa manusia dari penyakit, 

melindungi harta dari kerusakan akibat bencana ekologis, atau melindungi 

keturunan dari ancaman kepunahan. Dengan demikian, ḥifẓ al-bī’ah bukanlah 

tujuan yang berdiri sendiri, melainkan fondasi yang menopang seluruh bangunan 

maqasid al-shariah.108 

Studi terkini menunjukkan bahwa integrasi ḥifẓ al-bī’ah ke dalam 

kerangka maqasid al-shariah memberikan dasar normatif yang kuat bagi 

pengembangan keuangan syariah berkelanjutan. Hal ini memungkinkan para 

praktisi keuangan Islam untuk tidak hanya menghindari aktivitas yang secara 

eksplisit diharamkan (seperti riba dan gharar), tetapi juga secara aktif 

mempromosikan proyek-proyek yang berkontribusi pada kelestarian 

lingkungan.109 

3. Ekoteologi sebagai Kritik terhadap Antroposentrisme Kapitalis 

Salah satu kontribusi paling signifikan dari ekoteologi Islam adalah 

kritiknya terhadap pandangan antroposentris yang mendominasi sistem ekonomi 

kapitalis modern. Dalam pandangan dunia kapitalis, alam sering dipandang 

semata-mata sebagai sumber daya yang dapat dieksploitasi untuk memenuhi 

keinginan manusia tanpa batas. Pandangan ini, menurut perspektif ekoteologis 

Islam, merupakan bentuk kesombongan (takabbur) dan pelanggaran terhadap 

prinsip tauhid.110 

Sebaliknya, ekoteologi Islam menawarkan pandangan yang lebih holistik 

di mana alam memiliki nilai intrinsik sebagai ciptaan Tuhan, bukan hanya nilai 

instrumental bagi kepentingan manusia. Konsep tasbīḥ (segala sesuatu bertasbih 

memuji Tuhan) mengimplikasikan bahwa setiap elemen alam—pohon, batu, air, 

dan hewan—memiliki status spiritual yang layak dihormati.111 
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Namun demikian, para cendekiawan juga mencatat bahwa meskipun 

pemikiran lingkungan Islam menekankan nilai-nilai teologis seperti khilafah, 

‘adl, dan mīzān, ia cenderung belum memiliki kritik struktural yang ketat 

terhadap mode produksi dan konsumsi kapitalis. Oleh karena itu, diperlukan 

sintesis antara etika ekologis Islam dan analisis struktural untuk menciptakan 

kerangka keadilan ekologis yang komprehensif.112 

4.2.2 Green Sukuk: Instrumen Keuangan Syariah untuk Pembiayaan Hijau 

1. Definisi, Struktur, dan Prinsip Green Sukuk 

Green Sukuk adalah instrumen keuangan syariah yang diterbitkan untuk 

membiayai proyek-proyek ramah lingkungan, sejalan dengan prinsip-prinsip 

Syariah dan tujuan keberlanjutan global. Istilah “Green Sukuk” merupakan 

kombinasi dari “sukuk” (sertifikat investasi syariah) dan “green” (hijau/ramah 

lingkungan). Instrumen ini lahir dari kebutuhan untuk mengintegrasikan etika 

lingkungan ke dalam praktik keuangan Islam.113 

Secara struktural, Green Sukuk tidak berbeda secara fundamental dari 

sukuk konvensional dalam hal kepatuhan syariah. Keduanya didasarkan pada 

kontrak-kontrak syariah seperti ijarah (sewa menyewa), musharakah (bagi 

hasil), murabahah (jual beli), atau wakalah (perwakilan). Yang membedakan 

adalah penggunaan dana yang dihimpun, yang secara khusus dialokasikan untuk 

proyek-proyek hijau seperti energi terbarukan, transportasi berkelanjutan, 

pengelolaan air bersih, adaptasi perubahan iklim, dan konservasi keaneka-

ragaman hayati.114 

Green Sukuk mewakili sinergi sempurna antara prinsip-prinsip etis 

keuangan Islam dan gerakan global menuju keuangan berkelanjutan. Berakar 

pada konsep stewardship lingkungan, Green Sukuk secara inheren sejalan dengan 

nilai-nilai Islam yang melarang pemborosan (israf) dan kerusakan bumi (fasād fī 

al-arḍ).115 

2. Perkembangan Green Sukuk Global: Tren dan Statistik Terkini 

Pasar sukuk global menunjukkan pertumbuhan yang mengesankan dalam 

beberapa tahun terakhir. S&P Global Ratings memproyeksikan penerbitan sukuk 

global akan mencapai antara USD 190 miliar dan USD 200 miliar pada tahun 
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2025, didorong oleh pertumbuhan yang diharapkan di kawasan GCC (Gulf 

Cooperation Council).116 

Lebih spesifik lagi, pasar ESG (Environmental, Social, and Governance) 

sukuk mengalami lonjakan yang luar biasa. Menurut laporan Fitch Ratings, 

penerbitan ESG sukuk global melonjak lebih dari 60% pada tahun 2025, 

mencapai rekor tahunan baru sebesar USD 18,5 miliar di semua mata uang. Arab 

Saudi memimpin dengan kontribusi 33%, diikuti oleh Malaysia (28%), Uni 

Emirat Arab (19%), dan Indonesia (9%). Secara keseluruhan, pasar ESG sukuk 

global diproyeksikan akan melampaui USD 50 miliar outstanding pada tahun 

2025, setelah pada tahun 2024 tumbuh 23% year-on-year menjadi USD 45,2 

miliar, melampaui pertumbuhan obligasi ESG konvensional yang hanya 16%.117 

Salaam Gateway mencatat sepuluh transaksi keuangan Islam terbesar 

yang terkait dengan keberlanjutan pada tahun 2025, termasuk Indonesia 

Sovereign Green Sukuk Wakala senilai USD 1,1 miliar, Dubai Islamic Bank 

Sustainability-linked sukuk senilai USD 1 miliar, Oman Electricity Transmission 

Company green sukuk senilai USD 750 juta, dan Tabreed sukuk senilai USD 700 

juta untuk sistem pendingin distrik rendah karbon.118 

3. Praktik Green Sukuk di Indonesia dan Malaysia 

Indonesia dan Malaysia telah muncul sebagai pionir dalam 

pengembangan Green Sukuk, meskipun dengan pendekatan yang berbeda. 

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, fokus pada 

penerbitan sukuk hijau sovereign (negara), sementara Malaysia lebih 

menekankan inovasi sektor swasta dan fasilitasi regulasi.119 

Pemerintah Indonesia secara konsisten menerbitkan Green Sukuk melalui 

mekanisme SBSN (Surat Berharga Syariah Negara). Pada tahun 2025, Indonesia 

menerbitkan Green Sukuk Wakala senilai USD 1,1 miliar yang digunakan untuk 

membiayai proyek infrastruktur berkelanjutan dan inisiatif iklim, dan akan 

dicatatkan secara bersamaan di Singapore Exchange dan Nasdaq Dubai. 
120 Secara kumulatif, total penerbitan Green Sukuk Indonesia dari tahun 2018 

hingga 2024 mencapai USD 10,84 miliar, dengan alokasi utama pada energi 

terbarukan, transportasi berkelanjutan, dan ketahanan iklim.121 
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Di sisi korporasi, PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI), bank syariah 

terbesar di Indonesia, telah menerbitkan sukuk ESG tahap I senilai Rp3 triliun 

pada Mei 2024 dan tahap II senilai Rp5 triliun pada Juni 2025, melampaui 

rencana awal sebesar Rp4 triliun karena tingginya permintaan investor yang 

tercatat oversubscribe hingga dua kali lipat.122  Hingga Maret 2025, portofolio 

pembiayaan berkelanjutan BSI telah mencapai Rp72,6 triliun, terdiri dari 

pembiayaan sosial Rp58 triliun dan pembiayaan hijau Rp14,6 triliun.123 Untuk 

memperkuat kapasitasnya, BSI juga menjalin kerja sama strategis dengan Global 

Green Growth Institute (GGGI) untuk mengembangkan kerangka sustainability 

sukuk yang sesuai dengan standar global, memperkuat kapasitas kelembagaan, 

serta menciptakan mekanisme pemantauan dan pelaporan yang transparan.124 

4. Integrasi Green Sukuk dalam Kerangka Environmental and Social 

Framework (ESF) Bank Dunia 

Salah satu perkembangan penting dalam operasionalisasi Green Sukuk 

adalah upaya untuk mengintegrasikannya ke dalam Environmental and Social 

Framework (ESF) Bank Dunia. Sebuah studi terkini yang diterbitkan dalam 

jurnal Discover Environment mengkaji integrasi Green Sukuk—instrumen 

keuangan berkelanjutan yang patuh syariah—ke dalam ESF Bank Dunia.125 

Studi tersebut mengidentifikasi bahwa meskipun Green Sukuk telah 

muncul sebagai kendaraan inovatif untuk menggerakkan modal menuju energi 

terbarukan, adaptasi iklim, dan infrastruktur berkelanjutan, instrumen ini saat ini 

masih belum memiliki pengakuan formal dalam ESF. Dengan menggunakan 

analisis hukum doktrinal, studi kasus komparatif Malaysia dan Indonesia, serta 

evaluasi kebijakan, penelitian ini berargumen bahwa pengakuan ESF formal akan 

mengangkat Green Sukuk dari instrumen etis sukarela menjadi alat yang dapat 

ditegakkan dalam kerangka keuangan berkelanjutan global.126 

Studi ini juga mengidentifikasi tantangan utama berupa penegakan 

hukum, fragmentasi regulasi, dan inkonsistensi tata kelola, serta mengusulkan 

strategi enam pilar yang mencakup pedoman penerbitan yang kompatibel dengan 

ESF, pendekatan regulasi yang harmonis, pernyataan kepatuhan ganda Syariah–

ESF, peningkatan pengukuran dampak melalui alat digital, insentif terarah dan 
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pembangunan kapasitas, serta dukungan multilateral dengan mekanisme 

pembagian risiko.127 

4.2.3 Integrasi ESG dalam Kerangka Keuangan Syariah 

1. ESG: Definisi, Kriteria, dan Relevansinya dengan Keuangan Islam 

ESG merupakan singkatan dari Environmental (Lingkungan), Social 

(Sosial), dan Governance (Tata Kelola)—tiga pilar utama yang digunakan untuk 

mengevaluasi kinerja keberlanjutan dan dampak etis suatu perusahaan atau 

investasi. Kriteria lingkungan mencakup isu-isu seperti emisi karbon, efisiensi 

energi, pengelolaan limbah, dan konservasi sumber daya alam. Kriteria sosial 

meliputi hak asasi manusia, hubungan industrial, keberagaman, dan keterlibatan 

masyarakat. Kriteria tata kelola menyangkut transparansi, akuntabilitas, anti-

korupsi, dan komposisi dewan direksi. 

Konvergensi antara keuangan Islam dan investasi berkelanjutan 

menghadirkan area minat yang signifikan, didorong oleh kesamaan prinsip etis. 

Prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, gharar, dan maysir, serta imperatif 

untuk menegakkan keadilan dan transparansi, memiliki titik temu substansial 

dengan fundamental ESG.128 

Namun demikian, sebuah studi komparatif terhadap metodologi indeks 

saham Islam global (MSCI, FTSE, S&P, dan Dow Jones Islamic Markets) 

mengungkapkan heterogenitas yang signifikan. Meskipun semua indeks secara 

inheren mencakup aspek sosial dan tata kelola tertentu melalui penyaringan 

syariah tradisional (misalnya, mengeksklusi saham-saham haram, batasan utang), 

kerangka ESG yang eksplisit dan komprehensif tidak diterapkan secara seragam. 

Kriteria lingkungan, khususnya, seringkali tidak diintegrasikan secara sistematis. 

Studi ini menyimpulkan bahwa meskipun terdapat keselarasan alami antara 

prinsip syariah dan nilai ESG, integrasi formal kriteria ESG ke dalam indeks 

Islam global masih baru dan tidak konsisten.129 

2. Maqasid al-Shariah sebagai Kerangka Integrasi ESG 

Salah satu pendekatan paling menjanjikan untuk mengintegrasikan ESG 

ke dalam keuangan Islam adalah melalui lensa maqasid al-shariah. Integrasi 

prinsip ESG dalam keuangan Islam menawarkan kerangka holistik yang 

menyelaraskan praktik etis dan berkelanjutan dengan tujuan-tujuan syariah, 
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terutama dalam mempromosikan keadilan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan 

aksesibilitas keuangan.130 

Sebuah studi konseptual yang diterbitkan di Share: Jurnal Ekonomi dan 

Keuangan Islam mengembangkan analisis tentang bagaimana kriteria ESG dapat 

diintegrasikan ke dalam penyaringan investasi syariah melalui perspektif fiqh 

muamalah dan maqashid syariah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa 

prinsip ESG memiliki titik temu substansial dengan dasar-dasar fiqh muamalah, 

meliputi larangan riba, gharar, dan maysir, serta kewajiban menegakkan keadilan 

dan transparansi. Lebih jauh, ESG turut mendukung terwujudnya maqashid 

syariah yang mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.131 

Studi ini juga menegaskan bahwa ESG seharusnya berfungsi sebagai 

filter sekunder yang diterapkan hanya setelah kelayakan syariah (shariah 

admissibility) ditetapkan, tidak dapat menggantikan larangan kategoris seperti 

riba, gharar, dan maysir, dan harus dioperasionalkan melalui indikator berbasis 

Maqasid tanpa menggunakan skor komposit lintas domain yang dapat 

mengimbangi pelanggaran daruri.132 

3. Tantangan dan Peluang Implementasi ESG di Lembaga Keuangan 

Syariah 

Meskipun potensi integrasi ESG sangat besar, implementasinya di 

lembaga keuangan syariah menghadapi sejumlah tantangan. Sebuah studi kritis 

tentang peran keuangan Islam dalam memajukan SDGs di negara-negara 

ASEAN mengidentifikasi bahwa meskipun keuangan Islam berbagi banyak 

prinsip etis dengan agenda SDG—seperti inklusi keuangan, pertumbuhan yang 

adil, dan stewardship lingkungan—terdapat perdebatan yang berkembang 

tentang apakah nilai-nilai bersama ini secara bermakna tertanam dalam praktik 

kelembagaan.133 

Tantangan utama meliputi inersia kelembagaan, terbatasnya keahlian 

ESG di antara dewan syariah, dan lanskap regulasi yang memprioritaskan 

kepatuhan formal di atas kinerja etis. Untuk bergerak melampaui kepatuhan 

simbolis, lembaga keuangan syariah harus mengintegrasikan maqasid al-shariah 

ke dalam kerangka ESG mereka dan mengembangkan metrik kinerja di luar 

kepatuhan hukum.134 
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Di sisi lain, peluangnya juga sangat besar. Kolaborasi antara Bank 

Syariah Indonesia dan GGGI, misalnya, menunjukkan bagaimana lembaga 

keuangan syariah dapat secara proaktif mengembangkan kerangka keberlanjutan 

yang kredibel dan sesuai standar internasional. Dengan kesenjangan pembiayaan 

iklim Indonesia yang diperkirakan mencapai Rp3.990 triliun pada 2030, 

keterlibatan aktif sektor perbankan syariah menjadi krusial dalam mengatasi 

tantangan tersebut.135 

4.2.4 Sintesis Green Sukuk, ESG, dan Ekoteologi: Menuju Model Keuangan 

Syariah Berkelanjutan 

1. Green Sukuk sebagai Manifestasi Ekoteologi Islam 

Salah satu kontribusi teoretis paling signifikan dalam literatur keuangan 

syariah berkelanjutan adalah pemahaman Green Sukuk sebagai manifestasi dari 

ekoteologi Islam. Sebuah studi sistematis yang diterbitkan dalam International 

Journal of Islamic Economics and Finance mengkaji Green Sukuk sebagai 

manifestasi ekologi Islam dan instrumen aktualisasi Maqasid al-Shariah dalam 

mencapai pembangunan berkelanjutan di Indonesia.136 

Studi ini menunjukkan bahwa Maqasid al-Shariah dan ekoteologi Islam 

memiliki hubungan konseptual yang saling melengkapi dan bersifat trans-

disipliner. Ekoteologi Islam berfungsi sebagai fondasi teologis yang menegaskan 

kesakralan alam sebagai amanah ilahiyah, sementara Maqasid al-Shariah 

bertindak sebagai kerangka normatif yang mengarahkan orientasi pembangunan 

menuju maslahah ‘ammah dan keseimbangan ekologis (mīzān). Integrasi ini 

memperluas maqasid klasik melalui dimensi konservasi lingkungan (ḥifẓ al-

bī’ah) sebagai tujuan syariah kontemporer yang menghubungkan spiritualitas 

dengan tata kelola publik, dan Green Sukuk berfungsi sebagai instrumen 

implementatif yang mengoperasionalkan prinsip maqasid ekologis dalam 

kebijakan fiskal negara.137 

Dengan kata lain, Green Sukuk bukan sekadar instrumen keuangan 

teknis, melainkan ekspresi moral, spiritual, dan kebijakan publik Islam dalam 

menjaga keseimbangan ekologis dan mewujudkan keuangan hijau berbasis 

maqasid.138 
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136 Syukri et al., “Green Sukuk as a Manifestation,” hlm. 4-8 
137 Syukri et al., “Green Sukuk as a Manifestation,” hlm. 18-22. 
138 Syukri et al., “Green Sukuk as a Manifestation,” hlm. 28-30 
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2. Model Dual-Assurance: Sinergi Kepatuhan Syariah dan Standar 

Keberlanjutan Global 

Sebagai respons terhadap tantangan greenwashing dan fragmentasi 

regulasi, literatur akademik telah mengusulkan model dual-assurance (jaminan 

ganda) yang menggabungkan kepatuhan syariah dengan standar keberlanjutan 

global. Model ini, yang dikembangkan dalam konteks integrasi Green Sukuk ke 

dalam ESF Bank Dunia, menawarkan kerangka untuk meningkatkan 

transparansi, memitigasi risiko greenwashing, dan memperluas inklusi keuangan 

di pasar mayoritas Muslim.139 

Model dual-assurance mengakui bahwa kepatuhan syariah saja tidak 

cukup untuk menjamin keberlanjutan lingkungan. Sebaliknya, diperlukan 

mekanisme verifikasi independen yang memastikan bahwa dana yang dihimpun 

melalui sukuk benar-benar digunakan untuk proyek-proyek hijau yang 

memberikan dampak lingkungan yang terukur. Hal ini sejalan dengan prinsip 

transparansi dan akuntabilitas yang sangat dihargai dalam Islam, serta dengan 

prinsip maqasid yang menekankan realisasi maslahah (kemanfaatan publik) 

secara nyata, bukan hanya secara formal.140 

Model ini juga mengakomodasi keragaman pendekatan antar negara, 

dengan pembelajaran komparatif dari model corporate-led Malaysia dan 

sovereign issuances Indonesia yang menunjukkan jalur transferable untuk 

menyelaraskan Green Sukuk dengan safeguards ESF.141 

3. Proyeksi dan Rekomendasi Kebijakan 

Berdasarkan analisis di atas, beberapa rekomendasi kebijakan dapat 

diajukan untuk memperkuat pengembangan keuangan syariah berkelanjutan:  

Pertama, diperlukan harmonisasi regulasi antara otoritas keuangan 

syariah dan otoritas lingkungan hidup. Saat ini, regulasi keuangan syariah di 

banyak negara masih berfokus pada aspek kepatuhan formal (halal-haram) tanpa 

secara memadai mengakomodasi dimensi keberlanjutan secara sistematis.142 

Kedua, pengembangan kapasitas dewan syariah dan praktisi keuangan 

Islam dalam isu-isu ESG dan perubahan iklim menjadi keharusan. Studi-studi 

terkini menunjukkan bahwa terbatasnya keahlian ESG di antara dewan syariah 

merupakan salah satu hambatan utama dalam integrasi ESG.143 

                                                      
139 Wan Zahari, “Operationalising Green Sukuk,” hlm. 12-14. 
140 Wan Zahari, “Operationalising Green Sukuk,” hlm. 14-16. 
141 Wan Zahari, “Operationalising Green Sukuk,” hlm. 16-18 
142 Khairunnisa, Suhel, & Asngari, “Integrating ESG and Maqashid Syariah,” JIMKES, 2025, hlm. 

12-15 
143 Kim, “The Role of Islamic Finance,” hlm. 20-24. 
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Ketiga, standardisasi metrik pelaporan keberlanjutan untuk instrumen 

keuangan syariah perlu segera dikembangkan. Saat ini, beragamnya metrik yang 

digunakan menyulitkan perbandingan kinerja dan meningkatkan risiko 

greenwashing. Kerangka berbasis maqasid al-shariah dapat menjadi alternatif 

yang autentik dan relevan secara kultural bagi dunia Islam.144 

Keempat, penguatan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, lembaga 

keuangan syariah, akademisi, dan organisasi internasional seperti World Bank 

dan IsDB perlu terus ditingkatkan. Joint report World Bank-IsDB terbaru tentang 

Islamic Finance and Climate Agenda menekankan peran Green Sukuk dan 

blended finance yang patuh syariah dalam mendanai ketahanan iklim.145 

Kelima, inovasi produk keuangan syariah berkelanjutan perlu terus 

didorong, termasuk pengembangan sustainability-linked sukuk yang memberi-

kan insentif harga berdasarkan pencapaian target ESG, serta integrasi teknologi 

digital untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.146 

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa 

kesimpulan utama sebagai berikut:  

1. Green Sukuk telah terbukti menjadi instrumen keuangan syariah yang efektif 

untuk membiayai proyek-proyek hijau, dengan pertumbuhan pasar yang 

sangat pesat (meningkat lebih dari 60% pada 2025 menjadi USD 18,5 miliar). 

Indonesia dan Malaysia memimpin pengembangan Green Sukuk di tingkat 

global, meskipun dengan pendekatan yang berbeda—Indonesia melalui 

sovereign sukuk dan Malaysia melalui inovasi sektor swasta. 

2. Integrasi kriteria ESG ke dalam kerangka keuangan syariah dapat dilakukan 

melalui pendekatan maqasid al-shariah, di mana prinsip-prinsip ESG memiliki 

titik temu substansial dengan larangan riba, gharar, maysir, serta kewajiban 

menegakkan keadilan dan transparansi. ESG berfungsi sebagai filter sekunder 

setelah kelayakan syariah ditetapkan, dan mendukung realisasi perlindungan 

agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. 

3. Ekoteologi Islam, yang dibangun di atas konsep khilafah, mīzān, dan amanah, 

menyediakan fondasi filosofis yang kuat bagi keuangan syariah berkelanjutan. 

Perluasan maqasid al-shariah untuk mencakup ḥifẓ al-bī’ah (perlindungan 

lingkungan) sebagai tujuan kontemporer menjembatani kesenjangan antara 

spiritualitas Islam dan tata kelola lingkungan publik. 

4. Green Sukuk dapat dipahami sebagai manifestasi konkret dari ekoteologi 

Islam, di mana instrumen keuangan ini tidak hanya berfungsi secara teknis 

                                                      
144 Rafiqi et al., “Toward a Maqasid-Based ESG Framework,” hlm. 20-24 
145 World Bank Group, “Islamic Finance and Climate Agenda,” 2025, hlm. 8-12. 
146 Salaam Gateway, “Top 10,” 2026 
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tetapi juga mengekspresikan komitmen moral dan spiritual umat Islam dalam 

menjaga keseimbangan ekologis dan mewujudkan keadilan antargenerasi. 

5. Model dual-assurance yang menggabungkan kepatuhan syariah dengan 

standar keberlanjutan global menawarkan kerangka yang menjanjikan untuk 

meningkatkan transparansi, memitigasi risiko greenwashing, dan memperluas 

inklusi keuangan di pasar mayoritas Muslim. 
 

4.3 Asuransi Syariah (Takāful) dan Manajemen Risiko 

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia telah mengalami 

pertumbuhan yang signifikan dalam dua dekade terakhir. Salah satu segmen yang 

berkembang pesat adalah asuransi syariah atau yang dikenal dengan istilah 

takaful. Sistem takaful berbeda secara fundamental dari asuransi konvensional, 

terutama dalam hal mekanisme akad (perjanjian) yang menjadi landasan 

hukumnya.147  Asuransi syariah (takāful) berkembang sebagai alternatif sistem 

manajemen risiko yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah, khususnya larangan 

terhadap riba, gharar, dan maisir. Dasar perbedaan adalah pada asuransi 

konvensional yang berbasis risk transfer, sedangkan takāful mengedepankan 

mekanisme risk sharing melalui prinsip ta‘āwun (tolong-menolong) dan tabarru’ 

(kontribusi kebajikan kolektif).148  

Konsep sistem takāful jika dilihat lebih dalam lagi tidak hanya 

menawarkan solusi teknis terhadap pengelolaan risiko, tetapi juga mencerminkan 

nilai keadilan distributif dan kesejahteraan sosial dalam ekonomi Islam. 149 

Namun demikian, dalam praktiknya masih banyak permasalahan yang muncul, 

seperti implementasi takāful masih menghadapi kritik terkait kemungkinan 

adanya gharar terselubung dan ketidakseimbangan relasi antara peserta dan 

operator.150  Selain itu, persoalan mendasar dalam takāful adalah penggunaan 

akad ganda (hybrid contract), yaitu kombinasi antara akad tabarru’ dan tijārah 

dalam satu produk.  

                                                      
147 Muhammad ayub, understanding islamic finance (wiley, 2007). 
148  Ayub, understanding islamic finance; mohd ma’sum billah, islamic insurance products 

(palgrave macmillan, 2019); mahmoud a. El-gamal, islamic finance: law, economics, and 

practice (cambridge university press, 2006). 
149  M. Umer chapra, “the future of economics: an islamic perspective,” journal of islamic 

economics 4, no. 2 (2001): 1–25; muhammad nejatullah siddiqi, “islamic finance and 

economic development,” review of islamic economics 8, no. 1 (2004): 1–18; mohammed 

obaidullah, “islamic financial services,” islamic economic studies 12, no. 2 (2005): 1–34. 
150 Muhammad akram khan, islamic finance: theory and practice (edward elgar, 2010); khorshed 

alam ali, concept and practice of takaful (wiley, 2013). 
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Seperti kita ketahui bahwa Akad tabarru’ berfungsi sebagai instrumen 

solidaritas sosial, sedangkan akad tijārah seperti wakālah dan mudhārabah 

mengakomodasi aspek komersial bagi operator.151  Adanya dualisme akad ini 

memunculkan potensi terjadinya gharar dalam praktik, terutama dalam 

pengelolaan surplus underwriting dan distribusi manfaat, sehingga sering kali 

tidak sepenuhnya transparan dan berpotensi menciptakan ketidakadilan bagi 

peserta.152  

Aspek manajemen risiko dalam takāful juga mendapat sorotan dalam 

menghadapi permasalahan yang muncul, terutama terkait dengan retakaful, 

pricing kontribusi, dan mekanisme klaim. Keterbatasan kapasitas retakaful secara 

global menyebabkan sebagian operator masih bergantung pada reasuransi 

konvensional, yang menimbulkan dilema dalam kepatuhan syariah. Penentuan 

kontribusi berbasis aktuaria sering kali kurang transparan bagi peserta, sehingga 

memunculkan asimetri informasi. 153  Mekanisme klaim juga menjadi aspek 

krusial dalam menjaga kepercayaan peserta, khususnya terkait kecepatan, 

keadilan, dan konsistensi dengan akad yang disepakati. 

Dalam subbab ini, penulis merumuskan beberapa masalah sebagai 

batasan pembahasan, yaitu mengenai bagaimana konsep dan implementasi 

takāful di Indonesia, termasuk perbedaan mendasarnya dengan asuransi 

konvensional serta penerapan akad tabarru’ dan tijārah dalam produk asuransi 

syariah, bagaimana persoalan dan tantangan yang dihadapi industri takāful 

khususnya terkait potensi gharar, pengelolaan surplus underwriting, retakaful, 

pricing kontribusi, dan mekanisme klaim, serta bagaimana merumuskan 

kerangka audit kepatuhan syariah yang komprehensif agar produk takāful tetap 

selaras dengan prinsip fikih muamalah dan maqāṣid al-sharī‘ah. Sejalan dengan 

rumusan masalah tersebut, tujuan dalam subbab ini adalah untuk menganalisis 

konsep dan implementasi takāful di Indonesia beserta perbedaannya dengan 

asuransi konvensional dan penerapan akad tabarru’ serta tijārah, mengidentifikasi 

persoalan dan tantangan yang dihadapi industri takāful terutama terkait potensi 

gharar, pengelolaan surplus underwriting, retakaful, pricing kontribusi, dan 

mekanisme klaim, serta merumuskan kerangka audit kepatuhan syariah beserta 

checklist evaluatif guna mendukung pengembangan produk takāful yang adil, 

transparan, dan berkelanjutan sesuai dengan maqāṣid al-sharī‘ah. 

                                                      
151  Aaoifi, shari’ah standards (aaoifi, 2015); billah, islamic insurance products. 
152  S. N. N. Htay et al., “proposed best practices for takaful governance: a malaysian approach,” 

world journal of social sciences 2, no. 2 (2012): 2016. 
153  Zamir Iqbal, “regulatory challenges of islamic finance,” imf working paper 98 (2011): 1–44. 
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4.3.1 Tabarru’ vs Tijarah dalam Struktur Takāful 

1. Takāful Suatu Sistem Asuransi Syariah 

Konsep tabarru’ (التبرع) berasal dari akar kata baraʿa yang berarti terbebas 

atau berpisah secara sukarela, kemudian berkembang dalam penggunaan fikih 

untuk menunjukkan tindakan memberikan sesuatu tanpa imbalan (bi lā ʿiwaḍ). 

Para ulama fikih klasik menempatkan tabarru’ dalam kategori akad-akad 

kebajikan (ʿuqūd al-tabarru’āt) yang mencakup hibah, sedekah, wasiat, dan 

wakaf.154 Al-Nawawī dalam Rawḍat al-Ṭālibīn mendefinisikan tabarru’ sebagai 

pemindahan hak milik secara sukarela tanpa kompensasi yang bersifat wajib 

(tamlik muṭlaq bi lā ʿiwaḍ lāzim).155  Sehingga dapat dibedakan membedakan 

tabarru’ dari akad muʿāwaḍāt (pertukaran) yang mensyaratkan adanya imbalan 

setara dari kedua belah pihak. 

Asuransi syariah atau dalam terminologi ekonomi Islam adalah Takāful 

merupakan sistem perlindungan risiko yang berakar pada prinsip solidaritas dan 

tanggung jawab kolektif antar peserta. Secara etimologis, istilah takāful berasal 

dari kata takāfala, yatakāfalu, takaful yang berarti saling menjamin. Hal ini 

menunjukkan adanya mekanisme timbal balik dalam menghadapi ketidakpastian 

risiko. Konsep ini menempatkan peserta sebagai pihak yang saling melindungi 

melalui kontribusi dana kebajikan (tabarru’), sehingga menjadi pembeda secara 

fundamental dengan asuransi konvensional yang berbasis pemindahan risiko 

(risk transfer). 156  Sehingga konsep takāful tidak hanya berfungsi sebagai 

instrumen finansial, tetapi juga sebagai manifestasi nilai keadilan dan 

kesejahteraan sosial dalam ekonomi Islam.157 

Penerapan akad tabarru’ dalam takāful didasarkan pada kontribusi peserta 

yang sejatinya merupakan dana sumbangan (tabarru’) ke dalam dana kolektif 

(ṣundūq al-tabarru’āt) yang dikelola secara bersama untuk saling menanggung 

risiko (takāful). 158  Dasar hukum akad takaful adalah Al-Qur'an yang sering 

                                                      
154 M. Zaini, “akad tabarru’ perspektif kaidah ushul fiqih,” jurnal ekonomi dan bisnis (ekobis-da) 

4, no. 02 (2024), https: //doi.org/10.58791/febi.v4i02.76. 
155 Muḥyī al-dīn al-nawawī, rawḍat al-ṭālibīn wa ʿumdat al-muftīn, 1st ed., ed. Zuhayr al-shāwīsh, 

vol. 8 (dār al-maktab al-islāmī, 1991). 
156 Mohd ma’sum billah, islamic insurance products (palgrave macmillan, 2019), 25; muhammad 

ayub, understanding islamic finance (wiley, 2007), 409. 
157 M. Umer chapra, “islam and the economic challenge,” islamic economics studies 12, no. 3 

(2000): 220–40, https: //doi.org/10.7890/ies.2000.03; siddiqi, “islamic finance and economic 

development.” 
158  Aryani witasari and junaidi abdullah, “tabarru” sebagai akad yang melekat pada asuransi 

syariah,” bisnis : jurnal bisnis dan manajemen islam 2, no. 1 (2014): 115, https: 

//doi.org/10.21043/bisnis.v2i1.5253. 
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dikutip adalah QS. Al-Māʾidah: 2 tentang perintah tolong-menolong dalam 

kebaikan dan ketakwaan (wa taʿāwanū ʿalā al-birr wa al-taqwā), dan QS. Al-

Ḥasyr: 9 tentang preferensi atas diri sendiri (al-īthār) sebagai manifestasi 

solidaritas sosial. Hadis Nabi  صلى الله عليه وسلم yang diriwayatkan oleh Muslim, 'Perumpamaan 

orang-orang beriman dalam cinta kasih, rasa sayang, dan kerjasama di antara 

mereka seperti satu tubuh' (ka-mathali al-jasad al-wāḥid).159 

Permasalahan muncul ketika tabarru’ muncul dalam skema yang 

mensyaratkan pembayaran kontribusi reguler dengan besaran tertentu. Ibn 

Qudāmah dalam Al-Mughnī menegaskan bahwa tabarru’ harus bersifat sukarela 

mutlak (ikhtiyārī maḥḍ) dan tidak boleh digantungkan pada syarat yang 

memberatkan. 160  Beberapa ulama kontemporer seperti Muṣṭafā al-Zarqāʾ 

mengajukan konsep al-taʿāwun ʿalā al-taʿāwun (mutual cooperation upon mutual 

cooperation) untuk menjembatani sifat sukarela tabarru’ dengan kewajiban 

kontribusi reguler dalam takāful, sementara Wahbah al-Zuḥaylī memperboleh-

kan syarat dalam tabarru’ selama syarat tersebut tidak bersifat muqābilah 

(pertukaran).161 

Industri takāful mengenal beberapa model operasional yang masing-

masing memiliki implikasi fikih yang berbeda. Model-model utama tersebut 

adalah model wakālah murni, model muḍārabah murni, model wakālah dengan 

mudharabah (hybrid), model waqf, dan varian-varian kombinasinya.162  

Tabel 1. Komparasi Model Akad Takāful 

Model Akad Mekanisme Operasi Isu Fikih Utama 
Negara 

Adopsi 

Standar 

AAOIFI 

Wakālah 

Murni 

Operator sebagai 

wakil peserta; fee 

tetap (ujrah) untuk 

pengelolaan dana 

dan risiko. 

Kejelasan fee; 

batasan 

kewenangan wakil; 

larangan double 

charging. 

Malaysia, 

Arab 

Saudi, 

UAE 

AAOIFI 

FAS 26 

Muḍārabah 

Murni 

Operator sebagai 

muḍārib; profit 

sharing dari surplus 

Ketidakpastian 

upah (ajr majhūl); 

gharar dalam 

Malaysia 

(awal) 

AAOIFI 

FAS 12 

                                                      
159 abu husain muslim, sahih muslim (dar al-kutub al-ilmiyyah, 1994). 
160 abdullah ibn qudamah, al-mughni (dar al-hadith, 1992). 
161 wahbah al-zuḥaylī, al-fiqh al-islāmī wa adillatuhu, vol. 11 (dār al-fikr, 2004). 
162  volker nienhaus, “takaful: concept, models, trends and opportunities,” in takaful islamic 

insurance: concepts and regulatory issues, ed. Simon archer et al. (john wiley & sons, 2009), 

https: //doi.org/10.1002/9781118390627.ch1; ali, concept and practice of takaful. 



 

97 

Model Akad Mekanisme Operasi Isu Fikih Utama 
Negara 

Adopsi 

Standar 

AAOIFI 

investasi dan 

underwriting. 

surplus 

underwriting. 

Hybrid 

(Wakālah + 

Muḍārabah) 

Fee wakālah untuk 

pengelolaan risiko; 

muḍārabah untuk 

pengelolaan 

investasi. 

Kompleksitas akad 

ganda; transparansi 

bagi hasil investasi. 

Malaysia, 

Indonesia 

AAOIFI 

FAS 26 

Waqf Dana peserta 

diwakafkan; operator 

mengelola sebagai 

naẓir. 

Irrevocability 

waqf; 

kompatibilitas 

dengan klaim; 

status dana setelah 

terminasi. 

Pakistan, 

Afrika 

Selatan 

Belum 

ada 

standar 

khusus 

Indonesia banyak menggunakan model wakālah dengan muḍārabah 

(hybrid) berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang 

Pedoman Umum Asuransi Syariah.163 Dengan menggunakan akad ini perusahaan 

takāful bertindak sebagai wakil (wakīl) peserta dalam mengelola dana tabarru’ 

dan sekaligus sebagai muḍārib dalam menginvestasikan dana peserta (dana 

investasi). 164 Struktur dual-akad ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang 

konsistensi fikih: apakah seseorang dapat sekaligus menjadi wakil dan muḍārib 

dari pihak yang sama, mengingat wakālah mensyaratkan representasi 

kepentingan muwakkil (peserta) sementara muḍārabah mensyaratkan 

penggunaan modal untuk kepentingan bersama. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada gambar berikut:  

  

                                                      
163  Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah (Life And General): Konsep Dan Sistem 

Operasional (Gema Insani, 2004). 
164  Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Dsn-Mui No. 21/Dsn-Mui/X/2001 

Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah (Dsn-Mui, 2001). 



 

98 

 

Gambar 1. Skema Takaful 

2. Tijārah dan Batas-Batas Komersialisasi Takāful 

Distingsi antara akad tabarru’ (donasi/kebajikan) dan tijārah (komersial) 

dalam takāful bukan sekadar perbedaan terminologis, melainkan juga sebagai 

perbedaan yang mendasar terkait apa sesungguhnya yang membedakan takāful 

dari asuransi konvensional. Akad tijārah dalam konteks keuangan Islam 

mencakup muḍārabah, mushārakah, murābaḥah, ijārah, dan instrumen-instrumen 

pertukaran lainnya yang mensyaratkan kesesuaian antara prestasi dan kontra-

prestasi. Sehingga hal ini dianggap musykil jika peserta mengharapkan 

mendapatkan manfaat klaim yang secara komersial dianggap premi yang dibayar, 

apakah tabarru’ tersebut tidak berubah menjadi muʿāwaḍah tersembunyi 

(muʿāwaḍah mastūrah)? 

Menjawab permasalahan tersebut, Majmaʿ al-Fiqh al-Islāmī Nomor 9 

Tahun 1985 menegaskan bahwa asuransi jiwa dan asuransi komersial bersifat 

haram karena mengandung gharar yang berlebihan (gharar fāḥish), maysir, dan 

riba. Namun resolusi yang sama memperbolehkan al-taʾmīn al-taʿāwunī (asuransi 

kooperatif/takāful) sebagai alternatif yang sah. Perbedaan krusial antara 

keduanya, menurut resolusi tersebut, terletak pada nature akad: dalam takāful, 

peserta tidak membeli perlindungan (shirāʾ al-ḍamān) tetapi berdonasi dengan 

tujuan saling menanggung (tabarru’ bi niyyat al-takāful). Namun dalam praktik 

komersial modern, batas ini seringkali menjadi kabur ketika perusahaan takāful 
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beroperasi dengan motif profit dan peserta bergabung semata karena kalkulasi 

ekonomi.165  

3. Problematika Akad Tabarru’ Bersyarat 

Salah satu perbedaan pendapat pada fikih akad takāful adalah status 

hukum al-tabarru’ al-mashruṭ (tabarru’ bersyarat). Para ulama terbagi dalam tiga 

kelompok pandangan. Kelompok pertama, diwakili oleh Sami Hamoud dan 

Nazih Hammad, berpendapat bahwa mensyaratkan pembayaran kontribusi 

reguler mengubah tabarru’ menjadi muʿāwaḍah dan karena itu mengembalikan 

seluruh masalah gharar yang hendak dihindari.166 Kelompok kedua, diwakili oleh 

Muḥammad ʿAlī al-Qārī dan al-Qaradāghī, berargumen bahwa syarat dalam 

tabarru’ diperbolehkan selama tidak mengubah esensi niat kebajikan dan tidak 

mensyaratkan imbalan setara yang bersifat kontraktual. Kelompok ketiga 

mengadopsi pendekatan pragmatis dengan menerima model takāful yang ada 

sambil mendorong perbaikan berkelanjutan menuju ideal tabarru’ murni.167 

Fatwa DSN-MUI Nomor 81/DSN-MUI/III/2011 tentang Pengembalian 

Dana Tabarru’ Bagi Peserta Asuransi Yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian 

Berakhir mencoba mengatasi problematika ini dengan membolehkan 

pengembalian sebagian dana tabarru’ kepada peserta yang mengundurkan diri, 

dengan ketentuan bahwa saldo dana tabarru’ yang tersisa mencukupi untuk 

menanggung risiko peserta yang masih aktif. Ketentuan ini, meski pragmatis, 

justru memperkuat argumen bahwa tabarru’ dalam takāful bukan tabarru’ murni 

karena masih mengakui hak kepemilikan peserta atas sebagian dana yang telah 

dideklarasikan sebagai tabarru’.168  

4. Pengelolaan Asuransi syariah (Takaful) 

 Asuransi syariah atau takāful diklasifikasikan sebagai lembaga keuangan 

syariah non-bank yang bergerak dalam bidang jasa penjaminan risiko dengan 

prinsip syariah. Dalam praktiknya, perusahaan takāful berperan sebagai 

pengelola dana peserta (operator), sedangkan risiko tetap ditanggung secara 

kolektif oleh peserta. Struktur ini menegaskan perbedaan mendasar antara takāful 

                                                      
165 El-Gamal, islamic finance: law, economics, and practice; majmaʿ al-fiqh al-islāmī al-duwalī, 

qarārāt wa tawṣiyāt majmaʿ al-fiqh al-islāmī al-duwalī, vol. 20 (Organization of Islamic 

Cooperation, 2015). 
166  Sāmī Ḥammūd, Taṭwīr Al-Aʿmāl Al-Maṣrafiyyah Bimā Yattafiq Wa Al-Sharīʿah Al-

Islāmiyyah, 2nd Ed. (Dār Al-Bashīr, 1998). 
167  ʿ Alī Muḥyī Al-Dīn Al-Qaradāghī, Al-Taʾmīn Al-Islāmī: Dirāsah Fiqhiyyah Taʾṣīliyyah 

Muqāranah, 2nd Ed. (Dār Al-Bashāʾir Al-Islāmiyyah, 2010). 
168  Dewan Syariah Nasional Mui, Fatwa Dsn-Mui No. 82/Dsn-Mui/Vii/2011 Tentang Mekanisme 

Penyelesaian Piutang Murabahah Melalui Lelang, 2011, Https: //Www.Dsnmui.Or.Id. 
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dan asuransi konvensional, di mana perusahaan bertindak sebagai penanggung 

risiko.169 Model ini sejalan dengan konsep risk sharing yang menjadi karakter 

utama keuangan Islam, yang bertujuan untuk menciptakan distribusi risiko yang 

lebih adil dan menghindari eksploitasi. 170 Namun demikian, dalam praktiknya 

beberapa studi menunjukkan bahwa hubungan antara peserta dan operator tidak 

selalu sepenuhnya setara, terutama ketika kepentingan yang bersifat komersial 

lebih dominan.171  

Landasan normatif takāful dibangun melalui ijtihad ulama berdasarkan 

prinsip-prinsip umum dalam Al-Qur’an dan Sunnah, seperti keadilan (al-‘adl), 

tolong-menolong (ta‘āwun), dan larangan terhadap unsur riba, gharar, serta 

maisir. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) 

Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 menegaskan bahwa takāful merupakan usaha 

saling melindungi melalui investasi dana dan/atau tabarru’ dengan mekanisme 

pengembalian yang sesuai syariah. 172  Selain itu, regulasi nasional melalui 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 memperkuat posisi takāful sebagai 

sistem perlindungan berbasis akad syariah yang bertujuan memberikan manfaat 

kepada peserta dalam menghadapi risiko yang tidak pasti. Dalam konteks global, 

standar yang ditetapkan oleh Islamic Financial Services Board juga menekankan 

pentingnya stabilitas, transparansi, dan tata kelola dalam industri takāful.173 

Secara operasional, takāful menggunakan dua akad utama, yaitu tabarru’ 

dan tijārah, yang sering dikombinasikan dalam bentuk hybrid contract. Akad 

tabarru’ berfungsi sebagai dasar solidaritas sosial, sedangkan akad tijārah seperti 

wakālah bil ujrah dan mudhārabah digunakan untuk mengelola dana dan 

investasi. 174  Pada akad mudhārabah, peserta bertindak sebagai pemilik dana 

(shāhibul māl), sedangkan perusahaan sebagai pengelola (muḍārib), sementara 

dalam akad wakālah, perusahaan memperoleh imbalan berupa ujrah atas jasa 

pengelolaan. Meskipun struktur ini dianggap fleksibel dan adaptif terhadap 

                                                      
169 Putri, R. C., rahim, a., nurlaila, n.(2022). Analysis of risk management strategies of pt. Asuransi 

takaful Keluarga during the covid-19 period in area of sumatra1. Budapest international 

research and critics institute-journal (birci-journal), 5(1), 7306–7314  
170 Iqbal, “Regulatory Challenges Of Islamic Finance”; Obaidullah, “Islamic Financial Services.” 
171 Khan, Islamic Finance: Theory And Practice; Ali, Concept And Practice Of Takaful. 
172 Aida Yuzi Yusof et al., “risk-based capital framework: conventional vs. Takaful operators,” 

journal of management research 7, no. 2 (2015): 1, https: //doi.org/10.5296/jmr.v7i2.6922. 
173 Irham Lutfiansyah et al., “konsep good corporate governance dalam perspektif syariah untuk 

mengatasi permasalahan penerapan corporate governance perbankan di indonesia,” nisiatif: 

jurnal ekonomi, akuntansi dan manajemen 2 no 1 (2023): 396–407. 
174  Aaoifi, shari’ah standards; simon archer et al., takaful islamic insurance: concepts and 

regulatory issues (wiley, 2009). 
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kebutuhan industri modern, sejumlah literatur mengkritik bahwa penggunaan 

akad ganda dapat menimbulkan ambiguitas dan potensi gharar jika tidak diatur 

secara transparan.175  

4.3.2 Surplus Underwriting dan Retakaful 

1. Mekanisme Surplus Underwriting 

Surplus underwriting (al-fāʾiḍ al-taʾmīnī) dalam takāful adalah kelebihan 

dana tabarru’ peserta setelah dikurangi pembayaran klaim, biaya 

reasuransi/retakaful, dan cadangan teknis pada akhir periode tertentu. Surplus ini 

secara konseptual berbeda dari profit perusahaan konvensional karena terbentuk 

dari dana yang secara fikih merupakan milik kolektif peserta yang telah 

didonasikan (māl al-mutabarriʿīn). AAOIFI Financial Accounting Standard 

(FAS) 13 tentang Disclosure of Bases for Determining and Allocating Surplus or 

Deficit in Islamic Insurance Companies memberikan panduan bahwa distribusi 

surplus harus didasarkan pada kebijakan yang jelas, konsisten, dan telah 

diungkapkan kepada peserta sebelumnya.176  

Perbedaan pendapat muncul terkait distribusi surplus underwriting yang 

merupakan salah satu isu paling kontroversial dalam industri takāful. Terdapat 

tiga pendekatan yang digunakan dalam praktik global. Pendekatan pertama 

adalah distribusi surplus kepada peserta yang masih aktif dan tidak mengajukan 

klaim (al-tawzī’ ‘alā ghayr al-muṭālibīn), yang paling selaras dengan prinsip 

taʿāwun. Pendekatan kedua adalah distribusi surplus kepada semua peserta aktif 

secara proporsional sesuai kontribusi. Pendekatan ketiga adalah menahan surplus 

sebagai cadangan (iḥtiyāṭī) untuk memperkuat solvabilitas dana peserta di masa 

depan. Beberapa perusahaan mengombinasikan ketiga pendekatan ini, misalnya 

60 persen untuk cadangan, 30 persen didistribusikan kepada peserta, dan 10 

persen untuk operator sebagai insentif pengelolaan yang efisien.177 

IFSB Standard 8 (Guiding Principles on Governance for Takāful (Islamic 

Insurance) Undertakings) mensyaratkan bahwa kebijakan distribusi surplus harus 

                                                      
175  M. H. Kamali, Shari’ah Law: An Introduction (Oneworld Publications, 2008); Azman Abdul 

Rahman, “Hybrid Contracts in Islamic Finance,” Journal of Islamic Accounting and Business 

Research, 2014. 
176  Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions, Financial 

Accounting Standard No. 13: Disclosure of Bases for Determining and Allocating Surplus or 

Deficit in Islamic Insurance Companies (AAOIFI, 2003), https: //doi.org/10.2139/ 

ssrn.2478965. 
177  Thomas Frenz and Sven Soualhi, “Underwriting and Investment—Do Takaful and 

Conventional Insurers Differ?,” Geneva Papers on Risk and Insurance—Issues and Practice 

35, no. 1 (2010): 200–218, https: //doi.org/10.1057/gpp.2009.34; Archer et al., Takaful Islamic 

Insurance: Concepts and Regulatory Issues. 
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mendapat persetujuan DPS, dicantumkan dalam dokumen polis, dan dilaporkan 

secara transparan kepada regulator. Tantangan teknis muncul dalam perhitungan 

surplus yang akurat, mengingat adanya perbedaan antara surplus teknis (al-fāʾiḍ 

al-fann), surplus investasi (ʿāʾid al-istithmār), dan surplus gabungan. Pengakuan 

surplus yang prematur atau perhitungan cadangan yang tidak konservatif dapat 

mengakibatkan distribusi yang berlebihan dan mengancam solvabilitas dana 

tabarru’.178  

2. Deficit Underwriting dan Qarḍ al-Ḥasan 

Ketika dana tabarru’ mengalami defisit dalam artian klaim dan biaya 

melebihi kontribusi yang diterima. Maka model takāful mensyaratkan adanya 

mekanisme talangan. Mekanisme yang paling umum diterima secara syariah 

adalah qard al-hasan (pinjaman kebajikan) dari perusahaan operator kepada dana 

tabarru’. Fatwa DSN-MUI Nomor 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakālah 

Bil Ujrah pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah mengatur bahwa dalam 

kondisi defisit, perusahaan wajib memberikan qard yang harus dikembalikan dari 

surplus dana tabarru’ masa mendatang, tanpa tambahan apapun (bi lā ziyādah).179  

Masalah pada akad qard al-hasan dalam konteks defisit underwriting 

terletak pada kemungkinan pengulangan defisit yang berkelanjutan. Jika dana 

tabarru’ secara konsisten mengalami defisit, perusahaan operator terpaksa terus 

memberikan pinjaman yang tidak terbayar, yang pada akhirnya menciptakan 

tekanan solvabilitas pada perusahaan itu sendiri. Sementara itu, mekanisme 

pricing yang tidak akurat dapat menetapkan kontribusi terlalu rendah untuk 

menarik peserta, sehingga menjadi penyebab utama defisit struktural yang 

berulang. POJK Nomor 23/POJK.05/2023 tentang Perusahaan Asuransi Jiwa 

memperkuat persyaratan solvabilitas minimum dan cadangan teknis sebagai 

respons terhadap kerentanan ini.180  

                                                      
178  Islamic Financial Services Board, IFSB-8: Guiding Principles on Governance for Takaful 

(Islamic Insurance) Undertakings (IFSB, 2009); Accounting and Auditing Organization for 

Islamic Financial Institutions, Financial Accounting Standard No. 13: Disclosure of Bases for 

Determining and Allocating Surplus or Deficit in Islamic Insurance Companies. 
179  Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, Fatwa DSN-MUI Nomor 52/DSN-

MUI/III/2006 tentang Akad Wakālah Bil Ujrah pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah 

(DSN-MUI, 2006). 
180 Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan OJK Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan 

Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan 

Perusahaan Reasuransi Syariah (Otoritas Jasa Keuangan, 2016); Islamic Financial Services 

Board, IFSB-11: Standard on Solvency Requirements for Takaful (Islamic Insurance) 

Undertakings (IFSB, 2010). 



 

103 

3. Mekanisme Retakaful dan Tantangan Kapasitas 

Retakaful merupakan padanan syariah dari reasuransi konvensional, di 

mana perusahaan takāful (al-shirkah al-mutanāzilah) mentransfer sebagian risiko 

yang ditanggungnya kepada perusahaan retakaful (al-muʿīd al-islāmī) dengan 

imbalan kontribusi retakaful yang bersifat tabarru’. Secara konseptual, retakaful 

mereplikasi mekanisme takāful pada level yang lebih tinggi: perusahaan-

perusahaan takāful saling bertabarru’ untuk menanggung risiko-risiko besar yang 

melampaui kapasitas individual masing-masing.181  

Model operasional retakaful mengikuti pola yang sama dengan takāful 

primer, yaitu berupa: wakālah, muḍārabah, atau hybrid. Tantangan terbesar 

industri retakaful global adalah keterbatasan kapasitas. Di mana jumlah 

perusahaan retakaful yang beroperasi sesuai syariah secara penuh masih sangat 

terbatas, sehingga banyak perusahaan takāful terpaksa menggunakan jasa 

reasuransi konvensional. Berdasarkan data IFSB pada 2022, sekitar 60-70 persen 

kebutuhan retakaful industri global masih dipenuhi oleh reasuransi konvensional. 

Fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Taʿwīḍ) 

dan fatwa-fatwa terkait mengizinkan penggunaan reasuransi konvensional 

sebagai ḍarūrah (darurat) selama belum tersedia kapasitas retakaful yang 

memadai, dengan syarat bahwa akad retakaful tidak mengandung unsur yang 

secara eksplisit bertentangan dengan syariah.182  

Regulasi OJK melalui POJK Nomor 69/POJK.05/2016 mengatur bahwa 

perusahaan asuransi syariah harus memprioritaskan penggunaan reasuransi 

syariah. Namun demikian, ketidaktersediaan kapasitas retakaful yang 

memadai—khususnya untuk lini bisnis properti dan marine cargo—memaksa 

sebagian besar perusahaan takāful Indonesia untuk tetap mengandalkan 

reasuransi konvensional. Kondisi ini menciptakan ketidakkonsistenan syariah 

yang sistemik: perusahaan yang diklaim beroperasi sepenuhnya berdasarkan 

prinsip syariah tetapi komponen perlindungan akhirnya masih ditanggung oleh 

sistem konvensional yang mengandung unsur gharar, maysir, dan riba.183  

                                                      
181 Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions, Shari’ah Standard 

No. 41: Islamic Reinsurance (Retakaful) (AAOIFI, 2014); Nienhaus, “Takaful: Concept, 

Models, Trends and Opportunities.” 
182 Ernst & Young, World Takaful Report 2022: Moving Toward Maturity (EY Global Islamic 

Banking Center, 2022); Archer et al., Takaful Islamic Insurance: Concepts and Regulatory 

Issues. 
183 Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan OJK Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan 

Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan 

Perusahaan Reasuransi Syariah; W. Jean Kwon, “Islamic Finance and Insurance: International 
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4.3.3 Pricing dan Manajemen Risiko Dalam Takāful 

1. Landasan Aktuaria Pricing Takāful 

Pricing dalam takāful (taḥdīd al-musāhamah) secara fundamental berbeda 

dari penetapan premi dalam asuransi konvensional, meskipun keduanya 

menggunakan kalkulasi aktuaria sebagai dasar teknis. Dalam asuransi 

konvensional, premi adalah harga yang dibayar untuk membeli proteksi (thamān 

al-ḍamān), sehingga mengandung unsur pertukaran yang setara. Dalam takāful, 

kontribusi peserta (musāhamah) secara konsep adalah donasi dengan niat 

tabarru’, bukan pembelian perlindungan. Konsep ini menjadi sebuah 

permasalahan ketika kontribusi harus dihitung secara aktuaria untuk memastikan 

kecukupan dana tabarru’. Jika kontribusi terlalu rendah maka dana akan 

mengalami defisit, sebaliknya, jika terlalu tinggi, perusahaan akan 

mengakumulasi surplus yang berlebihan sehingga menciptakan masalah dalam 

distribusi.184  

Sitem dalam pricing takāful mencakup beberapa komponen utama. Yaitu, 

Pertama, analisis mortalitas dan morbiditas menggunakan tabel aktuaria yang 

harus dikembangkan berdasarkan data populasi Muslim (atau setidaknya 

populasi lokal) untuk mencerminkan realitas risiko yang sebenarnya. Kedua, 

loading factor untuk biaya operasional dan ujrah operator yang harus transparan 

dan tidak berlebihan sesuai prinsip lā ḍarar wa lā ḍirār. Ketiga, safety loading 

untuk memastikan kecukupan cadangan teknis. Keempat, faktor diskonto yang 

harus berbasis return investasi halal, bukan suku bunga konvensional. Kelima, 

penyesuaian untuk produk-produk khusus seperti takāful jiwa dengan komponen 

investasi berupa unit-linked atau endowment.185  

Tantangan spesifik yang muncul dalam pricing takāful adalah 

keterbatasan data historis klaim yang memadai. Banyak perusahaan takāful, 

khususnya di Indonesia, beroperasi dalam skala yang relatif kecil sehingga data 

klaimnya secara statistik tidak representatif. Hal ini mendorong praktik copy 

pricing dengan cara mengadopsi tabel premi dari perusahaan konvensional yang 

kemudian disesuaikan. Hal inilah yang menimbulkan pertanyaan tentang 

                                                      
Norms and New Market Dimensions,” Risk Management and Insurance Review 10, no. 1 

(2007): 43–80, https: //doi.org/10.1111/j.1540-6296.2007.00106.x. 
184  Harold D. Skipper and W. Jean Kwon, Risk Management and Insurance: Perspectives in a 

Global Economy (Blackwell, 2007); Billah, Islamic Insurance Products. 
185 David C. M. Dickson and Mary R. Hardy, “Mortality and Morbidity Rates in Takaful,” Journal 

of Risk and Insurance 80, no. 2 (2013): 343–72, https: //doi.org/10.1111/j.1539-

6975.2013.12003.x; Emmett J. Vaughan and Therese M. Vaughan, Fundamentals of Risk and 

Insurance, 10th ed. (John Wiley & Sons, 2008). 
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validitas aktuaria dan keselarasan dengan realitas risiko spesifik populasi peserta 

takāful.186  

2. Manajemen Risiko Asuransi Syariah dalam Kerangka Syariah 

Manajemen risiko dalam takāful beroperasi dalam dua lapis: manajemen 

risiko operasional perusahaan (idārat al-makhāṭir al-muʾassasiyyah) dan 

manajemen risiko dalam dana tabarru’ peserta (idārat al-makhāṭir fī ṣundūq al-

tabarru’āt). IFSB Standard 11 (Standard on Solvency Requirements for Takāful 

(Islamic Insurance) Undertakings) mengidentifikasi empat kategori risiko utama 

yang dihadapi perusahaan takāful yaitu berupa risiko underwriting (klaim 

melebihi ekspektasi), risiko investasi (return investasi tidak memenuhi target), 

risiko operasional (kegagalan sistem dan proses), dan risiko likuiditas 

(ketidakcukupan aset likuid untuk memenuhi kewajiban jangka pendek).187  

Sehingga perlu kerangka manajemen risiko berbasis maqāṣid syarīʿah 

yang dikembangkan oleh Chapra dan Ahmed menambahkan dimensi al-makhāṭir 

al-sharʿiyyah (risiko syariah) sebagai kategori kritis yang tidak ditemukan dalam 

kerangka manajemen risiko konvensional. Risiko syariah mencakup risiko 

ketidakpatuhan (makhāṭir ʿadam al-ittibāʿ), risiko reputasi syariah (makhāṭir al-

sumʿah al-sharʿiyyah), dan risiko fatwa (makhāṭir al-fatwā). Pengelolaan risiko-

risiko ini memerlukan fungsi kepatuhan syariah yang independen, mekanisme 

review DPS yang efektif, dan sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing) 

yang terlindungi.188  

3. Investasi Dana Takāful 

Pengelolaan investasi dalam takāful melibatkan dua kategori dana yang 

berbeda: dana tabarru’ peserta dan dana investasi peserta (dalam produk unit-

linked), serta dana pemegang saham. Seluruh investasi harus memenuhi prinsip 

kehalalannya yaitu, bebas dari riba, gharar yang berlebihan, maysir, dan sektor-

sektor yang diharamkan (alkohol, tembakau, senjata, pornografi, babi, dan 

                                                      
186  Khalid Al-Amri, “Takaful Insurance Efficiency in the GCC Countries,” Humanomics 31, no. 

3 (2015): 344–53, https: //doi.org/10.1108/H-05-2014-0039; Muhammad Naeem Akhtar et al., 

“Challenges Facing Takaful Industry: Evidence from South Asia,” International Journal of 

Management and Business Research 7, no. 1 (2017): 51–62, https: 
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sejenisnya). Screening investasi menggunakan dua filter, berpua filter aktivitas 

usaha (al-nashaṭ al-maḥẓūr) dan filter keuangan. Hal ini biasanya menggunakan 

rasio utang berbasis riba, aset tidak halal, dan pendapatan non-halal tidak 

melebihi threshold tertentu, biasanya antara 5% sampai dengan 55% tergantung 

standar yang digunakan. 

Regulasi OJK melalui POJK Nomor 1/POJK.05/2019 tentang Perizinan 

Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi mengatur daftar instrumen 

investasi yang diizinkan bagi perusahaan asuransi syariah, yang mencakup 

deposito di bank syariah, sukuk pemerintah dan korporasi, saham syariah (yang 

masuk dalam Daftar Efek Syariah OJK), reksa dana syariah, dan properti. 

Ketentuan ini menerapkan prinsip matching antara jangka waktu aset dan 

kewajiban (asset-liability matching) yang kritis untuk memastikan solvabilitas, 

serta prinsip diversifikasi untuk meminimalkan risiko konsentrasi.189  

4.3.4 Prosedur Klaim dan Isu Gharar dalam Asuransi Syariah 

1. Mekanisme Klaim dalam Kerangka Takāful 

Prosedur klaim (al-muṭālabaḥ bi al-taʿwīḍ) dalam takāful harus dirancang 

sedemikian rupa sehingga mencerminkan hakikat dana tabarru’ sebagai milik 

kolektif peserta yang dikelola secara amanah, bukan kewajiban kontraktual 

perusahaan sebagaimana dalam asuransi konvensional. Perbedaan konseptual ini 

memiliki implikasi praktis yang signifikan, misalnya dalam asuransi 

konvensional, klaim adalah hak peserta yang harus dipenuhi berdasarkan 

kontrak. Hal ini berbeda dalam takāful yang ideal, pembayaran klaim adalah 

penyaluran dana tabarru’ kepada peserta yang memerlukan berdasarkan prinsip 

taʿāwun.190  

POJK Nomor 69/POJK.05/2016 juga mengatur bahwa perusahaan 

asuransi syariah wajib menyelesaikan klaim dalam jangka waktu yang telah 

ditentukan sejak diterimanya dokumen klaim yang lengkap. Standar layanan 

klaim yang baik mencakup kecepatan respons awal (maksimal 3 hari kerja), 

kelengkapan investigasi (maksimal 14-30 hari untuk klaim sederhana), keadilan 

dalam penilaian klaim, dan transparansi dalam komunikasi kepada peserta. 

Prinsip utmost good faith (ḥusn al-niyyah al-kāmilah) berlaku bagi kedua belah 

pihak: peserta wajib mengungkapkan semua fakta material secara jujur, 
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sementara perusahaan wajib memproses klaim secara adil dan tidak 

menggunakan klausul pengecualian secara sewenang-wenang.191  

Munculnya Isu kontroversial dalam prosedur klaim takāful adalah status 

klaim yang melebihi saldo dana tabarru’ individu peserta. Dalam asuransi 

konvensional, ini tidak menjadi masalah karena perusahaan menanggung 

selisihnya dari dana pemegang saham. Dalam takāful, mekanisme taʿāwun 

memungkinkan pembayaran klaim yang melebihi kontribusi individual peserta 

dari dana kolektif. Hal ini justru merupakan manifestasi utama prinsip solidaritas. 

Namun ketika total klaim melebihi total dana tabarru’, qard al-hasan dari operator 

menjadi mekanisme penyelamatan terakhir.192 

2. Gharar dalam Konteks Takaful 

Gharar (الغرر), yang secara leksikal berarti bahaya, ketidakpastian, atau 

penipuan, merupakan konsep kunci dalam hukum Islam yang menjadi basis 

pelarangan sebagian besar transaksi asuransi konvensional. Ibn Hazm 

mendefinisikan gharar sebagai 'jual beli yang tidak diketahui akhirnya' (bayʿ mā 

lā yuʿlamu ākhiruhu), sementara al-Sarakhsī dalam Al-Mabsūṭ mendefinisikan-

nya sebagai 'sesuatu yang wajahnya tampak menarik tetapi isi dalamnya 

tersembunyi dan tidak pasti' (mā kāna zāhirahu yaʿjib wa bāṭinahu mujhūl).193  

Para ulama fikih kontemporer mengidentifikasi tiga bentuk gharar yang 

relevan dengan asuransi konvensional. Pertama, gharar dalam prestasi (al-gharar 

fī al-maʿqūd ʿalayh): ketidakpastian apakah peristiwa yang dijadikan objek 

asuransi (musibah, kecelakaan, kematian) akan terjadi atau tidak. Kedua, gharar 

dalam imbal balik (al-gharar fī al-ʿiwaḍ): pemegang polis membayar premi 

dengan pasti tetapi tidak mengetahui apakah akan menerima manfaat atau tidak, 

dan jika menerima, berapa jumlahnya relatif terhadap premi yang telah dibayar. 

Ketiga, gharar dalam jangka waktu (al-gharar fī al-ajal): ketidakpastian kapan 

peristiwa akan terjadi yang memengaruhi nilai ekonomis dari transaksi.194  

Argumen bahwa takāful bebas dari gharar yang dilarang (al-gharar al-

maḥẓūr) didasarkan pada transformasi akad dari muʿāwaḍah (pertukaran bisnis) 

                                                      
191  Mohd Masum Billah, Applied Takaful and Modern Insurance: Law and Practice, 2nd ed. 

(Sweet & Maxwell Asia, 2007); Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan OJK Nomor 

69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi 

Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah. 
192 Sula, Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional. 
193 Muḥammad ibn Aḥmad Al-Sarakhsī, Al-Mabsūṭ, vol. 30 (Dār al-Maʿrifah, 1989). 
194 Kwon, “Islamic Finance and Insurance: International Norms and New Market Dimensions”; 

Ausaf Ahmad, “The General Theory of the Islamization of the Economy,” The American 

Journal of Islamic Social Sciences 18, no. 4 (2001): 97–121. 
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menjadi tabarru’ (donasi kebajikan). Wahbah al-Zuḥaylī dalam Al-Fiqh al-Islāmī 

wa Adillatuhu menjelaskan bahwa gharar hanya relevan dalam akad-akad 

muʿāwaḍah, karena esensi pelarangan gharar adalah melindungi salah satu pihak 

dari ketidakadilan pertukaran. Dalam tabarru’, tidak ada pertukaran yang 

diharapkan, sehingga tidak ada pihak yang 'dirugikan' secara pertukaran. Klaim 

ini dapat diterima secara teoritis jika dan hanya jika tabarru’ yang dimaksud 

adalah tabarru’ murni, yaitu donasi tanpa ekspektasi imbalan apapun.195  

Permasalahan ini ternyata mendapat kritikan dari el-Gamal, yang 

berargumen bahwa dalam praktiknya, peserta takāful bergabung dengan 

ekspektasi mendapatkan proteksi yang sepadan dengan kontribusi yang dibayar. 

Ekspektasi ini, meskipun tidak dikontrakkan secara eksplisit dapat menciptakan 

apa yang disebut implied muʿāwaḍah, yaitu walaupun dalam dokumen akad 

tertulisnya tabarru’ (donasi), secara kenyataan para pihak bisa saja 

memperlakukan transaksi itu seperti jual beli pertukaran.. Jika demikian, gharar 

tetap hadir meskipun akad telah direkayasa ulang menggunakan terminologi 

tabarru’. Respons terhadap kritik ini mendorong pentingnya edukasi peserta yang 

memahami tentang hakikat tabarru’, transparansi penuh tentang bagaimana dana 

dikelola dan didistribusikan, serta desain produk yang benar-benar merefleksikan 

prinsip solidaritas dan bukan kalkulasi pertukaran.196  

3. Maysir dan Riba dalam Konteks Takāful 

Selain gharar, dua larangan utama lainnya dalam transaksi keuangan 

Islam, yaitu maysir dan riba juga sering tidak bisa dihindari dalam diskusi tentang 

keabsahan takāful. Maysir (الميسر), yang secara etimologis berarti kemudahan 

atau keberuntungan, diartikan dalam konteks fikih modern sebagai segala bentuk 

perjudian atau spekulasi yang mengandung ketidakpastian ekstrem dan 

redistribusi kekayaan tanpa basis produktif. Argumentasi tentang asuransi 

konvensional mengandung maysir didasarkan pada analogi dengan perjudian. Di 

mana pemegang polis ‘bertaruh’ bahwa musibah akan terjadi sehingga mendapat 

klaim, sementara perusahaan juga ‘bertaruh’ bahwa musibah tidak akan terjadi 

sehingga tetap memegang premi. Hal ini berbeda pada takāful, argumen anti-

maysir dan anti-gharar berubah menjadi akad tabarru’, dengan menghilangkan 

                                                      
195  Nico P. Swartz and Pieter Coetzer, “Takaful: An Original Islamic Insurance Instrument,” 

African Journal of Business Management 4, no. 2 (2010): 253–64. 
196 El-Gamal, Islamic Finance: Law, Economics, and Practice; Murat Cizakca, “Risk Sharing and 

Islamic Finance,” Thunderbird International Business Review 49, no. 4 (2007): 479–96, https: 

//doi.org/10.1002/tie.20154. 
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elemen ‘taruhan’ karena peserta tidak mengharapkan imbalan personal dari 

kontribusinya, melainkan berkontribusi untuk kesejahteraan kolektif.197  

Isu riba dalam takāful terutama berkaitan dengan dua aspek. Pertama, 

investasi dana tabarru’ dalam instrumen berbasis bunga yang menghasilkan 

pendapatan ribawi. Ini relatif mudah diatasi dengan memastikan seluruh 

portofolio investasi hanya terdiri dari instrumen halal. Kedua, mekanisme qard 

al-hasan dalam talangan defisit. Artinya jika qard tersebut dikenakan biaya 

apapun, baik secara eksplisit maupun implisit seperti jaminan fee pengelolaan 

yang lebih tinggi, maka ia berubah menjadi pinjaman berbunga. POJK Nomor 

69/POJK.05/2016 secara tegas melarang pemberlakuan imbalan apapun dalam 

qard al-hasan yang diberikan oleh operator kepada dana tabarru’.198  

4.3.5 Regulasi Otoritas Jasa Keuangan dan Tata Kelola Syariah 

1. Regulasi Takāful di Indonesia 

Kerangka regulasi asuransi syariah di Indonesia dibangun di atas fondasi 

hukum yang berlapis berupa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang 

Perasuransian menjadi landasan legislatif tertinggi yang mengatur perasuransian 

nasional, termasuk asuransi syariah sebagai bagian integral dari ekosistem 

industri. Undang-undang ini secara eksplisit mengakui keberadaan asuransi 

syariah dan mewajibkan perusahaan untuk melakukan pemisahan dana peserta 

dari dana perusahaan. Ketentuan ini relevan dengan prinsip tabarru’ dalam 

takāful. Di level regulasi bawahany berupa POJK Nomor 69/POJK.05/2016 

tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi 

Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah merupakan 

regulasi operasional utama yang mengatur seluruh aspek penyelenggaraan 

takāful.199  

Misalnya pada regulasi OJK pada produk asuransi syariah mencakup 

beberapa area kunci. Pertama, persyaratan modal minimum, perusahaan asuransi 

syariah penuh (full-fledged) diwajibkan memiliki modal disetor minimum Rp 

                                                      
197  Al-Qaradāghī, Al-Taʾmīn al-Islāmī: Dirāsah Fiqhiyyah Taʾṣīliyyah Muqāranah; M. Kabir 

Hassan and Mervyn K. Lewis, “Product Development in Islamic Banking and Finance,” 

Journal of Islamic Economics, Banking and Finance 3, no. 1 (2007): 9–44. 
198 Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan OJK Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan 

Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan 

Perusahaan Reasuransi Syariah; M. K. Lewis and L. M. Algaoud, Islamic Banking (Edward 

Elgar Publishing, 2001), https: //doi.org/10.4337/9781781950630. 
199 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (2014); Otoritas Jasa Keuangan, 

Peraturan OJK Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan 

Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi 

Syariah. 
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100 miliar, sementara unit syariah dari perusahaan asuransi konvensional 

diwajibkan memiliki dana awal (seed fund) minimum Rp 50 miliar. Kedua, 

persyaratan solvabilitas, berupa rasio solvabilitas minimum (risk-based capital) 

sebesar 120 persen dari Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR). Ketiga, 

persyaratan cadangan teknis yang konservatif untuk memastikan kecukupan dana 

dalam menghadapi kewajiban masa depan. Keempat, persyaratan investasi yang 

membatasi alokasi dana pada instrumen berisiko tinggi dan mewajibkan 

diversifikasi.200  

Ketentuan terkait spin-off unit syariah menjadi perusahaan asuransi 

syariah mandiri, awalnya diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 40 Tahun 

2014 untuk dilakukan paling lambat 10 tahun sejak berlakunya undang-undang 

mengalami penundaan dan penyesuaian dalam implementasinya. POJK Nomor 

11/POJK.05/2020 mengatur tata cara spin-off tersebut dengan persyaratan yang 

lebih terperinci. Namun demikian, tantangan kapitalisasi dan kapasitas SDM 

menyebabkan banyak unit syariah belum siap atau enggan melakukan spin-off, 

sehingga sebagian besar pasar takāful Indonesia masih dijalankan melalui unit 

usaha syariah (UUS) dari perusahaan asuransi konvensional.201  

2. Dewan Pengawas Syariah pada Asuransi Syariah 

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan organ kunci dalam tata 

kelola syariah perusahaan takāful yang berfungsi sebagai jembatan antara norma 

syariah dan praktik operasional. POJK Nomor 59/POJK.05/2020 tentang 

Perubahan atas POJK Nomor 69/POJK.05/2016 memperkuat persyaratan 

komposisi dan kualifikasi DPS, mewajibkan perusahaan asuransi syariah untuk 

memiliki DPS yang terdiri dari minimal 2 (dua) orang anggota, dengan 

setidaknya satu orang yang memiliki keahlian di bidang asuransi syariah atau 

keuangan syariah.202  

Fungsi DPS dalam takāful mencakup empat dimensi utama. Pertama, 

Dimensi ex-ante, fungsi DPS sebagai pengawasan yang dilakukan sebelum suatu 

                                                      
200 Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan OJK Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan 

Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan 

Perusahaan Reasuransi Syariah; Mardani, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di 

Indonesia (Kencana, 2015), https: //doi.org/10.31219/osf.io/yk3a5. 
201  Otoritas Jasa Keuangan, Roadmap Pengembangan Asuransi Syariah Indonesia 2023–2027 

(Otoritas Jasa Keuangan, 2023); Yadi Janwari, Lembaga Keuangan Syariah (Remaja 

Rosdakarya, 2015). 
202  Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan OJK Nomor 59/POJK.05/2020 tentang Perubahan atas 

Peraturan OJK Nomor 69/POJK.05/2016 (Otoritas Jasa Keuangan, 2020); Islamic Financial 

Services Board, IFSB-3: Guiding Principles on Corporate Governance for Institutions Offering 

Only Islamic Financial Services (IFSB, 2006). 
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tindakan, produk, atau kebijakan dijalankan, berupa memberikan persetujuan 

(visa) terhadap produk baru, akad, dan kebijakan operasional sebelum 

diimplementasikan. Dimensi ex-post, bertugas melakukan review berkala 

terhadap praktik operasional yang sedang berjalan untuk memastikan konsistensi 

dengan fatwa dan persetujuan yang telah diberikan. Dimensi advisory, dengan 

memberikan fatwa internal dan panduan kepada manajemen dalam menghadapi 

situasi baru yang belum diatur. Dimensi reporting, yaitu menyampaikan laporan 

tahunan kepada DSN-MUI, OJK, dan pemegang polis tentang hasil pengawasan 

syariah.203  

Tantangan struktural DPS yang telah banyak diidentifikasi dalam literatur 

mencakup: pertama, rangkap jabatan yang ekstensif, sehingga banyak anggota 

DPS aktif di banyak lembaga sekaligus sehingga fungsi pengawasan menjadi 

terbatas; Kedua, ketergantungan finansial kepada perusahaan yang diawasi 

menciptakan potensi konflik kepentingan; Ketiga, keterbatasan kompetensi 

teknis dalam bidang aktuaria, keuangan, dan hukum positif yang diperlukan 

untuk pengawasan yang efektif; keempat, kurangnya kapasitas investigatif untuk 

mendeteksi ketidakpatuhan yang tersembunyi dalam operasional sehari-hari.204  

Reformasi tata kelola DPS yang direkomendasikan oleh IFSB dalam 

Guiding Principle 3 tentang Fit and Proper Requirements mencakup pembatasan 

rangkap jabatan, penetapan cooling-off period sebelum bergabung dengan 

perusahaan yang diawasi, peningkatan remunerasi yang adil dan tidak 

menciptakan ketergantungan, serta pengembangan sistem pendidikan dan 

sertifikasi yang terstandarisasi. DSN-MUI telah menginisiasi program sertifikasi 

DPS yang diharapkan dapat meningkatkan standar kompetensi, meskipun 

implementasinya masih perlu diperkuat dengan mekanisme penegakan yang 

lebih tegas dari OJK.205  

3. Disclosure dan Transparansi dalam Regulasi Takāful 

Keterbukaan informasi (al-ifṣāḥ) merupakan prasyarat utama bagi 

berfungsinya pasar takāful secara adil dan efisien. Peserta takāful perlu 

                                                      
203  Islamic Financial Services Board, IFSB-8: Guiding Principles on Governance for Takaful 

(Islamic Insurance) Undertakings; Archer et al., Takaful Islamic Insurance: Concepts and 

Regulatory Issues. 
204 Chapra and Ahmed, Corporate Governance in Islamic Financial Institutions, 239; Mohd Azmi 

Abdul Hamid and Haslindar Ibrahim, “The Challenges and Issues in Takaful Industry,” 

Humanomics 28, no. 3 (2012): 235–46, https: //doi.org/10.1108/08288661211258691. 
205 Islamic Financial Services Board, IFSB-3: Guiding Principles on Corporate Governance for 

Institutions Offering Only Islamic Financial Services; Akhtar et al., “Challenges Facing 

Takaful Industry: Evidence from South Asia.” 
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memahami dengan jelas: (1) bagaimana kontribusinya dialokasikan antara dana 

tabarru’ dan dana investasi; (2) berapa ujrah yang diambil operator; (3) 

bagaimana surplus underwriting dihitung dan didistribusikan; (4) bagaimana 

dana diinvestasikan dan apa return yang dihasilkan; (5) bagaimana mekanisme 

klaim bekerja dan apa kondisi yang memungkinkan penolakan klaim. 

POJK Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran 

Produk Asuransi mengatur kewajiban disclosure yang cukup komprehensif. 

Namun dalam praktiknya, banyak perusahaan takāful masih menggunakan 

dokumen polis yang sulit dipahami oleh peserta awam, terminologi teknis yang 

tidak dijelaskan, dan ringkasan produk yang tidak mencakup semua informasi 

material. OJK telah mendorong implementasi ringkasan informasi produk yang 

sederhana melalui Program Perlindungan Konsumen, termasuk kewajiban 

penyampaian Policy Summary atau Ilustrasi Produk yang komprehensif sebelum 

pembelian polis.206  

4.3.6 Analisis Komparatif dan Implikasi Kebijakan 

1. Komparasi Regulasi Takāful Indonesia, Malaysia, dan Standar 

Internasional 

Indonesia dan Malaysia termasuk pasar terbesar takāful di Asia Tenggara. 

Perbedaan regulasi dua negara mengungkapkan perbedaan signifikan dalam 

kedalaman regulasi, kecanggihan pengawasan, dan tingkat pengembangan 

produk. Malaysia, melalui Islamic Financial Services Act (IFSA) 2013 dan Bank 

Negara Malaysia (BNM) sebagai regulator tunggal keuangan Islam, memiliki 

kerangka regulasi yang lebih komprehensif, konsisten, dan berorientasi 

pengembangan industri. sedangkan Indonesia, dengan OJK sebagai regulator dan 

DSN-MUI sebagai otoritas fatwa, beroperasi dalam model dual-authority yang 

terkadang menciptakan ketidakjelasan yurisdiksi. 207  Jika kita lihat perbedaan 

regulasi takaful kedua negara tersebut adalah sebagai berikut:  

  

                                                      
206 Otoritas Jasa Keuangan, Roadmap Perasuransian Syariah Indonesia 2015-2019 (OJK, 2015); 

Mohamed Sherif and Nor Aziah Hussnain, “Family Takaful in Developing Muslim Countries: 

An Empirical Investigation Malaysia,” Journal of Islamic Marketing 4, no. 3 (2013): 330–52, 

https: //doi.org/10.1108/JIMA-07-2011-0059. 
207 Sami Ahmed Patel, “Takaful and Poverty: How Islamic Insurance Can Aid the Poor,” Journal 

of Social Policy 38, no. 1 (2009): 1–18, https: //doi.org/10.1017/S004727940800292X; Tarek 

S. Zaher and M. Kabir Hassan, “A Comparative Literature Survey of Islamic Finance and 

Banking,” Financial Markets, Institutions & Instruments 10, no. 4 (2001): 155–99, https: 

//doi.org/10.1111/1468-0416.00044. 
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Tabel 2. Komparasi Regulasi Takāful Indonesia, Malaysia, serta Standar 

AAOIFI/IFSB 

Aspek Indonesia (OJK) Malaysia (BNM) 
Standar 

AAOIFI/IFSB 

Model Akad 

Dominan 

Wakālah + 

Muḍārabah 

(Hybrid) 

Wakālah + 

Muḍārabah; 

Wakālah Murni 

Tidak preskriptif; 

prinsip-based 

Pemisahan Dana Wajib (UU 

40/2014) 

Wajib (IFSA 2013) Diwajibkan 

(AAOIFI FAS 26) 

Modal Minimum Rp 100 Miliar 

(full); Rp 50 

Miliar (UUS) 

RM 100 Juta (full 

company) 

Berbasis risiko 

(IFSB-11) 

Distribusi 

Surplus 

Diatur POJK; 

kebijakan 

perusahaan 

Diatur BNM; 

disclosure wajib 

AAOIFI FAS 13; 

disclosure wajib 

Standar DPS POJK 59/2020; 

min 2 anggota 

BNM/RH/GL 003-

3; komite 

independen 

IFSB-3; Guiding 

Principles SSB 

Retakaful Prioritas syariah; 

darurat 

konvensional 

Prioritas syariah; 

darurat 

konvensional 

Preferensi 

retakaful (IFSB) 

Spin-off UUS Diwajibkan 

(tenggat 

diperpanjang) 

Tidak ada UUS; 

hanya full company 

Full company 

lebih 

direkomendasikan 

Standar 

Pelaporan 

PSAK 108 MFRS; BNM 

reporting standards 

AAOIFI FAS 

Sumber: dari berbagai sumber 

2. Implikasi Kebijakan dan Rekomendasi 

Hasil ini menunjukkan beberapa implikasi kebijakan kritis. Yaitu:  

a. OJK perlu menerbitkan regulasi khusus yang mengatur secara detail 

mekanisme distribusi surplus underwriting, termasuk metodologi perhitungan 

yang standar, ambang batas minimum cadangan sebelum distribusi, dan 

format disclosure yang wajib kepada peserta. Ketidakseragaman praktik 

distribusi surplus saat ini menciptakan ketidakadilan antar peserta dan potensi 

konflik antara manajemen dan peserta.  
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b. Standardisasi akad takāful perlu diperkuat melalui penerbitan template akad 

standar oleh DSN-MUI yang bersifat wajib (mulzim) bagi seluruh perusahaan 

takāful, sebagaimana dilakukan BNM Malaysia melalui Takaful Operational 

Framework. Template ini harus mencakup ketentuan minimum tentang hak-

hak peserta, mekanisme penyelesaian sengketa, dan klausul perlindungan 

konsumen yang tidak dapat dikesampingkan.  

c. Kapasitas retakaful nasional perlu dibangun secara sistemis melalui kebijakan 

insentif OJK dan OJK Syariah. Dorongan bagi pembentukan perusahaan 

retakaful nasional yang berkapasitas besar, sehingga idealnya melalui 

konsorsium beberapa perusahaan takāful besar akan mengurangi 

ketergantungan pada reasuransi konvensional yang merupakan kelemahan 

syariah struktural industri saat ini.  

d. Reformasi tata kelola DPS harus menjadi prioritas regulasi jangka pendek. 

Pembatasan rangkap jabatan yang tegas, misal maksimal 3 lembaga keuangan, 

penetapan remunerasi standar minimum oleh OJK, kewajiban sertifikasi 

profesi DPS, dan mekanisme rotasi berkala adalah langkah-langkah konkret 

yang dapat segera diimplementasikan tanpa memerlukan perubahan legislatif 

fundamental.  

Kesimpulannya adalah pemaparan pada subbab ini menemukan beberapa 

hal. Pertama, keabsahan syariah takāful bergantung sepenuhnya pada genuinitas 

akad tabarru’, bukan sekadar label formal, yang harus merupakan donasi dengan 

niat ikhlas untuk saling menanggung (taʿāwun), bukan rekayasa terminologi 

untuk menghindari larangan gharar dalam mu’āwaḍah. Kedua, transparansi 

dalam pengelolaan dana tabarru’, distribusi surplus, dan kebijakan investasi 

merupakan prasyarat tidak hanya bagi kepatuhan regulasi, tetapi bagi legitimasi 

syariah model takāful secara keseluruhan. Ketiga, tata kelola DPS yang 

independen, kompeten, dan efektif merupakan tulang punggung kepatuhan 

syariah yang berkelanjutan, tanpa DPS yang berfungsi optimal, seluruh klaim 

kepatuhan syariah perusahaan takāful menjadi rentan dan tidak dapat diverifikasi.  

Implikasi teoritis terpenting dari kajian ini adalah perlunya reorientasi 

paradigmatik dalam memahami takāful: dari sekadar 'asuransi yang halal' menuju 

'institusi taʿāwun yang memanfaatkan mekanisme asuransi untuk mewujudkan 

maqāṣid syarī’ah'. Pergeseran paradigma ini bukan sekadar perubahan semantik, 

melainkan transformasi fundamental dalam cara produk dirancang, dijual, 

dikelola, dan dievaluasi dengan menjadikan peserta sebagai penerima manfaat 

utama dari sistem, bukan sebagai sumber revenue yang perlu dioptimasi.  
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BAB V 
Regulasi dan Sengketa  

Ekonomi Syariah 
 

 

 

 

 
 

 

5.1 Pembuktian Akad Murābaḥah dalam Sengketa Ekonomi Syariah 

erkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia mengalami 

pertumbuhan signifikan seiring meningkatnya kesadaran masyarakat 

terhadap sistem ekonomi berbasis prinsip syariah. Salah satu produk 

pembiayaan yang paling dominan digunakan oleh perbankan syariah adalah akad 

murābaḥah, yaitu akad jual beli dengan penegasan harga pokok dan margin 

keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli. Dalam praktiknya, Akad 

murabahah merupakan salah satu jenis akad yang paling dominan digunakan 

dalam praktik pembiayaan perbankan syariah, di mana bank berperan sebagai 

penjual yang menyediakan pembiayaan melalui mekanisme transaksi jual beli.208 

Secara normatif, akad murābaḥah harus memenuhi rukun dan syarat akad 

sebagaimana ditentukan dalam fiqh muamalah, antara lain adanya para pihak 

yang cakap hukum, objek akad yang jelas dan halal, ijab dan qabul yang sah, 

serta transparansi harga dan keuntungan. 209  Dalam kerangka hukum positif 

Indonesia, praktik akad murābaḥah harus mengacu dan selaras dengan berbagai 

ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis 

                                                      
208  Rahman, Khaerunnisa, dan An Ras Tryastuti, “Inovasi Akad Murabahah Bil Wakalah Sebagai 

Solusi Pembiayaan Multijasa Di Industri Perbankan Syariah,” Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal 

Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam 7, no. 2 (September 2025): 160–76, https: 

//doi.org/10.47435/asy-syarikah.v7i2.4055. 
209  Muh Rajib, “Terbentuknya Akad (Kontrak): Rukun Dan Syarat Akad,” Iqtishaduna: Jurnal 

Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari’ah 6, no. 3 (Februari 2025): 678–95, https: 

//doi.org/10.24252/iqtishaduna.vi.55087. 
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Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 

(KHES). 210 

Sengketa yang timbul dari akad murābaḥah diselesaikan melalui 

Peradilan Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan 

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang secara tegas menetapkan 

kewenangan absolut Peradilan Agama dalam menangani perkara ekonomi 

syariah. Dengan demikian, penerapan akad murābaḥah tidak hanya harus 

memenuhi prinsip-prinsip syariah, tetapi juga wajib sesuai dengan sistem hukum 

nasional yang mengatur ekonomi syariah serta mekanisme penyelesaian 

sengketanya.211 

Pelaksanaan akad murābaḥah tidak selalu berjalan sesuai dengan konsep 

ideal tersebut. Tidak jarang terjadi sengketa antara lembaga keuangan syariah 

dan nasabah, khususnya terkait wanprestasi, keabsahan akad, perhitungan 

kewajiban pembiayaan, maupun dugaan penyimpangan akad murābaḥah yang 

lebih menyerupai perjanjian utang piutang. 212  Sengketa-sengketa tersebut 

kemudian diajukan ke Peradilan Agama sebagai lembaga yang memiliki 

kewenangan absolut dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah. 

Dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, aspek pembuktian akad 

murābaḥah menjadi persoalan yang sangat menentukan. Hakim Peradilan Agama 

tidak hanya dihadapkan pada penilaian alat bukti secara formil sebagaimana 

diatur dalam hukum acara perdata, tetapi juga dituntut untuk menilai substansi 

akad dari perspektif prinsip syariah. 213  Dengan demikian, pembuktian dalam 

sengketa ekonomi syariah memiliki karakteristik khusus yang membedakannya 

dari sengketa perdata pada umumnya. 

Berdasarkan kondisi tersebut, kajian mengenai pembuktian akad 

murābaḥah dalam putusan sengketa ekonomi syariah di Peradilan Agama. Kajian 

ini tidak hanya bertujuan untuk memahami bagaimana hakim membangun dasar 

                                                      
210  MariNews, “Peran Peradilan Agama Dalam Sengketa Ekonomi Syariah,” Peran Peradilan 

Agama Dalam Sengketa Ekonomi Syariah, diakses 27 Februari 2026, https: 

//marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/peran-peradilan-agama-dalam-sengketa-ekonomi-

syariah-0r8. 
211  MariNews. 
212  Muhammad Ikhlas Supardin dan J. M. Muslimin, “Sengketa Pembiayaan Akad Murabahah: 

Analisis Komparasi,” Al-Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan 11, no. 2 

(Desember 2022): 127–41, https: //doi.org/10.24252/ad.vi.30519. 
213  MariNews, “Supremasi Substansi Akad Dalam Sengketa Ekonomi Syariah,” Supremasi 

Substansi Akad Dalam Sengketa Ekonomi Syariah, diakses 27 Februari 2026, https: 

//marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/supremasi-substansi-akad-dalam-sengketa-

ekonomi-syariah-0P2. 
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pertimbangan hukumnya, tetapi juga untuk menelaah dampak praktis dari 

pembuktian tersebut terhadap praktik lembaga keuangan syariah, 

penyelenggaraan peradilan, serta perlindungan hukum bagi para pihak yang 

berperkara. 

Dalam subbab ini, penulis merumuskan beberapa masalah sebagai 

batasan pembahasan, yaitu mengenai bagaimana pembuktian akad murābaḥah 

dalam pembiayaan syariah pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah di 

Peradilan Agama, bagaimana pertimbangan hukum (ratio decidendi) hakim 

Peradilan Agama dalam menilai keabsahan dan pembuktian akad murābaḥah 

pada sengketa ekonomi syariah, serta bagaimana analisis terhadap pertimbangan 

hakim Pengadilan Agama terkait sengketa akad murābaḥah. Sejalan dengan 

rumusan masalah tersebut, pembahasan dalam subbab ini diarahkan untuk 

memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai mekanisme dan 

karakteristik pembuktian dalam sengketa ekonomi syariah, termasuk peran 

pertimbangan hukum hakim dalam menilai keabsahan serta pelaksanaan akad 

murābaḥah berdasarkan prinsip syariah dan hukum positif. Selain itu, 

pembahasan ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoretis 

sebagai bahan rujukan dalam pengembangan kajian akademik yang berkaitan 

dengan integrasi fikih muamalah dan sistem hukum nasional, serta secara praktis 

dapat menjadi bahan evaluasi bagi praktisi perbankan dan lembaga keuangan 

syariah dalam penyusunan dan pelaksanaan akad murābaḥah agar tetap sesuai 

dengan prinsip syariah dan ketentuan hukum yang berlaku. 

5.1.1 Konsep Akad Murābaḥah dalam Pembiayaan Syariah 

Akad murābaḥah merupakan salah satu bentuk akad pembiayaan syariah 

yang didasarkan pada prinsip jual beli. Dalam akad ini, bank syariah atau 

lembaga keuangan syariah (LKS) terlebih dahulu melakukan pembelian terhadap 

barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan harga yang telah disepakati. 

Selanjutnya, barang tersebut dijual kembali kepada nasabah dengan harga jual 

yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu harga perolehan yang ditambah dengan 

margin keuntungan yang disepakati bersama antara bank syariah dan nasabah.214 

Murabaha secara bahasa berasal dari kata ar-ribh yang berarti 

keuntungan, sedangkan menurut istilah murabahah adalah jual beli dengan harga 

pokok dengan tambahan keuntungan. Dalam pengertian lain murabaha adalah 

akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah 

                                                      
214 Nurul Fitria, “Konsep Murabahah Dan Penerapannya Di Pt. Bank Syariah Indoensia (BSI),” 

JEBESH: JOURNAL OF ECONOMICS BUSINESS ETHIC AND SCIENCE HISTORIES 1, 

no. 1 (Juni 2023): 123–31. 
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keuntungan yang disepakati yang di dalamnya penjual harus mengungkapkan 

biaya perolehan barang kepada pembeli. Murabaha adalah salah satu skim di 

perbankan syariah yang paling diminati masyarakat. Dalam pembiayaan 

Murabaha bank menetapkan harga jual barang yaitu harga pokok perolehan 

barang ditambah sejumlah margin keuntungan bank. Harga jual yang telah 

disepakati di awal akad tidak boleh berubah selama jangka waktu pembiayaan.215 

Dalam akad murābaḥah, bank syariah bertindak sebagai penjual, 

sedangkan nasabah berkedudukan sebagai pembeli. Bank syariah terlebih dahulu 

membeli barang yang dibutuhkan nasabah sehingga kepemilikan barang berada 

pada bank sebelum kemudian dijual kembali kepada nasabah dengan harga jual 

yang telah disepakati. Setelah akad jual beli dilakukan, nasabah bertanggung 

jawab atas barang tersebut hingga kewajiban pembayaran harga jual kepada bank 

syariah terpenuhi.216 

Akad murābaḥah pada umumnya digunakan untuk pembiayaan barang-

barang modal, seperti kendaraan, peralatan usaha, mesin, maupun properti. 

Skema murābaḥah dikenal sebagai pembiayaan jual beli dengan penambahan 

margin keuntungan (markup) yang disepakati di awal akad. Skema ini menjadi 

alternatif utama dalam pembiayaan syariah karena bank syariah tidak 

diperkenankan memberikan pembiayaan berbasis bunga, sehingga keuntungan 

diperoleh melalui mekanisme jual beli yang sesuai dengan prinsip syariah.217 

Menurut Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000, murabahah 

adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli 

dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Dalam diktum 

pertama angka empat fatwa tentang murabahah di atas juga ditegaskan bahwa 

bank membeli barang yang diperlukan nasabah “atas nama bank sendiri”, dan 

pembelian ini harus sah dan bebas riba. Sedangkan Peraturan Bank Indonesia 

(PBI) 10/16/PBI/2008 mendefinisikan pembiayaan murabahah adalah penyedia-

an dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi jual beli 

dalam bentuk piutang murabahah.218 

Setiap pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah tentunya 

mempunyai suatu dasar yang kuat untuk dapat melaksanakan hal tersebut. Pada 

                                                      
215  Hamdi Agustin dkk., “Teori Akad Murabaha Pada Bank Syariah,” Jurnal Masharif Al-Syariah: 

Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah 10, no. 4 (Agustus 2025), https: 

//doi.org/10.30651/jms.v10i4.27560. 
216  Fitria, “Konsep Murabahah Dan Penerapannya Di Pt. Bank Syariah Indoensia (BSI).” 
217  Fitria. 
218  Andi Mutmainnah, Samirah Samirah, dan Saiful Muchlis, “Akad Murabahah Sebagai 

Instrumen Keuangan Syariah: Analisis Konsep, Praktik, Dan Dampaknya Bagi UMKM,” 

Economics and Digital Business Review 6, no. 2 (Juli 2025): 1342–53. 
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umumnya Pembiayaan murabahan dasar yang digunakan berasal dari surat-surat 

dalam kitab suci al-Qur’an, al-Hadis dan Fatwa MUI yang dikeluarkan oleh 

Dewan Syariah Nasional.219 Dasar hukum pelaksanaan murabahah dalam sumber 

utama hukum Islam adalah Qur’an Surat Al-Baqarah Ayat 275 yaitu 

 ِّۗ ِ يطْٰنُ مِنَ المَْس  ِيْ يَتَخَبذطُهُ الشذ ِبوٰا لَا يَقُوْمُوْنَ الِاذ كَمَا يَقُومُْ الَّذ وْنَ الر 
كُلُ

ْ
ِيْنَ يأَ الََّذ

ِبوٰاِّۗ فَمَنْ جَاۤ مَ الر  ُ الَْْيعَْ وحََرذ ِبوٰاۘ وَاحََلذ اللّٰه هُمْ قاَلوُْْٓا انِذمَا الَْْيعُْ مِثلُْ الر  ءَهٗ مَوعِْظَةٌ ذلٰكَِ باِنَذ
ِِّۗ وَمَنْ عََدَ فاَوُلٰۤىِٕكَ اصَْحٰبُ النذا ب هِٖ فَانْتَهٰٰ فَلهَٗ مَا سَلَفَِّۗ وَامَْرُهْٗٓ الََِ اللّٰه ِنْ رذ ِۚ هُمْ فيِهَْا م  رِ

وْنَ   ٢٧٥خٰلُِِ

Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat 

berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. 

Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. 

Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun 

yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu 

dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan 

urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), 

mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.” 

Konsep murabahah dalam konteks perbankan syariah Indonesia sering 

kali dimodifikasi untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan pasar, namun 

tetap menjunjung tinggi prinsip syariah. Penelitian menunjukkan bahwa 

keberadaan fatwa Dewan Syariah Nasional sangat penting dalam mengatur 

pelaksanaan murabahah, sehingga semua aktivitas perbankan syariah dapat 

dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah yang lebih. Akibatnya, bank syariah 

di Indonesia cenderung dominan dalam menggunakan akad murabahah karena 

model ini menawarkan transparansi dan kepastian bagi kedua belah pihak, yaitu 

bank dan nasabah.220 

Sebagai bagian dari jual beli, maka pada dasarnya rukun dan syarat jual 

beli murabahah juga sama dengan rukun dan syarat jual beli secara umum. Rukun 

jual beli menurut mazhab Hanafi adalah ijab dan qabul yang menunjukkan 

adanya pertukaran atau kegiatan saling memberi yang menempati kedudukan ijab 

dan qobul itu. Sedangkan menurut jumhur ulama ada 4 rukun dalam jual beli itu, 

yaitu penjual, pembeli, sighat, serta barang atau sesuatu yang diakadkan. Adapun 

untuk rukun jual beli murabahah itu sendiri antara lain: 221 

                                                      
219 Mutmainnah, Samirah, dan Muchlis. 
220 Mutmainnah, Samirah, dan Muchlis. 
221 Mutmainnah, Samirah, dan Muchlis. 
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1. Penjual (Ba’i); Adalah pihak bank atau BMT yang membiayai pembelian 

barang yang diperlukan oleh nasabah pemohon pembiayaan dengan sistem 

pembayaran yang ditangguhkan. Biasanya di dalam teknis aplikasinya bank 

atau BMT membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank atau 

BMT itu sendiri.Walaupun terkadang bank atau BMT menggunakan media 

akad wakalah dalam pembelian barang, dimana si nasabah sendiri yang mebeli 

barang yang diinginkan atas nama bank. 

2. Pembeli (Musytari); Pembeli dalam pembiayaan murabahah adalah nasabah 

yang mengajukan permohonan pembiayaan ke bank atau BMT 

3. Objek jual beli (Mabi’); Yang sering dilakukan dalam permohonan 

pembiayaan murabahah oleh sebagian besar nasabah adalah terhadap 

barangbarang yang bersifat konsumtif untuk pemenuhan kebutuhan produksi, 

seperti rumah, tanah, mobil, motor dan sebagainya 

Selain ada rukun dalam pembiayaan murabahah, juga terdapat syarat-

syarat yang sekiranya menjadi pedoman dalam pembiayaan sekaligus sebagai 

identitas suatu produk dalam bank syariah atau BMT dengan perbankan 

konvensional. Syarat dari jual beli murabahah tersebut antara lain : 222 

1. Pihak yang berakad (penjual dan pembeli) 

a. Cakap hukum  

b. Suka rela atau ridha, tidak dalam keadaan terpaksa atau dibawah tekanan 

2. Objek yang diperjual belikan 

a. Tidak termasuk yang diharamkan atau yang dilarang oleh agama  

b. Bermanfaat 

c. Penyerahan dari penjual ke pembeli dapat dilakukan  

d. Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad  

e. Sesuai spesifikasi yang diterima pembeli dan diserahkan penjual  

f. Jika berupa barang bergerak maka barang itu harus bisa dikuasai pembeli 

setelah dokumentasi dan perjanjian akad diselesaikan 

3. Akad atau Sighat (Ijab dan Qabul) 

a. Harus jelas dan disebutkan secara spesifikasi dengan siapa berakad  

b. Antara Ijab dan Qabul (serah terima) harus selaras baik dalam spesifik 

barang maupun harga yang di sepakati 

c. Tidak menggantungkan keabsahan transaksi pada masa yang akan datang 

d. Tidak membatasi waktu, missal saya jual kepada anda untuk jangka waktu 

10 bulan dan setelah itu akan menjadi milik saya kembali 

4. Harga 

                                                      
222 Mutmainnah, Samirah, dan Muchlis. 
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a. Harga jual adalah harga beli ditambah keuntungan  

b. Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian  

c. Sistem pembayaran dan jangka waktunya disepakati bersama 

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembiayaan murabahah, 

yaitu sebagai berikut: 223  

1. Penjual memberitahukan biaya modal kepada nasabah  

2. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan 

3. Kontrak harus bebas riba  

4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang 

sesudah pembelian  

5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, 

misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang  

Mekanisme pelaksanaan akad murabahah dimulai ketika nasabah 

mengajukan permintaan untuk memperoleh barang tertentu. Bank kemudian 

melakukan pembelian barang tersebut dan menjualnya kepada nasabah dengan 

margin yang telah disepakati. Proses ini memastikan bahwa seluruh biaya dan 

harga jual diungkapkan secara jelas, yang mana merupakan bagian integral dari 

prinsip keadilan dalam ekonomi Islam.224 

5.1.2 Pembuktian Akad Murābaḥah dalam Sengketa Ekonomi Syariah di 

Peradilan Agama 

Pembuktian merupakan sesuatu yang sangat penting, sebab pembuktian 

merupakan atau menentukan jalannya suatu perkara dalam sidang. Pada 

perinsipnya, hukum pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan mengenai 

pembuktian yang meliputi alat bukti, barang bukti, cara mengumpulkan dan 

memperoleh alat bukti, sampai pada penyampaian bukti di pengadilan, serta 

kekuatan pembuktian dan beban pembuktian. Riduan Syahrani memberikan 

pengertian bahwa pembuktian merupakan penyajian alat-alat bukti yang sah 

menurut hukum kepada hakim yang memeriksa sutu perkara guna memberikan 

kepastian hukum tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan. Sementara 

R.Subekti mendefinisikan pembuktian merupakan kegiatan meyakinkan hakim 

mengenai kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan 

                                                      
223 Mutmainnah, Samirah, dan Muchlis. 
224 Mutmainnah, Samirah, dan Muchlis. 
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yang hanya di perlukan dalam perdengketaan perkara di muka hakim atau 

pengadilan.225 

Alat bukti menurut hukum Islam sama dengan alat bukti perdata. Letak 

perbedannya terletak pada fungsi alat bukti sumpah (yamin) dalam hukum islam 

pengakun pada hukum perdata. Alat bukti hukum islam sumpah alat bukti yang 

berdiri sendiri (mutlak) dan mengikat bukti yang terkait (sumpah li;an) tanpa 

disertai petunjuk lainnya. Adapun terkait hukum perdata sumpah salah satu 

pengakuan yang menegaskan adanya pengaduan atau gugatan, sertah sumpah 

tersebut harus disertai petunjuk lainnya. Seperti adanya kartu nama seseorang. 

Dalam hukum Islam syaratsyarat saksi serta jumlah merekan sudah jelas untuk 

masing-masing perkara, sedangkan dalam hukum perdata berat tidak ditentukan 

demikian. Peranan hakim Peradilan Agama dalam penerapan hukum Islam 

adalah sebagai alat untuk menjaga keselerasan komponen-komponen hukum lain, 

secara fungsional. Dengan kata lain, tegaknya hukum Islam, ditentukan oleh 

kemampuan peranan hakim Pengadilan Agama dalam menyelaraskan perangkat 

hukum dan kesadaran hukum, sehingga tercipta ketertipan dan kepastian hukum 

di Masyarakat.226 

Alat bukti saksi, dalam hukum Islam disebut dengan syahid (saksi lelaki) 

atau syahidah (saksi perempuan) yang terambil dari kata musyahadah yang 

artinya menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Saksi yang dimaksudka 

manusia hidup. Dasar alat bukti saksi menurut Islam QS. Al-Baqarah/2 : 282. 

Alat bukti bukti dalam kaitan sistem peradilan agama di Indonesia yang hanya 

mencakup hukum acara perdata: 227 

1. Ikrar (Pengakuan) Suatu pernyataan dari Penggugat atau Tergugat atau pihak-

pihak lainya mengenai ada tidaknya sesuatu. Ikrar dapat diberikan di muka 

hakim di persidangan atau diluar persidangan.  

Syarat-syarat pelaku ikrar (pengakuan):  

a. Baligh (dewasa) 

b. Aqil (berakal,waras,tidak gila) 

c. Rasyid (punya kecakapan bertindak) 

Adapun jenis-jenis ikrar, yaitu :  

a. Lisan 

b. Isyarat, kecuali perkara zin 

                                                      
225 Aswar, “Sistem Pembuktian dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Perspektif Hukum 

Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 1848/Pdt. G/2019/PA Mks)” (UIN Alauddin Makassar, 

2020). 
226 Aswar. 
227 Aswar. 
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c. Tertulis 

2. Syahadah (Saksi) Orang yang memberikan keterangan di muka sidang yang 

memenuhi syaratsyarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan apa dia 

lihat, dengar dan ia alami sendiri, sebagai bukti kejadianya peristiwa atau 

keadaaan tertentu.  

Pada umumnya, para saksi harus memenuhi syarat-syara sebagai berikut:  

a.  Muslim 

b. Sehat akal 

c. Baligh 

d. Tidak fasik 

As-Sayid Sabiq dalam kitab fikih sunnah memerinci tujuh hal yang harus di 

penuhi sebagai saksi, yaitu:  

a.  Islam (dalam hal-hal tertentu ada pengecualian) 

b. Adil (bahwa kebaikan mereka harus mengalahkan keburukannya serta 

tidak pendusta) 

c. Baligh 

d. Berakal (tidak gila atau mabuk) 

e. Berbicara (tidak bisu) 

f. Hafal dan Cermat 

g. Bersih dari tuduhan.  

Sebelum memberikan persaksian, semua harus saksi harus di sumpah oleh 

hakim. Orang-orang yang ditolak sebagai saksi, diantaranya:  

a. Yang bermusuhan oleh pihak yang berperkara 

b. Mahram 

c. Yang berkepentingan atas perkara itu 

d. Sakit jiwa 

e. Fasik yaitu orang yang suka menyembunyikan yang benar dan 

menampakkan yang salah. 

f. Safih yaitu yang lemah akal atau di bawa pengampua. 

3. Yanin (Sumpah) Sumpah suatu pernyataan khidmat yang di beri atau 

diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengigat sifat 

Mahakuasa Tuhan dan percaya bahwa maka yang memberi keterangan atau 

janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya. Sumpah hanya memberi suatu 

alat bukti yang dapat diandalkan dalam pengambilan putusan terakhir. Fungsi 

sumpah dan nilai kekuatan pembuktiannya:  

a. Memberikan rasa takut, emosional sugesti, kepada terdakwa akan akibat 

sumpah palsu, sehinggah mendorongnya memberikan pengakuan secara 

jujur. 
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b. Dengan menolak bersumpah, terdakwa/tergugat menjadi pihak yang 

dikalahkan, karena nilai kekuatan pembuktian penolakannya itu menepati 

kedudukan pengakuan. 

4. Riddah (Murtad) Riddah hanya dipakai untuk pembuktian pada perkara 

gugatan cerai dalam hal apabila alasan-alasan hukum sebagai bukti gugatan, 

maka si istri berikrar keluar agama islam (murtad) agar perkawinannya dapat 

putus. 

5. Maktubah (Bukti-bukti Tertulis) Bukti-bukti tertulis yang dimaksud, yaitu:  

a. Akta Diperlikan sebagai alat bukti misalnya dalam hal membuktikan 

kompotensi absolut suatu perkara yang dapat diputuskan oleh hakim 

pegadilan agama.  

b. Surat keterangan Digunakan untuk pembuktian kompotensi relatif bagi 

pegadilan agama yang memutuskan perkara tersebut.  

Ada beberapa fungsi surat atau akta ditinjau dari segi hukum, sebagai berikut:  

1) Dalam beberapa peristiwa atau perbuatan hukum, akta ditetapkan sebagai 

syarat pokok (formalitas causa) tanpa akta perbuatan hukum di anggap 

yang dilakukan tidah memenuhi syarat formil  

2) Sebagai alat bukti pembuatan akta tidak lain dimasukkan sebagai alat bukti, 

sekaligus juga melekat sebagai fungsi alat buktinya. 

3) Sebagai alat bukti satu satunya. Dalam hal ini, surar (Akra) berfungsi 

sebagai probationis cauca sebab tanpa surat (akta) tidak dapat di buktikan. 

6. Tabayun (Limpahan pemeriksaan). Upaya memperoleh kejelasan yang 

dilakukan oleh pemeriksaan majelis pengadilan yang lain daripada majelis 

pengadilan yang sedang memeriksa. Disamping alat bukti, Ibnu Qayyin 

mengemukakan alat bukti lainya, yaitu:  

a. Al-yad al-mujarrad (sebagamana semata-mata terhadap sesuatu), yaitu 

bukti yang tidak memerlukan sumpah, seperti anak-anak atau orang berada 

di bawah pengampunan, yang memikili harta peninggalan ayahnya. 

Dengan dasar penguasaan kasus seperti ini teruntuk memberi kesaksian 

atas dasar hak ingkar (versschoningsrecht) seperti yang diatur dalam pasal 

146 HIR, 175 RBg. dan pasal 1909 alinea 2 BW.  

Lebih lanjut untuk dapat menjadi saksi, seseorang harus memenuhi syarat-

syarat sebagai berikut:  

1) Mengucap sumpah menurut agamanya.  

2) Menghadap di persidangan. 

3) Berjumlah sekurang-kurangnya dua orang untuk kesaksian suatu 

peristiwa atau di kuatkan alat bukti lain kecuali perzinaan.  

4) Dipanggil masuk keruang sidang satu demi satu. 
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5) Memberi keterangan lisan sesuai pasal 147 HIR 

6) Kekuatan alat bukti saksi yaitu apabilah memenuhi syarat formil dan 

materil, makan ia mempunyai nilai pembuktian bebas, dimana hakim 

bebas menilai kesaksian tersebut sesuai hati nuraninya. 

5.1.3 Pertimbangan Hukum Hakim (Ratio Decidendi) dalam Menilai 

Pembuktian Akad Murābaḥah 

Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim 

mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan 

berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam 

menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung 

keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung 

manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hukum 

hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan 

hukum hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari 

pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan 

Tinggi/Mahkamah Agung.228 

Hakim dalam memeriksa suatu perkara juga memerlukan adanya 

pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu dapat dijadikan bahan 

pertimbangan oleh hakim dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap 

yang paling penting dalam pemeriksaan selama peridangan. Pembuktian 

bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang sudah 

diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar 

dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya 

bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dapat dibuktikan 

kebenarannya, sehingga tampak adanya hubungan hukum antara para pihak. Pada 

hakikatnya, pertimbangan hakim sebaiknya juga memuat tentang hal-hal sebagai 

berikut: 229 

1. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.  

2. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut 

semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.  

3. Adanya semua bagian dari petitum pihak Penggugat yang harus 

mempertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat 

                                                      
228 Samsul Dukha, “Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Banyumas Tentang 

Sengketa Wanprestasi Akad Murabahah Perspektif Hukum Acara (Studi Putusan Pengadilan 

Agama Banyumas Nomor 0323/Pdt.G/2019/PA.Bms)” (Pascasarjana Universitas Islam 

Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024). 
229 Samsul Dukha. 



 

126 

menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat 

dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan. 

Pertimbangan hukum hakim (ratio decidendi) merupakan inti 

pertimbangan hukum hakim yang menjadi dasar pengambilan putusan. Dalam 

menilai pembuktian akad murābaḥah, hakim pada umumnya mempertimbangkan 

beberapa aspek utama, yaitu: keabsahan akad secara formil, kesesuaian akad 

dengan prinsip syariah, serta pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak.230 

Pertimbangan hukum inilah yang akan membantu hakim dalam membuat 

keputusan yang adil dan sesuai dengan hukum. Pertimbangan-pertimbangan 

hakim akan dimuat dalam putusan, putusan yang baik adalah putusan yang 

memenuhi 3 unsur aspek secara berimbang, yaitu kepastian hukum, keadilan dan 

manfaat.231 

5.1.4 Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam Sengketa 

Akad Murābaḥah 

Pertimbangan hakim dalam sengketa akad murābaḥah menjadi sarana 

penting untuk melihat bagaimana ketentuan hukum ekonomi syariah diterapkan 

dalam praktik peradilan. Melalui analisis putusan, dapat dipahami pola 

pertimbangan hukum (ratio decidendi) hakim dalam menilai keabsahan akad, 

pembuktian, serta pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak. Salah satu 

sengketa yang paling sering muncul dalam akad murābaḥah adalah wanprestasi 

atau ingkar janji oleh nasabah. Seperti Putusan Hakim Nomor 

02/Pdt.G.S/2019/Pa.Ptk tentang Sengketa Wanprestasi.232  

1. Posisi kasus 

Pada tanggal 29 Agusutus 2019, telah terdaftar di kepaniteraan 

Pengadilan Agama Kelas 1A Pontianak yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad 

Yani No. 8, Bangka Belitung Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota 

Potianak, Kalimatan Barat 78124, satu gugatan sederhana perkara ekonomi 

syariah yang pada duduk perkaranya pihak yang terlibat adalah Penggugat, yaitu 

PT Bank BRI Syari’ah Tbk, Kantor Cabang Pembantu Pontianak Siantan yang 

                                                      
230 Surya Mustika Rajamuddin Putra, “Keabsahan Akta Akad Murabahah Berdasarkan Kepatuhan 

Syariah (Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 1957/Pdt.G/2018/PA.Js),” Lex Renaissance 6, 

no. 3 (Oktober 2021): 616–24, https: //doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss3.art13. 
231 Samsul Dukha, “Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Banyumas Tentang 

Sengketa Wanprestasi Akad Murabahah Perspektif Hukum Acara (Studi Putusan Pengadilan 

Agama Banyumas Nomor 0323/Pdt.G/2019/PA.Bms).” 
232  Umi Hani, Rusdi Sulaiman, dan Nur Rahmiani, “Analisis Putusan Hakim Nomor02/Pdt.G.S/ 

2019/Pa.Ptktentang Sengketa Wanprestasi Akad Murabahah Bil Wakalah,” Al-Aqad 1, no. 1 

(September 2021): 80–90, https: //doi.org/10.24260/al-aqad.v1i1.361. 
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beralamat di Jalan Gusti Situt Mahmud, SIantan Hulu, Pontianak Utara, Kota 

Pontianak, Kalimantan Barat 78241 yang telah diwakili oleh Ardiansyah dan 

Heru Rizkianto berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan Penugasan Nomor B. 216-

KC-PON-Gustisulung/OPS/08-2019. Kemudian, pihak Tergugat adalah Decky 

Jukni umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat 

tinggal diKota Pontianak.  

Adapun yang menjadisubstansi dan dalil-dalil dari gugatan yang diajukan 

oleh Penggugat yang terurai dalam gugatannya, sebagai berikut: Dalam putusan 

Nomor 02/Pdt.G.S/2019/PA.Ptk yang menjadi pokok perkaranya menyebutkan 

bahwa: Tergugat meminjam uang sejumlah Rp450.000.000,00 untuk investasi 

dengan margin Rp76.500.000,00 harga jual bank Rp526.500.000,00. Uang muka 

nasabah Rp325.000.000,00sehingga total hutang/kewajiban Nasabah sebesar 

Rp201.500.000,00. Ketentuan mengenai pembayaran angsuran adalah dilakukan 

dalam jangka waktu 60 bulan dengan angsuran per bulan sebesar 

Rp3.358.333,3315. Pada duduk perkara yang telah dijelaskan di atas, peneliti 

menyimpulkan jika Tergugat selaku nasabah telah meminjam uang kepada 

Penggugat sebesar Rp450.000.000,00 untuk membeli alat penunjang usaha 

dengan margin Rp76.500.000, harga jual bank Rp526.500.000,00. Uang muka 

yang diberikan Tergugat sejumlah Rp325.000.000,00 sehingga total hutang 

Tergugat sebesar Rp201.500.000,00. Pembayaran angsuran dilakukan dalam 

jangka waktu 60 bulan dengan angsuran per bulan sebanyak Rp3.358.333. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa antara Penggugat dan tergugat benar memiliki 

perjanjian yang bersifat mengikat dan harus dipenuhi sesuai dengan kesepakatan 

antara Penggugat dan Tergugat 

2. Dalil-dalil Penggugat dan Tergugat 

Adapun dalil-dalil atau alasan yang dimuat oleh Penggugat sebagai 

berikut: Sejak bulan Juni 2019 sampai dengan gugatan ini diajukan (Agustus 

2019), Tergugat tidak membayar angsuran sama sekali; Atas perbuatan ingkar 

janji Tergugat tersebut, Penggugat telah menderita kerugian sejumlah 

Rp149.037.125. Penggugat telah memberikan peringatan pada bulan Oktober 

2018, bulan Februari 2019 dan 16 April 2019 akan tetapi Tergugat belum 

kunjung memenuhi membayar angsuran yang menjadi kewajibannya. Berdasar-

kan dalil gugatan Penggugat di atas, peneliti menyimpulkan jika pada bulan Juni 

2019 sampai gugatan ini diajukan pada bulan Agustus 2019, Tergugat tidak 

membayar angsurannya dan atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat 

mendapat kerugian sejumlah Rp149.037.125,00. Adapun langkah yang 

dilakukan oleh Penggugat adalah dengan memberikan peringatan sebanyak 3 kali 

kepada Tergugat yaitu pada bulan Oktober 2018, bulan Februari 2019 dan 16 
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April 2019 hingga gugatan ini diajukan, Tergugat tak kunjung membayar 

angsuran tersebut. Namun sebelum hakim memutuskan Tergugat melakukan 

wanprestasi atau tidak sebagaimana dalil yang diajukan Penggugat, maka hakim 

harus terlebih dahulu menimbang dan memutuskan perkara dengan seksama. 

Kemudian, jawaban yangdiberikan oleh Tergugat yang pada pokokmya 

adalahsebagai berikut:  

a. Bahwa, benar Tergugattelah melakukan perjanjian pembiayaan dengan 

Penggugat dan telah menerima pinjaman dari Penggugat sebesar 

Rp201.500.000,00 dengan jangka waktu angsuran 60 bulan dengan besar 

angsuran Rp.3.358.333,33,00; 

b. Bahwa, pembiayaan tersebut Tergugat gunakan untuk biaya pembelian alat 

usaha; Bahwa, benar Tergugat telah membayar angsuran baru 11 (sebelas) kali 

angsuran dan angsuran belum Tergugat lakukan karena usaha yang Tergugat 

jalankan sedang bermasalah; 

c. Selama ini Tergugat sudah berusaha mengembalikan sisa pembiayaan 

tersebut, namun belum mendapatkan hasilnya; 

d. Bahwa Tergugat akan berusaha mengembalikan sisa pembiayaan dan mohon 

diberi waktu untuk bisa membayar sisa pinjaman tersebut. 

3. Alat Bukti 

Alat bukti yang diajukan oleh para pihak adalah berupa bukti surat P1 

sampai dengan P12, pengakuan oleh Tergugat, surat jaminan sertifikat tanah 

tanggal 25 Januari 2006 dengan luas 191 m2 atas nama Tergugat yang 

dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 27 Januari 

2006 yang terletak di Jalan Perdamaian Desa Pal IX, Kecamatan Sungai Kakap, 

yang telah berubah menjadi Kabupaten Kubu Raya 

4. Pertimbangan Hakim 

Pertimbangan hukum hakim dalam membuat putusan termasukunsur 

yang sangat penting yang meliputi nilai keadilan dan kepastian hukum. Selain 

itu, pertimbangan hukum hakim juga sangat penting karena bersifat final dan 

mengikat sehingga akan menentukan nasib para pihak yang berperkara. Hakim 

mempunyai peranan penting dalam penegakkan hukum dan keadilanmelalui 

putusannya. Ketika mengambil keputusan, hakim harus terlebih dahulu meninjau 

keaslian peristiwa yang diajukan kepadanya, kemudian mengevaluasi peristiwa 

itu dan mengintegrasikannya dengan hukum yang berlaku. 

Pertimbangan hukum hakim pada sengketa ekonomi syariah Nomor 

02/Pdt.G.S/2019/PA.Ptk yaitu terlebih dahulu hakim menentukan apakah benar 

jika gugatan yang diajukan adalah gugatan sederhana dan diselesaikan dengan 
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acara sederhana. Maka untuk memutuskan hal tersebut, hakim merujuk pada 

Pasal 3 dan 4 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015, 

Hakim pemeriksa berpendapat bahwa gugatan sederhana Nomor 

02./Pdt.G.S/2019/PA. Ptk termasuk gugatan sederhana. Kemudian, yang menjadi 

pertimbangan hakim adalah pernyataan Tergugat yang telah memberikan 

pengakuan murni atas dalil Penggugat angka 1, 2, dan 3 sebagaimana tersebut 

diatas., sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti. Dari pertimbangan 

hukum di atas, terdapat beberapa fakta hukum yang ditemukan oleh hakim, yaitu 

sebagai berikut:  

a. Bahwa Tergugat mempunyai hutang kepada BRI Syariah sebesar 

Rp201.500.000,00 (dua ratus satu juta lima ratus ribu rupiah) yang wajib 

diangsur dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan dengan besarnya 

angsuran Rp3.358.333,33 (tiga juta tiga ratus lima puluh delapan ribu tigaratus 

tiga puluh tiga rupiah tiga puluh tiga sen) perbulan; 

b. Bahwa Tergugat telah ingkar janji/wanprestasi yakni tidak melaksanakan 

kewajibannya membayar angsuran hutangnya tersebut diatas sejak bulan Juni 

2019 sampai gugatan ini diajukan; 

c. Bahwa dengan wanprestasi Tergugat tersebut Penggugat menderita rugi 

sebesar Rp149.037.125,00 (seratus empat puluh sembilan juta tiga puluh tujuh 

ribu seratus dua lima rupiah). 

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum 

Islam yang terkandung dalam Kitab suci Al-Qur’an surah Al-Maidah ayat 1 

sebagai berikut. 

ِيْنَ امَٰنُوْْٓا اوَْفُوْا باِلعُْقُودِِْۗ احُِلذتْ لَكُمْ بهَِيمَْةُ الْاَنعَْامِ الِاذ مَا يُتلْٰٰ عَلَيْ  هَا الَّذ ٰٓايَُّ كُمْ غَيَْْ ي
َ يََكُْمُ مَا يرُِيدُْ  ِّۗ انِذ اللّٰه يدِْ وَانَْتُمْ حُرُمٌ ِ الصذ

 ١مُُلِٰ 

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan 

bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) 

dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau 

umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia 

kehendaki.” 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, 

Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil 

gugatannya, karena itu gugatan sederhana Penggugat sepatutnya untuk 

dikabulkan; 
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Menimbang, bahwa oleh karena gugatan sederhana Penggugat 

dinyatakan dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 192 R.Bg biaya perkara 

dibebankan kepada Tergugat; 

Mengingat segala peraturan perundang undangan danketentuan hukum 

Syara’ yang berhubungan dengan perkara ini.Dari fakta hukum yang menjadi 

pertimbangan hukum hakim di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa hakim 

membenarkan dalil gugatan Penggugat karena Penggugat telah berhasil 

membuktikan gugatannya dan gugatan Penggugat adalah gugatan sederhana 

maka diselesaikan juga dengan gugatan acara sederhana. Adapun yang menjadi 

dasar pertimbangan hakim bahwa Tergugat melakukan wanprestasi adalah 

berdasar hukum Islam yang terkandung dalam Kitab suci Al-Qur’an surah Al-

Ma’idah ayat 1. Atas pertimbangan-pertimbangan tersebut dan berdasar fakta 

hukum yang ditemukan, maka hakim menjatuhkan putusan yang amarnya 

menyatakan sebagai berikut:  

a. Mengabulkan gugatan Penggugat; 

b. Menyatakan hukum Tergugat telah cidera janji/wanprestasi kepada Penggugat 

karena tidak melaksnakan kewajiban membayar angsuran berdasarkan akad 

Murabahah Bil Wakalah Nomor: -tanggal 22 Juni 2017; 

c. Menghukum Tergugat untuk membayar Total Kewajiban kepada Penggugat 

sebesar Rp149.037.125,00 (seratus empat puluh sembilan juta tiga puluh tujuh 

ribu seratus dua puluh lima rupiah); 

d. Menyatakan Tanah dan/atau Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertifikat Hak 

Milik No -, sah sebagai jaminan atas kewajiban hutang tersebut angka 3 (tiga) 

tersebut diatas dan Penggugatberhak menjual agunan tersebut sesuai peraturan 

yang berlaku jika Tergugat tidak membayar hutangnya tersebut; 

e. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 

Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah). 

Pada perkara Nomor 02/Pdt.G.S/2019/PA.Ptk tentang sengketa ekonomi 

syariah akad murabahah bil wakalah di Pengadilan Agama Kelas 1A Pontianak, 

munculkarena tindakan Tergugat yaitu nasabah di PT Bank BRI Syari’ah Tbk, 

yang tidak membayar tagihan pinjamannya sehingga mengakibatkan kerugian 

pada pihak Penggugat. 

Hakim tidak menggunakan maknawanprestasi dalam membuat putusan 

tersebut, baik berdasarkan KUHPerdata, KHES, dan hadis Nabi Muhammad 

Saw. Hakim hanya menggunakan dalil hukum syari yaitu dari Al-Qur’an surah 

Al-Maidah ayat 1. Hakim memutuskan perkara hanya melihat dari pembuktian 

yaitu alat bukti yang diajukan oleh Penggugat serta pengakuan murni yang 

dilakukan oleh Tergugat. Akan tetapi, peneliti tidak menemukan jika hakim 
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mengguanakn menemukan ijtihad dalam perumusan makna wanprestasi tersebut. 

Bahkan KHES tidak sama sekali digunakan oleh hakim dalam memaknai poin 

penting dalam putusan perkara ini. Penulis tidak menemukan sama sekali hakim 

menggunakan KHES dalam menimbang dan memutuskan perkara ini. 

Kesimpulan dari pembahasan diatas adalah akad murābaḥah merupakan 

instrumen pembiayaan syariah yang berlandaskan prinsip jual beli dengan 

penegasan harga pokok dan margin keuntungan yang disepakati di awal akad. 

Dalam praktik perbankan syariah, akad murābaḥah menjadi skema pembiayaan 

yang paling dominan digunakan karena memberikan kepastian hukum, 

transparansi harga, serta kesesuaian dengan prinsip syariah yang melarang 

praktik riba. Keabsahan akad murābaḥah mensyaratkan terpenuhinya rukun dan 

syarat akad, baik menurut fiqh muamalah maupun ketentuan hukum positif, 

termasuk Undang-Undang Perbankan Syariah, fatwa DSN-MUI, dan Kompilasi 

Hukum Ekonomi Syariah (KHES). 

Dalam konteks sengketa ekonomi syariah, pembuktian akad murābaḥah 

memegang peranan yang sangat menentukan dalam proses pemeriksaan perkara 

di Peradilan Agama. Pembuktian tidak hanya bertujuan untuk menilai kebenaran 

dalil para pihak secara formil, tetapi juga untuk memastikan bahwa akad dan 

pelaksanaannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, 

pembuktian dalam sengketa ekonomi syariah memiliki karakteristik khusus yang 

membedakannya dari sengketa perdata pada umumnya, terutama dalam 

penggunaan alat bukti, pengakuan, saksi, dan sumpah yang dinilai dengan 

pendekatan hukum Islam dan hukum acara perdata secara simultan. 

Selanjutnya, pertimbangan hukum hakim (ratio decidendi) menjadi inti 

dalam putusan sengketa akad murābaḥah. Hakim pada umumnya menilai 

pembuktian dengan memperhatikan keabsahan akad secara formil, kesesuaian 

akad dengan prinsip syariah, serta pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak. 

Analisis terhadap Putusan Nomor 02/Pdt.G.S/2019/PA.Ptk menunjukkan bahwa 

hakim lebih menitikberatkan pada aspek pembuktian formil dan pengakuan para 

pihak dalam menentukan adanya wanprestasi, serta mendasarkan putusannya 

pada dalil Al-Qur’an tanpa secara eksplisit mengelaborasi konsep wanprestasi 

menurut KHES. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun prinsip syariah telah 

dijadikan dasar pertimbangan, integrasi antara hukum Islam dan instrumen 

hukum positif ekonomi syariah masih belum sepenuhnya optimal. 

Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa kualitas ratio 

decidendi hakim dalam sengketa akad murābaḥah sangat berpengaruh terhadap 

kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan putusan. Diperlukan penguatan 

penggunaan sumber hukum ekonomi syariah secara komprehensif, khususnya 
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KHES, agar putusan Peradilan Agama tidak hanya sah secara formil dan syar’i, 

tetapi juga konsisten dan sistematis dalam kerangka hukum positif ekonomi 

syariah di Indonesia. 
 

5.2 Regulasi Ekonomi Syariah di Negara Muslim Modern 

Ekonomi Islam sebagai sebuah sistem nilai dan praktik sosial-ekonomi 

telah mengalami transformasi signifikan dalam dua dekade terakhir. Tidak hanya 

hadir sebagai sistem keuangan alternatif yang bebas dari riba dan praktik 

eksploitatif, ekonomi Islam kini telah berkembang menjadi fenomena yang lebih 

luas, menyentuh aspek gaya hidup, budaya populer, dan inovasi teknologi. 

Fenomena ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam masa kini tidak lagi terbatas 

pada sektor formal seperti perbankan syariah atau zakat, tetapi menjelma menjadi 

sebuah ekosistem sosial yang kompleks, dinamis, dan multidimensional. 

Perkembangan ini tidak hanya terjadi di negara-negara mayoritas Muslim seperti 

Indonesia, Malaysia, dan Arab Saudi, tetapi juga di negara-negara Barat di mana 

munculnya komunitas Muslim yang aktif menciptakan ruang ekonomi syariah 

berbasis kebutuhan identitas religius mereka turut memperluas cakupan ekonomi 

Islam dalam konteks global.233 

Salah satu pendorong utama perkembangan ini adalah meningkatnya 

kesadaran masyarakat Muslim akan pentingnya menjalani kehidupan ekonomi 

yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Masyarakat tidak lagi sekadar mencari 

produk atau layanan keuangan syariah, tetapi juga mengadopsi gaya hidup 

Muslim yang tercermin dalam pilihan busana syar’i, konsumsi produk halal, 

hingga pola interaksi sosial yang disebut sebagai “gaya hidup syariah”. 

Bersamaan dengan itu, hadir pula kemajuan teknologi digital yang memberi 

ruang baru bagi berkembangnya berbagai inovasi dalam ekonomi Islam. Fintech 

syariah, marketplace zakat dan wakaf, hingga aplikasi kencan halal menjadi 

contoh bagaimana teknologi sosial digunakan untuk memfasilitasi praktik-

praktik ekonomi Islam yang lebih inklusif, cepat, dan mudah diakses oleh 

masyarakat luas. Realitas ini memperlihatkan bahwa ekonomi Islam telah 

bertransformasi menjadi sesuatu yang bukan hanya normatif, tetapi juga sangat 

kontekstual dan terintegrasi dengan dinamika masyarakat modern.234 

                                                      
233  Muhammad Hafiz Zohri dan Hilalludin Hilalludin, “Ekonomi Islam Masa Kini: Antara 

Regulasi, Gaya Hidup, Dan Teknologi Sosial,” TAKAFUL : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan 

Syariah 1, no. 1 (Juni 2025): 33–44. 
234  Zohri dan Hilalludin. 
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Namun, di balik perkembangan yang menjanjikan tersebut, terdapat 

sejumlah tantangan yang tidak dapat diabaikan. Salah satunya adalah persoalan 

regulasi. Regulasi syariah yang efektif dianggap sebagai salah satu faktor kunci 

dalam mendukung perkembangan ekonomi syariah di berbagai negara Islam. 

Regulasi tersebut mencakup aturan hukum, kebijakan fiskal, serta pengawasan 

lembaga keuangan syariah yang berbeda-beda di tiap negara. Beberapa studi 

terbaru menunjukkan bahwa keberadaan regulasi syariah yang kuat dan konsisten 

dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan investor terhadap produk-

produk keuangan syariah, sehingga berkontribusi pada pertumbuhan sektor 

ekonomi syariah secara signifikan. Sebaliknya, perbedaan dan tidak konsistenan 

regulasi di beberapa negara Islam dapat menjadi penghambat perkembangan 

ekonomi syariah yang optimal. Misalnya, penelitian oleh Ahmad dan kolega 

(2023) menyoroti bahwa peraturan yang harmonis di Malaysia berhasil 

mendorong pertumbuhan perbankan syariah yang pesat dibandingkan dengan 

beberapa negara lain dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI).235 

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai regulasi ekonomi syariah 

di negara Muslim modern menjadi penting untuk dilakukan. Pembahasan ini 

tidak hanya berguna untuk memahami konsep dan praktik ekonomi syariah di 

berbagai negara, tetapi juga memberikan gambaran mengenai strategi, tantangan, 

dan peluang pengembangannya di masa depan. Dengan memahami pengalaman 

negara-negara Muslim modern, diharapkan dapat ditemukan model regulasi yang 

efektif, adaptif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat global saat ini. 

Dalam subbab ini, penulis merumuskan beberapa masalah sebagai 

batasan pembahasan, yaitu mengenai apa yang dimaksud dengan regulasi 

ekonomi syariah di negara Muslim modern, bagaimana bentuk regulasi ekonomi 

syariah di beberapa negara Muslim modern, serta apa saja tantangan dan peluang 

dalam pengembangan regulasi ekonomi syariah di era modern. Sejalan dengan 

rumusan masalah tersebut, tujuan dalam subbab ini adalah untuk menjelaskan 

pengertian regulasi ekonomi syariah di negara Muslim modern, menganalisis 

bentuk regulasi ekonomi syariah yang diterapkan di beberapa negara Muslim 

modern, serta mengetahui tantangan dan peluang dalam pengembangan regulasi 

ekonomi syariah pada era kontemporer. 

  

                                                      
235  Fauqah Nuri Aini dan Syahpawi S, “Dampak Regulasi Syariah Terhadap Perkembangan 

Ekonomi Di Negara Islam: Studi Komparatif,” Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial 2, 

no. 12 (Juni 2025), https: //ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/view/1778. 
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5.2.1 Pengertian Regulasi Ekonomi Syariah dan Latar Belakang Penataan 

Regulasi Ekonomi Syariah di Indonesia 

1. Pengertian Regulasi Ekonomi syariah 

Ekonomi syariah dalam kajian ini didefinisikan sebagai sebuah sistem 

ekonomi yang bersumber dan berlandaskan kepada prinsip-prinsip Islam 

(syariah). Semua aktivitas yang terkandung didalamnya terdiri dari seluruh sektor 

perekonomian yang ada, baik yang berasal dari lembaga keuangan syariah, 

lembaga sosial keagamaan maupun dari industri syariah (sektor riil). Sistem 

ekonomi syariah memberikan titik tekan, dalam setiap aktivitasnya harus 

memberikan nilai manfaat (maslahah) bagi seluruh pihak yang terlibat 

didalamnya, tanpa membedakan latar belakang pelaku ekonomi yang terlibat di 

dalamnya, secara adil dan berkelanjutan. Sehingga bisa memberikan warna 

tersendiri dalam perkembangan ekonomi suatu negara.236 

Regulasi syariah merupakan seperangkat aturan dan kebijakan yang 

mengatur aktivitas ekonomi dan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah 

Islam. Prinsip-prinsip tersebut meliputi larangan riba, gharar (ketidakpastian 

berlebih), dan maysir (judi), serta menekankan pada keadilan dan kesejahteraan 

bersama. Menurut Nasution (2022), regulasi syariah harus mampu memastikan 

bahwa seluruh aktivitas ekonomi berjalan sesuai dengan norma Islam sekaligus 

mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan4. Regulasi ini biasanya 

diimplementasikan melalui hukum positif nasional yang diselaraskan dengan 

fatwa Dewan Syariah Nasional atau lembaga sejenis di masing-masing negara.237 

Ekonomi syariah telah menunjukkan pertumbuhan signifikan, terutama 

dalam sektor keuangan seperti perbankan syariah, asuransi takaful, dan pasar 

modal syariah. Menurut studi oleh Wahid dan Alim (2023), negara-negara seperti 

Malaysia dan Uni Emirat Arab telah berhasil mengintegrasikan regulasi syariah 

secara efektif, sehingga mendorong peningkatan aset dan volume transaksi 

keuangan syariah secara pesat. Sementara itu, beberapa negara lain masih 

menghadapi tantangan dalam harmonisasi regulasi yang berdampak pada 

lambatnya perkembangan sektor ini.238 

2. Latar Belakang Penataan Regulasi Ekonomi Syariah di Indonesia 

Ekonomi syariah dapat dijadikan sebagai bagian penting dari mainstream 

kebijakan ekonomi nasional, maka perlu ada upaya sistematis dalam 

                                                      
236  Hadi Risza, Laporan Hasil Penelitian Analisis Kebijakan: Regulasi ekonomi syariah (Jakarta: 

Universitas Paramadina, 2020). 
237  Aini dan S, “Dampak Regulasi Syariah Terhadap Perkembangan Ekonomi Di Negara Islam.” 
238  Aini dan S. 
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menciptakan desain politik ekonomi syariah. Desain ini harus mencakup tiga 

ranah utama, yaitu ranah regulasi dan aturan hukum, ranah penguatan dan 

ekspansi kelembagaan, serta ranah internalisasi nilai ekonomi syariah dalam 

kehidupan negara dan masyarakat.6 Lebih lanjut diuraikan sebagai berikut: 239 

a. Pada ranah yang pertama, yaitu regulasi, maka keberadaan perangkat 

perundang-undangan beserta aturan-aturan turunannya menjadi sangat krusial 

untuk diperhatikan. Para pemangku kepentingan (stakeholder) ekonomi 

syariah harus memikirkan desain regulasi yang dapat meningkatkan akselerasi 

peran dan pertumbuhan ekonomi syariah. 

b.  Ranah kedua adalah ekspansi kelembagaan yang menitikberatkan pada upaya 

untuk meningkatkan ukuran industri ekonomi syariah yaitu bagaimana 

menjadikan pangsa pasar (market share) perbankan syariah, asuransi syariah, 

pasar modal syariah, BMT, lembaga keuangan mikro syariah, bisa meningkat 

dari waktu ke waktu atau bagaimana meningkatkan angka penghimpunan dan 

pendayagunaan zakat, serta menciptakan sistem pendidikan ekonomi syariah 

yang terintegrasi dengan baik ke dalam sistem pendidikan nasional. Tentu 

saja, ekspansi ini akan dapat dipercepat jika pada ranah pertama, ada 

dukungan regulasi yang kongkret terhadap pengembangan institusi ekonomi 

syariah.  

c. Ranah ketiga, internalisasi nilai-nilai ekonomi syariah kepada seluruh 

komponen bangsa, merupakan hal yang sangat penting dalam menciptakan 

cara pandang tentang bagaimana berekonomi dan berbisnis yang sesuai 

dengan tuntunan syariah. Penanaman nilai-nilai ekonomi syariah ini akan 

mempengaruhi perilaku para economic agent. Misalnya, ketika seseorang 

mengetahui bahwa kejujuran memiliki implikasi nilai ibadah kepada Allah, 

termasuk implikasi pada diterima tidaknya zakat, infak dan sedekah seseorang 

di hadapan Allah, maka perilaku khianat, korupsi, serta suka mengurangi 

takaran dan timbangan, tidak akan ia lakukan.  

Dinamika penataan regulasi ekonomi syariah di Indonesia jika dilihat 

melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan sejarah 

(historical approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) dapat 

dielaborasi lebih lanjut sebagai berikut, dinamika hukum berasal dari kata 

dinamika dan hukum. Dinamika yang berarti gerak masyarakat Islam dalam 

menyambut ekonomi syariah secara terus menerus yang menimbulkan perubahan 

dalam tata hidup masyarakat Islam di Indonesia yang bersangkutan dengan 

                                                      
239 Abdul Khair, “Dinamika Penataan Regulasi Ekonomi Syariah,” El-Mashlahah 8, no. 2 (2018), 

https: //doi.org/10.23971/el-mas.v8i2.1322. 
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kebutuhan dan eksisnya ekonomi syariah yang melembaga dalam lembaga 

keuangan baik dalam bentuk bank syariah maupun lembaga non bank. Hukum 

ekonomi syariah adalah peraturan yang secara resmi dianggap mengikat, dan 

yang dikukuhkan secara legal dalam peraturan perundanundangan melalui proses 

politik.240 

Latar belakang penataan regulasi ekonomi syariah di Indonesiadiawali 

dengan munculnya upaya untuk menggantikan sistem konvensional berupa 

bunga (riba), ketidakpastian (garar), perjudian (maisyir), dan baṭil yang dilarang 

dalam Islam kemudian dilembagakan secara konkret dalam perbankan syariah 

dengan kemunculan Bank Muamalat dan Lembaga Keuangan Syariah. 

Kebutuhan masyarakat Islam dalam menjalankan bagian syariat Islam dalam 

konteks muamalah ekonomi syariah, wajib memiliki kepastian hukum agar 

memberikan keyakinan dan jaminan kepatuhan serta pemenuhan prinsip syariah 

(shariah compliance) yang wajib harus dipenuhi negara melalui penataan 

regulasi. Pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia linear dengan perkembang-

an hukum ekonomi syariah di tengah politik hukum demografis mayoritas umat 

Islam yang dominan dalam regulasi lembaga keuangan syariah baik non bank 

maupun bank syariah.Adanya kekosongan hukum (vacum of norm) dalam 

operasionalisasi, kelembagaan dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah 

sehingga perlunya legitimasi dan legalitas penataan regulasi ekonomi syariah 

mengatur produk dan layanan keuangan syariah yang berkekuatan hukum akan 

menjamin dan mengawal pertumbuhan serta eksistensi ekonomi syariah di 

Indonesia.241 

5.2.2 Regulasi Ekonomi Syariah di Negara Muslim Modern 

1. Indonesia 

Penerapan hukum syariah dalam sistem ekonomi Islam di Indonesia telah 

mengalami perkembangan pesat dalam beberapa dekade terakhir. Hal ini ditandai 

dengan meningkatnya jumlah lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah, 

asuransi syariah, serta investasi berbasis syariah. Namun, meskipun perkembang-

an ini cukup signifikan, implementasi hukum syariah dalam ekonomi Islam 

masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu diselesaikan. 

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk 

mendukung ekonomi syariah, seperti UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan 

Syariah dan UU No. 34 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Selain itu, 
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Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) juga dibentuk untuk 

mengoordinasikan strategi pengembangan ekonomi syariah.242 

a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dapat 

dipandang sebagai instrumen hukum yang secara substantif memperkuat 

amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945, karena mengarahkan 

sistem keuangan nasional pada prinsip keadilan, kebersamaan, dan demokrasi 

ekonomi. Jika perbankan konvensional cenderung menekankan pada orientasi 

keuntungan dan praktik bunga yang sering menimbulkan kesenjangan, maka 

perbankan syariah yang diatur melalui UU ini mengedepankan prinsip profit 

and loss sharing (bagi hasil), transaksi berbasis aset riil, serta pelarangan riba, 

gharar, dan maysir. Hal ini sejalan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang 

menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar-

kan asas kekeluargaan, sehingga sistem keuangan tidak boleh hanya 

menguntungkan segelintir pihak, tetapi harus memberikan manfaat yang luas 

bagi masyarakat. Selain itu, Pasal 33 ayat (4) menekankan pentingnya prinsip 

berkelanjutan dan kemandirian, yang juga diakomodasi dalam UU No. 

21/2008 melalui pengaturan tata kelola bank syariah yang sehat, pengawasan 

ketat oleh otoritas keuangan (Bank Indonesia/OJK), serta keberadaan Dewan 

Pengawas Syariah (DPS) yang memastikan kesesuaian operasional bank 

dengan fatwa DSN-MUI. Secara kritis, keberadaan UU ini menunjukkan 

adanya upaya negara untuk mengintegrasikan nilai-nilai religius dalam sistem 

ekonomi nasional tanpa meninggalkan prinsip konstitusional, sekaligus 

membuka ruang inklusi keuangan yang lebih luas bagi umat Islam yang ingin 

terhindar dari praktik non-syariah. Dengan demikian, UU No. 21 Tahun 2008 

tidak hanya bersifat regulatif, tetapijuga transformatif, karena mengarahkan 

praktik perbankan agar lebih berkeadilan, berkelanjutan, dan sesuai dengan 

cita-cita konstitusi dalam mewujudkan kemakmuran rakyat.243 

b. Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama 

Indonesia (DSN-MUI) memiliki peran strategis dalam perkembangan 

lembaga keuangan syariah di Indonesia. Fatwa ini menjadi pedoman utama 

bagi bank syariah, asuransi, lembaga pembiayaan, hinggafintech syariah agar 

seluruh aktivitasnya tetap sesuai dengan prinsip syariah. Kedudukan fatwa 

                                                      
242  Jaya Mahendra dan Bima Saputra Pradana, “Implementasi Hukum Syariah Dalam Sistem 

Ekonomi Islam Di Indonesia: Tantangan Dan Peluang,” Hidayah : Cendekia Pendidikan Islam 
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243 Aghniya Firja ’Ainunnisa dkk., “Regulasi dan Kebijakan yang Mengatur Lembaga Keuangan 

Syariah di Indonesia,” Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner 2, no. 03 (September 2025): 
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tersebut semakin kuat setelah hadirnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 

tentang Perbankan Syariah, yang mewajibkan setiap produk perbankan 

syariah mengacu pada fatwa DSN-MUI. Bahkan, regulasi OJK dan Bank 

Indonesia banyak mengadopsinya, sehingga fatwa DSN-MUI tidak hanya 

bernilai keagamaan tetapi juga menjadi bagian dari hukum positif di 

Indonesia.Ruang lingkup fatwa DSN-MUI mencakup berbagai bidang 

keuangan syariah. Pada sektor perbankan, misalnya, 1. Fatwa No. 04/2000 

tentang murabahah. 2. Fatwa No. 07/2000 tentang mudharabah, 3. Fatwa No. 

08/2000 tentang musyarakah. Fatwa No. 09/2000 tentang ijarah.Semua ini 

menjadi dasar hadirnya produk tabungan, deposito, hingga pembiayaan di 

bank syariah Dalam penerapannya, fatwa-fatwa DSN-MUI tidak hanya 

berupa aturan, melainkan diwujudkan dalam produk nyata. Akad murabahah 

digunakan untuk pembiayaan rumah dan kendaraan, mudharabah untuk 

tabungan berjangka dan deposito, musyarakah untuk pembiayaan proyek, 

sementara sukuk diterbitkan pemerintah maupun korporasi dengan dasar 

fatwa obligasi syariah. Bahkan fintech syariah di Indonesia beroperasi 

berdasarkan fatwa No. 117/2018. Dengan demikian, fatwa DSN-MUI 

berfungsi sebagai penghubung antara prinsip hukum Islam dan sistem hukum 

nasional. Kehadirannya memastikan transaksi keuangan terbebas dari riba, 

gharar, dan maysir, sekaligus memberikan legitimasi bagi regulator, lembaga 

keuangan, serta masyarakat.244 

c. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga independen yang bebas 

dari campur tangan pihak lain, dengan fungsi, tugas, dan wewenang dalam 

pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, serta penyidikan terhadap lembaga 

jasa keuangan seperti perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, 

pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya. Secara kelembagaan, OJK 

berdiri di luar struktur pemerintahan, sehingga tidak menjadi bagian dari 

kekuasaan eksekutif. Pembentukan OJK bertujuan untuk memastikan kegiatan 

di sektor jasa keuangan berlangsung secara teratur, adil, transparan, akuntabel, 

berkelanjutan, stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan 

masyarakat. Setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, 

kewenangan pengawasan perbankan syariah dialihkan dari Bank Indonesia ke 

OJK, yang memiliki sistem pengaturan dan pengawasan terintegrasi 

mencakup seluruh sektor jasa keuangan, termasuk perbankan syariah. Otoritas 

Jasa Keuangan (OJK) memiliki kewenangan penuh dalam mengatur dan 

mengawasi lembaga keuan gan syariah di Indonesia, termasuk Bank Umum 
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Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

(BPRS), perusahaan pembiayaan syariah, serta lembaga keuangan non-bank 

berbasis syariah. Regulasi utama yang mengatur hal ini diterbitkan dalam 

bentuk Peraturan OJK (POJK) dan Surat Edaran OJK (SEOJK) yang 

memberikan penjabaran teknis.245 

2. Malaysia 

Perbankan syariah di Malaysia berada dibawah naungan Bank Sentral, 

BNM menganut dual-banking system, dimana perbankan syariah beroperasi 

berdampingan dengan perbankan konvensioanl. Sebagai bank sentral, BNM 

memegang otoritas penuh untuk mengontrol dan mengatur operasional 

perbankan di Malaysia. Juga sebagai badan hadan otoritatif yang memiliki hak 

dan kekuatan hukum yang komprehensif untuk mengatur dan mengawasi sistem 

keuangan di Malaysia berlandaskan Bank Sentral Malaysia Act 1958. Adapun 

dibawah ini beberapa dasar hukum atau regulasi yang mengatur tentang 

perbankan syariah di Malaysia yaitu: 246 

a. Islamic Banking Act (1983) 

Bank Islam Malaysia Berhard (BIBM) merupakan bank syariah pertama 

yang Bank Islam Malaysia Berhard (BIM didirikan pada tahun 1983. Bank 

syariah pertama ini berdiri atas dasar Undang-Undang Perbankan Syariah tahun 

1983 atau yang lebih dikenal dengan sebutan Islamic Banking Act (IBA 1983), 

Dengan dikeluarkannya UU tersebut maka bank sentral Malaysia, yaitu Bank 

Negara Malaysia diberi wewenang untuk mengatur serta mengawasi perbankan 

Islam seperti layaknya perbankan konvensional. Pada prinsipnya, operasional 

perbankan syariah di Malaysia memiliki dua dasar hukum utama, yaitu Islamic 

Banking Act (IBA) 1983, dan Perbankan dan Keuangan Lembaga Act (BAFIA) 

1989. IBA 1983 khusus mengatur bank syariah di mana ajaran Islam dapat 

diterapkan dalam bisnis perbankan. UU ini tidak mengandung ketentuan yang 

berkaitan dengan setiap bisnis perbankan, atau bahkan bisnis perbankan syariah 

yang dilakukan oleh bank-hank konvensionus. Sampai saat ini, bank-bank Islam 

yang diatur di bawah IBA adalah dua bank syariah lokal penuh, bank syariah 

penuh asing dan bank anak perusahaan islam. Islamic Banking Act (IBA) 1983 

pada dasarnya menyediakan lisensi dan peraturan tentang manajemen dan operasi 

                                                      
245 Hanssen dkk., “Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Kegiatan Pasar Modal 
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bisnis perbankan Islam. Selain itu, juga menyediakan persyaratan keuangan dan 

tugas bank syariah, kepemilikan dan kontrol bank syariah, pembatasan bisnis dan 

kekuatan pengawasan dan kontrol atas bank syariah. Beberapa hal penting yang 

terdapat dalam islamic banking Act 1983 terkait dengan perbankan syariah di 

malaysia yaitu persetujuan dewan penasehat syariah, penghapusan pembatasan 

kepemilikan atau kontrol asing, nasihat dewan penashat syariah. 

b. Banking and financial institutions Act 1989 (BAFIA) 

BAFIA 1989 diundangkan untuk mengatur Bank Konvensional di 

Malaysia. UU ini sebenarnya merupakan penggabungan dari dua produk hukum 

yang telah ada, yaitu Perusahaan Keuangan Act 1969 dan Undang-Undang 

Asuransi 1963. Tidak diragukan lagi, pendirian bank konvensional diatur oleh 

UU Perbankan dan Lembaga Keuangan 1989 (BAFIA). Oleh karena itu, bagian 

124 dari BAFIA telah diubah pada tahun 1996 untuk melayani operasi perbankan 

Islam dan bisnis keuangan di bank konvensional Amandemen dilakukan pada 

Pasal 124 dimana semangat utamanya adalah memberikan ruang bagi bank 

konvensional untuk mengembangkan bsinis perbankan syariah. Persyaratan yang 

harus dipenuhi oleh setiap bank konvensional yang ingin membuka layanan 

syariah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 124 (BAFIA) adalah membentuk 

Komite Syariah (Shariah Committe) dalam struktur organisasi bank, 159 

Undang-undang ini juga ikut berkontribusi dalam mengembangkan Perbankan 

Syariah di Malaysia. Selain itu, ketentuan tersebut juga menyatakan bahwa bank 

konvensional akan meminta saran dari Dewan Penasihat Syariah yang didirikan 

berdasarkan UU Bank Sentral Malaysia 1958 dari waktu ke waktu untuk 

memastikan bahwa bank Islam atau bank keuangan yang beroperasi akan 

memenuhi prinsip-prinsip Syariah. 

c. Development financial institutions Act 2002 (DFIA) 

Ada beberapa lembaga keuangan pembangunan yang tidak diatur oleh 

Undang-Undang mana pun, di IBA atau BAFIA. Misalnya, Bank Kerjasama 

Rakyat Malaysia Berhad yang diatur di bawah Undang-undang Bank Rakyat 

1978 dan Co-Operative Societies Act 1993. Namun, diketahui bahwa lembaga-

lembaga tersebut juga melakukan bisnis perbankan Islam.. Hal ini disebabkan 

olch fakta bahwa bank tersebut diizinkan untuk menjalankan layanan perbankan 

Islamnya berdasarkan bagian 129 (1) dari Undang-Undang Lembaga Keuangan 

Pembangunan 2002 yang menyatakan bahwa - “Tidak ada dalam Undang-

Undang ini atau UU Perbankan Islam 1983 [UU 276] akan melarang atau 

membatasi lembaga yang ditentukan dari menjalankan bisnis perbankan Islam 

atau bisnis keuangan Islam selain bisnis yang sudah ada, asalkan lembaga yang 
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ditentukan harus mendapatkan persetujuan tertulis sebelumnya dari Bank 

sebelum melakukan bisnis perbankan Islam atau keuangan syariah. Bisnis”, 

Lembaga keuangan pembangunan lainnya menawarkan layanan perbankan 

syariah selain Bank Kerjasama Rakyat Ma. a Sdn. Bhd. Adalah Bank Perusahaan 

Kecil dan Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank), Bank Ekspor-Impor 

Malaysia Berhad. Agro Bank (sebelumnya dikenal sebagai Bank Pertanian 

Malaysia) dan Bank Simpanan Nasional Berhad. Sejauh layanan perbankan 

Islam mereka prihatin, bagian 129 (1) dari DFIA juga berlaku untuk mereka. 

d. Centar Bank of Malaysia Act 1958 

Pada tahun 2003, amandemen dibuat untuk Bank Sentral Malaysia Act 

1958 (CBMA) dengan memasukkan ketentuan baru bagian 16B yang menyedia-

kan antara lain untuk penetapan kualifikasi pengangkatan dan pengaturan Dewan 

Penasihat Syariah (SAC) dari CBMA yang akan menyarankan CBMA pada hal-

hal syariah dalam kaitannya dengan industri keuangan Islam. Berdasarkan 

amandemen ini, setiap lembaga keuangan yang mengoperasikan perbankan Islam 

dan bisnis keuangan dari waktu ke waktu mencari saran dari SAC untuk 

memastikan bahwa operasi bisnisnya PARE sesuai dengan prinsip Syariah. 

Selain itu, lembaga-lembaga tersebut juga harus mematuhi segala arah SAC yang 

terkait dengan perbankan Islam dan bisnis keuangan.Menjadi regulator di 

industri, CBMA akan memiliki kekuatan untuk membatalkan lisensi yang 

diberikan kepada lembaga keuangan dari perating perbankan Islam dan bisnis 

keuangan untuk ketidakpatuhan terhadap putusan SAC dari CBMA. Referensi ke 

SAC dari CBMA dapat dilihat pada amandemen bagian 13A dari IBA dan bagian 

124 (4) dari BAFIA dimana dengan kedua ketentuan jelas menyatakan bahwa 

setiap bank Islam atau lembaga berlisensi yang menjalankan bisnis perbankan 

Islam atau Islam bisnis keuangan dapat meminta saran dari SAC dan harus 

mematuhi segala arah yang dibuat oleh SAC. Daftar undang-undang yang 

disebutkan di atas dimaksudkan untuk manajemen dan operasi perbankan Islam 

dan bisnis keuangan. Namun, perlu dicatat bahwa penerapan undang-undang 

dalam perbankan Islam dan bisnis keuangan mirip dengan itu perbankan 

konvensional. Ini berarti bahwa penerapan Kode Tanah Nasional 1965, UU 

Kontrak 1950 dan undang-undang lainnya masih relevan dalam perbankan Islam 

dan bisnis keuangan selama ketentuan undang-undang tidak bertentangan dengan 

prinsip-prinsip syariah 

3. Bahrain 

Regulasi yang menyeluruh tentang keuangan syariah di Bahrain 

diterbitkan pertama kali pada Januari 2005 oleh Badan Moneter Bahrain 
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(“Bahrain Monetary Agency”). Kunci utama perkembangan keuangan syariah di 

Bahrain adalah konsolidasi dan restrukturisasi secara keseluruhan berbagai 

peraturan keuangan pada tahun 2006, dengan berlakunya The Central Bank of 

Bahrain and Financial Institutions Law of 2006 (“CBB Law”) dan didirikannya 

Bank Sentral Bahrain (Central Bank of Bahrain atau “CBB”) sebagai lembaga 

pengatur tunggal dari sektor keuangan di Bahrain menggantikan Bahrain 

Monetary Agency.247 

CBB Law memberikan kewenangan yang luas kepada CBB untuk 

menyusun peraturan (yang berlaku umum) dan arahan (yang berlaku khusus bagi 

pihak tertentu) dalam rangka melaksanakan CBB Law. Peraturan dan arahan 

yang dikeluarkan oleh CBB dalam menjalankan kewenangan tersebut dikumpul-

kan dalam buku peraturan yang terbagi dalam 7 volume yang terbagi berdasarkan 

dasar sektor pengaturannya, atau dikenal dengan Buku Peraturan Bank Sentral 

Bahrain (“CBB Rulebook”). Perkembangan keuangan syariah di Bahrain setelah 

diterapkannya CBB Law dan disusunnya CBB Rulebook menjadi pesat, yang 

juga terefleksikan pada pertumbuhan aset keuangan syariah di Bahrain, dari 

US$72,825 pada tahun 2014 menjadi US$81,069 pada tahun 2015, atau sebanyak 

11.32 persen. Selanjutnya, perkembangan penting dalam kerangka pengaturan 

keuangan syariah di Bahrain adalah berlakunya Resolution No. (20) di tahun 

2015 (“Resolution No. (20)”) terkait pendirian suatu dewan pengawas syariah 

yang tersentralisasi di bawah CBB atau yang dikenal dengan Centralized Shari’a 

Supervisory Board (“CSSB”). Tujuan dari Resolution No. (20) ini adalah untuk 

membangun industri keuangan syariah dan menyelenggarakan standar dan 

praktik Syariah yang seragam di industri keuangan syariah.248 

4. Uni Emirat Arab 

Perkembangan keuangan syariah di UEA telah dimulai sejak 1970-an dan 

mengalami pertumbuhan besar di awal era 2000-an. Pada saat ini UEA telah 

memiliki konsentrasi lembaga keuangan syariah lokal maupun internasional yang 

tinggi, baik yang telah seutuhnya menjadi full-fledged lembaga keuangan 

syariah, maupun yang masih berbentuk UUS dari lembaga keuangan 

konvensional. UEA juga telah menyaksikan banyaknya penerbitan obligasi 

syariah, yang sebagian besar dalam bentuk sukuk ataupun trust certificates. Pada 

saat ini, secara umum pengelolaan dana berbasis syariah dan modal ventura 
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berbasis lainnya tidak populer dan masih dianggap sebagai industri yang 

memiliki pelaku usaha yang cenderung masih terbatas (boutique industry).249  

Di UEA, peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai 

keuangan syariah masih terbilang sedikit. Salah satu penyebab hal ini mungkin 

dikarenakan hukum federal UEA sendiri telah menganut sistem civil law, yang 

secara umum telah disusun dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah; dan 

oleh karenanya banyak prinisip-prinsip syariah yang sudah diberlakukan pada 

aspek-aspek tertentu dalam transaksi keuangan syariah tanpa diperlukannya 

suatu peraturan yang mengatur ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap 

kegiatan keuangan syariah yang lebih bersifat khusus. Walaupun demikian, telah 

ada rencana-rencana untuk memberlakukan peraturan yang lebih khusus bagi 

lembaga keuangan Syariah di tingkat federal, walaupun hal ini belum terlaksana. 

Rencana penerbitan peraturan khusus tersebut mendapatkan tanggapan positif 

dari Pelaku Usaha Keuangan Syariah, karena akan memberikan kodifikasi dan 

standardisasi perilaku/standar akuntansi dan perpajakan, dan keseragaman 

persyaratan kualitas minimum yang sesuai dengan kepatuhan syariah. Namun, 

peraturan khusus ini harus fleksibel agar membebaskan dan dapat memberdaya-

kan industri baru untuk terus tumbuh dan berkembang yang menjadikan industri 

keuangan syariah bagian dari industri umum dan bukan hanya sebagai pelengkap 

(paling tidak pada negara-negara mayoritas muslim).250 

5.2.3 Instrumen Regulasi Ekonomi Syariah 

Munculnya ekonomi syariah di daratan benua Eropa dimulai dari negara 

Inggris, yaitu pada akhir tahun 1970 hingga awal tahun 1980. Tepatnya Tahun 

1976, setelah konferensi internasional pertama tentang Ekonomi Islam, yang 

diadakan di Makkah Al-Mukarromah, Yayasan Islam Leicester United Kingdom 

mendirikan pusat penelitian pertama ekonomi Islam. Pusat Penelitian ini 

berkembang menjadi Pusat Penelitian Ekonomi Islam Internasional atau The 

International Centre for Recearch Islamic Economics di Universitas King Abdul 

Aziz pada tahun 1977. Yayasan Islam Inggris kemudian menerbitkan karya-

karya besar oleh pelopor ekonomi, perbankan dan keuangan Islam seperti 

Nejatullah Siddiqi, Umer Chapra dan lain-lain. Dalam hal ini juga diselenggara-

kan konferensi, seminar dan lokakarya, tentang topik tersebut. bekerjasama 

dengan Islamic Development Bank (IDB), The Islamic Research and Training 

Institute (IRTI), dan Universitas Loughborough. Pertumbuhan keuangan Islam di 
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Eropa ditandai dengan banyaknya lembaga keuangan Islam dan instrumennya 

yang tumbuh secara pesat di Eropa, antara lain:  

1. Perbankan Syariah Bank di Eropa yang secara operasional berbasis syariah 

berjumlah 6 Bank di Inggris, yaitu Bank of London and the Middle East 

(BLME) dengan total aset sebanyak $2,149 Milyar, Al-Rayyan Bank dengan 

total aset sebanyak $1,005 Milyar, Gatehouse Bank dengan total aset sebanyak 

$0,409 Milyar, Qatar Islamic Bank United Kingdom (QIB UK) dengan total 

aset sebanyak $0,35 Milyar, European Islamic Investment Bank dengan total 

aset sebanyak $0,214 Milyar, dan Abu Dhabi Islamic Bank United Kingdom 

(ADIB UK) dengan total aset sebanyak $0,146 Milyar. Adapun bank 

konvensional yang membuka Islamic windows untuk melayani produk 

keuangan syariah sebanyak 16 Bank, yaitu ABC International Bank, Ahli 

United Bank, Bank of Ireland, Barclays, BNP Paribas, Bristol & West, Citi 

group, Deutsche Bank, IBJ International London, J Aron & Co, Lioyd’s 

Banking Group, Royal Bank of Scotland, Standard Chartered, United National 

Bank.  

2. Pasar sukuk merupakan bagian penting dari pasar keuangan Islam dan London 

sebagai Sentral obligasi internasional. Inggris merupakan negara barat 

pertama yang menerbitkan obligasi syariah atau sukuk. Sukuk berdasarkan 

kontrak Ijarah yang disokong oleh tiga aset pemerintahan pusat Inggris dan 

terdaftar di London Stock Exchange (LSE) yang mengenalkan indeks syariah. 

Sukuk ini sangat diminati oleh masyarakat dengan dibuktikannya banyak 

permintaan dan pesasan. Alokasinya dibuat untuk berbagai investor seperti 

dana pengembangan kekayaan negara, bank sentral, dan lembaga keuangan 

domestik maupun internasional. LSE merupakan pusat penerbitan sukuk, 

terdaftar di LSE dengan nilai total $51 Milyar.  

3. Takaful Di Eropa, negara Inggris merupakan pelopor pengembangan asuransi 

Syariah, melalui HSBS’s Amanah, Inggris bercita-cita menjadi leading sector, 

bagi pengembangan asuransi syariah di Eropa dan negara lainnya. 

International Co-operative and Mutual Insurance Faderation (ICMIF), yang 

menghimpun 150 orang dari 82 anggota organisasi dari 52 negara di dunia. 

Lembaga ini bertujuan untuk memajukan dan memperkenalkan sistem 

asuransi syariah ke berbagai negara. Di Amerika Serikat, asuransi Syariah 

pertama kali berdiri pada Desember 1996. Takaful USA Insurance Company, 
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asuransi pertama di Amerika didirikan untuk menampung sedikitnya 12 juta 

penduduk Muslim di Amerika.251 

5.2.4 Tantangan Regulasi Ekonomi Syariah 

Era globalisasi adalah periode di mana ekonomi, budaya, dan teknologi 

dunia semakin terintegrasi dengan cepat, mengaburkan batas geografis dan 

nasional. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, bersama dengan 

transportasi yang lebih efisien serta liberalisasi perdagangan dan investasi, 

menjadi pendorong utama dalam proses ini. Dalam era ini, aliran barang, jasa, 

modal, dan informasi berlangsung secara cepat dan luas, memungkinkan 

interaksi dan kolaborasi antarnegara serta masyarakat di seluruh dunia. 

Globalisasi telah mengubah cara bisnis beroperasi, mempercepat pertumbuhan 

ekonomi global, dan menciptakan pasar yang lebih kompetitif. Namun, fenomena 

ini juga menghadirkan berbagai tantangan, sebagaimana dijelaskan di bawah ini: 
252 

1. Kesadaran Umat. Kesadaran umat dalam menghadapi tantangan ekonomi di 

era globalisasi mencakup pemahaman kolektif serta respons aktif dari 

komunitas Muslim terhadap dinamika ekonomi global yang seringkali 

kompleks dan tidak adil. Ini mencakup pemahaman yang mendalam mengenai 

prinsip-prinsip ekonomi syariah, seperti larangan riba, kewajiban zakat, dan 

pentingnya persaingan yang sehat di pasar global dengan meningkatkan 

kualitas tenaga kerja serta berinovasi. Kesadaran ini juga melibatkan tanggung 

jawab sosial, termasuk kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat dan 

dukungan kepada sektor UMKM, serta sikap kritis terhadap sistem ekonomi 

global yang eksploitatif. Selain itu, memperkuat ekonomi lokal, menyebarkan 

informasi tentang tantangan globalisasi, dan bekerja sama untuk 

mempromosikan ekonomi yang adil dan berkelanjutan juga sangat penting. 

Oleh karena itu, kesadaran umat tidak hanya tentang pengetahuan, tetapi juga 

tindakan nyata yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam untuk menghadapi 

tantangan dan memanfaatkan peluang dalam era globalisasi. 

2. Sumber Daya Manusia Yang Kurang Memadai. Kekurangan sumber daya 

manusia dalam menghadapi tantangan ekonomi di era globalisasi merujuk 
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pada ketidakmampuan tenaga kerja suatu negara atau komunitas dalam 

memenuhi keterampilan, pendidikan, dan kompetensi yang diperlukan untuk 

bersaing di pasar global yang semakin kompleks. Era globalisasi mengharus-

kan pekerja memiliki kemampuan teknis yang tinggi, pemahaman terhadap 

teknologi informasi, keterampilan bahasa asing, serta kemampuan beradaptasi 

dengan perubahan cepat dalam dunia bisnis. Kurangnya kualitas SDM 

menghambat produktivitas, inovasi, dan menurunkan daya saing, sementara 

potensi ekonomi global tidak dimanfaatkan secara maksimal. Hal ini dapat 

meningkatkan pengangguran, ketimpangan ekonomi, dan ketergantungan 

pada tenaga kerja asing yang lebih terampil. Oleh karena itu, peningkatan 

kualitas SDM melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan 

menjadi kunci untuk menghadapinya dan memastikan terciptanya 

pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Dibutuhkan SDM 

dengan tiga kualifikasi utama: etos kerja (himmah), keahlian (kafa’ah), dan 

integritas (amanah), untuk kemajuan ekonomi Islam. Di tengah materialisme 

yang dominan, pelanggaran terhadap integritas sering terjadi, yang menjadi 

tantangan utama bagi ekonomi Islam. Tanpa integritas, praktik ekonomi Islam 

berisiko gagal, menghambat kemajuan. 

3. Jangkauan pasar belum luas. Saat ini, jaringan perbankan syariah masih 

terbatas, yang dapat mengurangi kenyamanan bagi para pengguna layanan ini. 

Beberapa kendala yang diidentifikasi dalam memperluas jaringan perbankan 

syariah meliputi:  

a. Menciptakan lingkungan yang mendukung masuknya pemain baru, 

terutama bank-bank konvensional dengan jaringan besar, atau mendorong 

kerja sama strategis antara bank syariah dan lembaga keuangan lain untuk 

mencapai skala operasional yang lebih ekonomis 

b. Menyederhanakan proses administrasi agar lebih mudah bagi pemain baru 

untuk bergabung tanpa mengurangi prinsip kehati-hatian dalam operasi 

perbankan. 

c. Menyediakan informasi pasar yang lebih jelas mengenai permintaan 

terhadap layanan perbankan syariah. 

4. Intstitusi pendukung yang belum lengkap. Kelemahan institusi ekonomi, 

pendidikan, hukum, dan pemerintah dalam menyediakan infrastruktur, 

regulasi, serta layanan yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan 

ekonomi yang kompetitif dan berkelanjutan adalah masalah yang perlu diatasi. 

Di era globalisasi, institusi ini harus dapat menciptakan iklim bisnis yang 

kondusif, melindungi hak-hak properti, menegakkan hukum, dan memastikan 

keadilan serta transparansi dalam proses ekonomi. Ketika institusi tidak 
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berfungsi dengan baik, seperti melalui birokrasi yang rumit, korupsi, 

kekurangan dukungan untuk inovasi, dan terbatasnya akses ke pembiayaan, 

daya saing ekonomi akan terhambat. Hal ini mengurangi investasi, 

menurunkan efisiensi pasar, dan memperburuk ketimpangan sosial. Oleh 

karena itu, penguatan dan pembenahan institusi pendukung sangat penting 

untuk menghadapi tantangan globalisasi, menjaga stabilitas ekonomi, dan 

mendorong perkembangan yang inklusif dan berkelanjutan 

5. Belum Sepenuhnya Memenuhi Regulasi Keuangan Syariah Internasional. 

Ketidakmampuan lembaga keuangan syariah di suatu negara atau komunitas 

untuk memenuhi standar internasional yang ditetapkan oleh badan-badan 

global seperti Islamic Financial Services Board (IFSB) dan Accounting and 

Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) adalah 

masalah yang signifikan. Standar ini mencakup aturan tentang transparansi, 

tata kelola, manajemen risiko, dan akuntabilitas yang diperlukan untuk 

memastikan integritas serta kepercayaan dalam sistem keuangan syariah. Jika 

lembaga keuangan syariah tidak dapat memenuhi standar ini, mereka akan 

kesulitan menarik investasi internasional, mengakses pasar global, dan 

bersaing dengan lembaga keuangan konvensional. Hal ini dapat menghambat 

pertumbuhan sektor keuangan syariah, membatasi inovasi produk dan layanan 

keuangan, serta mengurangi kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi. 

Oleh karena itu, peningkatan kapasitas, pelatihan, dan regulasi yang 

mendukung pemenuhan standar internasional ini sangat penting untuk 

mengatasi tantangan tersebut dan memastikan peran yang efektif dari lembaga 

keuangan syariah dalam ekonomi global. 

Kesimpulan dari pembahasan diatas adalah regulasi ekonomi syariah 

merupakan seperangkat aturan, kebijakan, dan mekanisme pengawasan yang 

mengatur aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, seperti 

larangan riba, gharar, dan maysir, serta menekankan keadilan, kemaslahatan, dan 

kesejahteraan bersama. Kehadiran regulasi memiliki peran penting untuk 

memberikan kepastian hukum, menjaga kepatuhan syariah, melindungi 

masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan 

demikian, ekonomi syariah tidak hanya menjadi konsep normatif keagamaan, 

tetapi telah berkembang menjadi sistem ekonomi modern yang relevan 

diterapkan di berbagai negara. 

Di Indonesia, penataan regulasi ekonomi syariah dilakukan melalui 

berbagai kebijakan seperti Undang-Undang Perbankan Syariah, fatwa DSN-

MUI, serta pengawasan oleh OJK. Hal ini menjadi dasar berkembangnya 

perbankan syariah, zakat, wakaf, dan industri halal. 
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Negara-negara seperti Malaysia, Bahrain, United Arab Emirates, dan 

Indonesia memiliki model regulasi yang berbeda sesuai kebutuhan masing-

masing. Meskipun demikian, regulasi ekonomi syariah masih menghadapi 

tantangan berupa rendahnya literasi masyarakat, keterbatasan SDM, jangkauan 

pasar yang terbatas, dan belum optimalnya standar internasional. Oleh karena itu, 

diperlukan penguatan regulasi dan inovasi agar ekonomi syariah semakin 

berkembang. 
 

5.3 Regulasi Ekonomi Syariah di Negara Non-Muslim 

Bisnis syariah merupakan suatu sistem yang mengintegrasikan prinsip-

prinsip hukum Islam dalam aktivitas ekonomi dan transaksi bisnis. Hukum bisnis 

syariah menekankan pada keadilan, etika, dan keseimbangan, dengan tujuan 

untuk menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan ajaran Islam, 

seperti riba (bunga), maysir (perjudian), dan gharar (ketidakpastian). Seiring 

dengan perkembangan ekonomi global, bisnis syariah semakin mendapatkan 

perhatian, baik di negara-negara dengan mayoritas Muslim, seperti di Timur 

Tengah dan Malaysia, maupun di negara-negara non-Muslim, termasuk Eropa. 

Dalam konteks ini, masing-masing wilayah telah mengembangkan regulasi yang 

berbeda terkait penerapan prinsip-prinsip syariah dalam dunia bisnis.1Penerapan 

hukum bisnis syariah di wilayah Timur Tengah, Malaysia, dan Eropa 

menawarkan perbandingan yang menarik tentang bagaimana regulasi ini 

diimplementasikan dalam konteks sosial, ekonomi, dan hukum yang berbeda-

beda. Timur Tengah, sebagai tempat asal Islam, cenderung memiliki regulasi 

yang lebih terintegrasi dengan prinsip-prinsip syariah, yang bersifat 

komprehensif dan diterapkan di berbagai sektor ekonomi, termasuk perbankan, 

pasar modal, dan asuransi. Negara-negara seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab 

(UEA), dan Qatar telah mengembangkan kerangka hukum yang mendukung 

pertumbuhan bisnis syariah secara signifikan.253 

Globalisasi ekonomi serta meningkatnya kebutuhan terhadap sistem 

tersebut bisa lebih memberi kemaslahatan secara ekonomi, seperti yang sudah 

mereka dapatkan dalam sistem ekonomi konvensional menjadi salah satu faktor 

yang mendorong berkembangnya ekonomi syariah di berbagai negara. 254 

Negara-negara seperti Thailand, Singapura, dan Filipina telah mengembangkan 

                                                      
253  Gilang Rahmadani Gilang Rahmadani dkk., “Analisis Perbandingan Regulasi dan 

Implementasi Hukum Bisnis Syariah di Timur Tengah, Malaysia, dan Eropa,” Al-A’mal : 

Jurnal Manajemen Bisnis Syariah 2, no. 2 (Januari 2026): 22–33. 
254  “Ekonomi Syariah Kian Diminati Negara Non-Muslim,” Madaninews.Id, 14 Agustus 2018, 

https: //www.madaninews.id/3160/ekonomi-syariah-kian-diminati-negara-non-muslim.html. 
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berbagai regulasi yang memungkinkan lembaga keuangan syariah beroperasi 

secara legal dan kompetitif dalam sistem keuangan nasional mereka. Hal ini 

menunjukkan bahwa ekonomi syariah tidak hanya dipandang sebagai sistem 

ekonomi berbasis agama, tetapi juga sebagai alternatif sistem ekonomi yang 

memiliki nilai universal dan mampu memberikan kontribusi dalam meningkat-

kan stabilitas dan keberlanjutan ekonomi.255 

Meskipun demikian, penerapan regulasi ekonomi syariah di negara non 

Muslim tentu memiliki berbagai tantangan. Perbedaan sistem hukum, struktur 

ekonomi, serta pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip syariah menjadi 

beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi regulasi tersebut. 

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana regulasi ekonomi 

syariah diterapkan di negara non Muslim, serta bagaimana kebijakan tersebut 

mampu mendukung perkembangan industri keuangan syariah dalam sistem 

ekonomi global. 

Dalam subbab ini, penulis merumuskan beberapa masalah sebagai 

batasan pembahasan, yaitu mengenai bagaimana konsep dasar ekonomi syariah 

dalam sistem ekonomi modern, bagaimana regulasi ekonomi syariah diterapkan 

di negara non-Muslim, serta apa saja tantangan dan peluang perkembangan 

ekonomi syariah di negara non-Muslim. Sejalan dengan rumusan masalah 

tersebut, pembahasan dalam subbab ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

berupa penambahan wawasan dan pemahaman mengenai konsep ekonomi 

syariah dalam konteks global, memberikan gambaran mengenai regulasi 

ekonomi syariah yang diterapkan di negara non-Muslim, serta menjadi referensi 

bagi pembaca dalam memahami perkembangan industri keuangan syariah di 

tingkat internasional. 

5.3.1 Konsep Dasar Ekonomi Syariah 

1. Definisi Ekonomi Syariah 

Ekonomi atau economic dalam banyak literatur ekonomi disebutkan 

berasal dari bahasa Yunani yaitu kata ‘oikos’ atau ‘oiku’ dan ‘nomos’ yang 

berarti peraturan rumah tangga. Dengan kata lain pengertian ekonomi adalah 

semua yang menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan perikehidupan dalam 

rumah tangga tentu saja yang dimaksud dan dalam perkembangannya kata rumah 

tangga bukan hanya sekedar merujuk pada satu keluarga yang terdiri dari 

suami,isteri dan anak-anaknya, melainkan juga rumah tangga yang lebih luas 

                                                      
255  Ali Rama, “Analisis Deskriptif Perkembangan Perbankan Syariah Di Asia Tenggara,” 

Tauhidinomics: Journal of Islamic Banking and Economics 1, no. 2 (September 2015), https: 

//doi.org/10.15408/thd.v1i2.8430. 
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yaitu rumah tangga bangsa, negara dan dunia. Atau secara umum Ekonomi 

didefinisikan sebagai hal yang mempelajari perilaku manusia dalam 

menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi barang dan jasa 

yang dibutuhkan manusia.256 

Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai 

Islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan Sunnah serta prinsip-prinsip syariah 

lainnya. Ekonomi ini berorientasi pada pencapaian keadilan sosial dan 

kemakmuran yang merata, berbeda dengan ekonomi konvensional yang lebih 

mengedepankan keuntungan semata. Larangan riba merupakan aspek 

fundamental dalam ekonomi syariah untuk mencegah eksploitasi ekonomi dan 

ketimpangan. Selain itu, prinsip larangan gharardan maisirjuga dimaksudkan 

untuk menciptakan transparansi dan stabilitas dalam transaksi ekonomi.257 

2. Prinsip Ekonomi Syariah  

Ekonomi Syariah (Islam), merupakan ilmu pengetahuan sosial yang 

mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang dilhami oleh nilai-nilai 

Islam. Ekonomi syariah berbeda dari kapitalisme, sosialisme, maupun negara 

kesejahteraan (Welfare State). Berbeda dari kapitalisme karena Islam menentang 

eksploitasi oleh pemilik modal terhadap buruh yang miskin, dan melarang 

penumpukan kekayaan. Selain itu, ekonomi dalam kaca mata Islam merupakan 

tuntutan kehidupan sekaligus anjuran yang memiliki dimensi ibadah.258 

Setiap system ekonomi mempunyai ciri-ciri yang melekat pada system 

ekonomi tersebut, serta merupakan pembeda antara system ekonomi itu dengan 

system ekonomi lainnya. Sistem ekonomi kapitalis bercirikan pemilikan mutlak 

individu atas harta dan faktor-faktor produksi, persaingan, dan pasar bebas (free 

– fight competition), minimnya peran dan intervensi negara dalam aktivitas 

ekonomi serta adanya system perbankan yang didasarkan pada bunga (interest – 

based banking). Sistem ekonomi sosialis memepunyai beberapa ciri pokok 

seperti kepemilikan harta dan faktor-faktor produksi oleh negara atau kelompok 

masyarakat, peran langsung dan intervensi negara terhadap kegiatan 

                                                      
256  Khamami Zada, Modul Konsep Dasar dan Transaksi Ekonomi Syariah (Badan Penelitian dan 

Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Kemeterian Agama Republik Indonesia, 2021), 

https: //pta.kemenag.go.id/storage/917/konsep-dasar-dan-transaksi-ekonomi-syariah-bnLHr. 

pdf. 
257  Mulkan Syahriza dan Muhammad Yunus, “Ekonomi Syariah: Konsep, Prinsip Dan 

Implementasinya Dalam Perekonomian Modern,” Ameena Journal 3, no. 3 (Agustus 2025): 

234–44, https: //doi.org/10.63732/aij.v3i3.188. 
258  Dadan Muttaqien, “Reformasi Regulasi dan Kelembagaan Ekonomi Islam di Indonesia,” La 

Riba Jurnal Ekonomi Islam Vol. II, no. No. 1, (Juli 2008). 
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perekonomian dan mekanisme pasar serta dominasi badan usaha milik negara 

dalam perekonomian.259 

Baik sistem ekonomi kapitalis maupun sistem ekonomi sosialis, 

keduanya dibangun atas dasar falsafah kebendaan atau materialisme dan dalam 

pelaksanaannya sudah mengalami berbagai modifikasi dari konsepsi awalnya. 

Modifikasi ataupun perombakan atas kedua sistem ekonomi tersebut serta sistem-

sistem ekonomi lainnya yang dibangun berdasarkan falsafah materialisme, 

merupakan suatu keniscayaan, karena materi atau benda itu hanyalah objek atau 

alat untuk untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, bukan subjek dan bukan 

pula merupakan tujuan hidup manusia dan kegiatan ekonomi itu sendiri. Suatu 

system ekonomi yang dibangun berdasarkan materi, disadari atau tidak, jelas 

akan menjadikan benda yang sebenarnya hanyalah alat untuk mencapai tujuan, 

mejadi tujuan itu sendiri. Sistem ekonomi Islam yang dibangun atas landasan 

tauhid, menempatkan materi atau benda sesuai dengan fungsinya, yaitu sebagai 

alat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Manusia, di sisi lain, adalah mahluk 

yang diciptakan Allah dan wajib taat dan berbakti kepada-Nya. Namun manusia 

diberi tugas atau amanah sebagai khalifatullah atau wakil Allah di muka bumi 

dan dalam melakukan fungsinya sebagai mahluk dan khalifatullah itu manusia 

wajib memenuhi ketentuan hukum (Syariah) serta berpedoman kepada perilaku 

(akhlak) yang mulia. Atas dasar aqidah dengan bimbingan syariah dan akhlak, 

maka system ekonomi Islam sebenarnya dapat dan seharusnya lebih berperan 

dalam perekonomian dunia, termasuk khususnya di Indonesia. 260  Adapun 

prinsip-prinsip utama ekonomi syariah antara lain sebagai berikut : 261 

a. Bebas MAGRHIB (Maysir, Gharar, Riba, Haram, Batil) Dalam melakukan 

kegiatan ekonomi harus terhindar dari maysir yang berarti segala bentuk 

aktivitas ekonomi yang berbasis pada perjudian atau spekulasi yang 

merugikan. Ekonomi syariah melarang maisir karena dapat menyebabkan 

ketidakadilan dan ketidakpastian yang merugikan satu pihak. Gharar adalah 

istilah yang mengacu pada transaksi yang mencakup tingkat ketidakpastian 

atau spekulasi yang berlebihan. Ekonomi syariah menuntut kejelasan dan 

transparansi dalam semua transaksi untuk menghindari gharar. Kontrak harus 

jelas dan semua pihak harus memahami risiko dan manfaat dari transaksi 

tersebut. Riba, yang berarti bunga atau keuntungan yang diperoleh tanpa 

                                                      
259 Muttaqien. 
260 Muttaqien. 
261  Hana Imtinan dkk., “Ekonomi Syariah: Alternatif Sistem Ekonomi Menuju Kesejahteraan 

Yang Adil Dan Berkelanjutan,” Jurnal Ekonomi & Bisnis 12, no. 2 (Agustus 2024): 197–204, 
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usaha, dilarang dalam ekonomi syariah karena dianggap eksploitatif dan tidak 

adil. Sebagai gantinya, ekonomi syariah menggunakan sistem bagi hasil 

(profit and loss sharing) seperti mudharabah dan musyarakah, di mana 

manfaat dan risiko didistribusikan secara merata di antara semua pihak yang 

terlibat. Semua aktivitas ekonomi harus sesuai dengan prinsip halal 

(diperbolehkan) dan menghindari yang haram (dilarang) sesuai dengan hukum 

Islam. Produk dan jasa yang diperdagangkan harus halal, dan proses produksi 

serta distribusi juga harus mematuhi prinsip-prinsip syariah. 

b. Keadilan, prinsip ini menekankan pentingnya distribusi kekayaan dan sumber 

daya yang adil dan merata dalam masyarakat. Ekonomi syariah menekankan 

pentingnya membantu yang membutuhkan dan mendorong kesetaraan dalam 

distribusi kekayaan 

c. Kejujuran dan Transparansi adalah nilai-nilai inti dalam ekonomi syariah. 

Semua transaksi harus dilakukan secara terbuka dan jujur, dengan informasi 

yang jelas dan lengkap disampaikan kepada semua pihak yang terlibat. 

3. Regulasi Ekonomi Islam/Syariah 

Regulasi (regulation-Igr): peraturan, Perundang-undangan. Secara juridis 

regulasi ekonomi Islam di Indonesia diwakili oleh perbankan syariah sebagai 

pionir pelaksanaan sistem ekonomi Islam secara real dan legal. Untuk menjawab 

kebutuhan masyarakat bagi terwujudnya sistem perbankan yang sesuai syariah, 

pemerintah telah memasukkan kemungkinan terlaksananya sistem tersebut 

dalam undang-undang.262 

Peraturan ekonomi Syariah di Indonesia sudah cukup banyak apabila 

dibandingkan dengan negara lain. Namun, masih bersifat sporadis yang sifatnya 

merespon kebutuhan pelaku industri. Pendekatan yang semacam ini menyebab-

kan adanya kesenjangan atau kekosongan dalam kerangka regulasi ekonomi 

Syariah. Hingga saat ini, UU yang berkaitan langsung dengan ekonomi Syariah 

yaitu UU Nomor 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal serta beberapa UU 

lainnya yang mengatur sektor keuangan Syariah baik komersial maupun sosial.263  

Dalam sektor keuangan Syariah, hanya industri perbankan syariah yang 

diatur dengan perangkat hukum khusus setingkat Undang-undang yaitu UU 

Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Sedangkan untuk produk 

pasar modal syariah, terdapat UU Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga 

                                                      
262  Muttaqien, “Reformasi Regulasi dan Kelembagaan Ekonomi Islam di Indonesia.” 
263  Handi Risza, “Laporan Hasil Penelitian Analisis Kebijakan: Regulasi Ekonomi Syariah,” 

Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Paramadina, 2020, 
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Syariah Negara (SBSN). Sementara industri keuangan Syariah lainnya diatur 

secara umum bersama dengan Undang-undang yang berlaku untuk industri 

seperti UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan UU Nomor1 Tahun 

2016 tentang Penjaminan. Selain Undang-Undang yang berlaku secara umum, 

terdapat beberapa sub-sektor keuangan syariah yang diatur dengan Peraturan 

Pemerintah (PP) atau Peraturan Presiden (Perpres).264 

Sedangkan dalam lingkup keuangan syariah yang bersifat sosial, 

instrumen zakat telah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang 

Pengelolaan Zakat dan wakaf dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. 

Peraturan secara lebih rinci mengacu pada PP, PMA, maupun peraturan dan/atau 

kebijakan yang dikeluarkan oleh masing-masing institusi yang berwenang seperti 

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI).265 

5.3.2 Regulasi Ekonomi Syariah di Negara Non Muslim 

Praktik ekonomi syariah di negara-negara Barat telah mengalami 

perkembangan signifikan selama beberapa dekade terakhir. Hal ini dipicu oleh 

meningkatnya populasi Muslim di wilayah tersebut serta semakin besarnya 

perhatian terhadap prinsip-prinsip keuangan yang berkelanjutan dan beretika. 

Ekonomi syariah, yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, 

transparansi, dan larangan eksploitasi, mulai menarik perhatian tidak hanya 

komunitas Muslim tetapi juga pelaku pasar keuangan yang mencari alternatif dari 

sistem keuangan konvensional. Di negara-negara seperti Inggris, Amerika 

Serikat, dan Jerman, bank-bank syariah dan produk keuangan berbasis syariah 

mulai diperkenalkan dengan menyesuaikan kebutuhan masyarakat setempat. 

Inggris, misalnya, telah memposisikan dirinya sebagai pusat keuangan Islam di 

Eropa dengan mendirikan lembaga keuangan Islam seperti Al Rayan Bank dan 

memberikan insentif regulasi untuk menarik investorinternasional.266  

Selain perbankan, sektor sukuk (obligasi syariah) juga mulai mendapat-

kan tempat di negara-negara Barat. Pemerintah Inggris menjadi pelopor dengan 

menerbitkan sukuk berbasis syariah pertama di Eropa pada tahun 2014, yang 

bertujuan untuk menarik investasi dari negara-negara Timur Tengah dan Asia 

Tenggara. Langkah ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip keuangan syariah 

tidak hanya relevan dalam konteks agama tetapi juga menawarkan peluang 

ekonomi yang kompetitif di pasar global. Di Amerika Serikat, meskipun adopsi 
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sukuk masihrelatif terbatas, beberapa perusahaan telah memanfaatkan instrumen 

ini untuk mendiversifikasi sumber pembiayaan mereka. Praktik ini menunjukkan 

bahwa prinsip-prinsip keuangan Islam dapat disesuaikan dengan kebutuhan 

ekonomi modern, selama didukung oleh kerangka regulasi yang memadai 

Namun, adopsi ekonomi syariah di negara-negara Barat tidak terbatas pada sektor 

keuangan. Konsep-konsep seperti wakaf dan zakat juga mulai diperkenalkan 

sebagai bagian dari inisiatif sosial yang lebih luas. Beberapa lembaga di Amerika 

Serikat dan Eropa telah mengintegrasikan pengelolaan wakaf untuk mendanai 

proyek-proyek komunitas, termasuk pendidikan, layanan kesehatan, dan 

pemberdayaan ekonomi. Di Jerman, lembaga-lembaga Islam lokal bekerja sama 

dengan komunitas untuk mengelola dana zakat secara sistematis, yang kemudian 

dialokasikan untuk mendukung pengentasan kemiskinan di kalangan masyarakat 

Muslim dan non-Muslim. Praktik ini mencerminkan fleksibilitas ekonomi 

syariah dalam memberikan solusi sosial yang relevan dengan kebutuhan lokal.267 

Selain diatas masih ada negara- negara yang berada di asia tengara yaitu: 268 

1. Singapura 

Singapura merupakan satu di antara beberapa negara di dunia yang 

memiliki sistem keuangan yang canggih yang didukung oleh kondisi lingkungan 

bisnis yang stabil, regulasi yang lengkap, situasi politik yang relatif terkendali 

dan dukungan dari pihak pemerintah yang ingin menjadikan negara tersebut 

sebagai pusat keuangan di dunia. Banyak investor dan perusahaan asing yang 

melakukan investasi di Singapura baik pada sektor keuangan maupun pada sektor 

property. Reputasi sebagai pusat keuangan dunia telah membuat negara 

Singapura banyak menikmati aliran modal dan investasi ke dalam negerinya. 

Dengan reputasi yang baik tersebut, Singapura juga sedang mengembangkan 

sistem keuangan syariah demi mengejar potensi ekonomi yang dapat didapatkan 

pada industri tersebut. Apalagi mengingat negara-negara tetangganya seperti 

Indonesia, Malaysia dan Brunei lagi gencar-gencarnya membangun industri 

perbankan dan keuangan syariah. 

Dukungan terhadap sistem perbankan dan keuangan syariah di singapura 

datang dari tokoh kunci pemerintahan di Singapura melalui statemen mereka 

untuk menjadikan Singapura sebagai pusat keuangan syariah dan sekaligus 

membangun kerangka hukum yang dapat mempermudah industri ini berkembang 

di Singapura. Pada November 2004, Menteri Senior Goh Chok Tong berjanji 

untuk meningkatkan status Singapura sebagai Pusat Jasa Keuangan Syariah 
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(Center for Islamic Financial Services). Selanjutnya pada bulan Maret 2005, 

Perdana Menteri Singapura mengemumkan rencana perubahan undang-undang 

(amandemen) untuk mempermudah setiap bank untuk menawarkan produk dan 

jasa keuangan syariah. Pemerintah juga akan merivisi peraturan yang 

menghambat suatu bank untuk menawarkan produk syariah. 

Aktivitas bisnis perbankan di Singapura diatur melalui undang-undang 

perbankan Singapura (Banking Act) di bawah pengawasan dan supervisi 

Monetary Authorit of Singapore (MAS). Seiring dengan perkembangan sistem 

perbankan dan keuangan syariah baik pada tataran global maupun di sekitar 

negara tetangganya, seperti Indonesia dan Malaysia, pemerintah melalui MAS 

melakukan beberapa penyesuaian undang-undang demi mengakomodir 

operasional sistem perbankan dan keuangan syariah di negara tersebut. 

Amandemen dilakukan pada Banking Act demi memfasilitasi produk keuangan 

berbasis syariah khususnya murabahah. Selain itu, MAS juga melakukan 

amandemen terhadap Income Tax Act melalui perubahan anggaran 2005 dan 

2006. Amandemen terhadap UU yang sudah ada dilakukan demi menyesuaikan 

dengan karakteristik dari sistem perbankan dan keuangan syariah. 

Momentum penting dalam pengembangan industri perbankan dan 

keuangan syariah di Singapura terjadi pada tahun 2010, yaitu saat MAS 

menerbitkan sebuah garis petunjuk (guidelines) dengan nama “Guidelines on the 

Application of Banking Regulation to Islamic Banking”. Guidelines ini bertujuan 

untuk menyediakan petunjuk bagi bank tentang peraturan bank syariah di 

Singapura, terutama kerangka petunjuk bagi lembaga keuangan yang ingin 

membuka produk dan jasa keuangan syariah. Secara garis umum guidelines ini 

memberikan penjelasan tentang pendekatan yang digunakan oleh MAS terhadap 

perbankan syariah, terutama dari segi perizinan, regulasi dan permodalan. Selian 

itu, guidelines ini juga mengatur tentang perlakukan terhadap perbankan syariah 

khususnya terhadap struktur pendanaan, pembiayaan dan invetasi (lihat 

Guidelines on the Application of Banking Regulations to Islamic Banking 2010). 

Secara umum kerangka regulasi yang dikembangan di Singapura tertait dengan 

industri perbankan dan keuangan syariah adalah memperlakukan secara sama 

dengan industri perbankan dan keuangan secara umum. Namun dianjurkan untuk 

menyesuaikan sesuai dengan karakteristik masing-masing berdasarkan pada 

koordinasi dan pemberitahuan dengan lembaga otoritas keuangan. Kerangka 

regulasi yang bersifat fleksibel ini disebabkan jumlah penduduk Muslim dan 

perbankan syariah yang belum terlalu dominan. 

Saat ini sudah terdapat beberapa lembaga kuangan di Singapura yang 

menawarkan produk keuangan syariah, termasuk diantaranya adalah Bank 
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Standard Chartered, HSBS, OCBC, CIMB dan Maybank. Pada tahun 2007, 

Singapura mendirikan bank Islam pertama yang beroperasi syariag secara penuh 

(Bank Umum Syariah), yaitu Bank Islam Asia (Islamic Bank of Asia). Bank 

syariah ini merupakan hasil joint venture antara bank DBS dan investor swasta 

Timur Tengah. Lembaga kuangan syariah lainnya yang telah membuka kantor di 

Singapura adalah Arcapita, Al-Salam Bank-Bahrain, dan Manajemen Investasi 

AEP. Asuransi HSBC mengelola dana takaful untuk pasar dalam negeri 

Singapura, sementara Tokio Marine Retakaful telah berdiri di Singapura 

semenjak tahun 2004. 

2. Filipina 

Filipina merupakan anggota negara ASEAN yang 80% mayoritas 

penduduknya beragama kristen, hanya terdapat sekitar 8,5% penduduknya yang 

beragama Islam atau sekitar 6 juta orang. Penduduk Muslim Filipina biasa 

dikenal dengan nama Moros pada masa pendudukan Spanyol pada tahun 1565, 

nama ini merujuk kepada penduduk Moors dari Spanyol. Pada tahun 1898, 

Spanyol menyerahkan penguasaan Filipina ke Amerika Serikat berdasarkan 

kesepakatan Paris (Treaty of Paris). Republik Filipina terlibat konflik dengan 

penduduk Moros pada tahun 1978 terkait masalah status politik Lembaga Haji 

Filipina didirikan pada tahun 1978 sebagai bentuk akomodasi pemerintah bagi 

penduduk Muslim Moros yang ingin menunaikan haji ke Mekah. Pada tahun 

1981, kementerian urusan agama Islam (Ministry of Islamic Affairs) 

mengungkapkan adanya kemungkinan diperkenalkannya sebuah bank yang akan 

beroperasi sesuai prinsipprinsip syariah untuk memberikan layanan perbankan 

dan keuangan kepada seluruh penduduk Muslim khususnya yang tinggal di 

bagian selatan Mindanau. Pada tahun 1973, Presiden Filipina, Ferdinand Marcos 

meresmikan berdirinya bank Islam Amanah (Amanah Islamic Bank) dengan 

nama Phillippine of Amanah Bank (PAB). Pendidirian PAB didasarkan pada 

Dekrit Presiden No. 264 yang berisi tentang kewajiban PAB untuk 

menginvetasikan 75% dananya untuk menyediakan fasilitas kredit jangka 

menengah dan panjang bagi penduduk Muslim yang ada di provinsi Catabato, 

Utara Catabato, Lano del Sur, Lanao del Norte, Sulu, Basilan, Zamboanga del 

Norte, Zamboanga del Sur dan Palawan. Dengan begitu desain awal dari PAB 

dikembangkan sebagai bank pembangunan dengan modal awal sekitar P 50 juta. 

PAB adalah bank milik pemerintah Filipina yang dikhususkan untuk 

melayani penduduk Muslim yang ada di Filipina. Selanjutnya, Dekrit Presiden 

No.542 diterbitkan pada tahun 1974 sebagai pedoman bagi PAB dalam 

mengimplementasikan konsep Islam dalam sistem perbankan, seperti prinsip 

pelarangan bunga dan konsep bagi hasil. Namun, pedoman ini tidak sepenuhnya 
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dilaksanakan oleh PAB disebabkan sistem yang dianut oleh PAB masih 

didominasi oleh sistem perbankan konvensional dalam operasional 

perbankannya. Bank PAB sebenarnya adalah subsidiari dari Bank Pembangunan 

Filipina (Development Bank of Philippines), sebuah bank yang dimiliki oleh 

pemerintah Filipina. Pada tahun 1990, bank PAB berubah menjadi bank syariah 

berdasarkan pada penandadatanganan Republic Act No.6848 yang biasa disebut 

sebagai Chartered of AlAmanah Islamic Investmen Bank of the Philippines 

(AAIIBP). Piagam ini memberikan mandat untuk mempromosikan dan 

mempercepat pembangunan sosial-ekonomi wilayah otonomi Muslim Mindanau 

(ARMM) melalui sistem perbankan, pembiayaan, dan partisipasi pada pertanian, 

perdagangan dan industri berdasarkan pada konsep perbankan syariah. 

Berdasarkan latar belakang tersebut terlihat dengan jelas bahwa pendirian 

banks syariah (PAB) di Filipina memiliki muatan politik, yaitu sebagai respon 

dari pertumbuhan penduduk Muslim Filipina bagian selatan demi membantu 

terjadinya restorasi dan pembangunan ekonomi akibat peperangan dan 

pemberontakan Pembentukan bank syariah digunakan sebagai cara pemerintah 

untuk melakukan pemberdayaan ekonomi bagi Muslim Mindanau demi 

tercapainya perdamaian dan pembangunan ekonomi pada komunitas Muslim 

minoritas. 

Pada tahun 1989, bank PAB berubah nama menjadi Al-Amanah Islamic 

Investment Bank. Keberadan bank syariah di Filipina diatur melalui The 

Chartered of the Al-Amanah Islamic Investment Bank of the Philippines yang 

diterbitkan pada tahun 1990. Regulasi ini secara khusus dikeluarkan untu bank 

Investasi Islam Al-Amanah (Al-Amanah Islamic Investmen bank). Artinya, 

regulasi tentang perbankan syariah di Filipina hanya secara khusus mengatur 

tentang bank Islam Al-Amanah sehingga tidak memungkinkan untuk 

berkembangnya bank syariah diluar dari bank tersebut. Selanjutnya, pada tahun 

1996, Bank Sentral Bangkok menerbitkan Surat Edaran No. 105-96 tentang 

Implementasi Aturan dan Regulasi atas Undang-Undang No. 6848 (The Islamic 

Bank Charter). Surat edaran ini bersifat teknis operasional tentang bank Investasi 

Islam Al-Amanah Filipina. Bank syariah di Filipina meskipun jumlahnya Cuma 

satu bank, akan tetapi mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam 20 

tahun terakhir. Saat ini Bank Islam Al-Amanah sudah memiliki 9 cabang yang 

tersebar di 8 kota strategis di wilayah Mindanau 

5.3.3 Tantangan dan Peluang Ekonomi Syariah di Negara Non Muslim 

Penerapan ekonomi syariah di negara-negara Barat atau non muslim 

menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya 

pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip syariah di kalangan 
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regulator dan masyarakat umum. Selain itu, keberagaman interpretasi hukum 

Islam sering kali menyebabkan perbedaan dalam standar praktik di berbagai 

negara Barat, sehingga menyulitkan pengembangan pasar keuangan syariah yang 

terintegrasi. Regulasi yang ketat di sektor keuangan juga dapat menjadi 

hambatan, karena produk keuangan berbasis syariah harus melalui proses 

persetujuan yang rumit untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum lokal dan 

syariah sekaligus. Untuk mengatasi masalah ini, beberapa lembaga, seperti 

Islamic Financial Services Board (IFSB), telah bekerja sama dengan regulator di 

negara-negara Barat untuk menyusun panduan dan standar yang memfasilitasi 

adopsi ekonomi syariah secara lebih luas.269 

Di sisi lain, munculnya teknologi finansial (fintech) memberikan peluang 

baru untuk memperluas jangkauan ekonomi syariah di negara-negara Barat. 

Platform fintech berbasis syariah seperti Yielders di Inggris telah memanfaatkan 

teknologi untuk menyediakan layanan investasi yang sesuai dengan prinsip 

syariah kepada investor Muslim dan non-Muslim. Teknologi ini uga memungkin-

kan inklusi keuangan yang lebih luas, terutama bagi komunitas Muslim yang 

sebelumnya sulit mengakses layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai 

mereka. Dengan dukungan teknologi, praktik ekonomi syariah dapat diadaptasi 

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Barat yang semakin digital dan global.270 

Ekspansi ekonomi syariah di negara-negara Barat juga telah membuka 

peluang untuk menciptakan dialog antarbudaya dan agama melalui sektor 

keuangan. Sistem ekonomi syariah, dengan fokus pada nilai-nilai keadilan, 

inklusi sosial, dan keberlanjutan, telah menarik perhatian tidak hanya umat 

Muslim tetapi juga masyarakat umum yang tertarik pada pendekatan alternatif 

terhadap kapitalisme konvensional. Di Inggris, misalnya, banyak bank syariah 

yang melayani nasabah lintas agama, yang menunjukkan fleksibilitas prinsip-

prinsip syariah untuk diterapkan dalam konteks multikultural. Hal ini juga terlihat 

dalam minat yang berkembang terhadap investasi etis berbasis syariah di pasar 

modal, di mana banyak investor non muslim tertarik pada mekanisme kontrol 

yang ketat terhadap aktivitas yang dianggap tidak etis, seperti perjudian atau 

investasi dalam industri alkohol.271 

Keberhasilan adopsi ekonomi syariah di negara-negara Barat juga sangat 

bergantung pada kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor 

swasta, dan komunitas Muslim. Di Amerika Serikat, beberapa lembaga keuangan 

Islam bekerja sama dengan pemerintah setempat untuk menyediakan layanan 
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keuangan kepada komunitas Muslim yang kurang terlayani. Contohnya adalah 

Guidance Residential, sebuah perusahaan penyedia pembiayaan rumah berbasis 

syariah, yang berhasil menjembatani kesenjangan antara kebutuhan masyarakat 

Muslim dan regulasi keuangan konvensional. Kolaborasi ini tidak hanya 

memberikan manfaat ekonomi tetapi juga menciptakan rasa inklusi yang lebih 

besar di kalangan komunitas Muslim di Barat.272 

Namun, salah satu tantangan signifikan dalam praktik ekonomi syariah di 

negara-negara Barat adalah stigma dan kesalahpahaman yang sering kali melekat 

pada istilah “syariah.” Dalam beberapa kasus, konsep syariah masih dihubungkan 

dengan hukum agama yang dianggap eksklusif atau konservatif, yang dapat 

mempengaruhi persepsi masyarakat umum terhadap produk-produk keuangan 

Islam. Oleh karena itu, edukasi publik menjadi elemen penting dalam mendorong 

adopsi ekonomi syariah yang lebih luas. Lembaga-lembaga seperti International 

Islamic Financial Market (IIFM) dan Islamic Finance Council UK telah 

mengambil inisiatif untuk meningkatkan literasi keuangan Islam, baik di 

kalangan komunitas Muslim maupun masyarakat umum. Upaya ini mencakup 

seminar, pelatihan, dan publikasi yang menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip 

syariah dapat diterapkan dalam konteks yang inklusif dan progresif.273 

Selain itu, lingkungan regulasi yang berbeda di setiap negara Barat 

menjadi tantangan lain yang harus diatasi. Misalnya, di beberapa negara seperti 

Prancis, regulasi keuangan syariah masih menghadapi hambatan hukum dan 

birokrasi yang membatasi perkembangan sektor ini. Sebaliknya, Inggris telah 

memberikan contoh positif dengan menyediakan kerangka regulasi yang 

mendukung, seperti menawarkan fleksibilitas pajak untuk produk-produk 

keuangan berbasis syariah. Langkah ini menjadikan Inggris sebagai model bagi 

negara-negara Barat lainnya dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi 

pertumbuhan ekonomi syariah.274 

Teknologi terus menjadi faktor kunci yang mendorong keberlanjutan 

ekonomi syariah di negara-negara Barat. Aplikasi berbasis blockchain, misalnya, 

telah mulai digunakan untuk memastikan transparansi dalam pengelolaan zakat 

dan wakaf, serta dalam pengelolaan dana investasi syariah. Penggunaan 

teknologi ini memungkinkan ekonomi syariah untuk bersaing di pasar yang 

semakin digital, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap 

integritas sistem tersebut. Dengan semakin banyaknya komunitas Muslim yang 

tinggal di negara-negara Barat dan meningkatnya minat terhadap sistem 
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keuangan etis, integrasi teknologi dengan prinsip syariah membuka peluang 

untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Praktik ekonomi syariah di negara-

negara Barat bukan hanya fenomena sementara tetapi mencerminkan perubahan 

struktural dalam cara masyarakat Barat memandang sistem keuangan. Dengan 

mengintegrasikan nilai-nilai moral dan etika ke dalam praktik ekonomi, sistem 

ini menawarkan alternatif yang menarik untuk menghadapi tantangan ekonomi 

global seperti ketimpangan sosial, krisis lingkungan, dan volatilitas pasar 

keuangan. Dalam jangka panjang, ekonomi syariah memiliki potensi untuk 

berperan sebagai jembatan antara komunitas Muslim dan masyarakat luas di 

Barat, serta menjadi bagian integral dari solusi keuangan global yang lebih 

inklusif dan berkelanjutan.275 

salah satu tantangan yang terus dihadapi adalah mengintegrasikan 

ekonomi syariah ke dalam sistem keuangan Barat yang sangat kompetitif. 

Negara-negara Barat umumnya memiliki regulasi keuangan yang kompleks dan 

berbasis bunga, yang sering kali bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam. 

Untuk mengatasi tantangan ini, beberapa lembaga keuangan Islam telah 

mengembangkan model hibrida yang tetap mematuhi prinsip syariah tetapi juga 

memenuhi persyaratan regulasi lokal. Misalnya, bank-bank syariah di Inggris 

menawarkan produk seperti pembiayaan berbasis ijarah (leasing) dan murabahah 

(jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati), yang disesuaikan agar 

sesuai dengan kerangka regulasi Inggris. Upaya ini menunjukkan fleksibilitas 

ekonomi syariah untuk beradaptasi dengan kebutuhan lokal sambil 

mempertahankan integritas prinsip-prinsipnya.276 

Kesimpulan dari pembahasan diatas adalah ekonomi syariah merupakan 

sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam yang bersumber dari 

Al-Qur’an dan Sunnah, dengan tujuan mewujudkan keadilan, keseimbangan, 

serta kesejahteraan masyarakat. Prinsip utama dalam ekonomi syariah meliputi 

larangan riba, gharar, dan maisir, serta menekankan nilai kejujuran, transparansi, 

dan keadilan dalam setiap aktivitas ekonomi. Sistem ini tidak hanya berorientasi 

pada keuntungan semata, tetapi juga memperhatikan aspek moral, etika, dan 

kemaslahatan bersama. 

Perkembangan ekonomi syariah tidak hanya terjadi di negara-negara 

mayoritas Muslim, tetapi juga di berbagai negara non muslim. Hal ini 

menunjukkan bahwa prinsip ekonomi syariah memiliki nilai universal yang dapat 

diterapkan dalam sistem ekonomi modern. Beberapa negara seperti Inggris, 

Amerika Serikat, Jerman, Singapura, dan Filipina telah mulai mengembangkan 
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regulasi serta lembaga keuangan berbasis syariah. Inggris bahkan menjadi salah 

satu pusat keuangan Islam di Eropa dengan dukungan regulasi yang cukup kuat, 

sedangkan Singapura dan Filipina juga telah melakukan berbagai penyesuaian 

regulasi untuk mengakomodasi praktik perbankan syariah. 

Meskipun demikian, penerapan ekonomi syariah di negara non muslim 

masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut antara lain kurangnya 

pemahaman masyarakat dan regulator mengenai prinsip syariah, perbedaan 

interpretasi hukum Islam, serta sistem regulasi keuangan yang pada umumnya 

berbasis bunga. Selain itu, stigma terhadap istilah “syariah” juga masih menjadi 

hambatan dalam pengembangan industri keuangan syariah di beberapa negara 

Barat. 

Di sisi lain, perkembangan teknologi finansial (fintech), meningkatnya 

kesadaran terhadap keuangan yang etis dan berkelanjutan, serta meningkatnya 

populasi Muslim di negara-negara Barat menjadi peluang besar bagi 

pertumbuhan ekonomi syariah. Dengan dukungan regulasi yang tepat, kolaborasi 

antara pemerintah, sektor keuangan, dan masyarakat, serta peningkatan literasi 

ekonomi syariah, sistem ekonomi ini memiliki potensi besar untuk berkembang 

lebih luas di negara non muslim. 

Dengan demikian, ekonomi syariah tidak hanya menjadi alternatif sistem 

keuangan bagi umat Muslim, tetapi juga dapat menjadi solusi ekonomi yang 

inklusif, adil, dan berkelanjutan bagi masyarakat global. 
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